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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan 

atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022. 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Tuban Tahun 2022 tersusun dalam rangka memenuhi 

ketentuan dalam Pasal Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).  

Penyusunan LPPD Tahun 2023, berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri ,Sebagaiman diatur dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan 

informasi laporan memuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Tuban sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai 

dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

bersumber dari data-data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (Hasil) Dan 

Output (Keluaran), fungsi penunjang urusan pemerintahan , capaian 

Kinerja Makro yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Tuban, sebagai pelaksana penyelenggaraan Urusan dimaksud. 

Kami menyadari bahwa informasi laporan ini masih banyak 

kekurangan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hasil dari 

pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan secara keseluruhan. 

Semoga Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) ini 

menjadi referensi dan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke 

depan serta lebih mendapatkan perhatian pemerintah bagi perkembangan 

berbagai sektor di wilayah Kabupaten Tuban. 
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Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan 

berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan 

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap, 

semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Tuban, 

senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal 

‘alamiin. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh 

 

 Tuban,     

 

 BUPATI TUBAN  

 

 

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE 

 

28 Maret 2023
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

1.1.1 PENJELASAN UMUM 

A.  UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH 

BerdasarkanUndang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1965. 

B.  DATA GEOGRAFIS WILAYAH 

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Letak Kabupaten Tuban yang cukup strategis berada diujung 

barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus 

sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Adapun 

batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban 

adalah :  

 Sebelah Utara : Laut Jawa  

 Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro  

 Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa 

Tengah). 

Untuk lebih jelasnya lagi letak Kabupaten Tuban dapat dilihat 

pada gambar peta Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1.1. berikut : 

Gambar 1.1 
Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km yang 

membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) 
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kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang. Kecamatan Tuban, 

Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan 

Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 

km2. 

b) Letak dan Kondisi Geografi 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang 

masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 

Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak 

Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111o 30’ sampai 

dengan 112o 35’ Bujur Timur dan 6o 40’ sampai dengan 7o 18’ 

Lintang Selatan. Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 103 

km ke arah barat. 

c) Kondisi Topografi 

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini 

ditunjukan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter 

diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa 

bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah 

dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian 

selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl 

terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan 

daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di 

Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.  

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada 

gambar 1.2 dibawah ini : 

Gambar 1.2 

Peta Ketinggian Kabupaten Tuban 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

d) Kondisi Geologi 
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 Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam 

cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur 

mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan 

di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary 

Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, 

Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary 

Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan 

Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah 

Kabupaten Tuban. 

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan 

yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota 

Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota 

Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, 

Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, 

Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, 

Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.  

Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada 

gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini : 

Gambar 1.3 

Peta Geologi Kabupaten Tuban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu: 

 Alluvial : jenis tanah ini terdapat hampir di seluruh kecamatan 

yaitu di Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, 
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Palang, Semanding, Tuban, Jenu, Merakurak, Tambakboyo dan 

Bancar. dan Kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah Alluvial 

adalah Kecamatan Kenduruan. Jatirogo, Bangilan, Senori, 

Singgahan, Kerek, Montong, dan Grabagan. 

 Regosol : jenis tanah Regosol Kabupaten Tuban mempunyai luas 

35.629,942 Ha. Yang tersebar di 15 kecamatan terdiri dari 

Kecamatan Bancar, Tambakboyo, dan Jenu. Kecamatan yang tidak 

memiliki jenis tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, 

Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, 

Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, 

Kerek, dan Jatirogo.  

 Grumosol : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai 

luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu 

Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, 

Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, 

Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. 

Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini 

adalah Tuban dan Merakurak.  

 Komplek Mediteran Litosol : jenis tanah ini tersebar di 

Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, 

Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, 

Tambakboyo, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha. 

 Komplek Mediteran Litosol/Renzina : dari total luas jenis tanah 

yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan 

jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 

55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, 

Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, 

Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.  

e) Kondisi Klimatologi 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan 

kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari 

agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. 

Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang 

cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah 

menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah 

(wetland) 9.696,513 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 

174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten 



BAB I PENDAHULUAN 
 

 

I - 5 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab Tuban Tahun 2022 

Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim 

kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada 

bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. 

Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 m. 

f) Kondisi Hidrologi 

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi 

tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai 

kening. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian 

besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal 

dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali 

Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya 

Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, 

Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami kebanjiran 

akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir 

akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, 

seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang. 

g) Potensi Pengembangan Wilayah 

 Potensi Pertanian 

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di 

Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau 

sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari 

luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 

Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 

Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa. 

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan 

secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, 

kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi 

– umbian lainya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak 

diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, 

nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, 

bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung 

pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata 

setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. 
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 Potensi Perkebunan 

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan 

berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-

masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk 

optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan 

kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai 

komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu 

mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan 

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan 

pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan 

pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva 

kwangwung dengan menggunakan jamur Metharizium, SLPHT 

serta upaya-upaya lainnya. 

 Potensi Perikanan dan Kelautan 

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang 

cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan 

di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. 

Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di 

Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan 

teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi 

tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan 

darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban 

adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan 

yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan 

lele.Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan 

pengembangan budidaya tambak udang.  

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk 

meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung 

terhadap pencapian jumlah produksi tersebut diantaranya : (1) 

Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan 

Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan 

Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (6) 

Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan. 

 

 Potensi Peternakan 
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Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten 

Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam 

mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya 

memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta 

upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka 

peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial 

di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, 

kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam 

pedaging, itik dan entog. 

 Potensi Kehutanan 

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, 

tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan 

mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta 

optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan 

peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya 

peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan 

konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan 

hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama 

penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi 

perkebunan.  

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan 

oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, 

Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. 

Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara 

bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan 

Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan 

Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil 

Teknis Trucukisasi. 

 Potensi Pertambangan 

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak 

dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Gresik 

dan PT. Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral 

bukan logam dan mineral tersebut diantaranya : 
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a. Batu Gamping (CaCO3), merupakan bahan galian industri 

utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. 

Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, 

Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu 

gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen 

portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat 

dan lain-lain. 

b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu 

pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi : Jatirogo, 

Bancar, Montong dan Tambakboyo  

c. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak 

tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan 

Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong 

dan Widang.Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang 

lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor 

yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat 

plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku 

industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain  

d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan 

unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, 

plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat 

Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel  

e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan 

fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri 

kimia lainya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan 

Tambakboyo  

f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan 

langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan 

Merakurak, Rengel, Palang dan Widang  

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran 

Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian 

Golongan Adiantaranya gas dan minyak bumi. 

 Potensi Pariwisata 

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah 

didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum 
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penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan 

dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan 

bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta 

mampu memberikan kontribusiterhadap perekonomian 

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Tuban. 

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari 

wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar 

dibeberapa kecamatan.  

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:   

- Pantai Sowan di Kecamatan Bancar 

- Goa Akbar di Kecamatan Tuban 

- Goa Suci di Kecamatan Palang 

- Goa Ngerong di Kecamatan Rengel 

- Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong 

- Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang 

- Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan ParenganAir 

Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan 

2. Obyek Wisata Budaya terdiri dari: 

- Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban 

- Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding 

- Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang 

- Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban 

- Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban 

- Situs Boom di Kecamatan Tuban 

3. Obyek wisata buatan terdiri dari : 

- Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding 

- Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di 

Kecamatan Tuban 

 Potensi Industri 

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri 

Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat 

dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. 

Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat 

investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di 

Kabupaten Tuban, sehingga dapatterciptanya lapangan kerja dan 

terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri 
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maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti 

perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor 

lainya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan 

investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan 

Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari :  

1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan 

Tambakboyo,Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.  

2. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah 

Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, 

Rrengel, Jatirogo, dan Palang.  

3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri 

rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten 

Tuban. 

 Kawasan Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang 

diindakasi sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor 

rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses 

geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi 

yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, 

abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting 

beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan 

semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan 

perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran 

hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan 

rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu : 

Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai 

yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah 

Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan 

kawasan rawan bencana.  

1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir :  

- Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan 

daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim 

hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar.  

-  Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan 

Merakurak  
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- Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening 

adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, 

Senori, dan Parengan.  

2. Kecamatan yang merupakan darah rawan abrasi pantai yaitu 

Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan jenu, 

Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.  

3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang 

yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, 

Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.  

C. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN 

TUBAN TAHUN 2022 

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi 

menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 1.734 Rukun Warga 

dan 6.796 Rukun Tetangga. Kecamatan dengan masing-masing jumlah 

desa di Kabupaten Tuban adalah sebagi berikut : 

Tabel 1.1 
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban 

No. Kecamatan Luas 

Wilayah 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

RW 

Jumlah 

RT 

1 Kenduruan 85,73 9 - 45 191 

2 Bangilan 77,27 14 - 110 309 

3 Senori 78,39 12 - 70 251 

4 Singgahan 79,05 12 - 61 187 

5 Montong 147,98 13 - 68 259 

6 Parengan 114,45 18 - 67 276 

7 Soko 96,88 23 - 113 603 

8 Rengel 58,52 16 - 75 377 

9 Grabagan 73,79 11 - 46 232 

10 Plumpang 86,52 18 - 115 501 

11 Widang 107,14 16 - 72 368 

12 Palang 72,70 18 1 109 464 

13 Semanding 120,99 15 2 177 584 

14 Tuban 21,29 3 14 105 370 

15 Jenu 81,61 17 - 72 230 

16 Merakurak 103,77 19 - 101 381 

17  Kerek 136,55 17 - 79 342 
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18 Tambakboyo 72,97 18 - 64 218 

19 Jatirogo 111,98 18 - 103 362 

20 Bancar 112,36 24 - 82 291 

JUMLAH 1.839,94 311 17 1.734 6.796 

Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2021 

 
 
 

Gambar 1.4 
Persentase  Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban 

 

 

 

 

 

 

E.  JUMLAH PERANGKAT DAERAH , UNIT KERJA PERANGKAT 

DAERAH DAERAH DAN PEGAWAI  PEMERINTAH 

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban  Tahun 2022 

mengacu pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 152 Tahun 2021tentang 

kode wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tubanterdiri dari 20 unit pelayanan pendidikan di setiap Kecamatan,3 

unit Satuan Pendidikan Non Formal, 2 Unit Organisasi Bersifat Khusus, 

33 Unit Organisasi Bersifat Fungsional, 7 unit Pelayanan Terpadu 

Dinas, Puskesmas 33, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dengan 6 

Bagian, 24 unit Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).  

Jumlah PNS di Kabupaten Tuban Tahun 2022 tidak termasuk 

tenaga Guru dan Tenaga Kesehata sebanyak 1.807 orang , Pegawai 

menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas ( diluar Kesehatan dan 

Pendidikan ) sebanyak 804, sedangkan pegawai PNS Fungsional ( diluar 

Guru dan Tenaga Kesehatan ) sebanyak 277 orang.  

F. REALISASI ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN 

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN 
JENIS BELANJA  
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 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JUMLAH PENDAPATAN 

Pendapatan Daerah merupakan komponen yang penting 

didalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka 

suatu daerah diharapkan memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah 

secara optimal serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah 

tingkat atas. Hal yang paling menetukan dalam perubahan kebijakan 

pendapatan daerah adalah pendapatan daerah itu sendiri. 

Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban 

pada tahun 2022, diarahkan kepada :  

1. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan 

sumber-sumber pendapatan daerah;  

2. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan 

wajib restribusi; 

3. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak 

dan restribusi daerah; 

4. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang 

terpercaya dan transparan; 

5. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah; 

6. Peningkatan SDM petugas pajak; 

7. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan; 

8. Peningkatan IT bidang pendapatan. 

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten 

Tuban dari Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel  1.2 
      Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

Bagian Pendapatan Asli Daerah  

2021 462.306.935.575,00     614.733.285.905,09 132,97 

2022 547.254.397.095,00 
       587.641.750.164,81 

* 
107,38 

Bagian Pendapatan Transfer  

2021 1.791.738.367.833,00 1.944.399.167.508,14 108,52 

2022 1.939.748.270.389,00 
   2.055.219.182.012,36 

* 
106,00 

Bagian Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah  
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2021 120.878.563.027,47      134.759.756.438,58 111,48 

2022 -  13.674.879.460,00 * - 

J u m l a h  

2021 2.374.923.866.435,47   2.693.892.209.851,81 113,43 

2022 
2.487.002.667.484,00     

2.656.535.811.637,17* 
106,82 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                               *unaudited 

DalamTahun 2022 Penerimaan Pendapatan Daerah terealisasi 

sebesarRp.2.656.535.811.637,17dari target yang telah di tetapkan sebesar  

Rp. 2.487.002.667.484,00 atau sebesar 106,82 %. Bila dibandingkan dengan 

tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 2.693.892.209.851,81 dari target yang 

telah di tetapkan sebesar Rp. 2.374.923.866.435,47, sehingga  realisasi 

mengalami penurunan sebesar Rp. 37.356.398.214,64  atau sebesar 1,38%. 

Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 Bagian Lain - Lain 

Pendapatan Daerah Yang  Sah sebesar Rp. 134.759.756.438,58 sedangkan 

ditahun 2022 Bagian Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah hanya sebesar 

Rp.13.674.879.460,00 sehingga dapat mempengaruhi total Pendapatan Daerah 

sebesar Rp.121.084.876.978,58 atau sebesar 4,50%. 

1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat 

menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun  

realitanya  sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari 

dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena 

sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi 

kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi 

terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada  : 

Tabel 1.3 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

Pendapatan Pajak Daerah  

2021 272.786.343.325,00  310.086.279.270,00 113,67 

2022 275.091.686.000,00    295.829.861.677,00 * 107,54 

Pendapatan Retribusi Daerah  

2021    29.748.982.076,00     55.579.430.221,00 186,83 

2022 32.306.066.926,00      43.551.887.692,00* 134,81 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

2021 17.817.611.328,00    17.822.251.456,36 100,03 

2022 18.380.278.033,00      18.032.633.647,34* 98,11 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

2021 141.953.998.846,00   231.245.324.957,73 162,90 

2022 221.476.366.136,00   230.227.367.148,47 * 104,00 

J u m l a h  
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URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

2021 462.306.935.575,00   614.733.285.905,09 132,97 

2022 547.254.397.095,00    587.641.750.164,81 *  107,38 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                               *unaudited 

 

Pada Tahun 2022, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terealisasi sebesar Rp.587.641.750.164,81 atau sebesar 107,38% 

dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 547.254.397.095,00. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 

2022 target meningkat dan realisasi lebih tinggi daripada tahun 

2021. 

2) Perkembangan Pendapatan Transfer  

Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban berasal dari Tranfer 

Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan,Tranfer Pemerintah Pusat 

Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi, seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.4 

Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban Tahun 2021-2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

Tranfer Pemerintah Pusat   

2021 1.667.818.712.644,00 1.723.269.131.737,00 103,32 

2022 1.789.099.418.228,00 1.844.560.125.795,36* 103,11 

Tranfer Antar Daerah  

2021 123.919.655.189,00 221.130.035.771,14 178,44 

2022 150.648.852.161,00   210.659.056.217,00* 139,83 

J u m l a h 

2021 1.791.738.367.833,00 1.944.399.167.508,14 108,52 

2022 1.939.748.270.389,00   2.055.219.182.012,36* 106,00 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                                            *unaudited 

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 apabila 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan 

sebanyak Rp. 111.042.276.361,22 atau sebesar 5,71%. Peningkatan 

realisasi terbesar apabila dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 

pada Transfer Pemerintah Pusat, dimana mengalami peningkatan 

sebesar 7,051% atau sejumlah Rp. 121.513.255.915,36. 

3) Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah berasal dari Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Hibah. 
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Pada Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar  

Rp. 13.666.783.460,00sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1.5 

Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Tahun 2021-2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

Pendapatan Hibah  

2021 10.103.650.332,00 17.146.390.873,00 169,70 

2022 -  13.666.783.460,00* - 

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

2021 110.774.912.695,47 117.613.365.565,58* 111,51 

2022 - -* - 

J u m l a h  

2021 120.878.563.027,47 134.759.756.438,58 111,48 

2022 -    13.666.783.460,00* - 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                              *unaudited 

 

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 

2022 sebesar Rp.11.987.540.860,00 yang berasal daripendapatan 

hibah. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran lain-lain pendapatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kosong 

tidak ditargetkan dan juga tidak ada realisasi. 

 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA 

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 

2022, diarahkan pada : 

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, 

khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari 

total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja 

daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow 

program);  

2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk 

menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan 

memprioritaskan pada tujuan: 

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan 

c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja 

d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan 

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola 

penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik 

pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel 

berdasarkan prioritas pembangunan daerah;  
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4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada 

hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan 

belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 

Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas 

pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa 

Timur;  

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah dan 

akuntabel; 

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah 

dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah 

serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaannya; 

7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi 

tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya 

masayarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban; 

8. Untuk perubahan RKPD Tahun 2022 arah kebijakan belanja adalah 

memprioritaskan pembangunan atau perbaikan infrastruktur dalam 

kondisi rusak berat, diantaranya infrastruktur pendidikan, kesehatan, 

pendukung pemulihan ekonomi dan konektivitas wilayah. 

 Perkembangan Realisasi  Belanja Daerah Kabupaten Tuban 

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2021 berjumlah sebesar  

Rp. 2.464.980.324.856,14 sedangkan pada Tahun 2022 Belanja 

Daerah terealisir sebesar Rp. 2.721.369.210.057,89. Apabila 

dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Daerah 

mengalami kenaikan sebesarRp. 175.742.442.089,88 atau sebesar 

7,13%.   

Rincian  Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun 

2021 dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut  : 

Tabel 1.6 
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran  2021-2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

BELANJA OPERASI  

2021 1.932.473.885.609,00     1.623.501.509.192,02 84,01 

2022 2.089.087.964.759,00 1.746.675.509.327,05 * 83,61 

BELANJA MODAL  

2021 480.583.508.342,00 384.854.856.650,27 80,08 

2022 631.013.528.809,00 520.344.758.867,84 * 82,46 

BELANJA TIDAK TERDUGA  

2021 43.317.102.913,00 17.406.286.776,85 40,18 

2022 61.342.317.276,00 599.915.527,00 * 0,96 

BELANJA TRANSFER  

2021 441.108.603.892,00 439.217.672.237,00 99,57 
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2022 457.080.697.217,00 453.749.026.336,00 * 99,27 

JUMLAH  

2021 2.897.482.500.756,00     2.464.980.324.856,14 85,07 

2022       3.238.524.508.061,00      2.721.369.210.057,89* 84,03 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                                 *unaudited 

  REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN 

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Hasil 

Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman 

Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan 

Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari 

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) 

Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian 

Pinjaman Daerah. 

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan pada 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang 

diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan 

penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan 

belanja;  

2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka 

akurasi, efisiensi, efektivitas, dan probabilitas; 

3. Untuk arah kebijakan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 

2022 adalah pembentukan dana cadangan sebesar 

Rp.40.000.000.000,00 untuk pelaksanaan pemilihan umum 

serentak pada tahun 2024. 

 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  

Kabupaten Tuban 

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 

(dua) Tahun, antara tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 

2022 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.7 
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan DaerahTahun Anggaran  2021-2022 

URAIAN 
TAHUN 

2021 2022* 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 522.461.955.580,97 751.419.016.904,64* 

SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 
522.410.634.320,97 751.373.840.576,64* 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

Daerah  
51.321.260,00 45.176.328,00* 

Penerimaan Piutang Daerah  - - 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                                 *unaudited 

 

 

Tabel 1.8 

Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2021-2022 

NO

 

TAHUN SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp) 

1 2021 751.373.840.576,64 

2 2022    686.585.618.483,92* 

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                                *unaudited 

 

Tabel 1.9 

Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2021-2022 

URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

I. PENDAPATAN DAERAH  

2021 2.374.923.866.435,47 2.693.892.209.851,81 113,43 

2022 2.487.002.667.484,00   2.656.535.811.637,17 * 106,82 

a.  Pendapatan Asli Daerah  

2021         462.306.935.575,00     614.733.285.905,09   132,97 

2022          547.254.397.095,00       587.641.750.164,81*   107,38 

b. Pendapatan Tranfer  

2021 1.791.738.367.833,00 1.944.399.167.508,14 108,52 

2022 1.939.748.270.389,00    2.055. 219.182.012,36*   106,00 

c.  Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah  

2021 120.878.563.027,47   134.759.756.438,58 111,48 

2022 -      13.674.879.460,00 * - 

II. BELANJA DAERAH  

2021 2.897.482.500.756,00 2.464.980.324.856,14 85,07 

2022 3.238.524.508.061,00 2.721.369.210.057,89* 84,03 

a.  Belanja Operasi  

2021 1.932.473.885.609,00     1.623.501.509.192,02 84,01 

2022 2.089.087.964.759,00 1.746.675.509.327,05 * 83,61 

b. Belanja Modal  

2021 480.583.508.342,00        384.854.856.650,27 80,08 

2022 631.013.528.809,00 520.344.758.867,84 * 82,46 

c. Belanja Tak Terduga  

2021 43.317.102.913,00         17.406.286.776,85 40,18 

2022 61.342.317.276,00 599.915.527,00 * 0,97 

d. Belanja Transfer  

2021 441.108.603.892,00 439.217.672.237,00 99,57 
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URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 2 3 4 

2022 457.080.697.217,00 453.749.026.336,00 * 99,27 

III. PEMBIAYAAN  

Penerimaan Pembiayaan  

2021 522.558.634.320,53          522.461.955.580,97 99,98 

2022 751.521.840.577,00  751.419.016.904,64* 99,98 

    

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2022                                 *unaudited 

 

 REALISAS ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN 

PROGRAM DAN JENIS BELANJA 

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Urusan 

Progam dan Janis Belanja pada Tahun Anggaran 2022 ada tiga jenis 

belanja yaitu : 

1. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 769.091.507.149,00 

terealisasi    sebesar Rp. 638.436.468,13 

2. Belanja Barang & Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 

22.553.187.500,00 terealisasi 19.382.882.585,00 

3. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 143.589.431.097,00 

terealisasi Rp. 1.158.783.164.835,97 

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan 

analisis isu strategis merupakan instrumen sistemik sebagai 

dasar melakukan penyelarasan dan merasionalisasi Visi dan 

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan konstruksi 

teknokratis,yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah. Perumusan permasalahan 

pembangunan daerahdan analisis isu strategis akan menjadi 

salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah 

dan Perangkat Daerah, yakni tujuan dan sasaran serta 

perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah 

dimasa datang. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Tuban 

merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan 

daerah, yang bersumber dari analisis data existing 

condition,dan telaah terhadap isu strategis global,  nasional  

dan  regional.Analisisisu-isu strategis juga merupakan salah 

satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi 

pijakan dalam perumusan program prioritas. 
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Pada pemerintahan Kabupaten Tuban Permasalahan 

pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya 

kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat 

ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai 

di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. 

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi 

berdasarkan data sekunder seperti data dari Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD,data kesenjangan 

(gap) antara kinerja pembangunan yangdicapai saat ini 

dengan yang direncanakan, kemudian berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban  dapat 

petakan masalah pokok masalah dan akar permasalahan di 

petakan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.10 
Identifikasi Masalah Pokok,Masalah,dan Akar Masalah 

Masalah 

Pokok 

Masalah Akar Masalah 

1. Urusan Pendidikan 

Akses dan kualitas 
pendidikan sesuai standar 

yang belum merata 

Layanan Pendidikan yang berkualitas 
sesuai standar belum merata*) 

a) Peserta didik tidak merata dan berkurang minat murid 
kepada sekolah negeri 

b) Kurangnya Guru PNS 

c) Belum semua fasilitas pendidikan sesuai standar 

d) Kualifikasi akademik guru masih kurang 

e) Akreditasi sekolah belum merata 

Angka putus sekolah dan tidak 

melanjutkan sekolah tinggi 

Belum dilakukan updating data pada keluarga Prasejahtera 

penerima bantuan PIP maupun PKH 

Rendahnya rata-rata lama sekolah a) Kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan 

b) Status pendidikan masyarakat tidak terupdate secara 
berkala di dalam dokumen kependudukan. 

c) Kurang sinergisnya peran pemangku kepentingan 

dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 

 Literasi Siswa Masih Rendah*) a) Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah 

b) Belum adanya tenaga khusus yang mengelola 

perpustakaan sekolah 

2. Urusan Kesehatan 

Belum meratanya derajat 

kesehatan masyarakat 

Kualitas dan akses layanan kesehatan 

belum merata. 

a) Belum semua fasilitas kesehatan dasar sesuai standar 

b) Rasio puskesmas persatuan penduduk yang di layani 

masih timpang 

c) Masih terdapat SDM Kesehatan yang belum memenuhi 

standar sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang 

Puskesmas 
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Masalah 
Pokok 

Masalah Akar Masalah 

 Kasus kematian ibu & bayi serta angka 

stunting yang masih relatif tinggi. 

a) Pencegahan dan deteksi dini penyakit penyerta ibu hamil 

dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) belum maksimal 

b) Masih banyaknya warga yang BAB sembarangan (28.126 rumah 

yang tersebar di 251 desa/kelurahan), ditahun 2021 baru 77 

desa/kelurahan yang sudah deklarasi ODF*) 

c) Aksi kolaboratif penanganan stunting dan ODF masih terbatas 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Cakupan, pemerataan, 

kualitas fungsi Infrastruktur 

yang berkelanjutan dan 

berbasis integrasi fungsi 

spasial belum maksimal 

Cakupan, pemerataan ,kualitas fungsi 

Infrastruktur pekerjaan umum dan 

penataan ruang yang perlu 

ditingkatkan 

a) Regulasi tata ruang cenderung terlambat dibandingkan 

dengan kecepatan pembangunan yang dapat menyebabkan 

tata ruang dilapangan berkembang tanpa kendali dan 

menimbulkan ketidakpastian investasi 

b) Cakupan Pembangunan/perbaikan plengsengan/tanggul 
maupun pengerukan/normalisasi sungai untuk 

pencegahan banjir belum maksimal 

c) Masih terdapat sarana dan prasarana penanganan air baku 

yang belum berfungsi maksimal 

d) Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi 

e) Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum 
memenuhi standard lebar jalan 

f) Semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan 

Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. 

Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir 

maupun pemanfaatan irigasi 
g) Tidak adanya Juru Air pada Daerah Irigasi (DI) 

kewenangan Kabupaten 

h) Tidak adanya kelembagaan Petani Pengguna air pada lokasi 

DI sehingga pengaturan pembagian air diserahkan pada 

petani di 

masing-masing Desa 
i) Belum maksimalnya pembinaan HIPPA dan GHIPPA pada 

Daerah Irigasi 

j) Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga 

perlu melakukan sumur bor dalam air tanah 

  



BAB I PENDAHULUAN 
 

 

I - 24 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab Tuban Tahun 2022 

4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Cakupan,pemerataan,kualita

s fungsi Infrastruktur yang 

berkelanjutan dan berbasis 

integrasi fungsi spasial 

belum maksimal 

Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi 

Infrastruktur Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman yang perlu 

ditingkatkan 

a) Banyak permukiman yang belum dilengkapi dengan 

sistem jaringan drainase 

b) Masih banyak masyarakat yang belum terlayani air bersih 

yang layak(Akses layanan air minum belum merata*) 

c) Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan 
permukiman kumuh dengan disesuaikan target dari kriteria 

kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR 

d) Banyak Jalan Lingkungan yang rusak/mengalami 

penurunan fungsi jalan 

e) Banyaknya pembangunan perumahan tidak dikendalikan 
dengan baik sehingga penyerahan aset PSU pada perumahan 

yang telah dibangun masih banyak yang bermasalah 

f) Belum adanya update data perumahan/rumah yang 

sudah dilengkapi PSU 

5.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

Adanya potensi ancaman 
stabilitas keamanan dan 

ketertiban umum ditengah 

kondisi sosial ekonomi dan 

politik masyarakat yang 

semakin terbuka,dinamis 

dan jugameningkatnya 
ketidak pastian 

Ancaman Ketentraman, ketertiban 
dan perlindungan Masyarakat yang 

semakin tinggi seiring komplek sitas 

kehidupan 

a) Masih terdapat kasus pelanggaran perundangan daerah 
b) Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas 

Potensi kebencanaan Kabupaten Tuban 

yang relatif tinggi 

a) Belum terupdatenya data potensi kebencanaan di Kabupaten 

Tuban 

b) Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana belum sepenuhnya 

melibatkan masyarakat setempat 

c) Belum adanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam 
pecegahan dan mitigasi bencana 

d) Penggunaan Teknologi Informasi belum digunakan dalam 

pelaksanaan mitigasi kebencanaan 

6.Urusan Sosial 



BAB I PENDAHULUAN 
 

 

I - 25 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab Tuban Tahun 2022 

Angka kemiskinan masih 
tinggi diatas angka 

kemiskinan Jawa Timur dan 

Nasional dengan laju 

penurunan yang cenderung 

lambat*) 

Kemiskinan masih ditangani secara 
parsial dengan pendekatan sosial, belum 

dioptimalkan dengan pengarusutamaan 

kolaboratif dengan pendekatan ekonomi. 

a) Belum Optimalnya Update Data Kemiskinan dan PMKS. 
b) Penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel belum 

sepenuhnya terpenuhi. 

c) Kemiskinan tidak hanya menimpa kelompok penganggur tetapi 

juga kelompok produktif berpendapatan rendah di sektor-sektor 

penyerap tenaga kerja terbesar. 

d) Belum sinergisnya pemangku kepentingan dalam pengentasan 
kemiskinan. 

e) Penurunan anggaran belanja untuk program pengentasan 

kemiskinan*) 

7.Urusan Tenaga Kerja 

Arus dan struktur investasi 
tidak selalu linear dengan 

rasio kesempatan kerja dan 

kecepatan pertumbuhan 

angkatan kerja 

Belum tercipta link and match 
pendidikan dan pasar kerja 

a) Angkatan kerja didominasi jenjang pendidikan SMA/SMK. 
b) Banyaknya lulusan SLTA sederajat yang belum mempunyai 

ketrampilan/skill kompetensi yang dibutuhkan langsung oleh 

perusahaan 

c) Terbatasnya instruktur dan tempat pelatihan berbasis 

kompetensi. 

 Belum optimalnya hubungan industrial 

yang harmonis dan perlindungan bagi 
pekerja dan keluarganya 

a) Perlindungan upah, stabilitas dan intervensi  harga  komoditas 

yang kurang maksimal 
b) Kurangnya kesadaran hukum para pelaku hubungan industrial 

terhadap tata Kelola layak 

c) Kurangnya pengetahuan para pelaku hubungan industrial 

terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga 

kerjaan 

8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Belum efektifnya kinerja 
intervensi sosial 

kemasyarakatan 

Masih belum optimalnya 
peran pengarusutamaan 

gender. 

a) Masih belum optimalnya Perlindungan Perempuan dan anak; 
b) Minimnya peran perempuan dalam pembangunan. 

9.Urusan Pangan 

Belum meratanya derajat 

kesehatan masyarakat 
1. Rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pola 

pangan harapan 

2. Masih terdapat daerah rawan pangan. 

a) Keberagaman dan keseimbangan energi dan protein yang 

kurang 

b) Cadangan pangan tersedia tetapi surplus pangan tidak 
meningkat signifikan 

c) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat belum optimal 

terjaga 
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d) Belum sepenuhnya terjamin keamanan pangan yang 
beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan 

e) Belum semua desa atau daerah rawan pangan tertangani 

f) Belum ada mekanisme dan sistem yang digunakan untuk 

mengawasi peredaran hewan yang keluar/masuk Kab 

Tuban 

g) Keamanan pangan dari hewan ternak yang dijual 
belum semuanya diuji kelayakannya 

10. Urusan Pertanahan 

Cakupan, pemerataan, 

kualitas fungsi 

Infrastruktur yang 

berkelanjutan dan berbasis 

integrasi fungsi spasial 

belum maksimal 
 

Cakupan, pemerataan, kualitas 

fungsi Infrastruktur pekerjaan umum 

dan penataan ruang yang masih 

belum optimal 

 

1. KoordinasidenganBPN terkait sertifikattanah 

asetdaerahbelum maksimal 

2. Proses sertifikasi aset daerah membutuhkan waktu yang 
lama dan biaya yang tidak sedikit 

3. Pengelolaan pertanahan daerah belum maksimal, terutama 
dalam hal fasilitasi dan pengendalian pemanfaatan tanah. 

11. Urusan Lingkungan Hidup 

Adanya ancaman 

terhadap kualitas, 

keberlanjutan, 

Kelestarian Lingkungan 

Hidup 

Pengendalian, Pemeliharaan, pemulihan 

dan peningkatan kualitas lingkungan 

hidup belum optimal 

a) Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 30% dari luas wilayah 

b) Minimnya ketersediaan dan akses data dan informasi terkait 

kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan. 

c) Berkurangnya daya dukung lingkungan belum diimbangi dengan 

pelaksanaan konservasi yang holistik. 
d) Terjadinya pencemaran air akibat kurang optimalnya 

pengendalian buangan pada badan air 

e) Belum semua parameter pengujian Laboratorium terakreditasi. 

f) Belum diterapkannya sistem manajemen pengelolaan sampah 

dan limbah secara terpadu. 
g) Penegakkan regulasi dan penindakan pelanggaran kejahatan 

lingkungan yang belum maksimal 

h) Tidak adanya kewenangan daerah pada bidang pertambangan 

(dari perencanaan sampai pengawasan) menyebabkan 

banyaknya aktivitas penambang liar) 

i) Rendahnya Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam 
kegiatan pengelolan lingkungan yang menjadi kewajibannya. 

j) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3*) 

j) Keterbatasan kapasitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah 
di TPA/TPST/SPA*) 

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil 
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Belum Optimalnya Kapasitas 
Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Kurangnyainklusivitaspelayananyang 
ramah dan berwawasan difabelitas 

Belum Optimalnya Pemenuhan Sarpras Untuk Difabel Dalam 
Pelayanan publik 

Pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil masih belum optimal 

a) belum banyak inovasi-inovasi layanan dihasilkan 

dengan pendekatan yang proaktif 

b) Pelayanan kependudukan belum berbasis teknologi 

secara maksimal sehingga memberi celah praktek calo 
c) Data kependudukan tidak di update secara berkala 

d) Masih banyak pemanfaatan data kependudukan belum 

berdasarkan perjanjian kerjasama 

e) Sistem data kependudukan belum seluruhnya 

terintegrasi dengan sistem pelayanan lain di Kabupaten 
Tuban 

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tingginya jumlah penduduk 
usia produktif di Kabupaten 

Tuban berpotensi 

meningkatkan Total Fertility 

Rate. 

Masih terdapat angka pernikahan dini. a) Minimnya penyuluhan terkait dampak pernikahan dini 
b) Masih rendahnya Kolaborasi antar pemangku kepentingan 

dalam pencegahan pernikahan dini. 

 Rendahnya pemahaman 

masyarakat terhadap 

kesejahteraan keluarga. 

a) Masih minimnya pembinaan kesejahteraan keluarga 

kepada masyarakat. 

b) Penyuluhan masyarakat dalam pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana masih belum optimal. 

14. Urusan Pemberdayanaan Masyarakat dan Desa 

Kesejahteraan dan 
Pendapatan pelaku ekonomi 

sektor strategis dan 

unggulan belum meningkat 

secara akseleratif 

 

Belum efektifnya pemberdayaan 
masyarakat dan Desa 

a) Kurang intensifnya pembinaan pengelolaan pemerintahandesa 
b) Minimnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan 

ekonomi desa 

c) Kurangnya sinegisnya peran kelembagaan masyarakat 

dalam penguatan daya saing desa 

d) Keberadaan BUMDes belum sepenuhnya berperan 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

 

15. Urusan Perhubungan 

Cakupan, pemerataan, 

kualitas fungsi Infrastruktur 

yang berkelanjutan dan 

berbasis integrasi fungsi 
spasial belum maksimal      

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan 

layanan Perhubungan yang belum 

sepenuhnya terpenuhi 

a) Banyaknya angkutan kota mati 

b) Ketersediaan layanan angkutan umum di wilayah 

pedesaan terbatas 

c) Masih terdapat ruas jalan yang belum di lengkapi dengan 
alat kelengkapan jalan 
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d) Layanan pengujian kendaraan masih perlu ditingkatkan 
e) Belum lengkapnya data rencana jaringan transportasi 

yang terpadu (termasuk angkutan air) 

f) BelummeratanyaketersediaanLPJU 

16. Urusan Komunikasidan Informatika 

Belum Optimalnya 

Kapasitas Birokrasi Yang 

Kapabel, Bersih dan 

Akuntabel Serta Pelayanan 

Publik Yang Prima Berbasis 

Teknologi dan Informasi 

Fungsi dan kegiatan Komunikasi dan 

Informatika masih belum massif 

membangun citra kinerja pemerintah 

a) Integrasi sisteminformasi 

dandatabasePerangkatDaerah belum optimal 

b) Belum optimalnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

c) Pengaruh besar media sosial belum dimanfaatkan secara 

maksimal untuk menciptakan citra pemkab maupun 

kepala daerah. 
d) Integrasi teknologi informasi e-gov masih berjalan 

parsial. Variasi dan diferensiasi penggunaan sistem 

tiap Perangkat Daerah masih tinggi. 

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kesejahteraan dan 
Pendapatan pelaku ekonomi 

sektor strategis dan 

unggulan belum meningkat 

secara akseleratif 

Masih minimnya peran Koperasi dalam 
menumbuhkan Wirausaha,UMKM dan 

IKM 

a) Masihminimnya diversifikas iusahaKoperasi 
b) Minimnya peran dan kualitas pengelolaan Koperasi dalam 

penguatan nilai tambah komoditas produk masyarakat 

setempat 

 Belum semua sektor memiliki nilai 

tambah dan keunggulan daya saing yang 

kuat (Daya saing ekonomi) 

a) Pemanfaatan teknologi dalam 

produksimaupunpromosiproduk belum maksimal 

b) Kualitasprodukbelummemenuhituntutankualitaspasar 
c) Masih minimnya pendampingan kepada Wirausaha, dan 

UMKM yang dilakukan secara holistik (mulai dari penyiapan 

produk sampai dengan pemasaran) 

d) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah 

produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk 

18. Urusan Penanaman Modal 

Masih Rendahnya minat 
investor terhadap 

pengelolaan potensi sektor 

pertanian, perikanan dan 

pariwisata 

Iklim investasi belum mampu 
memberikan daya tarik investor 

a) MinimnyainformasiterkaitPetainvestasipeluangpotensi,dan 
kebutuhan investasi di Kabupaten Tuban 

b) Kurangnya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam 

pelayanan perizinan hingga pengendalian dan evaluasi 

terhadap izin yang diterbitkan 

c) Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam 
penyiapan iklim investasi yang menarik 
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 Pemerintah belum mampu menjamin 
ketersediaan dan kontinyuitas bahan 

baku kepada investor dibidang pertanian 

dan perikanan 

Kurangnya sinergitas dan pembinaan perangkat daerah kepada 
masyarakat dalam penyediaan dan kontinyuitas bahan baku 

kepada investor dibidang pertanian dan perikanan 

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 

Belum efektifnya kinerja 

intervensi sosial 

kemasyarakatan 

Peran Kepemudaan dan Olah raga dalam 

memajukan daerah belum optimal 

a) Kurangnyaeven-evenkreatifitaspemuda 

b) Belumsinergisnyapemangkukepentingandalam 

penyelenggaraan pembinaan kepemudaan 

c) Masihminimnyajumlahpemudaberprestasi 

d) Rendahnyapembinaanatletmenyebabkanminimnyaatletyang 
berprestasi 

e) fasilitas-fasilitas olahraga masih terkonsentrasidi perkotaan. 

f) Minimnyaeven-evenolahragamenyebabkanolahragakurang 

memasyarakat 

20. Urusan Statistik 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 
Informasi 

Masih terdapat tumpang tindih data 

statistik sektoral menyebabkan data tidak 

valid 

a) Pembinaanpengelolaandatastatistiksektoralbelummaksimal 

b) Belum ada mekanisme pengelolaan data statistik sektoral 
secara terpadu 

c) Pengelolaandatastatistikmasihmanual 

21. Urusan Persandian 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 
Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Pengelolaan persandian masih 

belumoptimal 

Sarpras persandian eksisting belum sepenuhnya mendukung kinerja 

keamanan informasi dan persandian 

22. UrusanKebudayaan 

Kesejahteraan dan 

Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 

meningkat secara 
akseleratif 

Rendahnya pelestarian dan pemanfaatan 

kebudayaan dalam menunjang 

peningkatan perekonomian daerah 

a) Rendahnya minat dan karakter masyarakat terhadap 

kesenian dan budaya tradisional. 

b) Konsep pelestarian dan pemanfaatan budaya sebagai obyek 

dan aset wisata belum kuat. 

c) pemeliharaan benda budaya dan sarana prasarana 
museum belum maksimal 

d) minatwisatabudayarendah 
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23. Urusan Perpustakaan 

Akses dan kualitas 

pendidikan sesuai standar 

yang belum merata 

Minat baca masyarakat masih rendah a) Pelayanan perpustakaan masih terbatas dan 

aksesibilitasnya masih kepada di wilayah perkotaan/ibu 

kota kecamatan 
b) Kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat 

belum massif 

24. Urusan Kearsipan 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Pengelolaan kearsipan belum 

sepenuhnya tertib 

a) Arsip Perangkat Daerah belum terkelola dengan baik 

b) Pengelolaan arsip masih manual 

25. Urusan Kelautan dan Perikanan 

Kesejahteraan dan 
Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 

meningkat secara 

akseleratif 

Ancaman keberlanjutan peningkatan 
produktifitas sektor Kelautan dan 

Perikanan 

 

a) Kepemilikkan sarpras dan teknologi oleh nelayan masih rendah 
b) Kelembagaan nelayan masih belum berfungsi optimal 

c) MasihrendahnyaSDMpembudidayaikan 

d) Pemanfaatan balai benih belum optimal 

e) Banyak usaha pembudidaya dan penangkapan ikan belum 

memenuhi standar yang benar dari segi perizinan, teknis, dan 
keamanan bagi lingkungan 

f) Rendahnya harga dan kesejahteraan petambak garam 

g) Masih rendahnya mutu produk pengolahan hasil perikanan. 

26. Urusan Pariwisata 

Kesejahteraan dan 

Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 
meningkat secara 

akseleratif 

Pengembangan pariwisata dengan ekonomi 

kreatif belum terintegrasi 
a) PengembanganDestinasi wisata 

yangpotensialbelumdidukung konsep dan pedoman 
perencanaan (lokus di desa) 

b) pembangunan pariwisata masih secara parsial/ belum 

menjadi komitmen bersama 

c) Belum ada strategi promosi pariwisata yang strategis 
(Promosilewat media elektronik dan media massa belum efektif 

dan belumada promosi wisata di luar Daerah) 

d) Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana 
fasilitas pariwisata kurang 

e) Belumadamanajemenkolaboratifekonomikreatifdengan 
pariwisata. 
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f) Pengembangan wisata pantai terkendala oleh Permen PUPR 
No.4/2015(pengelolaanpantaimasukdalamKewenanganPusat) 

27. Urusan Pertanian 

Kesejahteraan dan 

Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 
meningkat secara 

akseleratif 

1. Adanyapotensiancamankeberlanjutan 

produktivitas pertanian 

2. Masihrendahnyapeningkatannilai 

tambah pada komoditas pertanian 

a) Adanya kecenderungan petani untuk lebih memilih 

menanam salah satu jenis tanaman dikarenakan harga 

pada tahun sebelumnya meningkat (kurangnya 

diversifikasi komoditas tanam) 
b) Kurangnyalahanyangdiarahkanuntukmeningkatkanluas 

tambahtanam(LTT)tanamanpangan 

c) Adanya ancaman kekeringan dan banjir pada wilayah-wilayah 

pertanian akan mempengaruhi produktivitas pertanian 

d) Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur penanganan 
banjir dan irigasi pertanian 

e) Pengaruhseranganhamapenyakit. 

f) Ketersediaan pupuk bersubsidi belum mencukupi seluruh 

kebutuhan pupuk petani 

g) Masih merajalelanya tengkulak pada komoditas pertanian yang 

merugikan petani 
h) Mata rantai perdagangan sektor pertanian masih cukup 

panjang sehingga harga komoditas pertanian dilevel konsumen 

masih cukup tinggi, sedangkan keuntungan petani rendah 

i) Minimnya pendampingan kepada petani untuk meningkatkan 

nilai tambah komoditas pertanian 
j) Sulitnya petani mengakses permodalan yang mudah dan 

berbunga rendah 

k) Belumsemuapetaniteraksesdenganasuransipertanian 

l) Perlunyapeningkatankemampuankelompoktanidalam 

memanfaatkan teknologi hasil pertanian 

 

Rendahnya manajemen pemeliharaan 
ternak 

a) Kurangnya tenaga medis dan para medis veteriner 
b) Rendahnya kemampuan peternak dalam pembuatan 

pakan konsentrat sendiri. 

c) Belum optimalnya Rumah Potong Hewan (RPH)dan banyak 

peternak yang menyembelih sendiri hewan ternaknya 

28. Urusan Perdagangan 
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Kesejahteraan dan 
Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 

meningkat secara 

akseleratif 

Nilai perdagangan yang belum akseleratif a) Belum terpenuhinya standarisasi layanan pasar sesuai SNI 
8152 tentang pasar rakyat 

b) Sektor perdagangan belum maksimal dalam memasarkan 

hasil produk masyarakat 

c) Mata rantai perdagangan sektor primer (Pertanian dan 

perikanan) cukup panjang sehingga harga komoditas sektor 

primer dilevel konsumen masih cukup tinggi, sedangkan 
keuntungan penghasil sektor primer (Petani dan nelayan) 

rendah 

d) Upaya pengembangan usaha dagang belum 

sepenuhnya memanfaatkan teknologi 

e) Perkembangan usaha Perdagangan belum banyak 
tersentuh modernisasi dan digitalisasi market 

f) belum banyak pedagang/pengusaha terlibat dalam 

platform-platform perdagangan digital 

g) Rendahnya retribusi pelayanan pasar 

29. Urusan Perindustrian 

Kesejahteraan dan 
Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 

meningkat secara 

akseleratif 

Industri menengah-kecil tumbuh 
belum maksimal 

a) Kualitasprodukbelummemenuhituntutankualitaspasar 
b) Masih minimnya pendampingan kepada IKM yang 

dilakukan secara holistic (mulai dari penyiapan produk 

sampai dengan pemasaran) 

c) Belum tersusunnya Perda Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten (RPIK) 
d) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah 

produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk 

30. Urusan Transmigrasi 

Kesejahteraan dan 

Pendapatan pelaku 

ekonomi sektor strategis 

dan unggulan belum 

meningkat secara 

akseleratif 

Rendahnya minat masyarakat 

terhadap transmigrasi 

Kurangnya sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat untuk 

bertransmigrasi 

31. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 
Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Belum optimalnya kapasitas Sekretariat 

Daerah dalam mengkoordinasikan 

perumusan rancangan kebijakan daerah 

a) Belum maksimalnya perumusan bisnis proses antar 
perangkat daerah 

b) Masih kurangnya kapasitas analisis dan akuntabilitas 

kinerja Perangkat Daerah 
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Informasi 

32. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 
Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Belum optimalnya pelayanan 

Sekretariat DPRD untuk menunjang 
fungsi-fungsi kinerja DPRD 

a) Masih kurangnya kapasitas pelayanan kepada DPRD 

33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 
Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Belum optimalnya kinerja 

Perencanaan daerah 

a) Belum semua Perangkat Daerah mampu 

menyusun perencanaan yang berkualitas 

b) Penjabaran Program RPJMD ke dalam dokumen RKPD 
dan Renstra maupun Program RKPD ke dalam 

dokumen Renja belum sepenuhnya berorientasi pada 

hasil (bernilai kemanfaatan) 

c) Belum semua target sasaran tahunan pembangunan 

dapat tercapai sesuai rencana 

d) Belum memiliki data terpadu yang valid sebagai basis 
data perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

e) Pelaporanpengendaliandanevaluasibelumsepenuhnya 

berbasis analisis 

f) Sistem perencanaan yang saat ini terpusat melalui SIPD 

belum dilengkapi dengan sistem data dan 
pengendalianevaluasi manual 

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian 

Belum Optimalnya Kapasitas 
Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Belum optimalnya pengembangan pola 
karir dan peningkatan kesejahteraan ASN 

a) Database Kepegawaian saat ini belum realtime dan 
belummendukung penerapan merit system 

b) Belumditerapkannyameritsystem kepegawaian 

c) Aplikasi pengelolaan kepegawaian belum terintegrasi dan 
belum mendukung penerapan merit system 

d) Bisnis proses dan standar layanan administrasi 

kepegawaian masih belum optimal 
e) BelumadamekanismerewardandpunishmentataskinerjaASN 

f) Belumditerapkannyastandardansistempolakarirpegawai 

secara jelas 
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g) BelumditerapkannyapolapemberiankesejahteraanASNsecara 
terpadu satu pintu 

36. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Belum Optimalnya Kapasitas 
Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Belum optimalnya 
pengembangan kompetensi ASN 

a) Penyelenggaraandiklatkompetensibelumdiselaraskandenga
n isu strategis dan program prioritas pembangunan 

b) Belum ada evaluasi penerapan hasil diklat yang 

menunjang peningkatan kompetensi 

37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 
Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

BelumoptimalnyakinerjaPenelitiandan 

Pengembangan daerah 
a) Tematikrisetbelumsepenuhnyamenjawabisustrategisdan 

pencapaian sasaran prioritas daerah 

b) Pemanfaatanhasilrisetmasihbelumoptimal 

c) Belummemilikipusatjejaringinovasididaerah 

38. Unsur Pengawasan 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 
Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Belum optimalnya pengawasan yang 

berorientasi pada pembinaan internal 

daerah 

a) Pelaksanaan pengawasan masih berorientasi pada temuan 

b) Output pelaksanaan pengawasan belum ditindaklanjuti 
dengan SOP pembinaan dan rekomendasi kepada perbaikan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi 

c) Pelaksanaan evaluasi kinerja masih berorientasi pada 
penilaian dan belum ditindaklanjuti dengan pemberian 

soluasi penyelesaian 

d) Belum memiliki sistem Aduan berbasis teknologi informasi 

39.Unsur Kewilayahan Kecamatan 

Belum Optimalnya Kapasitas 

Birokrasi Yang Kapabel, 

Bersih Dan Akuntabel Serta 

Pelayanan Publik Yang Prima 

Berbasis Teknologi Dan 

Informasi 

Kapasitas pelayanan belum terstandarisasi a) Pelayanan belum sepenuhnya memanfaatkan 

teknologi informasi 

b) Sarana dan prasarana pelayanan belum tersedia sepenuhnya 

c) SDM pelayanan belum di standarisasi 

d) 40.Urusan Pemerintahan Umum 
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Adanya potensi ancaman 
stabilitas keamanan dan 

ketertiban umum ditengah 

kondi sisosial ekonomi dan 

politik masyarakat yang 

semakin terbuka, dinamis 

dan juga meningkatnya 
ketidak pastian 

Masih tingginya potensi konflik di 
dan rendahnya tingkat partisipasi 

politik masayarakat 

a) Belum adanya deteksi dini dan pencegahan potensi konflik 
sejak dini 

b) Pendidikan dan partisipasi politik belum merata 

Sumber: RPJMD Kab.Tuban Periode Tahun 2021-2026  
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B.  VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 

263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun 

dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan 

RPJMD Kabupaten Tuban berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Panjang Nasional (RPJPN) serta 

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten 

Tuban.  

RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari 

visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu 

strategis, startegi pembangunan daerah, kebijakan umum dan 

program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD maupun 

proram kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

A. VISI “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, 

Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis 

Lingkungan” 

 Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi 

basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten 

Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : 

1) Sejahtera, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu 

konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang 

menggambarkan terentaskannya atau terkuranginya 

masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat 

kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan 

maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan 

hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik 
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secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, 

sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan 

situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam 

dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya 

pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi 

pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi 

dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada 

penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun 

entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona 

kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan 

kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas 

intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi 

benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman 

untuk tidak semakin terperosok dalam problem 

kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus 

utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan 

masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, 

peningkatan produktvitas dalam rantai aktivitas ekonomi. 

2) Berkeadilan, yaitu Suatu kondisi yang menggambarkan 

terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan 

pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak 

konstitusional warga negara yang sama dan setara di 

hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada 

kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal 

ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan 

untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi 

haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, 

ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga 

merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan 

masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran 

hukum pada aturan- aturan yang ada untuk menghormati 

hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, 

pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun 

kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial 

maupun ekonomi. 

3) Berbudaya, dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu 

kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang 
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harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi 

nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, 

terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas 

memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, 

terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat 

melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku 

keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas 

bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan 

pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan 

yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis 

kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang 

kuat. Dengan demikian, “berbudaya” dalam hal ini 

merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, 

kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat 

yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan 

birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan 

akuntabel, dan kekuatan. 

4) Berdaya saing dikonsepsikan sebagai Suatu kondisi yang 

menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang 

unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya 

Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari 

sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan 

dan Proses bisnis pemerintahan. “Daya Saing” Kabupaten 

Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem 

dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari 

produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari 

keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi 

antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara 

desa dan kota 

5) Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang 

menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten 

Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, 

konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan 

kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) 

penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai 

tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan 

komunitas bisnis 
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B. MISI 

Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung 

terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu sebagai berikut : 

1) Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas 

Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan 

serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial 

ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, 

budaya, dan kearifan lokal 

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi 

pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, 

pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada 

orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan 

peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan 

atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi 

ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas 

infrastruktur diarahkan pada : 

 Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan  

 Infrastruktur untuk layanan dasar  

 Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi  

 Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan 

proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti 

infrastruktur teknologi informasi  

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas 

untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah 

yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan 

kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam 

ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar 

ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi 

inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun 

tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota 

pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian 

sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi 

pertumbuhan dan kemajuan desa. 

2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian 

secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), 

pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis 

pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan 
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seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan 

memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan 

pengembangan ekonomi kreatif 

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang 

berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan 

struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, 

hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan 

pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar 

kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah 

yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai 

kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat 

sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakaat. 

Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan 

mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan 

potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan 

sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan 

pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang 

mutlak memperhatikan prinsip- prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis 

pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang 

menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan 

perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi 

masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi 

rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga 

pemerataanhasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan 

demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih 

Substansi “SDM berkualitas” mencakup aspek kecerdasan 

kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non 

akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis 

(mentalitas), keterlatihan yang dimaknai memiliki penguasaan 

ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi 

yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki 

sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai 
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sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 

(tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan 

basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan 

bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai 

subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan 

pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas 

dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat 

pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat 

kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan 

kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya 

beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, 

berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai 

tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan 

pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk 

sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam 

tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan 

penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan 

produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan 

ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan 

budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, 

perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, 

saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, 

dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti 

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan 

karakter yang adiluhung dengan nilai- nilai yang terkandung di 

dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan 

kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, 

berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta 

sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing 

dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang 

berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu 

mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat 
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lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan 

kekuatan sendiri. 

4) Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, 

profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan 

yang efektif. 

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan 

instrumen legal dan strategis yang menjalankan delievery 

mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. 

Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka 

birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, 

mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga 

memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola 

pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel 

dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen 

kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya 

dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang 

dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. 

Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata 

pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya 

berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun 

Daya Saing. 

 

 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD 

Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi 

dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Tujuan pembangu nan jangka menengah daerah merupakan sesuatu 

yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan 

pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 
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terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. 

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan 

faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan 

mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 

maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten 

Tuban 2021-2026 memiliki 5 tujuan, yang secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan dalam Misi 1  

Misi 1 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban 

adalah Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas 

Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta 

selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan 

budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan 

lokal. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan 

yang dirumuskan adalah :  

Tujuan 1 : “Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan 

nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur 

terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial 

ekonomi (T1)” 

Tujuan ini menggambarkan orientasi dan idealisasi konstruksi 

kondisi Kabupaten Tuban yang ingin dicapai hingga tahun 2026 

yakni Kabupaten Tuban merupakan daerah yang layak dan nyaman 

untuk dijadikan tempat tinggal dengan dukungan infrastruktur yang 

memadai baik untuk kepentingan layanan sosial, kepentingan 

ekonomi, dan sebagai ruang yang mewadahi berbagai aktivitas 

kehidupan warga masyarakat Tuban. Di dalamnya mencakup 

bagaimana intervensi kebijakan pemanfaatan ruang yang ramah 

lingkungan dengan memastikan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan yang terus meningkat kualitasnya disertai dengan 

meningkatnya kapasitas tanggap dan kesiap-siagaan terhadap 

potensi kebencanaan. Ruang wilayah dikembangkan dengan kualitas 

infrastruktur yang mempertautkan relasi harmonis atau terpadu 

antara ruang desa, kawasan perdesaan, dan perkotaan dengan 

orientasi utilitas publik tanpa mendegradasi lingkungan itu sendiri. 
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Kenyamanan juga dikembangkan dengan kondusivitas aktivitas 

warga yang ada dalam ruang dengan komitmen menjaga harmonisasi 

dan kerukunan kehidupan warga. Rangkaian intervensi untuk 

aktivitas sosial masyarakat dalam mengaktualisasikan kepentingan 

dan aspirasinya, mengekspresikan nilai-nilai religiusitas dan kultural 

membutuhkan dukungan ruang ekologis yang inklusif, terbukan, dan 

harmonis. Oleh karenanya, hal ini juga menyangkut penciptaan 

kenyamanan ruang yang harmonis dengan kekuatan sikap mental 

dan perilaku yang toleran dan penuh kerukunan. Dengan demikian, 

tujuan “Tuban Nyaman” ini juga mencakup di dalamnya orientasi 

menciptakan utilitas ruang yang kondusif untuk aktivitas sosial 

berbasis nilai harmonisasi, ketentraman, ketertiban umum. Dengan 

pertimbangan konstruktif tersebut, maka indikator yang ditetapkan 

untuk mengukur capaian tujuan adalah Indeks Layak/Nyaman 

Tinggal (Liveability Index). 

Tujuan dalam Misi 2  

Rumusan Misi ke-2 pembangunan jangka menengah 

Kabupaten Tuban 2021-2026 adalah Meningkatkan Pengelolaan dan 

Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, 

Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, 

yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta 

menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan 

memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan 

pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan telaah terhadap 

substansi misi dengan didukung analisis dari isu-isu strategis secara 

empirik yang akan dihadapi Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 

lima (5) tahun ke depan, terutama isu-isu strategis terkait daya saing 

dan daya tahan ekonomi, isu-isu produktivitas dan kemiskinan maka 

rumusan atau pernyataan tujuan dalam misi ini adalah sebagai 

berikut :  

Tujuan 2 : “Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi- 

kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, 

berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2)” 

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban tidak hanya 

ditekankan pada tantangan peningkatan produksi dan produktivitas, 

melainkan juga tantangan rendahnya nilai tambah ekonomi itu 
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sendiri, yang lebih bersentuhan dengan kemampuan sistem dan 

struktur perekonomian daerah dalam melakukan reformasi ekonomi 

atau transformasi struktural. Pembangunan ekonomi Kabupaten 

Tuban juga tidak hanya diarahkan pada kemampuan bersaing di 

dalam bingkai konstelasi perekonomian regional maupun nasional, 

melainkan juga bagaimana Kabupaten Tuban mengambil tempat 

untuk mengoptimalkan peran kolaboratif dan kooperatif dalam 

berbagai kerjasama regional perekonomian yang dalam dunia 

kontemporer menjadi salah satu kunci utama keberhasilan 

pembangunan.  

Berikutnya, keberdayaan dan kapasitas sosial masyarakat 

harus dibangun sebagai kekuatan untuk membentengi masyarakat 

dari ketergantungan dan kerentanan sosial. Masyarakat yang 

berdaya adalah masyarakat yang memiliki kapasitas untuk 

mendayagunakan berbagai sumber daya dan modal sosial yang 

mereka miliki untuk meningkatkan kualitas hidup, akses, dan daya 

tawar. Pada gilirannya, ketahanan masyarakat sebagai satu kesatuan 

entitas sosial masyarakat akan terbangun dan menjadi faktor modal 

sosial tertentu.  

Pembangunan daerah di Kabupaten Tuban juga dihadapkan 

pada kondisi masih adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam 

kemiskinan. Meskipun secara statistik terus mengalami penurunan 

(kecuali kondisi pada era pandemik Covid 19) dan angka kemiskinan 

berada di bawah nasional dan provinsi, namun demikian penurunan 

tersebut sangat lambat dan tetap membutuhkan langkah intervensi 

untuk mengakselerasi dan menginklusifkan penurunan dari tahun ke 

tahun hingga 2026. Untuk itu, diperlukan keberdayaan dan 

ketahanan sosial yang harus diwujudkan oleh pemerintah 

Kabupaten Tuban melalui sinergis seluruh pemangku kepentingan 

dengan pendekatan yang inklusif dan integratif. 

Tujuan dalam Misi 3  

Misi 3 pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban 

memiliki fokus pada domain Sumberdaya Manusia dan Sosial. 

Berdasarkan substansi yang dimuat di dalam misinya, maka tujuan 

yang dikonstruksi adalah :  

Tujuan 3 : “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang 

terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender” (T3)”  
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Tujuan ini diyakini sangat strategis sebagai tujuan 

pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Tuban sesuai 

dengan konstruksi cita-cita politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, yakni terutama nilai Tuban yang sejahtera, Berbudaya, dan 

Berdaya Saing. SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang 

harus dibentuk untuk sekaligus mampu mengambil tempat pada 

konteks persaingan regional, nasional maupun internasional. 

Masyarakat Tuban memiliki karakter dasar yang kuat sebagai 

masyarakat yang berkeinginan dan memiliki semangat yang tinggi 

untuk maju. Tidak hanya cerdas, intervensi kesehatan juga harus 

menjadi prioritas dalam misi ini, karena hampir tidak mungkin 

berbicara kualitas SDM tanpa aspek kesehatan masyarakat. SDM 

yang berkualitas akan terpenuhi jika prasyarat kesehatan terpenuhi. 

Tujuan dalam Misi 4  

Pembangunan di Bidang Birokrasi (pemerintahan), pada 

dasarnya mencakup dimensi proses (inward looking) dan dimensi 

hasil (Outward looking/dampak eksternal. Pada akhirnya, secara 

ideal pembangunan birokrasi/tata pemerintahan harus ditujukan 

pada dampak eksternal. Dampak eksternal dalam hal ini adalah 

pelayanan publik yang berkualitas (pelayanan publik adalah titik 

temu birokrasi dan masyarakat) dan juga daya dukung terhadap 

sasaran prioritas pembangunan lainnya. Dengan demikian, 

pembangunan pada MISI 4 ini memiliki tujuan :  

Tujuan 4 : “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna 

dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan 

kepentingan publik (T4)”  

Tujuan ini pada dasarnya merupakan prasyarat dasar atau 

syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan lain pembangunan yang 

lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan 

harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah 

kabupaten Tuban. Cakupan substansi dalam kerangka tujuan 

pembangunan memuat pembangunan akuntabilitas dan kinerja 

birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan 

profesionalisme dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas 

pengembangan information, communication, and Technology. 

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 
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spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 

2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah 

sebagai berikut : 

Sasaran dalam Tujuan Misi 1  

a) Meningkatnya Layanan Infrastruktur 

b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

c) Berkurangnya Resiko Bencana 

d) Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis 

Sasaran dalam Tujuan Misi 2 

a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, 

perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan 

b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, 

perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 

Pengolahan 

c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, 

perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Penyediaan 

Akomodasi dan Mamin 

d) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi 

Daerah dengan Indikator Tingkat Inflasi Daerah 

e) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi 

Daerah dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) 

f) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 

Sasaran dalam Tujuan Misi 3 

a) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat 

b) Sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat 

c) Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar 

d) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

Sasaran dalam Tujuan Misi 4 

a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat 

Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 
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b) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks 

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 

c) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP 

Daerah 

d) Birokrasi yang Kapabel 

e) Birokrasi yang Kapabel Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik 

yang Prima 

 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 

ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah 

Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten 

Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Tuban Tahun 2021-2022 dengan mempertimbangkan isu 

strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa 

Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 

2022, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas 

capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2022 baik pada tingkat 

Nasional, Provinsi maupun Daerah. 

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya 

yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian 

permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan 

pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan. 

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang 

akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan 

prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan 

pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun 

desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, 

dunia usaha maupun masyara Dalam Rancangan RKPD Kabupaten 

Tuban tahun 2022, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM 

Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 

2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD 

Kabupaten Tuban 2021-2026 yang sedang dalam proses 

penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema 

RKPD Jawa Timur Tahun 2022 dan Tema RKP Pemerintah Pusat 
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Tahun 2022.Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang 

dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi 

kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan 

situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan 

pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, 

maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2022 yaitu: 

“Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan Melalui 

TransformasiStruktur Ekonomi yang Produktif dan 

BerketahananDengan Afirmasi Perlindungan Sosial”. 

Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen 

pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan yang 

diintervensi melalui harmonisasi dan integrasi transformasi struktur 

ekonomi yang produktif dan berketahanan dengan afirmasi 

perlindungan sosial. Dalam kaitan tersebut, harmonisasi tindakan 

kolektif multi aktor dan sektor untuk percepatan pengentasan 

kemiskinan sangat dibutuhkan. Tema ini juga dapat dipahami 

sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi penguatan 

perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi produktif untuk 

ketahanan masyarakat yang berkelanjutan. Tema tersebut, berangkat 

dari keseluruhan isu strategis. Berdasarkan isu-isu strategis 

pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas 

Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah 

kebijakan. 

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 

adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk 

layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang 

berketahanan bencana; 

2. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan produktivitas, nilai tambah 

produk dan perbaikan perdagangan untuk pertumbuhan yang 

mengurangi kemiskinan; 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas struktur investasi yang 

berwawasan lingkungan dan berdaya ungkit petumbuhan inklusif; 

4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui 

Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis 

Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial 

yang produktif; 
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5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 

yang berorientasi dan mendukung dampak penurunan 

kemiskinan. 

 

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN 

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka 

Menengah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1.11 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 

NO ProgramKepmendagri050 PerangkatDaerah 

1 2 3 

1 Program Pengelolaan Pendidikan DinasPendidikan 

2 ProgramPengembanganKurikulum DinasPendidikan 

3 ProgramPendidikdanTenagaK

ependidikan 

DinasPendidikan 

4 ProgramPemenuhanUpaya Kesehatan 
PerorangandanUpayaKesehatan 
Masyarakat 

DinasKesehatan,Pengendalian 
PendudukdanKB 

5 ProgramPemberdayaanMasyarakat 
BidangKesehatan 

DinasKesehatan,Pengendalian 
PendudukdanKB 

6 Programpenyelenggaraanjalan DinasPUPRPRKP 

7 ProgramPengelolaanSumberDayaAir 

(SDA) 

DinasPUPRPRKP 

8 ProgramPengelolaandanPengembanganSist

emPenyediaanAirMinum 

DinasPUPRPRKP 

9 ProgramPengelolaandanPengembanganSist

emAirLimbah 

DinasPUPRPRKP 

10 ProgramAdministrasiPemerintahanDesa DinasSosial,P3A,sertaPember
dayaan Masyarakat danDesa 

11 ProgramPemberdayaanLembaga 

Kemasyarakatan,LembagaAdatdanMasya
rakatHukumAdat 

DinasSosial,P3A,serta 

Pemberdayaan Masyarakat 
danDesa 

12 ProgramPeningkatanKerjasamaDesa DinasSosial,P3A,sertaPember

dayaan Masyarakat danDesa 

13 ProgramPelatihanKerjadan 

produktivitasTenagaKerja 

DinasTenagaKerjadan 

Perindustrian 

14 ProgramPenyediaandanPengembangan 

PrasaranaPertanian 

DinasKP,Pertaniandan 

Perikanan 

15 ProgramPenyediaandanPengembangan 
SaranaPertanian 

DinasKP,Pertaniandan 
Perikanan 

16 ProgramPengolaanPerikananTangkap DinasKP,Pertaniandan 

Perikanan 

17 ProgramPengolaanPerikananBudidaya DinasKP,PertaniandanP

erikanan 

18 ProgramPengolahandanPemasaran

HasilPerikanan 

DinasKP,PertaniandanP

erikanan 

19 Program Pengawasan 
SumberdayaKelautandanPerikan
an 

DinasKP,PertaniandanP
erikanan 
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NO ProgramKepmendagri050 PerangkatDaerah 

1 2 3 

20 ProgramPengelolaanSumberdayaEko

nomiuntukKedaulatandanKemandi

rianPangan 

DinasKP,PertaniandanP
erikanan 

21 ProgramPeningkatanDiversifikasidan 
KetahananPanganMasyarakat 

DinasKP,Pertaniandan 
Perikanan 

22 ProgramPenangananKerawananPangan DinasKP,Pertaniandan 
Perikanan 

23 ProgramPengawasanKeamananPangan DinasKP,Pertaniandan 
Perikanan 

24 ProgramPenyelenggaraanLaluLintasdanA

ngkutanJalan(LLAJ) 

DinasLingkunganHidupdan

Perhubungan 

25 ProgramPerencanaanLingkunganHidup DinasLingkunganHidupdan
Perhubungan 

26 ProgramPengendalianPencemarandan/at
auKerusakanLingkunganHidup 

DinasLingkunganHidupdan
Perhubungan 

27 ProgramPengelolaanKeanekaragamanHaya
ti(Kehati) 

DinasLingkunganHidupdan
Perhubungan 

28 ProgramPengelolaanPersampahan DinasLingkunganHidupdan 
Perhubungan 

29 ProgramPendaftaranPenduduk DinasKependudukandan 
PencatatanSipil 

30 ProgramPencatatanSipil DinasKependudukandan 
PencatatanSipil 

31 ProgramAplikasiInformatika DinasKomunikasi,Informatika,St

atistikdanPersandian 

32 ProgramStabilisasiHargaBarangKebutuh
anPokokdanBarangPenting 

DinasKoperasiUKM,dan
Perdagangan 

33 Program Penggunaan dan 
PemasaranaProdukDalamNegeri 

DinasKoperasiUKM,dan
Perdagangan 

34 Program Pemberdayaan Usaha 
Menengah,UsahaKecil,danUsahaMikro(
UMKM) 

DinasKoperasiUKM,dan
Perdagangan 

35 ProgramPengembanganUMKM DinasKoperasiUKM,dan 

Perdagangan 

36 ProgramPemberdayaandanPerlindungan 
Koperasi 

DinasKoperasiUKM,dan 
Perdagangan 

37 ProgramPelayananPenanamanModal DinasPenanamanModaldan 

PelayananTerpaduSatuPintu 

38 ProgramPengelolaanData dan Sistem 

InformasiPenanamanModal 

DinasPenanamanModaldan 

PelayananTerpaduSatuPintu 

39 PeningkatanDayaTarikDestinasiP

ariwisata 

DinasKebudayaan,Kepemudaan

danOlahRagasertaPariwisata 

40 ProgramPemasaranPariwisata DinasKebudayaan,Kepemudaan

danOlahRagasertaPariwisata 

41 Program Pengembangan 
SumberdayaPariwisatadanEkonomi
Kreatif 

DinasKebudayaan,Kepemudaan
danOlahRagasertaPariwisata 

42 Program Pengembangan Kapasitas 
DayaSaingKepemudaan 

DinasKebudayaan,Kepemudaan
danOlahRagasertaPariwisata 

43 ProgramPengembanganKapasitasDaya 

SaingKeolahragaan 
DinasKebudayaan,Kepemudaan
danOlahRagasertaPariwisata 

44 ProgramPengembanganKebudayaan DinasKebudayaan,Kepemudaan

danOlahRagasertaPariwisata 

45 ProgramPengembanganKesenian 
Tradisional 

DinasKebudayaan,Kepemudaan

danOlahRagasertaPariwisata 
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NO ProgramKepmendagri050 PerangkatDaerah 

1 2 3 

46 ProgramPemerintahandanKesejahteraan
Rakyat 

SekretariatDaerah 

47 ProgramPerencanaan,Pengendaliandan 
EvaluasiPembangunanDaerah 

BadanPerencanaan 
PembangunanDaerah,Penelitian
danPengembangan 

48 ProgramKoordinasidanSinkronisasiPeren
canaanPembangunanDaerah 

BadanPerencanaanPembangun
anDaerah,Penelitian 
danPengembangan 

49 ProgramPenyelenggaraanPengawasan Inspektorat 

50 ProgramPerumusanKebijakan, 

PendampingandanAsistensi 

Inspektorat 

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tuban Tahun 2022 
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Tabel 1.12 Program Pembangunan Kewilayahan 

 

Sektor 

 
KlusterKo

moditas 

 

LokasiUtama 

 

LokasiPendukung 

KolaborasiPerangkatDae

rahdanNomenklaturProg

ramPerangkatDaerah 

Pertanian Padi 1. Desa 

NgadirejoKecam

atanWidang 

2. Desa 

KarangtinotoKe

camatanRengel 

KecamatanPlumpang: 

1. DesaKedungsoko, 

2. DesaCangkring, 

3. DesaPlandirejo 

4. DesaBandungrejo 

KecamatanWidang: 

1. DesaMlangi, 

2. DesaPatihan, 

3. DesaBunut, 

4. DesaNgadipuro, 

5. DesaBanjar, 

6. DesaKedungharjo, 

7. DesaTegalrejo, 

8. DesaSumberejo, 

9. DesaMrutuk, 

10. DesaMinohorejo 

11. DesaKujung 

Kecamatan Rengel: 

1. DesaBulurejo, 

2. DesaTambakrejo, 

3. DesaKanorejo,dan 

4. DesaCampurejo 

KecamatanMerakurak: 

1. DesaSenori 

KecamatanSinggahan: 

1. DesaMulyoagung, 

2. DesaLajuLor, 

3. DesaMergosari, 

4. DesaTanggir,dan 

5. DesaTanjungrejo 

KecamatanSoko: 

1. DesaKenongosari, 

2. DesaSokosari,dan 

3. DesaSandingrowo 

KecamatanPalang: 

1. DesaLeranKulon 

DinasKetahananPan

gan,PertaniandanPe

rikanan: 

1. ProgramPenyedia

andanPengemba

nganPrasaranaP

ertanian 

2. ProgramPenyediaa

ndanPengembanga

nSaranaPertanian 

3. ProgramPengendalia

ndanPenanggulanga

nBencanaPertanian 

4. ProgramPeny

uluhanPerta

nian 

5. ProgramPerizinanUs

ahaPertanian 

6. ProgramPengendali

anKesehatan 

HewandanKesehat

anMasyarakatVeter

iner 

7. ProgramPengelolaanP

erikananTangkap 

8. ProgramPengelola

an 

danPemasaranHa

silPerikanan 

 

DinasKoperasiUKM,dan

Perdagangan: 

1. ProgramPeningkatan

SaranaDistribusiPerd

agangan 

2. ProgramPengem

banganEkspor 

3. ProgramPenggunaa

ndanPemasaran 

ProdukDalamNegeri 

4. ProgramPemberdaya

an 

danPerlindunganKo

perasi 

5. ProgramPengemb

angan UMKM 

6. ProgramPemberd

ayaanUMKM 

DinasSosial,P3A,serta 

PemberdayaanMasyar

akatdanDesa: 

1. Program 

AdministrasiPem

erintahanDesa 

2. Program 

PeningkatanKerja

sama Desa 

 
DinasPekerjaanUmumd

anPenataanRuang,Peru

 Jagung Desa 

WaleranKeca

matanGrabag

an 

KecamatanGrabagan: 

1. DesaGrabagan, 

2. DesaPakis, 

3. DesaGesikan, 

4. DesaNgarum, 

5. DesaNgandong, 

6. DesaBanyubang, 

7. DesaNgrejeng 

BenihJagun

g 

Desa 

KebonharjoKeca

matanJatirogo 

KecamatanJatirogo: 

1. DesaWangi, 

2. DesaDemit, 

3. DesaKetodan, 

4. DesaKarangTengah, 

5. DesaSekaran 
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Sektor 

 
KlusterKo

moditas 

 

LokasiUtama 

 

LokasiPendukung 

KolaborasiPerangkatDae

rahdanNomenklaturProg

ramPerangkatDaerah 

 Kacang 

Tanah 

DesaCendoro 

Kecamata

nPalang 

DesaPucanganKecamatan 

Palang 

mahanRakyatdanKawa

sanPermukiman: 

1. ProgramPenyeleng

garaanJalan 

2. ProgramPengelola

anSumberdayaAir

(SDA) 

DinasPenanamanModal

danPelayananTerpaduS

atuPintu: 

1. Program 

PengembanganIkli

m 

PenanamanModal 

2. Dinas Tenaga 

KerjadanPerindustri

an 

3. Program 

PerencanaandanPe

mbangunanIndust

ri 

 

 Cabe Desa 

NgampelrejoKec.Ba

ncar 

KecamatanBancar: 

1. DesaMargosuko, 

2. DesaSidomulyo, 

3. DesaJatisari, 

4. DesaSukoharjo, 

5. DesaKayen, 

6. DesaBancar, 

7. DesaCingklung, 

8. DesaPugoh, 

9. DesaKarangrejo, 

10. DesaSiding, 

11. DesaNgujuran, 

12. Desa Tenggerkulon, 

13. DesaTlogoagung, 

14. DesaLatsari, 

15. DesaSukolilo, 

16. DesaBulujowo, 

17. DesaBanjarjo, 

18. DesaTergambang, 

19. DesaBogorejo, 

20. DesaBoncong, 

21. DesaSembungin,dan 

22. DesaSumberan 

KecamatanGrabagan: 

23. DesaNgarum, 

24. Desa Ngrejeng, 

25. DesaGesikan 

  Melon DesaKlotok 

KecamatanPlumpan

g 

 Tembakau DesaRayung 

Kecamata

nSenori 

KecamatanSenori: 

1. DesaSidoharjo,dan 

2. DesaKaterban 

 
KecamatanSoko: 

3. DesaPandanagung 

DinasKebudayaan,Kepe

mudaandanOlahragaser

taPariwisata: 

1. Program 
Peningkatan 

DayaTarikDestinasi
Wisata 

2. Program 
PengembanganSumbe

rdayaPariwisata 
danEkonomiKreatif 

3. Program 
PemasaranP

ariwisata 
4. Program 

PengembanganEko
nomiKreatifmelalui

PemanfaatandanPe
rlindungan 
HakKekayaanIntele
ktual 

5. Program 
PengembanganKe
senianTradisiona

 Sapi DesaTawaran 

Kecamatan

Kendurua

n 

 

Perikanan IkanLaut DesaBulu 

MeduroKe

camatanB

ancar 

KecamatanBancar: 

1. DesaBulujowo, 

2. DesaBoncong, 

3. DesaBancar,dan 

4. DesaBanjarjo 
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Sektor 

 
KlusterKo

moditas 

 

LokasiUtama 

 

LokasiPendukung 

KolaborasiPerangkatDae

rahdanNomenklaturProg

ramPerangkatDaerah 

 Rajungan DesaKradenan 

KecamatanPalan

g(KampungRajun

gan) 

KecamatanPalang: 

1. KelurahanPanyuran, 

2. DesaTasikmadu, 

3. DesaGesikharjo, 

4. DesaKarangagung,dan 

5. DesaGlodog 

l 
6. Program 

PengembanganKe
budayaan 

 
DinasTenagaKerjadan

Perindustrian: 
1. ProgramPerencana

andanPembangun
anIndustri 

2. ProgramPelatihanKe
rjadanProduktivitas
TenagaKerja 

3. ProgramPenem

patanTenagaK
erja 

 
Kecamatan: 

1.ProgramPemberdayaan
MasyarakatDesadanK
elurahan 

Sentra 

Indu

stri(

IKM) 

Olahan 

IkanLaut(

KrupukIk

an,Terasi,

IkanAsin, 

dll) 

DesaPabeyan 

KecamatanT

ambakboyo 

KecamatanTambakboyo: 

1. DesaGlondonggede(

TPI)dan 

2. DesaGadon 

KecamatanJenu: 

1. DesaMentoso 

Pariwisata Wisata 

MinatKhu

sus 

BatikGedog 

(KampungBatik) 

- Desa 

MargorejoKecam

ataKerek 

KecamatanKerek 

(penghasiltanamankapas,

pewarnaalam,sentrakeraji

nanbatik): 

1. DesaMargomulyo, 

2. DesaKedungrejo, 

3. DesaGaji, 

4. DesaPadasan, 

5. DesaJarorejo 

KecamatanKerek(sebagaiti

tikkedatangan): 

1.DesaSumberarum 

KecamatanMerakurak: 

1.DesaSugihan 

 Wisata 

Alam 

AirTerjunNglirip 

-
DesaMulyoag

ungKecamata
nSinggahan 

1. DesaTingkis 

KecamatanSinggahan

(BatuVanTuban) 

2. DesaGuwoTerusKec

amatanMontong(Mat

aAirKrawak) 

3. DesaKedungJambeKe

camatanSinggahan(S

umberAirPanas) 

  PantaiBoom– 

Kelurahana

nKutorejoKe
camatanTub
an 

1. DesaSugihwaras 

Kecamatan 

Jenu(WisataKambangP

utih) 

2. DesaSugihwarasKeca

matanJenu(WisataPant

aiCemara) 

 

  PantaiKelapa– 

Kelurahana
nPanyuranK

ecamatanPal
ang 

KecamatanPalang(Petik 
Belimbing): 
1.DesaTasikmadu 

Kecamatan Palang 
(KebunSiwalan): 

1.Desa Tunah 

KecamatanPalang 

1. DesaDawung 

2. DesaJatimulyo 

  WisataPelang– 

DesaTahulu

Kecamatan
Merakurak 

KecamatanMerakurak: 

1. DesaMandirejo(WisataS

ilowo) 

2. DesaSambonggede(Wi

sataKampungAir) 

3. DesaTuwiriWetan(

WisataKedungSari

/WKS) 
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Sektor 

 
KlusterKo

moditas 

 

LokasiUtama 

 

LokasiPendukung 

KolaborasiPerangkatDae

rahdanNomenklaturProg

ramPerangkatDaerah 

 Wisata 

Religi 

MakamSunan 

Bonang–
Kelurahan

KutorejoKe
camatanT
uban 

1. DesaGesikharjo 

KecamatanPalang(Mak

amIbrahimAsmoroQon

di) 

2. DesaBejagungKecama

tanSemanding(Maka

mSunanBejagung) 

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tuban Tahun 2022 

 

D. KEGIATAN PEMBAGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN 

PERENCANAAN TAHUNAN 

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 

2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-lima RPJMD 

Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 dengan tema “Mempercepat 

Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan 

Fokus Pengentasan Kemiskinan, Pemulihan Kesehatan, Industri, 

Pariwisata, Investasi dan Infrastruktur di Kabupaten Tuban”sebagai 

berikut : 

1. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam Menjaga 

Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah, dengan arah kebijakan : 

a. Menyusun regulasi dan memberikan insentif dalam pembangunan 

infrastruktur serta pembinaan, pendidikan, pengamalan nilai-nilai 

keagamaan dan sosial kemasyarakatan. 

b. Menjamin perlindungan keamanan trehadap kebebasan umat 

beragama, sosial dan kemasyarakatan. 

2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui peningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan dan kualitas Pelayanan Publik dalam rangka 

Mewujudkan Reformasi Birokrasi, dengan arah kebijakan : 

a. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja, penelitian 

dan kajian secara mendalam sehingga terciptanya koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi antar berbagai elemen perencanaan. 

b. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan 

evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjang prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik terutama akuntabilitas dan 

partisipasi stakeholders. 

c. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur. 

d. Mengembangkan birokrasi pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip 

UU ASN dan inovasi sistem pelayanan yang berkualitas agar 
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terakses oleh masyarakat, serta meningkatkan pengawasan untuk 

pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

3. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas wilayah, manajemen 

kebencanaan, kualitas hunian yang ditunjang oleh aksesibilitas 

Prasarana Sarana Utilitas serta penguatan daya dukung lingkungan 

hidup dan penataan ruang, dengan arah kebijakan : 

a. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi umum sebagai 

jaringan distribusi/ penghubung antar wilayah utamanya antar 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

b. Menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

c. Membangun PSU pada kawasan perumahan dan permukiman 

serta rumah layak huni. 

d. Menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan serta 

penguatan manajemen kebencanaan. 

4. Peningkatan Perekonomian Daerah dengan fokus pada Sektor 

Pariwisata, Industri, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, 

Investasi untuk Pemulihan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan 

dukungan produksi unggulan daerah, dengan arah kebijakan : 

a. Optimalisasi produksi hasil pertanian, Perikanan dan Peternakan 

untuk menjamin terciptanya kemandirian pangan. 

b. Diversifikasi produk dan olahan produksi hasil perikanan, 

pertanian dan peternakan untuk memberikan nilai tambah dan 

peningkatan pendapatan kepada masyarakat. 

c. Penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan 

permodalan koperasi, UMKM, BUMdes, industri dan perdagangan. 

d. Penumbuhan, pengembangan dan Peningkatan IKM melalui 

pembinaan dan pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi 

bantuan peralatan produksi. 

e. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) melalui pembinaan, pendampingan dan penataan 

tempat usaha. 

f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. 

g. Manajemen pemasaran serta pelayanan kemetrologian dalam 

rangka perlindungan masyarakat selaku konsumen. 
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h. Memberikan kemudahan bagi investor melalui pemberian insentif 

dan disinfektif. 

i. Melakukan pendampingan terhadap proses izin investasi. 

j. Ikut serta dalam pemecaha sokusi terhadap permasalahan izin 

investasi. 

k. Mempermudah perizinan dengan memberlakukan SOP Perizinan 

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

elektronik. 

l. Membangun dan merevitalisasi objek wisata, serta memperkuat 

jaringan promosi wisata. 

m. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas penunjang daya tarik 

wisata. 

n. Peningkatan sarana dan prasarana promosi pariwisata. 

o. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia 

pelaku industri pariwisata. 

p. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata. 

q. Membangun kompetensi dan sistem perlindungan tenaga kerja. 

r. Menyiapkan tenaga kerja yang terampil serta membentuk jiwa 

kewirausahaan. 

s. Memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan Balai Latihan 

Kerja Industri (BLKI). 

t. Membina Lembaga Latihan Swasta (LLS) guna memenuhi tenaga 

kerja terampil. 

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengentasan 

Kemiskinan dengan fokus Pemulihan Kesehatan dan kehidupan 

masyarakat akibat pandemi covid, dengan arah kebijakan : 

a. Mengembangkan kurikulum, sistem manajemen pengelolaan dan 

pembiayaan pendidikan, membangunan kompetensi dan 

pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, 

peningkatan partisipasi masyarakat buta huruf dalam pendidikan 

non formal. 

b. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap 

pencegahan dan pengendalian penyakit/masalah kesehatan. 

c. Membangun sarana prasarana, pembinaan, kemitraan, 

kelembagaan olahraga dan kepemudaan. 
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d. Membangun sistem dan perilaku guna menunjang kenyamanan 

masyarakat termasuk penyandang disabilitas. 

e. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya program keluarga berencana. 

 

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya 

kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan 

dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan 

bertanggungjawab.  

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan 

berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan 

kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan 

sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan 

dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, 

pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk 

Peraturan Kepala Daerah. 

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun 

terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. 

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam 

penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar 

pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai 

dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga 

kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam 

koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan 
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pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi 

terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah 

Kabupaten Tuban menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan 

prima menuju Good Governance. 

 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM 

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM 

pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan 

SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang 

dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan 

permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus 

dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan 

SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus 

memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam 

lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Tuban yang 

mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan 

yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi 

Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi 

solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM 

dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi 

Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan 

yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang 

serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

menerapkan SPM di daerah masing-masing. 

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. 
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1.1.4 JUMLAH PENDUDUK 

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Semester I Tahun 

2022 sejumlah 1.224.357 jiwa yang terdiri dari 612.828 jiwa penduduk 

laki-laki dan 611.529 jiwa penduduk perempuan sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 1.13 
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 

di Kabupaten Tuban Tahun 2022 
 

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Kenduruan 14.617 14.393 29.010 

2 Jatirogo 28.623 28.268 56.891 

3 Bangilan 24.644 24.520 49.164 

4 Bancar 29.536 29.605 59.141 

5 Senori 21.557 21.151 42.708 

6 Tambakboyo 21.186 21.207 42.393 

7 Singgahan 21.368 21.175 42.543 

8 Kerek 33.945 34.325 68.270 

9 Parengan 27,679 27.431 55.110 

10 Montong 27.498 26.910 54.408 

11 Soko 43.323 42.816 86.139 

12 Jenu 28.795 28.413 57.208 

13 Merakurak 29.878 30.084 59.962 

14 Rengel 30.413 30.071 60.484 

15 Semanding 57.215 58.328 115.543 

16 Tuban 42.479 43.710 86.189 

17. Plumpang 40.367 40.070 80.437 

18. Palang 44.012 43.984 87.996 

19. Widang 25.472 25.061 50.533 

20. Grabagan 20.221 20.007 40.228 

JUMLAH 612.828 611.529 1.224.357 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban Semester I 
Tahun 2022 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 

umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta 

dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro 

No Indikator Kinerja 

Makro 

Capaian Kinerja 

Tahun N-1 

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja 
Tahun N 

(Tahun 2022) 

Perubahan (%) 

1 Indeks 

Pembangunan 
Manusia 

68,91 69,67 1,1029 % 

2 Angka Kemiskinan 16,31% 15,02% -7,9093 % 

3 Angka 

Pengangguran 

4,68% 4,54% - 2,9915 % 

4 Pertumbuhan 

Ekonomi 

3%  8,88 % 196.0000 % 

5 Pendapatan Per 

kapita (juta rupiah) 

54,784 62,162 13,4674 

6 Ketimpangan 

Pendapatan 

0,345 0,345 0 % 

     

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks 

pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM 

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan 

dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya 

Angka Indeks Pembangunan Manusia = 69,67 % 

Tahun 2022 dikurangi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 

= 68,91% di bagi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 68,91 = 

1,1029 % 

2. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur 

dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang 
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memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis 

kemiskinan. Angka Indeks Pembanguan Manusia Tahun 2022 = 15,02 % 

di bagi Angka Pengangguran Tahun 2021 = 16,31 % di kurangi 16,31 % 

sama sengan - 7, 9093 

3. Angk andikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada 

daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka 

yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 

angkatan kerja Penganngguran Angka Pengangguran Tahun 2022 = 4,54 

% dikurangi  Angka Pengangguran Tahun 2021 = - 2.9915 % 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan 

ekonomi daerah yang bersangku Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 = 

8,88 % dikurangi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 = 3 % dibagi 

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 di kali 100% = 196.0000% 

Pertumbuhan Ekonomi , khususnya dengan menggunakan 

PDB/PDRB. 

5. PDRB per-kapita 

Pendapatan Perkapita Tahun 2022 = 62,162 % di bagi Tahun 2021 

= 54, 784 dikurangi 54,784 % = 13,4674 

6. Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan Pendapatan Tahun 2022  = 0,34 - 0,34 dikurangi 

Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021 di bagi ketimpangan Pendapatan 
Tahun 2021 di kali 100 % = 0  % 

2.2 CAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan ganbaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

yang menkanjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturanperundang-

undangan tentangpemerintah daerh. Laporan kinerja urusan pemerintah 

daerah memuat data/informorasi kinerja setiap urusan pemerintah sesuai 

dengan indikatator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan 

penunjang. 
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2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

No 

IKK 

Kategori 

Urusan 
Urusan No IKK Outcome IKK Output 

PEMDA APIP 
 

Nilai 
Diperbar

ui 

Keterang

an 

File 

Bukti 

Statu

s 

Keterang

an 

Diperbar

ui 
 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah Satuan 

Pendidikan Anak Usia 

Dini Terakreditasi 1104 

2023-03-

29 

15:11:59 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah peserta didik 

PAUD yang menerima 

perlengkapan dasar 

peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 5925 

2023-03-

29 

15:12:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah peserta didik 

PAUD yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan  40429 

2023-03-

29 

15:12:53 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah kebutuhan 

minimal pendidik 

PAUD 3230 

2023-03-

29 

15:13:14 

 

Tidak 

Ada 
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5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah pendidik pada 

PAUD 3746 

2023-03-

29 

15:53:00 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah pendidik PAUD 

yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) 

bidang pendidikan anak 

usia dini, kependidikan 

lain atau psikologi dan 

sertifikat profesi guru 

pendidikan anak usia 

dini  2965 

2023-03-

29 

15:53:19 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.1 

Jumlah kepala sekolah 

PAUD yang memiliki 

ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan 

surat tanda tamat 

pendidikan dan 

pelatihan calon kepala 

sekolah untuk PAUD 

formal atau sertifikat 

pendidikan dan 

pelatihan kepala satuan 

PAUD non-formal dari 

lembaga pem 1039 

2023-03-

29 

15:53:53 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 5 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah SD dan SMP 

Negeri Terakreditasi 593 

2023-03-

29 

15:54:24 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah peserta didik 

jenjang sekolah dasar 

yang menerima 

perlengkapan dasar 

peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 1860 

2023-03-

29 

15:55:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah peserta didik 

jenjang sekolah 

menengah pertama 

yang menerima 

perlengkapan dasar 

peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 2000 

2023-03-

29 

15:56:02 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah peserta didik 

pada jenjang sekolah 

dasar yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan  67478 

2023-03-

29 

15:56:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah peserta didik 

pada jenjang sekolah 

menengah pertama 

yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan  30842 

2023-03-

29 

15:56:46 

 

Tidak 

Ada 
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6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah kebutuhan 

minimal pendidik pada 

jenjang sekolah dasar 5418 

2023-03-

29 

15:57:53 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah kebutuhan 

minimal pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 1838 

2023-03-

29 

16:05:07 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah pendidik pada 

jenjang sekolah dasar 5160 

2023-03-

29 

16:05:40 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 1838 

2023-03-

29 

16:06:00 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

jumlah kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah dasar 2264 

2023-03-

29 

16:06:24 

 

Tidak 

Ada 
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11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

jumlah kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 576 

2023-03-

29 

16:06:43 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah dasar 763 

2023-03-

29 

16:07:14 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 615 

2023-03-

29 

16:07:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah pendidik pada 

jenjang sekolah dasar 

yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 5014 

2023-03-

29 

16:08:14 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 15 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 

yang memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 1772 

2023-03-

29 

16:08:43 

 

Tidak 

Ada 
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16 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah kepala sekolah 

pada jenjang sekolah 

dasar yang memiliki 

ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan 

surat tanda tamat 

pendidikan dan 

pelatihan calon kepala 

sekolah  463 

2023-03-

29 

16:09:28 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 17 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah kepala sekolah 

pada jenjang sekolah 

menengah pertama 

yang memiliki ijazah 

D-IV atau S1, sertifikat 

pendidik dan surat 

tanda tamat pendidikan 

dan pelatihan calon 

kepala sekolah 94 

2023-03-

29 

16:09:47 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 18 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah tenaga 

penunjang lainnya pada 

jenjang sekolah dasar 

yang memiliki ijazah 

SMA/sederajat  711 

2023-03-

29 

16:10:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 19 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.2,1.a.3 

Jumlah tenaga 

penunjang lainnya pada 

jenjang sekolah 

menengah pertama 

yang memiliki ijazah 

SMA/sederajat 585 

2023-03-

29 

16:11:20 

 

Tidak 

Ada 
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1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah satuan 

pendidikan kesetaraan 

terakreditasi 21 

2023-03-

29 

16:16:07 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah peserta didik 

pendidikan kesetaraan 

yang menerima 

perlengkapan dasar 

peserta didik dari 

Pemerintah Daerah 1729 

2023-03-

29 

16:16:43 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah peserta didik 

ppendidikan kesetaraan 

yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan  4542 

2023-03-

29 

16:19:10 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah kebutuhan 

minimal pendidik pada 

satuan pendidikan 

kesetaraan 227 

2023-03-

29 

16:19:41 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah pendidik pada 

satuan pendidikan 

kesetaraan 113 

2023-03-

29 

16:20:05 

 

Tidak 

Ada 
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6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah pendidik pada 

satuan pendidikan 

kesetaraan yang 

memiliki ijazah 

diploma empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) 71 

2023-03-

29 

16:21:05 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah kepala sekolah 

pada jenjang sekolah 

dasar yang memiliki 

ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan 

surat tanda tamat 

pendidikan dan 

pelatihan calon kepala 

sekolah  463 

2023-03-

29 

16:21:33 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidikan 

1.a.4 

Jumlah kepala sekolah 

pada satuan pendidikan 

kesetaraan yang 

memiliki ijazah D-IV 

atau S1 15 

2023-03-

29 

16:21:53 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.1 

Jumlah RS Rujukan 

kabupaten/kota yang 

memenuhi sarana, 

prasarana dan alat 

kesehatan (SPA) sesuai 

standar 6 

2023-03-

29 

21:43:46 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Kesehatan 

1.b.2 

Jumlah RS dibina dan 

dipersiapkan 

akreditasinya  6 

2023-03-

29 

21:44:07 

 

Tidak 

Ada 
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Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.3 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 5 

2023-03-

29 

21:44:17 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.3 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

antenatal 1249 

2023-03-

29 

21:46:23 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.4 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 3 

2023-03-

29 

21:50:15 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.4 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

persalinan sesuai 

standar 1127 

2023-03-

29 

21:50:30 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Kesehatan 

1.b.5 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 6 

2023-03-

29 

21:52:01 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.5 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

neonatal esensial sesuai 

standar 1496 

2023-03-

29 

21:52:14 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.6 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 9 

2023-03-

29 

21:52:47 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.6 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan balita sesuai 

standar 10306 

2023-03-

29 

21:53:00 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.7 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 5 

2023-03-

29 

21:53:41 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Kesehatan 

1.b.7 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan anak usia 

pendidikan dasar sesuai 2120 

2023-03-

29 

21:53:57 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

standar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.8 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 3 

2023-03-

29 

21:55:57 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.8 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 1867 

2023-03-

29 

21:56:12 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.9 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 3 

2023-03-

29 

21:56:37 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.9 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 3018 

2023-03-

29 

21:56:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Kesehatan 

1.b.10 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 3 

2023-03-

29 

21:58:22 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.10 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 1026 

2023-03-

29 

21:58:37 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.11 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 3 

2023-03-

29 

21:59:18 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.11 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 1062 

2023-03-

29 

21:59:34 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.12 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 4 

2023-03-

29 

22:01:58 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Kesehatan 

1.b.12 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 50 

2023-03-

29 

22:02:11 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.13 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 7 

2023-03-

29 

22:10:15 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.13 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 207 

2023-03-

29 

22:10:26 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.14 

Jumlah dukungan 

logistik kesehatan yang 

tersedia 4 

2023-03-

29 

22:11:06 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehatan 

1.b.14 

Jumlah SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 198 

2023-03-

29 

22:11:18 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.1,1.c.2 

Luas kawasan 

permukiman rawan 

banjir di WS 

kewenangan 

197975

,3 

2023-02-

14 

08:17:12 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

kabupaten/kota (ha) 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.1,1.c.2 

Panjang sungai di 

kawasan permukiman 

yang rawan banjir di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota (m) 174936 

2023-02-

14 

08:17:47 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.1,1.c.2 

Luas kawasan 

permukiman sepanjang 

pantai yang rawan 

abrasi erosi dan akresi 

di WS kewenangan 

kabupaten/kota (HA) 

4683,9

3 

2023-02-

14 

08:18:11 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.1,1.c.2 

Panjang pantai di 

kawasan permukiman 

yg rawan abrasi, erosi, 

akresi di WS 

kewenangan kab/kota 

(ha) 65000 

2023-02-

14 

08:18:45 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.1,1.c.2 

Rencana Tata 

Pengaturan air dan tata 

pengairan/[oa 

pengelolaan SD Air 

WS Kewenangan 

kabupaten/kota 0 

2023-02-

14 

08:20:26 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.1,1.c.2 

Rencana Teknis tata 

pengaturan air dan tata 

pengairan/rencana 

pengelolaan sumber 0 

2023-02-

14 

08:20:35 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

daya air kewenangan 

kabupaten/kota 

7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.1,1.c.2 

Data prasarana dan 

sarana pengaman pantai 

dan sungai milik 

pemerintah kab/kota 140 

2023-03-

29 

22:22:01 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.3 

Persentase panjang 

jaringan irigasi primer 

kondisi baik 2,9951 

2023-02-

14 

08:21:34 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.3 

Persentase panjang 

jaringan irigasi 

sekunder dalam kondisi 

baik 

22,535

6 

2023-02-

14 

08:34:47 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.3 

Persentase panjang 

jaringan irigasi tersier 

dalam kondisi baik 

13,164

9 

2023-02-

14 

08:35:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.4 

Penetapan dokumen 

RISPAM 

kabupaten/kota (Ada 

/Tidak) 0 

2023-02-

14 

08:35:42 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.4 

Tersusun dan 

ditetapkannya 

JAKSTRADA 

Kab/Kota (Ada/Tidak) 0 

2023-03-

29 

22:14:40 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.4 

Jumlah BUMD 

dan/atau UPTD 

Kab/Kota 

Penyelenggara SPAM 

(Ada/Tidak) 0 

2023-02-

14 

08:36:48 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.4 

Jumlah izin yang 

diberikan kepada 

Badan Usaha untuk 

melakukan 

Penyelenggaraan 

SPAM 212 

2023-03-

29 

22:17:42 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.4 

Jumlah kerjasama 

penyelenggaraan 

SPAM dengan 

Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 

lain. 0 

2023-03-

29 

22:25:06 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.5 

Jumlah rumah dengan 

akses unit pengolahan 

setempat untuk 

kegiatan pemenuhan 322325 

2023-03-

29 

22:26:40 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 19 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Pelayanan 

Dasar 

pelayanan dasar 

menggunakan SPALD 

S 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Jumlah rumah dengan 

akses sambungan 

rumah untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan 

dasar menggunakan 

SPALD-T 3105 

2023-03-

29 

22:26:59 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Jumlah rumah dengan 

akses unit pengolahan 

setempat dan data 

jumlah rumah dengan 

akses sambungan 

rumah untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan 

dasar menggunakan 

SPALD S dan SPALD 

T 322235 

2023-03-

29 

22:27:17 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Jumlah rumah yang 

sudah menerima 

pelayanan jasa 

penyedotan lumpur 

tinja  161 

2023-03-

29 

22:27:46 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Jumlah rumah yang 

sudah menerima 

pelayanan jasa 

pengolahan lumpur 

tinja  0 

2023-03-

29 

22:28:07 

 

Tidak 

Ada 
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6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Jumlah rumah yang 

sudah menerima 

pelayanan jasa 

pengolahan air limbah 

domestik  0 

2023-03-

29 

22:28:15 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

pelayanan SPALD S 

akses dasar 

87,196

6 

2023-03-

29 

22:28:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

pelayanan SPALD S 

akses aman 0 

2023-03-

29 

22:29:01 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

pelayanan SPALD T 

akses aman 0,7382 

2023-03-

29 

22:36:20 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan unit 

pengolahan setempat  

76,612

1 

2023-03-

29 

22:37:06 

 

Tidak 

Ada 
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11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

sarana pengangkutan 

lumpur tinja 

66,666

7 

2023-03-

29 

22:37:35 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

prasarana pengolahan 

lumpur tinja 0 

2023-03-

29 

22:44:18 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan 

sambungan rumah yang 

tersambung ke IPALD  100 

2023-03-

29 

22:44:28 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.5 

Kinerja penyediaan jasa 

penyedotan lumpur 

tinja  0,0383 

2023-03-

29 

22:45:07 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Rasio bangunan gedung 

(kecuali rumah tinggal 

tunggal dan rumah 

deret sederhana) yang 

laik fungsi 100 

2023-03-

29 

22:46:36 

 

Tidak 

Ada 
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2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Jumlah IMB yang 

diberikan oleh 

Pemerintah Kab/Kota 

dalam tahun eksisting 1 

2023-03-

29 

22:46:54 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Penetapan Peraturan 

Daerah tentang 

Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak) 0 

2023-03-

29 

22:47:04 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Penetapan Keputusan 

Bupati/Walikota 

tentang Tim Ahli 

Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak) 0 

2023-03-

29 

22:47:15 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Jumlah bangunan 

gedung yang ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota 

untuk dilindungi dan 

dilestarikan 0 

2023-03-

29 

22:47:26 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Jumlah bangunan 

gedung yang ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota 

untuk kepentingan 

strategis daerah 

provinsi 0 

2023-03-

29 

22:47:45 

 

Tidak 

Ada 
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7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Jumlah bangunan 

gedung negara milik 

Pemerintah Kab/Kota 38 

2023-03-

29 

22:47:58 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.6 

Jumlah bangunan 

gedung negara milik 

pemerintah 

kabupaten/kota yang 

dipelihara/dirawat 38 

2023-03-

29 

22:48:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jalan 

berdasarkan yang 

ditetapkan Kepala 

Daerah dalam SK Jalan 

Kewenangan Kab/Kota 

1811,6

4 

2023-03-

29 

22:48:30 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jalan yang 

dibangun 

1811,6

4 

2023-03-

29 

22:48:49 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jembatan yang 

dibangun 0 

2023-03-

29 

22:48:58 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Pekerjaan 

Umum dan 1.c.7 

Panjang jalan yang 

ditingkatkan 20,5 

2023-03-

29 

 

Tidak 

Ada 
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Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penataan 

Ruang 

(struktur/fungsi) 22:58:31 

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jembatan yang 

diganti/dilebarkan 27431 

2023-03-

29 

22:58:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jalan yang 

direkonstruksi/direhabil

itasi 63,2 

2023-03-

29 

22:59:06 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jembatan yang 

direhabilitasi 2489 

2023-03-

29 

22:59:47 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.7 

Panjang jalan yang 

dipelihara  74 

2023-03-

29 

23:00:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.7 

Panjang jembatan yang 

dipelihara  72222 

2023-03-

29 

23:00:27 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah Pelatihan 

Tenaga Ahli Konstruksi 

di wilayah 

kabupaten/kota 0 

2023-03-

29 

23:01:23 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah tenaga kerja 

konstruksi yang terlatih 

di wilayah 

kabupaten/kota 0 

2023-03-

29 

23:01:31 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah tenaga kerja 

konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi ahli di 

wilayah kabupaten/kota 0 

2023-03-

29 

23:01:39 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Terselenggaranya 

Sistem Informasi 

Pembina Jasa 

Konstruksi Cakupan 

kabupaten/kota yang 

aktif dengan data 

termutakhir 0 

2023-03-

29 

23:01:53 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 
1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi potensi pasar 

jasa konstruksi di 1 

2023-03-

29 

23:02:16 

 

Tidak 

Ada 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ruang wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari 

APBD Kab/Kota  

6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi potensi pasar 

jasa konstruksi di 

wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari 

APBN  1 

2023-03-

29 

23:02:45 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi potensi pasar 

jasa konstruksi di 

wilayah kabupaten/kota 

untuk tahun berjalan 

yang bersumber dari 

pendanaan lainnya 0 

2023-03-

29 

23:02:57 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi paket 

pekerjaan jasa 

konstruksi sesuai 

kewenangannya yang 

sudah dan sedang 

dilaskanakan oleh 

badan usaha jasa 

konstruksi yang 

termutakhir secara 

berkala  1 

2023-03-

29 

23:03:09 

 

Tidak 

Ada 
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9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

profil OPD sub-urusan 

jasa konstruksi 

kabupaten/kota 1 

2023-03-

29 

23:03:18 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi pelatihan 

tenaga operator dan 

teknisi/analis 

konstruksi di wilayah 

kabuapten/kota yang 

dilaksanakan sendiri 

atau melalui kerjasama 

dengan Lembaga 

Pendidikan dan 

Pelatihan Kerja (LPPK) 

yang diregistrasi oleh 

menteri yang memb 0 

2023-03-

29 

23:03:30 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi tenaga kerja 

konstruksi yang terlatih 

di wilayah 

kabupaten/kota yang 

dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan 

operator dan 

teknisi/analis            0 

2023-03-

29 

23:04:07 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi tenaga kerja 

konstruksi terlatih yang 

tersertifikasi 0 

2023-03-

29 

23:04:15 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

operator/teknisi/analis 

di wilayah kab/kota  

13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi badan usaha 

yang mendapatkan 

pembinaan di wilayah 

kabupaten/kota  0 

2023-03-

29 

23:04:23 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi pemenuhan 

komitmen permohonan 

IUJK badan usaha dan 

TDUP yang disetujui 0 

2023-03-

29 

23:04:32 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 15 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi hasil 

pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, 

sifat, klasifikasi, 

layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi 

usaha dengan kegiatan 

usaha jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya  0 

2023-03-

29 

23:04:41 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 16 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi kecelakaan 

konstruksi pada proyek 

yang menjadi 0 

2023-03-

29 

23:04:50 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

kewenangan 

pengawasannya  

17 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Tersedianya data dan 

informasi hasil 

pengawasan 

ketidaksesuaian jenis, 

sifat, klasifikasi, 

layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi 

usaha dengan 

segmentasi pasar jasa 

konstruksi yang 

menjadi kewenangan 

pengawasannya  0 

2023-03-

29 

23:05:10 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 18 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah badan usaha 

yang memiliki IUJKN 

di wilayah kab/kota  0 

2023-03-

29 

23:05:33 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 19 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah usaha 

perseorangan yang 

memiliki TDUP di 

wilayah kabupaten/kota  0 

2023-03-

29 

23:05:41 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 20 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 1.c.8 

Jumlah badan usaha 

yang memiliki IUJKN 

yang terlibat dalam 

proyek di wilayah 0 

2023-03-

29 

23:05:50 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

Kab/Kota  

21 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah badan usaha 

yang mendapatkan 

pembinaan di wilayah 

Kab/Kota  0 

2023-03-

29 

23:05:58 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 22 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah pemenuhan 

komitmen permohonan 

IUJK badan usaha dan 

TDUP yang disetujui  0 

2023-03-

29 

23:06:06 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 23 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah pengawasan 

terkait ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, 

layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi 

usaha dengan kegiatan 

usaha jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya  0 

2023-03-

29 

23:06:16 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 24 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah kecelakaan 

konstruksi pada proyek 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya  0 

2023-03-

29 

23:06:35 

 

Tidak 

Ada 
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25 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

1.c.8 

Jumlah pengawasan 

terkait ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, 

layanan usaha, bentuk 

dan/atau kualifikasi 

usaha dengan 

segmentasi pasar jasa 

konstruksi yang 

menjadi kewenangan 

pengawasannya  0 

2023-03-

29 

23:06:46 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah rumah yang 

berada pada kawasan 

rawan bencana dan 

rencana penanganannya  46 

2023-03-

29 

23:08:51 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah rumah yang 

terkena bencana alam  0 

2023-03-

29 

23:09:03 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah RT, KK dan 

Jiwa korban yang 

rumahnya terkena 

bencana alam  0 

2023-03-

29 

23:09:13 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 

Jumlah unit rumah 

korban bencana yang 

direhabilitasi sesuai 

dengan rencana aksi  0 

2023-03-

29 

23:09:59 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah unit rumah 

korban bencana yang 

dibangun kembali 

sesuai dengan rencana 

aksi 0 

2023-03-

29 

23:10:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah unit rumah 

korban bencana yang 

dibangun baru/relokasi 

sesuai dengan rencana 

aksi 0 

2023-03-

29 

23:10:16 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah unit dan lokasi 

rumah sewa yang akan 

menjadi tempat tinggal 

sementara korban 

bencana 0 

2023-03-

29 

23:10:26 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.1 

Jumlah RT, KK dan 

Jiwa korban bencana 

yang terfasilitasi  0 

2023-03-

29 

23:10:35 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 1.d.1 

Jumlah, luasan dan 

lokasi pencadangan 

lahan 0 

2023-03-

29 

23:09:42 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah rumah tangga 

penerima layanan yang 

telah mendapatkan 

fasilitasi ganti kerugian 

aset properti 

berdasarkan rencana 

pemenuhan SPM 0 

2023-03-

29 

23:11:16 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan yang belum 

mendapatkan fasilitasi 

penggantian hak atas 

tanah dan/atau 

bangunan berdasarkan 

rencana pemenuhan 

SPM  0 

2023-03-

29 

23:11:29 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan subsidi uang 

sewa berdasarkan 

rencana pemenuhan 

SPM  0 

2023-03-

29 

23:11:39 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan yang telah 

mendapatkan 

penyediaan rumah 

layak huni berdasarkan 0 

2023-03-

29 

23:11:49 

 

Tidak 

Ada 
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rencana pemenuhan 

SPM  

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah rumah tangga 

penerima layanan yang 

belum mendapatkan 

penyediaan rumah 

layak huni berdasarkan 

rencana pemenuhan 

SPM  0 

2023-03-

29 

23:11:58 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.2 

Jumlah total luasan 

(Ha) pengadaan tanah  0 

2023-03-

29 

23:11:02 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.3 

Jumlah luasan (Ha) 

kawasan permukiman 

kumuh < 10 Ha 410,98 

2023-03-

29 

23:12:30 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.3 

Jumlah unit 

peningkatan kualitas 

RTLH 105 

2023-03-

29 

23:12:45 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
1.d.3 

Jumlah luasan (ha) 

penanganan 

infrastruktur kawasan 82,2 

2023-03-

29 

23:13:08 

 

Tidak 

Ada 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemukiman kumuh 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.4 

Jumlah rumah di 

kab/kota  335605 

2023-03-

29 

23:14:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.4 Jumlah unit PK RTLH  105 

2023-03-

29 

23:19:45 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.4 

Jumlah rumah tidak 

layak huni 10326 

2023-03-

29 

23:25:03 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.4 

Jumlah rumah yang 

tidak dihuni 0 

2023-03-

29 

23:25:27 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 1.d.4 Rasio rumah dan KK 

113,29

21 

2023-03-

29 

23:25:43 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.4 

Jumlah rumah 

pembangunan baru 262 

2023-03-

29 

23:26:29 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah perumahan 

yang terfasilitasi PSU 2780 

2023-03-

29 

23:27:01 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah unit rumah 

yang sudah difasilitasi 

air minum 0 

2023-03-

29 

23:27:15 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah unit rumah 

yang terfasilitasi jalan 

lingkungan 280693 

2023-03-

29 

23:27:43 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 

Jumlah unit rumah 

yang terfasiltasi akses 

sanitasi (on site / off 

site) 0 

2023-03-

29 

23:28:01 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah perumahan 

yang terfasilitasi RTNH 0 

2023-03-

29 

23:28:12 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah unit rumah 

yang terfasilitasi akses 

PJU 0 

2023-03-

29 

23:28:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah pengembang 

yang tersertifikasi 0 

2023-03-

29 

23:28:30 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

1.d.5 

Jumlah pengembang 

yang terregistrasi 0 

2023-03-

29 

23:28:39 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 1.d.5 

Jumlah pengembang 

yang mendapat 

penyuluhan atau 

pelatihan 0 

2023-03-

29 

23:28:47 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.1 

Jumlah pelanggaran 

dan pengaduan 

trantibum dalam  

Kab/Kota yang 

ditangani 190 

2023-03-

29 

23:33:54 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.1 

Jumlah Satlinmas yang 

terlatihdan dikukuhkan 6731 

2023-03-

29 

23:34:17 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.1 

Jumlah Perda dan 

Perkada yang 

ditegakkan  2 

2023-03-

29 

23:34:36 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.1 

Jumlah Polisi Pamong 

Praja yang memiliki 

kualitas sebagai PPNS  2 

2023-03-

29 

23:34:48 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga 1.e.1 

Tersedianya SOP 

dalam penegakan Perda 

dan Perkada serta 

penanganan gangguan 10 

2023-03-

29 

23:35:20 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

n 

Masyarakat 

trantibum 

6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.1 

Tersedianya sarana 

prasarana minimal 1 

2023-03-

29 

23:35:34 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.3 

Persentase penyelesaian 

dokumen KRB sampai 

dengan dinyatakan 

sah/legal   100 

2023-03-

29 

23:35:59 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.3 

Persentase jumlah 

penduduk di kawasan 

rawan bencana yang 

memperoleh informasi 

rawan bencana sesuai 

jenis ancaman bencana 0,0498 

2023-03-

29 

23:36:14 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.4 

Persentase penyelesaian 

dokumen RPB sampai 

dinyatakan sah/legal  100 

2023-03-

29 

23:37:49 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga 1.e.4 

Persentase penyelesaian 

dokumen Renkon 

sampai dinyatakan 

sah/legal  0 

2023-03-

29 

23:38:00 

 

Tidak 

Ada 
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Pelayanan 

Dasar 

n 

Masyarakat 

3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.4 

Persentase jumlah 

aparatur dan warga 

negara yang ikut 

pelatihan 41,791 

2023-03-

29 

23:38:20 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.4 

Persentase warga 

negara yang ikut 

pelatihan 0,0047 

2023-03-

29 

23:38:50 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

1.e.4 

Persentase warga 

negara yang mendapat 

layanan pusdalops 

penanggulangan 

bencana dan sarana 

prasarana 

penanggulangan 

bencana  0,0498 

2023-03-

29 

23:39:11 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.4 

Persentase warga 

negara yang mendapat 

peralatan perlindungan 0 

2023-03-

29 

23:39:29 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 
1.e.5 

Persentase kecepatan 

respon kurang dari 24 

jam untuk setiap status 12,5 

2023-03-

29 

23:40:03 

 

Tidak 

Ada 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

KLB 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.5 

Persentase kecepatan 

respon kurang dari 24 

jam untuk setiap status 

darurat bencana  12,5 

2023-03-

29 

23:40:13 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.5 

Persentase jumlah 

petugas yang aktif 

dalam penanganan 

darurat bencana 100 

2023-03-

29 

23:40:31 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.5 

Persentase jumlah 

korban berhasil dicari, 

ditolong dan dievakuasi 

terhadap kejadian 

bencana 100 

2023-03-

29 

23:40:42 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

1.e.6 

Jumlah dan jenis 

layanan penyelamatan 

dan evakuasi pada 

kondisi membahayakan 

manusia (operasi 

darurat non kebakaran) 

oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan di 

kabupaten/kota 563 

2023-03-

29 

23:42:09 

 

Tidak 

Ada 
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2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

1.e.6 

Tersedianya pos sektor 

damkar yang 

dilengkapi sarana 

prasarana damkar, 

sarana prasarana 

penyelamatan di kantor 

kecamatan 1 

2023-03-

29 

23:42:19 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.6 

Tersedianya aparatur 

selama 24 (jam) yang 

dilaksanakan secara 

bergantian (shift) di 

kantor kecamatan 1 

2023-03-

29 

23:42:27 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

1.e.6 

Pos Damkar yang 

dilengkapi dengan 

sarana/prasarana 

damkar, sarana 

prasarana penyelamatan 

dan evakuasi di setiap 

keluarahan/desa 0 

2023-03-

29 

23:42:44 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.6 

Jumlah dan jenis sarana 

prasarana pemadaman, 

penyelamatan dan 

evakuasi  26 

2023-03-

29 

23:43:08 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.6 

Jumlah aparatur 

pemadam kebakaran 

yang memenuhi 

Standar Kualifikasi 

Pemadam sebagaimana 

dimaksud Peraturan 15 

2023-03-

29 

23:43:23 

 

Tidak 

Ada 
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Menteri Dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Standar 

Kualifikasi Aparatur 

Pemadam Kebakaran  

7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 

1.e.6 

Jumlah relawan 

kebakaran di bawah 

binaan Dimas 

Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan atau 

perangkat daerah yang 

menyelenggarakan sub 

urusan kebakaran  0 

2023-03-

29 

23:43:31 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentraman

, Ketertiban 

Umum dan 

Perlindunga

n 

Masyarakat 1.e.6 

Jumlah peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemadam kebakaran 0 

2023-03-

29 

23:43:42 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah layanan data 

dan pengaduaan yang 

dimiliki 6 

2023-03-

29 

23:52:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah data 

penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, 

lanjur usia terlantar dan 

gepeng yang untuk 

masuk dalam data 

terpadu FM dan OTM 84984 

2023-03-

29 

23:52:31 

 

Tidak 

Ada 
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3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

JumlahTimReaksi 

Cepat yang dibentuk 1 

2023-03-

29 

23:52:43 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang dijangkau 1541 

2023-03-

29 

23:53:14 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah kendaraan roda 

empat yang akses 

khusus layanan 

kedaruratan yang 

dimiliki 2 

2023-03-

29 

23:53:28 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah  penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang menerima 

paket  permakanan 

sesuai standar gizi 696 

2023-03-

29 

23:53:38 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

 Jumlahrumah 

singgah/shelter/ tempat 

tinggal sementara yang 

dimiliki sesuai standar 1 

2023-03-

29 

23:54:02 

 

Tidak 

Ada 
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8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang menerima 

paket sandang 284 

2023-03-

29 

23:54:11 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah  penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

memanfaatkan alat 

bantu 20 

2023-03-

29 

23:54:21 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah alat bantu yang 

tersedia di rumah 

singgah/shelter 19 

2023-03-

29 

23:57:44 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah paket 

perbekalan kesehatan 

yang tersedia 1 

2023-03-

29 

23:57:54 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah  penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

memanfaatkan paket 

perbekalan kesehatan 2 

2023-03-

29 

23:58:02 

 

Tidak 

Ada 
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13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah tenaga  

kesehatan yang 

disediakan di rumah 

singgah  1 

2023-03-

29 

23:58:11 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah pekerja sosial 

professional dan/atau 

TKS dan/atau relawan 

sosial yang disediakan 376 

2023-03-

29 

23:59:06 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 15 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah  penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang  

mendapatkan 

bimbingan fisik, mental 

dan sosial sesuai 

standar di keluarga, 

masyarakat, Dinas 

Sosial, Rumah Singgah/ 

Shelter dan/atau pusat 

kesejahteraan sosia 1268 

2023-03-

29 

23:59:16 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 16 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah  bimbingan 

sosial yang 

dilaksanakan kepada 

keluarga dan 

masyarakat  35 

2023-03-

30 

00:02:37 

 

Tidak 

Ada 
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17 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

 Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang   

difasilitasi untuk 

mendapatkan dokumen 

kependudukan 189 

2023-03-

30 

00:02:46 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 18 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang  

mendapatkan akses 

layanan pendidikan dan 

kesehatan dasar 11 

2023-03-

30 

00:02:57 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 19 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

mendapatkan layanan 

penelusuran keluarga 6 

2023-03-

30 

00:03:19 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 20 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang  

direunifikasi dengan  

keluarga 18 

2023-03-

30 

00:03:34 

 

Tidak 

Ada 
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21 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.1 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang  dirujuk 114 

2023-03-

30 

00:03:43 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah korban bencana 

yang mendapat 

makanan 1094 

2023-03-

30 

00:04:23 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah  korban 

bencana yang 

menerima paket 

sandang 0 

2023-03-

30 

00:04:44 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah tempat 

penampungan 

pengungsi yang 

dimiliki 0 

2023-03-

30 

00:04:56 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah paket  

permakanan khusus 

bagi kelompok rentan 0 

2023-03-

30 

00:05:06 

 

Tidak 

Ada 
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5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah korban bencana 

yang meneriman 

pelayanan dukungan 

psikososial 0 

2023-03-

30 

00:05:13 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 

1.f.2 

Jumlah Pekerja Sosial 

Profesional/tenaga 

kesejahteraan sosial 

dan/atau relawan sosial 

yang tersedia 68 

2023-03-

30 

00:04:33 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.1 

Dokumen perencanaan 

tenaga kerja 

kabupaten/kota. 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.1 

Persentase akurasi 

proyeksi indikator 

dalam rencana tenaga 

kerja. 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.1 

Jumlah perusahaan 

yang  menyusun 

rencana tenaga kerja di 

kabupaten/kota. 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Tenaga 

Kerja 2.a.2 

Persentase penerapan 

Program PBK dengan  0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

kualifikasi klaster 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Persentase instruktur 

bersertifikatkompetensi 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Rasio jumlah instruktur 

terhadap peserta 

pelatihan 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Persentase LPK yang 

terakreditasi 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Persentase LPK yang 

memiliki perizinan 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Jumlah penganggur 

yang dilatih 0 
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Pelayanan 

Dasar 

7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Persentase lulusan 

bersertifikat pelatihan 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Persentase penyerapan 

lulusan 0 

     

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Lulusan    bersertifikat 

kompetensi 0 

     

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Jumlah Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) 

yang diberikan 

pelatihan  0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.2 

Jumlah pelatihan Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) 0 
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1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.3 

Persentase perusahaan 

yang menerapkan 

program peningkatan 

produktivitas 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.3 

Data tingkat 

produktivitas total 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase perusahaan 

yang telah memiliki 

Peraturan Perusahaan 

(PP) 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase perusahaan 

yang telah memiliki 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Rekapitulasi tahunan 

jumlah konfederasi 

SP/SB yang tercatat, 

federasi SP/SB yang 

tercatat, SP/SB di 

perusahaan yang 

tercatat, SP/SB di luar 

perusahaan yang 0 
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tercatat dan anggota 

SP/SB di perusahaan 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase perusahaan 

yang sudah  menyusun 

struktur skala upah.  0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase perusahaan 

yang telah terdaftar 

sebatai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase jumlah 

perusahaan yang 

berselisih 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 Jumlah mogok kerja 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah penutupan 

perusahaan 0 
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Pelayanan 

Dasar 

9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah perselisihan 

kepentingan 0 

     

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah perselisihan 

antar Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh 

(SP/SB) dalam 1 (satu) 

perusahaan 0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah perselisihan 

PHK  0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah pekerja/buruh 

yang ter-PHK 0 

     

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Jumlah perselisihan 

yang diselesaikan 

melalui perundingan 

bipartite 0 
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14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Lembaga Kerja Sama 

(LKS) Tripartit 

kabupaten/kota yang 

diberdayakan  0 

     

  

 15 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.4 

Persentase perselisihan 

hubungan industrial 

yang diselesaikan 

melalui Perjanjian 

Bersama oleh Mediator 

Hubungan Industrial 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah lowongan kerja 

yang tersedia di 

wilayah kabupaten/kota 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah pencari kerja 

yang terdaftar di 

kab/kota 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Bursa Kerja 

Khusus (BKK) wilayah 

kab/kota 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Tenaga 

Kerja 2.a.5 

Jumlah Tenaga Kerja 

Khusus terdaftar dalam 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

satu kabupaten/kota 

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Pejabat 

Fungsional Pengantar 

Kerja 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Lembaga 

Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta (LPTKS)  

antar kerja lokal dalam 

satu wilayah kab/kota 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah perjanjian kerja 

yang disahkan oleh 

dinas bidang 

ketenagakerjaan 

Kab/Kota. 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah penempatan 

tenaga kerja melalui 

Informasi Pasar Kerja 

(IPK) Online 

(SISNAKER) 0 

     

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia 0 
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Pelayanan 

Dasar 

(CTKI)yang 

mendapatkan sosialisasi 

10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia 

(CTKI)yang terdata 0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan 

fasilitasi kepulangan 0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

(CPMI)/Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan 

pendidikan dan 

pelatihan kerja  0 

     

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Data pemberdayaan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(PMI)/Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) purna 

dan keluarganya 0 

     

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Tenaga 

Kerja 

2.a.5 

Jumlah Layanan 

Terpadu Satu Atap 

(LTSA) yang 

dibentukan 0 
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Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.1 

Jumlah lembaga 

pemerintah tingkat 

daerah kabupaten/kota 

yang telah dilatih PUG 42 

2023-03-

30 

00:08:29 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.1 

Jumlah program PUG 

ada perangkat daerah 

yang sudah dievaluasi 

melalui analisis gender 

di tingkat 

kabupaten/kota 64 

2023-03-

30 

00:08:40 

 

Tidak 

Ada 

  

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 

2.g.2 

Jumlah media massa 

(cetak, elektronik) yang 

bekerja sama dengan 

pemkab/kota (dinas 

pppa) untuk melakukan 

KIE pencegahan 

kekerasan terhadap 

anak 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.2 

Jumlah lembaga 

layanan anak yang telah 

memiliki standar 

pelayanan minimal 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 2.g.2 

Persentase korban 

kekerasan anak yang 

terlayani 0 
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Pelayanan 

Dasar 

Perlindunga

n Anak 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.2 

Jumlah lembaga 

layanan anak  yang 

mendapat pelatihan 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.2 

Jumlah  lembaga 

layanan anak yang 

mendapatkan bantuan 

keuangan/fasilitas oleh 

pemkab/kota (APBD 

kab/kota) 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.3 

Jumlah organisasi  

kemasyarakatan yang 

bergerak dlm bidang 

perempuan tingkat 

kabupaten/kota yang 

mendapatkan pelatihan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.3 

Jumlah kader 

perempuan tingkat 

kabupaten/kota yang 

sudah dilatih 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.3 

Jumlah lembaga 

layanan pemberdayaan 

perempuan yang 

mendapat pelatihan 0 
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4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 

2.g.3 

Jumlah lembaga 

layanan pemberdayaan 

perempuan yang 

mendapatkan bantuan 

keuangan oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 

2.g.3 

Jumlah 

kebijakan/program 

pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan 

termasuk TPPO pada 

perangkat daerah yang 

sudah dievaluasi  0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.3 

Jumlah lembaga 

penyediaan layanan 

perlindungan hak 

perempuan yg telah 

terstandardisasi 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak 2.g.3 

Persentase korban 

kekerasan perempuan 

yang terlayani 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tersedianya 

infrastruktur 

perudangan dan sarana 

pendukung lainnya 

untuk penyimpanan 

cadangan pangan 0 
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2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tersalurkannya pangan 

pokok dan pangan 

lainnya 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tersedianya regulasi 

harga minimum daerah 

untuk pangan lokal 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Terlaksananya kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

rangka pemenuhan 

konumsi pangan yang 

beragam dan bergizi 

seimbang 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tersedianya peta 

ketahanan dan 

kerentanan pangan 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tertanganinya 

kerawanan pangan 0 
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7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Tersalurkannya 

cadangan pangan pada 

daerah rentan rawan 

pangan 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 

2.h.1 

Terlaksananya 

pengawasan keamanan 

pangan segar 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanahan 

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,

2.i.6 

SK Izin Lokasi Yang 

Diterbitkan Oleh 

Bupati/Wali kota 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanahan 

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,

2.i.6 

SK Bupati/Wali kota 

tentang Penetapan 

Tanah Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari Tanah 

Kelebihan Maksimum/ 

Absentee dan Daftar 

Subyek 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanahan 

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,

2.i.6 

SK Bupati/Wali kota 

tentang Penetapan 

Besarnya Ganti Rugi 

Kepada Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absentee. 0 
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4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanahan 

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,

2.i.6 

Dokumen Izin 

membuka tanah 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanahan 

2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,

2.i.6 

Dokumen Perencanaan 

Penggunaan Tanah 

Kabupaten/Kota 0 

     

  

 1a Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.1 

Hasil perhitungan 

provinsi terhadap 

Indeks kualitas air 

(IKA) 0 

     

  

 1b Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.1 

Hasil perhitungan 

provinsi terhadap 

Indeks Kualitas Udara 

(IKU) 0 

     

  

 1c Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.1 

Hasil perhitungan 

provinsi terhadap 

Indeks tutupan hutan 

(ITH) 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Lingkungan 

Hidup 2.j.2 

Tersedianya data dan 

informasi penanganan 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

sampah di wilayah 

kabupaten/kota 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.3 

Data izin PPLH dan 

PUU LH yang 

diterbitkan oleh 

pemerintah daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.3 

Rasio pejabat pengawas 

LH di daerah (PPLHD) 

di provinsi terhadap 

usaha yang izin 

lingkungan, izin PPLH 

dan PUULH yang 

diterbitkan oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.3 

Penetapan hak MHA 

terkait dengan PPLH 

yang berada di Daerah 

kabupaten/ 

kotaPenetapan hak 

MHA terkait dengan 

PPLH yang berada di 

dua atau lebih daerah 

kab/kota  0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.3 

Terfasilitasinya 

kegiatan peningkatan 

pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat 0 
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Pelayanan 

Dasar 

hukum adat terkait 

PPLH Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

diberikan diklat 

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkungan 

Hidup 

2.j.3 

Penanganan Pengaduan 

masyarakat terkait izin 

lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang di 

terbitkan oleh 

Pemerintah daerah 

kabupaten/kota, lokasi 

usaha dan dampaknya 

di Daerah 

kabupaten/kota yang 

ditangani.Penanganan 

pengaduan masyarakat 

terkait izin lingkung 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administrasi 

Kependuduk

an dan 

Pencatatan 

Sipil 

2.k.1,2.k.2 

Penerbitan akta 

perkawinan  0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administrasi 

Kependuduk

an dan 

Pencatatan 

Sipil 

2.k.1,2.k.2 

Penerbitan akta 

perceraian  0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Administrasi 

Kependuduk

an dan 2.k.1,2.k.2 

Penerbitan akta 

kematian  0 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pencatatan 

Sipil 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administrasi 

Kependuduk

an dan 

Pencatatan 

Sipil 

2.k.1,2.k.2 

Penyajian data 

kependudukan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

masyarakat 

dan desa 

2.l.1,2.l.2 

Jumlah desa yang 

terfasilitasi dalam kerja 

sama antar desa 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

masyarakat 

dan desa 

2.l.1,2.l.2 

Jumlah desa yang 

melakukan kerja sama 

antar desa tahun 

berjalan dikurangi 

jumlah desa yang 

melakukan kerja sama 

antar desa tahun 

sebelumnya 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberdaya

an 

masyarakat 

dan desa 

2.l.1,2.l.2 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan dan 

lembaga adat di desa 

yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas 

dan diberdayakan 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Pemberdaya

an 

masyarakat 2.l.1,2.l.2 

Jumlah peningkatan 

desa yang lembaga 

kemasyarakatan dan 0 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

dan desa lembaga adatnya 

melaksanakan kegiatan 

ekonomi produktif dan 

pemberdayaan 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.1 

Tersedianya dokumen 

Grand Design 

Pembangunan 

Kependudukan 

(GDPK) yang di-

Perdakan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.1 

Median Usia Kawin 

Pertama Perempuan 

(MUKP) seluruh 

wanita umur 25-49 

tahun  0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.1 

Angka Kelahiran 

Remaja umur 15-19 

tahun (Age Specific 

Fertility Rate/ASFR 

15-19) 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.1 

Persentase masyarakat 

yang terpapar isi pesan 

Program KKBPK 

(advokasi dan KIE) 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 2.m.1 

Jumlah 

stakeholders/pemangku 

kepentingan dan mitra 

kerja (termasuk 0 
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Pelayanan 

Dasar 

organisasi 

kemasyarakatan) yang 

berperan serta aktif 

dalam pengelolaan 

program KKBPK 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.2 

Persentase Fasilitasi 

Kesehatan (Faskes) 

yang siap melayani KB 

MKJP  0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.2 

Persentase Peserta KB 

Aktif (PA) Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.2 

Pemerintah Daerah 

Provinsi yang memiliki 

Kelompok Kerja 

KKBPK yang efektif 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.2 

Persentase pelayanan 

KB Pasca Persalinan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 2.m.3 

Persentase kesertaan 

KB di Kabupaten dan 

Kota dengan kesertaan 0 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

berencana rendah 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengendalia

n penduduk 

dan keluarga 

berencana 

2.m.3 

Persentase kesertaan 

KB keluarga Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perhubunga

n 

2.n.1,2.n.2 

Persentase tersedianya 

fasilitas 

penyelenggaraan 

terminal penumpang 

angkutan jalan Tipe C 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perhubunga

n 

2.n.1,2.n.2 

Terlaksananya 

pelayanan uji berkala  0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perhubunga

n 

2.n.1,2.n.2 

Penetapan 

tariffangkutan orang 

antar kota dalam 

kabupaten, serta 

angkutan perkotaan dan 

pedesaan kelas 

ekonomi  0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Perhubunga

n 

2.n.1,2.n.2 

Persentase pelaksanaan 

manajemen dan 

rekayasa lalu lintas 

untuk jaringan jalan 0 
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Pelayanan 

Dasar 

Kabupaten atau Kota  

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.1 

Persentase perangkat 

daerah yang terkoneksi 

di Jaringan Intra 

Pemerintah atau 

menggunakan akses 

internet yang 

diamankan yang 

disediakan oleh Dinas 

Kominfo  0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.1 

Persentase perangkat 

daerah yang 

menggunakan akses 

internet yang 

berkualitas yang 

disediakan Dinas 

Kominfo 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.1 

Tersedianya sistem 

elektronik komunikasi 

intra pemerintah yang 

disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis 

suara, video, teks, data 

dan sinyal lainnya) 

dengan memanfaatkan 

jaringan intra 

pemerintah 0 
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1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase kegiatan 

(event), perangkat 

daerah dan pelayanan 

publik pada Pemerintah 

Daerah yang 

dimanfaatkan secara 

daring dengan 

memanfaatkan domain 

dan sub domain 

Instansi Penyelenggara 

Negara sesuai dengan 

PM Kominfo 

No.5/2015 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang memiliki 

portal dan situs web 

yang sesuai standar 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang 

mengimplementasikan 

layanan aplikasi umum 

dan aplikasi khusus 

yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan 

perundang-undangan 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase layanan 

SPBE (layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) yang 0 
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Dasar tercantum dalam 

dokumen proses bisnis 

yang telah 

diimplementasikan 

secara elektronik  

5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase layanan 

SPBE (layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) yang 

memanfaatkan 

sertifikat elektronik  0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase sistem 

elektronik yang 

terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase layanan 

publik dan layanan 

administrasi yang 

terintegrasi dengan 

sistem penghubung 

layanan pemerintah 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang 

menggunakan layanan 

pusat data pemerintah  0 

     

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Komunikasi 

dan 2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Informatika menyimpan data di 

pusat data pemerintah  

10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang 

memperbaharui datanya 

sesuai siklus jenis data 

(sesuai renstra 

kominfo)  0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase data yang 

dapat berbagi pakai 0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase perangkat 

daerah yang 

mengimplementasi 

inovasi yang 

mendukung smart city  0 

     

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Persentase ASN 

pengelola TIK yang 

tersertifikasi 

kompetensi di bawah 

pengelolaan Dinas 

Kominfo  0 

     

  

 14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.2 

Tersedianya peraturan 

daerah atau peraturan 

kepala daerah terkait 

implementasi e- 0 
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Pelayanan 

Dasar 

government 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.3 

Persentase komunitas 

masyarakat/mitra 

strategis pemerintah 

daerah kabupaten/kota 

yang menyebarkan 

informasi dan 

kebijakan pemerintah 

dan pemerintah  

kabupaten/kota 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.3 

Persentase konten 

informasi terkait 

program dan kebijakan 

pemerintah dan 

pemerintah 

kabupaten/kot asesuai 

dengan strategi 

komunikasi 

(STRAKOM) 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

2.o.3 

Persentase diseminasi 

dan layanan informasi 

publik yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan strategi 

komunikasi 

(STARKOM) dan SOP 

yang telah ditetapkan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 2.p.1 

Persentase fasilitasi 

penerbitan ijin usaha 

simpan pinjam yang 

diterbitkan untuk 0 
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Pelayanan 

Dasar 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase fasilitasi 

penerbitan izin 

pembukaan kantor 

cabang, cabang 

pembantudan kantor 

kasusaha simpan 

pinjam untuk koperasi 

dengan wilayah 

keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase pemeriksaan 

dan pengawasan yang 

dilakukan untuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase usaha 

simpan pinjam oleh 

koperasi yang dinilai 

kesehatannyauntuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 2.p.1 

Persentase koperasi 

yang mengikuti 

pelatihanuntuk koperasi 0 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

menengah dengan wilayah 

keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 

6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase jumlah 

anggota operasi yang 

telah mengikuti 

pelatihan 

perkoperasianuntuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase koperasi 

yang telah 

menyelenggarakan 

pendidikan dan 

pelatihan 

perkoperasianuntuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase koperasi 

yang diberikan 

dukungan fasilitasi 

pembiayaan 0 

     

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 2.p.1 

Persentase fasilitasi 

penerbitan sertifikat 

Nomor Induk Koperasi 

(NIK) untuk koperasi 0 
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Pelayanan 

Dasar 

dengan wilayah 

keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 

10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase koperasi 

yang diberikan 

dukungan fasilitasi 

pembiayaan untuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase yang 

diberikan dukungan 

fasilitasi 

pemasaranuntuk 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.1 

Persentase koperasi 

yang diberikan 

dukungan fasilitasi 

pendampingan 

kielembagaan dan 

usaha untuk koperasi 

dengan wilayah 

keanggotaan dalam 

daerah kabupaten/kota 0 

     

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 2.p.1 

Persentase koperasi 

yang diberikan 

dukungan fasilitasi 

kemitraan untuk 0 
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Pelayanan 

Dasar 

koperasi dengan 

wilayah keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Rasio pertumbuhan 

wirausaha baru yang 

berskala mikro  0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diinput ke dalam sistem 

online data system 

(ODS) 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

bermitra 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diberikan dukungan 

fasilitasi standarisasi 

dan sertifikasi produk 

usaha  0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 2.p.2 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diberikan dukungan 

fasilitasi pemasaran 0 
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Pelayanan 

Dasar 

6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Rasio usaha mikro yang 

diberikan dukungan 

fasilitasi pelatihan  0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha kecil 

dan 

menengah 

2.p.2 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diberikan 

pendampingan melalui 

lembaga pendampingan  0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

PERDA mengenai 

pemberian 

fasilitas/intensif 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Standar operasional 

prosedur pelaksanaan 

pemberian fasilitas 

insentif penanaman 

modal 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Laporan evaluasi 

pelaksanaan pemberian 

fasilitas/insentif 

penanaman modal 0 

     

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 80 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Kegiatan seminar 

bisnis, forum, one on 

one meeting 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Kegiatan pameran 

penanaman modal 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Kegiatan penerimaan 

misi penanaman modal 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Konsultasi perizinan 

dan non perizinan 

penanaman modal 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Penerbitan perizinan 

dan non perizinan 

penanaman modal 0 

     

  

 9 Urusan 

Pemerintahan 

Penanaman 

Modal 2.q.1 

Laporan realisasi 

penanaman modal 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Pembinaan aparatur 

penanaman modal 

tingkat kabupaten/kota 0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Pembinaan penanaman 

modal PMA dan 

PMDN 0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanaman 

Modal 

2.q.1 

Tersedianya data dan 

informasi perizinan dan 

non peizinan 

kabupaten/kota 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.1 

Jumlah pemuda yang 

mendapat pelatihan 

kewirausahaan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.1 

Jumlah pemuda yang 

mendapat bantuan 

kewirausahaan 0 

     

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 82 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Pelayanan 

Dasar 

1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.2 

Jumlah pemuda yang 

medapat pelatihan 

kader pengembangan 

kepemimpinan, 

kepedulian, 

kesukaelawanan dan 

kepeloporan pemuda 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.2 

Jumlah pengelola 

organisasi kepemudaan 

yang mendapat 

pelatihan manajemen 

organisasi kepemudaan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.3 

Jumlah pelatih olah 

raga yang memiliki 

kompetensi di satuan2 

pendidikan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemudaa

n dan 

Olahraga 

2.r.3 

Jumlah 

penyelenggaraan event 

OR prestasi tingkat 

daerah 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Tersedianya buku profil 

daerah 0 
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Dasar 

2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Jumlah survey statistik 

sektoral yang dilakukan 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral yang 

dilakukan 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Jumlah survey statistik 

sektoral yang mendapat 

rekomendasi dari BPS 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Jumlah kompilasi 

stastik sektoral yang 

mendapat rekomendasi 

dari BPS  0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Persentase kelengkapan 

metadata kegiatan 

statistik  0 
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7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 

2.s.1,2.s.2 

Persentase kelengkapan 

metadata variabel dari 

kegiatan statistik 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Persandian 

2.t.1 

Persentase kegiatan 

strategis yang telah 

diamankan melalui 

kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding 

banyaknya jumah 

kegiatan strategis yang 

harus diamankan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Persandian 

2.t.1 

Persentase system 

elektronik yang 

telahmenerapkan 

prinsip sistem 

manajemen yang telah 

menerapkan prinsip2 

manajemen keamanan 

informasi (SMKI) dan 

atau aplikasi persandian 

dibanding jumlah 

sistem elektronik yang 

ada pada pemerintah 

daerah 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Persandian 

2.t.1 

Persentase sistem 

elektronik/asset 

informasi yang telah 

diaudit dengan resiko 

kategori rendah 0 
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Dasar 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Persandian 

2.t.1 

Persentase titik yang 

diamankan dibanding 

dengan jumlah seluruh 

titik pada pemerintah 

daerah berdasarkan 

Pola Hubungan 

Komunikasi Sandi 

(PHKS) yang 

ditetapkan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Jumlah obyek 

pemajuan kebudayaan 

yang dilindungi 

(inventarisasi, 

pengamanan 

pemeliharaan, 

penyelamatan dan 

publikasi) 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Jumlah obyek 

pemajuan kebudayaan 

yang dikembangkan 

(penyebarluasan, 

pengkajian, penayaan 

keberagaman) 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Jumlah obyek 

pemajuan kebudayaan 

yang dimanfaatkan 

(membangun karakter 

bangsa,meningkatkan 

ketahanan 

budaya,mdan 0 
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meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat) 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Jumlah SDM, lembaga 

dan pranata yang dibina 

(peningkatan 

kompetensi, 

standarisasi dan 

sertifikasi, serta 

peningkatan kapasitas 

tata kelola) 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Register cagar budaya 

(pendaftaran, 

pengjasian, penetapan, 

pencatatan, 

pemeringkatan, 

penghapusan) 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Perlindungan cagar 

budaya provinsi 

(penyelamatan, zonasi, 

pemeliharaan dan 

pemugaran 0 

     

  

 7 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Layanan perijzinan 

membawa cagar 

budaya provinsi ke luar 

provinsi dengan 

dukungan data 0 

     

  

 8 Urusan 

Pemerintahan 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pengembangan cagar  

budaya provinsi 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

(penelitian, revitalisasi, 

adaptasi) 

9 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pemanfaatan cagar 

budaya provinsi (dalam 

hal agama, sosial, 

pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

kebudayaan, dan 

pariwisata) 0 

     

  

 10 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pengelolaan, 

pengamanan, 

pengembangan dan 

pemanfaatan koleksi 

museum 0 

     

  

 11 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Peningkatan akses 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan 

pelaksanaan kegiatan 0 

     

  

 12 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Peningkatan akses 

masyarakat dalam 

pengelolaan sarana dan 

prasarana museum 

kabupaten/kota 0 

     

  

 13 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pembentukan tim 

pendaftaran cagar 

budaya 0 
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Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

14 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pembentukan tim ahli 

cagar budata provinsi 0 

     

  

 15 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Fasilitas sertifikasi tim 

ahli cagar budya 0 

     

  

 16 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Pemetaan sdm cagar 

budaya dan 

permuseuman 0 

     

  

 17 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Peningkatan 

kompetensi sdm cagar 

budaya dan 

pemuseuman 

kabupaten/kota 0 

     

  

 18 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Kebudayaan 

2.u.1 

Penyediaan sarana dan 

prasarana pendaftaran 

cagar budaya dan 

permuseuman 0 

     

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 89 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Dasar 

19 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudayaan 

2.u.1 

Penyelenggaraan 

kegiatan museum yang 

melibatkan masyarakat 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.1 

Rasio ketercukupan 

koleksi perpustakaan 

dengan penduduk 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.1 

Persentase 

ketermanfaatkan 

perpustakaan oleh 

masyarakat 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.1 

Rasio ketercukupan 

tenaga perpustakaan 

dengan penduduk 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.1 

Persentase 

perpustakaan sesuai 

standar nasional 

perpustakaan 0 
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5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.1 

Jumlah 

pemasyarakatangemar 

membaca di 

masyarakat 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.2 

Jumlah naskah kuno 

yang diakuisisi/ dialih 

media 

(digitalisasi)/terdaftar 

yang ada di wilayahnya 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.2 

Jumlah naskah kuno 

yang dialih aksara dan 

dialih bahasa 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustakaa

n 

2.v.2 

Jumlah koleksi budaya 

etnis nusantara yang 

tersimpan dan/atau 

terdaftar yang ada di 

wilayahnya (item) 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.1 

persentase arsip aktif 

yang telah dibuatkan 

daftar arsip 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Kearsipan 

2.w.1 

persentase arsip in-aktif 

yang telah dibuatkan 0 
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Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

daftar arsip 

3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.1 

Persentase arsip statis 

yang telah dibuatkan 

sarana bantu temu balik 0 

     

  

 4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.1 

Persentase jumlah arsip 

yang dimasukkan 

dalam SIKN melalui 

JIKN 0 

     

  

 1 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.2 

Pemusnahan arsip yang 

sesuai NSPK 0 

     

  

 2 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.2 

Perlindungan dan 

penyelamatan arsip 

akibat bencana yang 

sesuai NSPK 0 

     

  

 3 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Kearsipan 

2.w.2 

Penyelamatan arsip 

perangkat daerah 

provinsi yang digabung 

dan atau dibubarkan 0 
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Pelayanan 

Dasar 

dan pemekaran daerah 

kabupaten/kota yang 

sesuai NSPK di 

provinsi 

4 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.2 

Autentifikasi arsip 

statis dan arsip hasil 

alih media yang 

dikelola oleh lembaga 

kearsipan provinsi yang 

sesuai NSPK 0 

     

  

 5 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.2 

Pencarian arsip statis 

yang pengelolaannya 

menjadi kewenangan 

daerah provinsi yang 

dinyatakan hilang 

dalam bentuk daftar 

pencarian arsip yang 

sesuai NSPK 0 

     

  

 6 Urusan 

Pemerintahan 

Wajib Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 

2.w.2 

Penerbitan izin 

penggunaan arsip yang 

bersifat tertutup yang 

disimpan di lembaga 

kearsipan daerah 

provinsi yang sesuai 

NSPK 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

3.a.1 

Jumlah rumah tangga 

nelayan yang 

melakukan diversifikasi 

usaha (RTP) 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 3.a.1 

Persentase Tempat 

Pelelangan Ikan yang 

operasional 0 

     

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 93 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

3 Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

3.a.1 

Jumlah Izin Usaha 

Perikanan (IUP) di 

bidang pembudidayaan 

ikan yang usahanya 

dalam1 (satu) Daerah 

kabupaten/ kota yang 

diterbitkan 0 

     

  

 4 Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

3.a.1 

Jumlah pembudidaya 

ikan yang memperoleh 

kegiatan pemberdayaan 

(pendidikan dan 

pelatihan/penyuluhan 

dan pendampingan/ 

kemitraan usaha/ 

kemudahan akses iptek 

dan informasi/dan 

penguatan 

kelembagaan) 0 

     

  

 5 Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 3.a.1 

Jumlah benih budidaya 

air tawar dan air payau 

yang di produksi 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah entitas 

pengelolaan destinasi 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah kelengkapan 

infrastruktur dasar, 

fasilitas umum, dan 

fasilitas pariwisata 0 

     

  

 3 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah tanda daftar 

usaha pariwisata per 

sub jenis usaha di 

kabupaten/kota 0 

     

  

 4 Urusan Pariwisata 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3. Jumlah  wisatawan 0 
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Pilihan b.5 mancanegara per 

kebangsaan 

5 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah promosi event 

daerah yang terlaksana 

di dalam negeri 0 

     

  

 6 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah event luar 

negeri yang diikuti 

provinsi 0 

     

  

 7 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah industri 

pariwisata daerah yang 

berpartisipasi pada 

even promosi  

pariwisata di dalam 

negeri 0 

     

  

 8 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Persentase tenaga kerja 

di sektor parwisata 

yang disertifikasi 0 

     

  

 9 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Persentase SDM 

peserta pembekalan 

sektor kepariwisataan 0 

     

  

 10 Urusan 

Pilihan 

Pariwisata 

3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.

b.5 

Jumlah lokasi yang 

memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan kemitraan 

usaha masyarakat 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.1 

Sarana pertanian yang 

diberikan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.1 

Prasarana pertanian 

yang digunakan 0 

     

  

 3 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.1 

Penerbitan izin usaha 

pertanian 0 
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4 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.1 

Persentase prasarana 

yang digunakan 0 

     

  

 5 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.1 

Persentase jumlah 

usulan izin usaha 

pertanian di kab/kota 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 

3.c.2 

Persentase fasilitasi 

penanggulangan 

bencana 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan 

3.d.1 

Tersedianya dokumen 

rencana pengelolaan 

Tahura 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan 

3.d.1 

Pemberdayaan 

masyarakat di daerah 

penyangga 0 

     

  

 3 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan 

3.d.1 

Pemulihan ekosistem 

pada Tahura 0 

     

  

 4 Urusan 

Pilihan 

Kehutanan 

3.d.1 

Menurunnya gangguan 

kawasan TAHURA 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Energi dan 

Sumber 

Daya 

Mineral 3.e.1 

Penerbitan izin 

pemanfaatan langsung 

panas bumi dalam 

daerah kab/kota 0 

     

  

 1a Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase perizinan 

yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan untuk 

izin Pusat perbelanjaan  0 

     

  

 1b Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase perizinan 

yang diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan untuk 

izin Toko swalayan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase penerbitan 

TDG  0 
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3 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase gudang yang 

tidak mempunyai TDG 0 

     

  

 4 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase penerbitan 

STPW yang tepat 

waktu untuk :  0 

     

  

 5 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase pemeriksaan 

fasilitas penyimpanan 

bahan berbahaya dan 

pengawasan distribusi, 

pengemasan dan 

pelabelan bahan 

berbaya di tingkat 

daerah Kab/Kota  0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase penerbitan 

SPKA yang tepat waktu  0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase 

pengembangan dan 

pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan 

di wilayah kerjanya  0 

     

  

 3 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.1 

Persentase koefisien 

variasi harga antar 

waktu 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.2 

Jumlah pupuk dan 

pestisida yang 

tersalurkan  0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.3 

Persentase alat-alat 

ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya 

(UTTP) yang 

ditera/tera ulang dalam 

tahun berjalan  0 
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2 Urusan 

Pilihan 

Perdagangan 

3.f.3 

Persentase kesesuaian 

BDKT yang diawasi 

terhadap ketentuan 

yang berlaku 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perindustria

n 

3.g.1 

Persentase jumlah 

penetapan izin usaha 

kawasan industri 

(IUKI) dan izin 

perluasan kawasan 

industri (IPKI) yang 

lokasinya di daerah 

kabupaten/kota 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perindustria

n 

3.g.2 

Persentase 

terselesaikannya 

dokumen RIPIK 

sampai dengan 

ditetapkannya menjadi 

PERDA 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perindustria

n 

3.g.3 

Persentase Jumlah  izin 

yang diterbitkan usaha 

industri (IUI) kecil dan 

IUI menengah yang 

diterbitkan 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Perindustria

n 

3.g.3 

Persentase jumlah izin 

perluasan industri  

(IPUI) bagi industri 

Kecil dan menengah 

yang diterbitkan 0 

     

  

 1 Urusan 

Pilihan 

Perindustria

n 

3.g.6 

Persentase data 

perusahaan industri 

kecil, menengah dan 

perusahaan kawasan 0 

     

  

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 98 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

indusri di kab/kota yg 

masuk dalam SII Nas 

terhadap total populasi 

perusahaan industri 

kecil, menengah dan 

perusahaan 

Kawasanindustri di 

kab/kota 

1 Urusan 

Pilihan 

Transmigras

i 

2.h.1 

Jumlah kawasan 

transmigrasi yang 

difasilitasi 

penetapannya 0 

     

  

 2 Urusan 

Pilihan 

Transmigras

i 

2.h.1 

Jumlah satuan 

pemukiman 

transmigrasi yang 

difasilitasi 

pembangunannya 0 

     

  

 3 Urusan 

Pilihan 

Transmigras

i 

2.h.1 

Jumlah satuan 

pemukiman yang 

dibina 0 

     

  

  

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 

No. 

IKK 

Kategori 

Urusan 
Urusan IKK Output IKK Outcome Rumus 

PEMDA APIP 
 Capai

an 

Ketera

ngan 

File 

Bukti 

Diperb

arui  
Status 

Keteran

gan 

Diperb

arui 
 1.a.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Pendidika

n 

1. Jumlah Satuan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

Terakreditasi 

2. Jumlah peserta 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 5-6 

tahun yang berpartisipasi 

dalam PAUD 

Jumlah anak usia 

5-6 tahun yang 

sudah tamat atau 

sedang belajar di 

satuan PAUD = 

91,87

947 

  Ada 2023-

03-02 

10:30:

23 

OK   2023-

03-08 

08:10:

02 
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Dasar didik PAUD yang 

menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah 

3. Jumlah peserta 

didik PAUD yang 

menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

4. Jumlah 

kebutuhan 

minimal pendidik 

PAUD 

5. Jumlah 

pendidik pada 

PAUD 

6. Jumlah 

pendidik PAUD 

yang memiliki 

ijazah diploma 

empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) 

bidang pendidikan 

anak usia dini, 

kependidikan lain 

atau psikologi dan 

sertifikat profesi 

guru pendidikan 

anak usia dini 

7. Jumlah kepala 

30798. Jumlah 

anak usia 5-6 

tahun pada 

kab/kota yang 

bersangkutan = 

33520 
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sekolah PAUD 

yang memiliki 

ijazah D-IV atau 

S1, sertifikat 

pendidik dan surat 

tanda tamat 

pendidikan dan 

pelatihan calon 

kepala sekolah 

untuk PAUD 

formal atau 

sertifikat 

pendidikan dan 

pelatihan kepala 

satuan PAUD 

non-formal dari 

lembaga 

pemerintah yang 

berwenang 

1.a.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidika

n 

1. Jumlah SD dan 

SMP Negeri 

Terakreditasi 

2. Jumlah peserta 

didik jenjang 

sekolah dasar 

yang menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah 

3. Jumlah peserta 

didik jenjang 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 7-12 

tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan dasar 

Jumlah anak usia 

7-12 tahun yang 

sudah tamat atau 

sedang belajar di 

sekolah dasar = 

107489. Jumlah 

anak usia 7-12 

tahun pada 

kab/kota yang 

bersangkutan = 

107659 

99,84

209 

  Ada 2023-

03-02 

10:32:

30 

OK   2023-

03-08 

08:11:

36 
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sekolah menengah 

pertama yang 

menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah 

4. Jumlah peserta 

didik pada jenjang 

sekolah dasar 

yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

5. Jumlah peserta 

didik pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama yang 

menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

6. Jumlah 

kebutuhan 

minimal pendidik 

pada jenjang 

sekolah dasar 

7. Jumlah 

kebutuhan 

minimal pendidik 

pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama 

8. Jumlah 
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pendidik pada 

jenjang sekolah 

dasar 

9. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

10. jumlah 

kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

dasar 

11. jumlah 

kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

12. jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

dasar 

13. jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

14. Jumlah 

pendidik pada 
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jenjang sekolah 

dasar yang 

memiliki ijazah 

diploma empat 

(D-IV) atau 

sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 

15. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah 

diploma empat 

(D-IV) atau 

sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 

16. Jumlah kepala 

sekolah pada 

jenjang sekolah 

dasar yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1, 

sertifikat pendidik 

dan surat tanda 

tamat pendidikan 

dan pelatihan 

calon kepala 

sekolah 

17. Jumlah kepala 

sekolah pada 

jenjang sekolah 
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menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1, 

sertifikat pendidik 

dan surat tanda 

tamat pendidikan 

dan pelatihan 

calon kepala 

sekolah 

18. Jumlah tenaga 

penunjang lainnya 

pada jenjang 

sekolah dasar 

yang memiliki 

ijazah 

SMA/sederajat 

19. Jumlah tenaga 

penunjang lainnya 

pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah 

SMA/sederajat 

 

&nbsp; 

1.a.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidika

n 

1. Jumlah SD dan 

SMP Negeri 

Terakreditasi 

2. Jumlah peserta 

didik jenjang 

sekolah dasar 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 13-15 

tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan 

menengah pertama 

Jumlah anak usia 

13-15 tahun yang 

sudah tamat atau 

sedang belajar di 

sekolah 

menengah 

88,37

744 

  Ada 2023-

03-02 

10:34:

00 

OK   2023-

03-08 

08:15:

26 
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yang menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah 

3. Jumlah peserta 

didik jenjang 

sekolah menengah 

pertama yang 

menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah 

4. Jumlah peserta 

didik pada jenjang 

sekolah dasar 

yang menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

5. Jumlah peserta 

didik pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama yang 

menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

6. Jumlah 

kebutuhan 

minimal pendidik 

pada jenjang 

sekolah dasar 

pertama = 46483. 

Jumlah anak usia 

13-15 tahun pada 

kab/kota yang 

bersangkutan = 

52596 
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7. Jumlah 

kebutuhan 

minimal pendidik 

pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama 

8. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

dasar 

9. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

10. jumlah 

kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

dasar 

11. jumlah 

kebutuhan 

minimal tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

12. jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

dasar 
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13. jumlah tenaga 

kependidikan pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama 

14. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

dasar yang 

memiliki ijazah 

diploma empat 

(D-IV) atau 

sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 

15. Jumlah 

pendidik pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah 

diploma empat 

(D-IV) atau 

sarjana (S1) dan 

sertifikat pendidik 

16. Jumlah kepala 

sekolah pada 

jenjang sekolah 

dasar yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1, 

sertifikat pendidik 

dan surat tanda 
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tamat pendidikan 

dan pelatihan 

calon kepala 

sekolah 

17. Jumlah kepala 

sekolah pada 

jenjang sekolah 

menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1, 

sertifikat pendidik 

dan surat tanda 

tamat pendidikan 

dan pelatihan 

calon kepala 

sekolah 

18. Jumlah tenaga 

penunjang lainnya 

pada jenjang 

sekolah dasar 

yang memiliki 

ijazah 

SMA/sederajat 

19. Jumlah tenaga 

penunjang lainnya 

pada jenjang 

sekolah menengah 

pertama yang 

memiliki ijazah 

SMA/sederajat 
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1.a.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pendidika

n 

1. Jumlah satuan 

pendidikan 

kesetaraan 

terakreditasi2. 

Jumlah peserta 

didik pendidikan 

kesetaraan yang 

menerima 

perlengkapan 

dasar peserta didik 

dari Pemerintah 

Daerah3. Jumlah 

peserta didik 

ppendidikan 

kesetaraan yang 

menerima 

pembebasan biaya 

pendidikan4. 

Jumlah kebutuhan 

minimal pendidik 

pada satuan 

pendidikan 

kesetaraan5. 

Jumlah pendidik 

pada satuan 

pendidikan 

kesetaraan6. 

Jumlah pendidik 

pada satuan 

pendidikan 

kesetaraan yang 

memiliki ijazah 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 7-18 

tahun yang belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar dan 

menengah yang&nbsp; 

berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan 

Jumlah anak usia 

7-18 tahun yang 

belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar 

dan menengah 

yang sudah tamat 

atau sedang 

belajar di 

pendidikan 

kesetaraan = 

2518. Jumlah 

anak usia 7-18 

tahun yang belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar 

dan menengah 

pada kab/kota 

yang 

bersangkutan = 

2685 

93,78

026 

  Ada 2023-

03-28 

10:21:

02 
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diploma empat 

(D-IV) atau 

sarjana (S1)7. 

Jumlah kepala 

sekolah pada 

jenjang sekolah 

dasar yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1, 

sertifikat pendidik 

dan surat tanda 

tamat pendidikan 

dan pelatihan 

calon kepala 

sekolah8. Jumlah 

kepala sekolah 

pada satuan 

pendidikan 

kesetaraan yang 

memiliki ijazah D-

IV atau S1&nbsp; 
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1.b.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

Jumlah RS 

Rujukan 

kabupaten/kota 

yang memenuhi 

sarana, prasarana 

dan alat kesehatan 

(SPA) sesuai 

standar 

Rasio daya tampung RS 

terhadap Jumlah 

Penduduk 

Jumlah daya 

tampung rumah 

sakit rujukan = 

992. Jumlah 

Penduduk di 

kabupaten/kota = 

1186007 

0,083

642 

  Ada 2023-

03-02 

10:52:

20 

TIDAK 

OK 

Berdasa

rkan 

Bimtek 

Penyus

unan 

LPPD 

Tahun 

2022 

atas 

Penegas

an 

terhada

p IKK 

Propinsi 

dan 

Kab/Ko

ta 

bahwa : 

IKK 

1.b.1: 

Rasio 

daya 

tampun

g rumah 

sakit 

rujukan 

(dihitun

g 

seluruh 

RS type 

B dan C 

ditamba

2023-

03-08 

09:58:

42 
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h 

puskes

mas yg 

memilik

i 

fasilitas 

rawat 

inap 

atau 

berubah 

status 

menjadi 

RS type 

D/Prata

ma, 

baik 

milik 

pemerin

tah 

maupun 

swasta). 

1.b.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

Jumlah RS dibina 

dan dipersiapkan 

akreditasinya 

Persentase RS Rujukan 

Tingkat kabupaten/kota 

yang terakreditasi 

Jumlah RS 

Rujukan yang 

terakreditasi = 4. 

Jumlah RS di 

kabupaten/kota = 

6 

66,66

667 

  Ada 2023-

03-02 

10:55:

38 

OK dalam 

data 

dukung 

yang di 

lampira

n 

sebutka

n juga 

nama-

nama 

rumah 

2023-

03-08 

08:43:

28 
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sakitnya

. 

1.b.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

antenatal 

Persentase ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

Jumlah ibu hamil 

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan = 

14963. Jumlah 

ibu hamil di 

kabupaten/kota = 

16382 

91,33

805 

  Ada 2023-

03-02 

11:00:

16 

OK   2023-

03-08 

09:36:

57 

 1.b.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

persalinan sesuai 

standar 

Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 

persalinan 

Jumlah ibu 

bersalin yang 

mendapatkan 

pelayanan 

persalinan = 

14815. Jumlah 

ibu bersalin di 

kabupaten/kota = 

15638 

94,73

718 

  Ada 2023-

03-02 

11:02:

49 

      

 1.b.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

neonatal esensial 

sesuai standar 

Persentase bayi baru 

lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

Jumlah bayi baru 

lahir yang 

mendapatkan 

layanan 

kesehatan sesuai 

standar = 14671. 

Jumlah bayi baru 

lahir di 

kabupaten/kota = 

14893 

98,50

937 

  Ada 2023-

03-02 

11:09:

55 
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1.b.6 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan balita 

sesuai standar 

Cakupan pelayanan 

kesehatan balita sesuai 

standar 

Jumlah balita 

yang 

mendapatkan 

layanan 

kesehatan sesuai 

standar = 58611. 

Jumlah balita di 

kabupaten/kota = 

61343 

95,54

635 

  Ada 2023-

03-02 

11:14:

36 

      

 1.b.7 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan anak 

usia pendidikan 

dasar sesuai 

standar 

Persentase anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah anak usia 

pendidikan dasar 

yang 

mendapatkan 

layanan 

kesehatan sesuai 

standar = 144209. 

Jumlah anak usia 

pendidikan dasar 

di kabupaten/kota 

= 146768 

98,25

643 

  Ada 2023-

03-02 

11:16:

45 

      

 1.b.8 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase orang usia 

15-59 tahun 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah orang 

usia 15-59 tahun 

yang 

mendapatkan 

skrining 

kesehatan sesuai 

standar = 723517. 

Jumlah orang 

usia 15-59 tahun 

di kabupaten/kota 

= 775626 

93,28

168 

  Ada 2023-

03-02 

11:20:

30 
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1.b.9 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia2. Jumlah 

SDM kesehatan 

untuk pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase warga negara 

usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah warga 

negara usia 60 

tahun yang 

mendapatkan 

skrining 

kesehatan sesuai 

standar = 174455. 

Jumlah orang 

warga negara usia 

60 tahun di 

kabupaten/kota = 

177512 

98,27

786 

  Ada 2023-

03-02 

11:25:

36 

      

 1.b.1

0 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar = 224208. 

Jumlah penderita 

hipertensi di 

kabupaten/kota = 

305004 

73,50

986 

  Ada 2023-

03-02 

11:28:

11 

      

 1.b.1

1 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase penderita DM 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Jumlah penderita 

DM yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar = 18115. 

Jumlah penderita 

DM di 

kabupaten/kota = 

16203 

111,8

003 

  Ada 2023-

03-02 

11:33:

02 
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1.b.1

2 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase ODGJ berat 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah penderita 

ODGJ yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar = 1879. 

Jumlah penderita 

ODGJ di 

kabupaten/kota = 

1898 

98,99

895 

  Ada 2023-

03-02 

11:34:

15 

      

 1.b.1

3 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase orang terduga 

TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar 

Jumlah penderita 

TBC yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar = 16987. 

Jumlah penderita 

TBC di 

kabupaten/kota = 

13268 

128,0

298 

  Ada 2023-

03-02 

11:35:

22 

      

 1.b.1

4 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kesehata

n 

1. Jumlah 

dukungan logistik 

kesehatan yang 

tersedia 

2. Jumlah SDM 

kesehatan untuk 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar 

Persentase orang dengan 

resiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai 

standar 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah orang 

dengan resiko 

terinfeksi HIV 

yang 

mendapatkan 

pelayanan deteksi 

dini HIV sesuai 

standar = 24729. 

Jumlah orang 

dengan resiko 

terinfeksi HIV di 

kabupaten/kota = 

131,2

649 

  Ada 2023-

03-02 

11:36:

19 
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18839 

1.c.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Luas kawasan 

permukiman 

rawan banjir di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(ha) 

2. Panjang sungai 

di kawasan 

permukiman yang 

rawan banjir di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(m) 

3. Luas kawasan 

permukiman 

sepanjang pantai 

yang rawan abrasi 

erosi dan akresi di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(HA) 

4. Panjang pantai 

di kawasan 

permukiman yg 

rawan abrasi, 

erosi, akresi di 

Rasio luas kawasan 

permukiman rawan 

banjir yang terlindungi 

oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di 

WS Kewenangan 

Kab/Kota 

Luas kawasan 

permukiman 

rawan banjir yang 

terlindungi oleh 

infrastruktur 

pengendalian 

banjir di WS 

Kewenangan 

Kab/Kota (ha) = 

171734.1. Luas 

kawasan 

permukiman 

rawan banjir di 

WS Kewenangan 

Kab/Kota (ha) = 

197975.25 

86,74

524 

  Ada 2023-

03-03 

09:02:

48 
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WS kewenangan 

kab/kota (ha) 

5. Rencana Tata 

Pengaturan air dan 

tata pengairan/[oa 

pengelolaan SD 

Air WS 

Kewenangan 

kabupaten/kota 

6. Rencana Teknis 

tata pengaturan air 

dan tata 

pengairan/rencana 

pengelolaan 

sumber daya air 

kewenangan 

kabupaten/kota 

7. Data prasarana 

dan sarana 

pengaman pantai 

dan sungai milik 

pemerintah 

kab/kota 

1.c.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Luas kawasan 

permukiman 

rawan banjir di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(ha) 

2. Panjang sungai 

di kawasan 

permukiman yang 

Rasio luas kawasan 

permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, 

erosi, dan akresi yang 

terlindungi oleh 

infrastruktur pengaman 

pantai di WS 

Kewenangan 

Kab/Kota&nbsp;&nbsp; 

Luas kawasan 

permukiman 

sepanjang pantai 

rawan abrasi 

yang terlindungi 

oleh infrastruktur 

pengaman pantai 

di WS 

Kewenangan 

39,36

331 

  Ada 2023-

03-03 

09:03:

58 
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rawan banjir di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(m) 

3. Luas kawasan 

permukiman 

sepanjang pantai 

yang rawan abrasi 

erosi dan akresi di 

WS kewenangan 

kabupaten/kota 

(HA) 

4. Panjang pantai 

di kawasan 

permukiman yg 

rawan abrasi, 

erosi, akresi di 

WS kewenangan 

kab/kota (ha) 

5. Rencana Tata 

Pengaturan air dan 

tata pengairan/[oa 

pengelolaan SD 

Air WS 

Kewenangan 

kabupaten/kota 

6. Rencana Teknis 

tata pengaturan air 

dan tata 

pengairan/rencana 

pengelolaan 

sumber daya air 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Kabupaten/Kota 

(m) = 1843.75. 

Luas kawasan 

permukiman 

sepanjang pantai 

rawan abrasi di 

WS Kewenangan 

kabupaten/kota 

(m) = 4683.93 
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kewenangan 

kabupaten/kota 

7. Data prasarana 

dan sarana 

pengaman pantai 

dan sungai milik 

pemerintah 

kab/kota 

1.c.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Persentase 

panjang jaringan 

irigasi primer 

kondisi baik 

2. Persentase 

panjang jaringan 

irigasi sekunder 

dalam kondisi 

baik 

3. Persentase 

panjang jaringan 

irigasi tersier 

dalam kondisi 

baik 

Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan 

irigasi&nbsp;&nbsp;&n

bsp; 

Luas irigasi 

kewenangan 

kabupaten/kota 

yang dilayani 

oleh jaringan 

irigasi yang 

dibangun (ha), 

ditingkatkan (ha), 

direhabilitasi 

(ha), dioperasi 

dan pelihara (ha) 

di tahun eksisting 

= 5105. luas 

daerah irigasi 

kewenangan 

kabupaten/kota = 

9138 

55,86

562 

  Ada 2023-

03-03 

09:04:

46 
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1.c.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Penetapan 

dokumen 

RISPAM 

kabupaten/kota 

(Ada /Tidak)2. 

Tersusun dan 

ditetapkannya 

JAKSTRADA 

Kab/Kota 

(Ada/Tidak)3. 

Jumlah BUMD 

dan/atau UPTD 

Kab/Kota 

Penyelenggara 

SPAM 

(Ada/Tidak)4. 

Jumlah izin yang 

diberikan kepada 

Badan Usaha 

untuk melakukan 

Penyelenggaraan 

SPAM5. Jumlah 

kerjasama 

penyelenggaraan 

SPAM dengan 

Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah 

Daerah lain. 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang 

mendapatkan akses 

terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan 

terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten/kota 

Jumlah kumulatif 

masyarakat yang 

rumah tangga 

yang 

mendapatkan 

akses terhadap air 

minum melalui 

SPAM jaringan 

perpipaan dan 

bukan jaringan 

perpipaan 

terlindungi di 

dalam sebuah 

kabupaten/kota. = 

1146751. Jumlah 

total proyeksi 

rumah tangga di 

seluruh 

kabupaten/kota 

tersebut. = 

1262176 

90,85

508 

  Ada 2023-

03-03 

09:05:

41 
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1.c.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Jumlah rumah 

dengan akses unit 

pengolahan 

setempat untuk 

kegiatan 

pemenuhan 

pelayanan dasar 

menggunakan 

SPALD S 

2. Jumlah rumah 

dengan akses 

sambungan rumah 

untuk kegiatan 

pemenuhan 

pelayanan dasar 

menggunakan 

SPALD-T 

3. Jumlah rumah 

dengan akses unit 

pengolahan 

setempat dan data 

jumlah rumah 

dengan akses 

sambungan rumah 

untuk kegiatan 

pemenuhan 

pelayanan dasar 

menggunakan 

SPALD S dan 

SPALD T 

4. Jumlah rumah 

yang sudah 

Persentase jumlah rumah 

tangga yang 

memperoleh layanan 

pengolahan air limbah 

domestik&nbsp;&nbsp;

&nbsp; 

Jumlah rumah 

yang memiliki 

akses pengolahan 

berupa cubluk + 

jumlah rumah 

yang lumpur 

tinjanya telah 

diolah di PLT+  

jumlah rumah 

yang memiliki 

sambungan 

rumah dan air 

limbahnya diolah 

di IPALD = 

322235. Jumlah 

rumah di 

Kabupaten A = 

1323658 

24,34

428 

  Ada 2023-

03-03 

09:06:

37 
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menerima 

pelayanan jasa 

penyedotan 

lumpur tinja 

5. Jumlah rumah 

yang sudah 

menerima 

pelayanan jasa 

pengolahan 

lumpur tinja 

6. Jumlah rumah 

yang sudah 

menerima 

pelayanan jasa 

pengolahan air 

limbah domestik 

7. Kinerja 

penyediaan 

pelayanan SPALD 

S akses dasar 

8. Kinerja 

penyediaan 

pelayanan SPALD 

S akses aman 

9. Kinerja 

penyediaan 

pelayanan SPALD 

T akses aman 

10. Kinerja 

penyediaan unit 

pengolahan 

setempat 
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11. Kinerja 

penyediaan sarana 

pengangkutan 

lumpur tinja 

12. Kinerja 

penyediaan 

prasarana 

pengolahan 

lumpur tinja 

13. Kinerja 

penyediaan 

sambungan rumah 

yang tersambung 

ke IPALD 

14. Kinerja 

penyediaan jasa 

penyedotan 

lumpur tinja 

1.c.6 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Rasio bangunan 

gedung (kecuali 

rumah tinggal 

tunggal dan rumah 

deret sederhana) 

yang laik fungsi 

2. Jumlah 

Persetujuan 

Bangunan Gedung 

yang diberikan 

oleh Pemerintah 

Kab/Kota dalam 

tahun eksisting 

3. Penetapan 

Rasio kepatuhan IMB 

kab/ kota 

Jumlah 

pemanfaatan 

Persetujuan 

Bangunan 

Gedung yang 

sesuai 

peruntukannya = 

1. Jumlah 

Persetujuan 

Bangunan 

Gedung yang 

berlaku = 50 

2   Ada 2023-

03-03 

09:45:

24 
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Peraturan Daerah 

tentang 

Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak) 

4. Penetapan 

Keputusan 

Bupati/Walikota 

tentang Tim Ahli 

Bangunan/Gedung 

(Ada/Tidak) 

5. Jumlah 

bangunan gedung 

yang ditetapkan 

oleh 

Bupati/Walikota 

untuk dilindungi 

dan dilestarikan 

6. Jumlah 

bangunan gedung 

yang ditetapkan 

oleh 

Bupati/Walikota 

untuk kepentingan 

strategis daerah 

kab/kota 

7. Jumlah 

bangunan gedung 

negara milik 

Pemerintah 

Kab/Kota 

8. Jumlah 

bangunan gedung 
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negara milik 

pemerintah 

kabupaten/kota 

yang 

dipelihara/dirawat 

1.c.7 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Panjang jalan 

berdasarkan yang 

ditetapkan Kepala 

Daerah dalam SK 

Jalan Kewenangan 

Kab/Kota 

2. Panjang jalan 

yang dibangun 

3. Panjang 

jembatan yang 

dibangun 

4. Panjang jalan 

yang ditingkatkan 

(struktur/fungsi) 

5. Panjang 

jembatan yang 

diganti/dilebarkan 

6. Panjang jalan 

yang 

direkonstruksi/dire

Tingkat Kemantapan 

Jalan 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp;&nbsp; 

Jumlah panjang 

jalan dalam 

kondisi mantap = 

1468.04. 

Jumlahtotal 

panjang jalan 

kabupaten/kota = 

1811.64 

81,03

376 

  Ada 2023-

03-03 

09:46:

30 
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habilitasi 

7. Panjang 

jembatan yang 

direhabilitasi 

8. Panjang jalan 

yang dipelihara 

9. Panjang 

jembatan yang 

dipelihara 
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1.c.8.

1 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Jumlah 

Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota2. 

Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

yang terlatih di 

wilayah 

kabupaten/kota3. 

Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

terlatih yang 

tersertifikasi ahli 

di wilayah 

kabupaten/kota4. 

Terselenggaranya 

Sistem Informasi 

Pembina Jasa 

Konstruksi 

Cakupan 

kabupaten/kota 

yang aktif dengan 

data termutakhir5. 

Tersedianya data 

dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

berjalan yang 

Rasio tenaga 

operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

yang terlatih di 

wilayah 

kabu/kota yang 

dibuktikan 

dengan sertifikat 

pelatihan 

operator dan 

teknis/analis = 0. 

Jumlahkebutuhan 

tenaga operator 

dan teknis/analis 

di wilayah 

Kabupaten/Kota 

= 1 

0   Ada 2023-

03-03 

09:47:

22 
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bersumber dari 

APBD Kab/Kota6. 

Tersedianya data 

dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

berjalan yang 

bersumber dari 

APBN7. 

Tersedianya data 

dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

berjalan yang 

bersumber dari 

pendanaan 

lainnya8. 

Tersedianya data 

dan informasi 

paket pekerjaan 

jasa konstruksi 

sesuai 

kewenangannya 

yang sudah dan 

sedang 

dilaskanakan oleh 
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badan usaha jasa 

konstruksi yang 

termutakhir secara 

berkala9. 

Tersedianya data 

dan profil PD sub-

urusan jasa 

konstruksi 

kabupaten/kota10. 

Tersedianya data 

dan informasi 

pelatihan tenaga 

operator dan 

teknisi/analis 

konstruksi di 

wilayah 

kabuapten/kota 

yang dilaksanakan 

sendiri atau 

melalui kerjasama 

dengan Lembaga 

Pendidikan dan 

Pelatihan Kerja 

(LPPK) yang 

diregistrasi oleh 

menteri yang 

membidangi jasa 

konstruksi, 

asosiasi profesi, 

perguruan tinggi 

dan instansi 

pemerintah 
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lainnya.11. 

Tersedianya data 

dan informasi 

tenaga kerja 

konstruksi yang 

terlatih di wilayah 

kabupaten/kota 

yang dibuktikan 

dengan sertifikat 

pelatihan operator 

dan 

teknisi/analis12. 

Tersedianya data 

dan informasi 

tenaga kerja 

konstruksi terlatih 

yang tersertifikasi 

operator/teknisi/an

alis di wilayah 

kab/kota13. 

Tersedianya data 

dan informasi 

badan usaha yang 

mendapatkan 

pembinaan di 

wilayah 

kabupaten/kota14. 

Tersedianya data 

dan informasi 

pemenuhan 

komitmen 

permohonan IUJK 
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badan usaha dan 

TDUP yang 

disetujui15. 

Tersedianya data 

dan informasi 

hasil pengawasan 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan kegiatan 

usaha jasa 

konstruksi yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya16

. Tersedianya data 

dan informasi 

kecelakaan 

konstruksi pada 

proyek yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya17

. Tersedianya data 

dan informasi 

hasil pengawasan 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 
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layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan 

segmentasi pasar 

jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya18

. Jumlah badan 

usaha yang 

memiliki IUJKN 

di wilayah 

kab/kota19. 

Jumlah usaha 

perseorangan yang 

memiliki TDUP di 

wilayah 

kabupaten/kota20. 

Jumlah badan 

usaha yang 

memiliki IUJKN 

yang terlibat 

dalam proyek di 

wilayah 

Kab/Kota21. 

Jumlah badan 

usaha yang 

mendapatkan 

pembinaan di 

wilayah 

Kab/Kota22. 
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Jumlah 

pemenuhan 

komitmen 

permohonan IUJK 

badan usaha dan 

TDUP yang 

disetujui23. 

Jumlah 

pengawasan 

terkait 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan kegiatan 

usaha jasa 

konstruksi yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya24

. Jumlah 

kecelakaan 

konstruksi pada 

proyek yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya25

. Jumlah 

pengawasan 

terkait 
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ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan 

segmentasi pasar 

jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 
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1.c.8.

2 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pekerjaan 

Umum 

dan 

Penataan 

Ruang 

1. Jumlah 

Pelatihan Tenaga 

Ahli Konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

2. Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

yang terlatih di 

wilayah 

kabupaten/kota 

3. Jumlah tenaga 

kerja konstruksi 

terlatih yang 

tersertifikasi ahli 

di wilayah 

kabupaten/kota 

4. 

Terselenggaranya 

Sistem Informasi 

Pembina Jasa 

Konstruksi 

Cakupan 

kabupaten/kota 

yang aktif dengan 

data termutakhir 

5. Tersedianya 

data dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

Rasio proyek yang 

menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi 

Jumlah proyek 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

tanpa terjadi 

kecelakaan 

konstruksi = 0. 

Jumlah total 

proyek yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya = 

1 

0   Ada 2023-

03-03 

09:47:

52 
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berjalan yang 

bersumber dari 

APBD Kab/Kota 

6. Tersedianya 

data dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

berjalan yang 

bersumber dari 

APBN 

7. Tersedianya 

data dan informasi 

potensi pasar jasa 

konstruksi di 

wilayah 

kabupaten/kota 

untuk tahun 

berjalan yang 

bersumber dari 

pendanaan lainnya 

8. Tersedianya 

data dan informasi 

paket pekerjaan 

jasa konstruksi 

sesuai 

kewenangannya 

yang sudah dan 

sedang 

dilaskanakan oleh 
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badan usaha jasa 

konstruksi yang 

termutakhir secara 

berkala 

9. Tersedianya 

data dan profil PD 

sub-urusan jasa 

konstruksi 

kabupaten/kota 

10. Tersedianya 

data dan informasi 

pelatihan tenaga 

operator dan 

teknisi/analis 

konstruksi di 

wilayah 

kabuapten/kota 

yang dilaksanakan 

sendiri atau 

melalui kerjasama 

dengan Lembaga 

Pendidikan dan 

Pelatihan Kerja 

(LPPK) yang 

diregistrasi oleh 

menteri yang 

membidangi jasa 

konstruksi, 

asosiasi profesi, 

perguruan tinggi 

dan instansi 

pemerintah 
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lainnya. 

11. Tersedianya 

data dan informasi 

tenaga kerja 

konstruksi yang 

terlatih di wilayah 

kabupaten/kota 

yang dibuktikan 

dengan sertifikat 

pelatihan operator 

dan teknisi/analis 

12. Tersedianya 

data dan informasi 

tenaga kerja 

konstruksi terlatih 

yang tersertifikasi 

operator/teknisi/an

alis di wilayah 

kab/kota 

13. Tersedianya 

data dan informasi 

badan usaha yang 

mendapatkan 

pembinaan di 

wilayah 

kabupaten/kota 

14. Tersedianya 

data dan informasi 

pemenuhan 

komitmen 

permohonan IUJK 

badan usaha dan 
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TDUP yang 

disetujui 

15. Tersedianya 

data dan informasi 

hasil pengawasan 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan kegiatan 

usaha jasa 

konstruksi yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

16. Tersedianya 

data dan informasi 

kecelakaan 

konstruksi pada 

proyek yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

17. Tersedianya 

data dan informasi 

hasil pengawasan 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 
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bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan 

segmentasi pasar 

jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

18. Jumlah badan 

usaha yang 

memiliki IUJKN 

di wilayah 

kab/kota 

19. Jumlah usaha 

perseorangan yang 

memiliki TDUP di 

wilayah 

kabupaten/kota 

20. Jumlah badan 

usaha yang 

memiliki IUJKN 

yang terlibat 

dalam proyek di 

wilayah Kab/Kota 

21. Jumlah badan 

usaha yang 

mendapatkan 

pembinaan di 

wilayah Kab/Kota 

22. Jumlah 

pemenuhan 

komitmen 
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permohonan IUJK 

badan usaha dan 

TDUP yang 

disetujui 

23. Jumlah 

pengawasan 

terkait 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 

layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan kegiatan 

usaha jasa 

konstruksi yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

24. Jumlah 

kecelakaan 

konstruksi pada 

proyek yang 

menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

25. Jumlah 

pengawasan 

terkait 

ketidaksesuaian 

jenis, sifat, 

klasifikasi, 
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layanan usaha, 

bentuk dan/atau 

kualifikasi usaha 

dengan 

segmentasi pasar 

jasa konstruksi 

yang menjadi 

kewenangan 

pengawasannya 

1.d.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Kawasan 

Pemukim

an 

1. Jumlah rumah 

yang berada pada 

kawasan rawan 

bencana dan 

rencana 

penanganannya 

2. Jumlah rumah 

yang terkena 

bencana alam 

3. Jumlah RT, KK 

dan Jiwa korban 

yang rumahnya 

terkena bencana 

alam 

4. Jumlah unit 

rumah korban 

bencana yang 

direhabilitasi 

sesuai dengan 

rencana aksi 

5. Jumlah unit 

rumah korban 

bencana yang 

Hunian untuk 

Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak 

huni bagi korban 

bencana 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp; &nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah unit 

rumah korban 

bencana yang 

ditangani pada 

tahun n = 0. 

Jumlah total 

rencana unit 

rumah korban 

bencana yang 

akan ditangani 

pada tahun n = 46 

0   Ada 2023-

03-03 

09:59:

01 
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dibangun kembali 

sesuai dengan 

rencana aksi 

6. Jumlah unit 

rumah korban 

bencana yang 

dibangun 

baru/relokasi 

sesuai dengan 

rencana aksi 

7. Jumlah unit dan 

lokasi rumah sewa 

yang akan menjadi 

tempat tinggal 

sementara korban 

bencana 

8. Jumlah RT, KK 

dan Jiwa korban 

bencana yang 

terfasilitasi 

9. Jumlah, luasan 

dan lokasi 

pencadangan 

lahan 
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1.d.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Kawasan 

Pemukim

an 

1. Jumlah rumah 

tangga penerima 

layanan yang telah 

mendapatkan 

fasilitasi ganti 

kerugian aset 

properti 

berdasarkan 

rencana 

pemenuhan 

SPM2. Jumlah 

rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan yang 

belum 

mendapatkan 

fasilitasi 

penggantian hak 

atas tanah 

dan/atau bangunan 

berdasarkan 

rencana 

pemenuhan 

SPM3. Jumlah 

rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan subsidi 

uang sewa 

berdasarkan 

rencana 

pemenuhan 

SPM4. Jumlah 

Fasilitasi hunian 

penyediaan rumah layak 

huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi 

program pemerintah 

kabupaten/kota 

Rumah Tangga 

Penerima 

Fasilitasi 

Penggantian Hak 

Atas Penguasaan 

Tanah dan/atau 

Bangunan + 

Rumah Tangga 

Penerima Subsidi 

Uang Sewa + 

Rumah Tangga 

Penerima 

Penyediaan 

Rumah Layak 

Huni = 1. Jumlah 

total rumah 

tangga terkena 

relokasi program 

Pemerintah 

Daerah yang 

memenuhi 

kriteria penerima 

pelayanan = 1 

100   Ada 2023-

03-03 

10:01:

22 
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rumah tangga 

penerima kegiatan 

layanan yang telah 

mendapatkan 

penyediaan rumah 

layak huni 

berdasarkan 

rencana 

pemenuhan 

SPM5. Jumlah 

rumah tangga 

penerima layanan 

yang belum 

mendapatkan 

penyediaan rumah 

layak huni 

berdasarkan 

rencana 

pemenuhan 

SPM6. Jumlah 

total luasan (Ha) 

pengadaan tanah 

1.d.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Kawasan 

Pemukim

an 

1. Jumlah luasan 

(Ha) kawasan 

permukiman 

kumuh &lt; 10 Ha 

2. Jumlah unit 

peningkatan 

kualitas RTLH 

3. Jumlah luasan 

(ha) penanganan 

infrastruktur 

&nbsp; Persentase 

kawasan permukiman 

kumuh dibawah 10 ha di 

kab/ kota yang 

ditangani&nbsp;&nbsp;

&nbsp; 

Luas kawasan 

permukiman 

kumuh dibawah 

10 ha yang 

ditangani (ha) = 

82.2. Luas 

kawasan 

permukiman 

kumuh dibawah 

10 ha = 410.98 

20,00

097 

  Ada 2023-

03-03 

10:04:

21 
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kawasan kumuh 

1.d.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Kawasan 

Pemukim

an 

1. Jumlah rumah 

di kab/kota 

2. Jumlah unit PK 

RTLH 

3. Jumlah rumah 

tidak layak huni 

4. Jumlah rumah 

yang tidak dihuni 

5. Rasio rumah 

dan KK 

6. Jumlah rumah 

pembangunan 

baru 

Berkurangnya jumlah 

unit RTLH (Rumah 

Tidak Layak 

Huni)&nbsp;&nbsp;&nb

sp; 

Jumlah unit 

rumah tidak layak 

huni = 10326. 

Jumlah total unit 

rumah 

kabupaten/kota = 

335605 

3,076

831 

  Ada 2023-

03-03 

10:05:

35 

      

 1.d.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perumaha

n Rakyat 

dan 

Kawasan 

Pemukim

an 

1. Jumlah 

perumahan yang 

terfasilitasi PSU 

2. Jumlah unit 

rumah yang sudah 

difasilitasi air 

minum 

3. Jumlah unit 

rumah yang 

terfasilitasi jalan 

lingkungan 

4. Jumlah unit 

&nbsp;Jumlah 

perumahan yang sudah 

dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum) 

Jumlah unit 

rumah yang 

sedang dibangun 

terfasilitasi PSU 

= 6. Jumlah unit 

rumah kab/kota = 

51 

11,76

471 

  Ada 2023-

03-03 

10:15:

11 
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rumah yang 

terfasiltasi akses 

sanitasi (on site / 

off site) 

5. Jumlah 

perumahan yang 

terfasilitasi RTNH 

6. Jumlah unit 

rumah yang 

terfasilitasi akses 

PJU 

7. Jumlah 

pengembang yang 

tersertifikasi 

8. Jumlah 

pengembang yang 

terregistrasi 

9. Jumlah 

pengembang yang 

mendapat 

penyuluhan atau 

pelatihan 
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1.e.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

1. Jumlah 

pelanggaran dan 

pengaduan 

trantibum dalam 

Kab/Kota yang 

ditangani 

2. Jumlah 

Satlinmas yang 

terlatihdan 

dikukuhkan 

3. Jumlah Perda 

dan Perkada yang 

ditegakkan 

4. Jumlah Polisi 

Pamong Praja 

yang memiliki 

kualitas sebagai 

PPNS 

5. Tersedianya 

SOP dalam 

penegakan Perda 

dan Perkada serta 

penanganan 

gangguan 

trantibum 

6. Tersedianya 

sarana prasarana 

minimal 

Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan&nbsp;&nbs

p;&nbsp; 

Jumlah 

pengaduan yang 

ditangani = 190. 

Jumlah 

pengaduan 

pelanggaran yang 

masuk = 190 

100   Ada 2023-

03-24 

10:25:

30 

      

 1.e.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

  Persentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan 

Jumlah 

Perda/Perkadayan

g memuat 

sanksiyang 

100   Ada 2023-

03-24 

10:30:

23 
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Pelayanan 

Dasar 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

ditegakkan = 2. 

Jumlah 

keseluruhan 

Perda dan 

Perkada yang 

memuat sanksi = 

2 

1.e.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

1. Persentase 

penyelesaian 

dokumen KRB 

sampai dengan 

dinyatakan 

sah/legal 

2. Persentase 

jumlah penduduk 

di kawasan rawan 

bencana yang 

memperoleh 

informasi rawan 

bencana sesuai 

jenis ancaman 

bencana 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan informasi rawan 

bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana = 

1005. Jumlah 

warga negara 

yang memperoleh 

layanan informasi 

rawan bencana 

sesuai target yang 

ditetapkan = 

1198012 

0,083

889 

  Ada 2023-

03-24 

10:49:

48 

      

 1.e.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

1. Persentase 

penyelesaian 

dokumen RPB 

sampai dinyatakan 

sah/legal2. 

Persentase 

penyelesaian 

dokumen Renkon 

sampai dinyatakan 

sah/legal3. 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana  

= 190. Jumlah 

warga negara 

yang berada di 

0,015

86 

  Ada 2023-

03-28 

10:25:

07 
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Persentase jumlah 

aparatur dan 

warga negara yang 

ikut pelatihan4. 

Persentase warga 

negara yang ikut 

pelatihan5. 

Persentase warga 

negara yang 

mendapat layanan 

pusdalops 

penanggulangan 

bencana dan 

sarana prasarana 

penanggulangan 

bencana6. 

Persentase warga 

negara yang 

mendapat 

peralatan 

perlindungan 

kawasan rawan 

bencana = 

1198012 

1.e.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

1. Persentase 

kecepatan respon 

kurang dari 24 

jam untuk setiap 

status KLB 

2. Persentase 

kecepatan respon 

kurang dari 24 

jam untuk setiap 

status darurat 

bencana 

Jumlah warga negara 

yang memperoleh 

layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban 

bencana 

Jumlah warga 

negara yang 

memperoleh 

layanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban bencana. 

Jumlah warga 

negara yang 

menjadi korban 

bencana 

0   Tidak 

Ada 
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3. Persentase 

jumlah petugas 

yang aktif dalam 

penanganan 

darurat bencana 

4. Persentase 

jumlah korban 

berhasil dicari, 

ditolong dan 

dievakuasi 

terhadap kejadian 

bencana 

1.e.6 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

at 

1. Jumlah dan 

jenis layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi pada 

kondisi 

membahayakan 

manusia (operasi 

darurat non 

kebakaran) oleh 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan di 

kabupaten/kota 

2. Tersedianya pos 

sektor damkar 

yang dilengkapi 

sarana prasarana 

damkar, sarana 

prasarana 

penyelamatan di 

&nbsp; 

 

Persentase pelayanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah layanan 

pemadaman, 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban dan 

terdampak 

kebakaran di 

kabupaten/kota 

dalam tingkat 

waktu tanggap 

oleh Dinas 

Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan/Per

angkat Daerah 

ditambah jumlah 

layanan 

pemadaman di 

kabupaten/kota 

dalam tingk = 58. 

100   Ada 2023-

03-24 

10:54:

10 
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kantor kecamatan 

3. Tersedianya 

aparatur selama 24 

(jam) yang 

dilaksanakan 

secara bergantian 

(shift) di kantor 

kecamatan 

4. Pos Damkar 

yang dilengkapi 

dengan 

sarana/prasarana 

damkar, sarana 

prasarana 

penyelamatan dan 

evakuasi di setiap 

keluarahan/desa 

5. Jumlah dan 

jenis sarana 

prasarana 

pemadaman, 

penyelamatan dan 

evakuasi 

6. Jumlah aparatur 

pemadam 

kebakaran yang 

memenuhi Standar 

Kualifikasi 

Pemadam 

sebagaimana 

dimaksud 

Peraturan Menteri 

Jumlah kejadian 

kebakaran di 

kabupaten/kota = 

58 
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Dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 

2009 tentang 

Standar 

Kualifikasi 

Aparatur 

Pemadam 

Kebakaran 

7. Jumlah relawan 

kebakaran di 

bawah binaan 

Dimas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan atau 

perangkat daerah 

yang 

menyelenggarakan 

sub urusan 

kebakaran 

8. Jumlah 

peningkatan 

kapasitas aparatur 

pemadam 

kebakaran 

1.e.7 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Ketentra

man, 

Ketertiba

n Umum 

dan 

Perlindun

gan 

Masyarak

  Waktu tanggap 

(response time) 

penanganan kebakaran 

Rata-rata waktu 

tanggap, dihitung 

dari pelaporan, 

penyiapan tim 

dan peralatan, 

jarak tempuh dan 

kesiapan 

pemadaman 

21   Ada 2023-

03-24 

10:54:

46 
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at kebakaran 

1.f.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 1. Jumlah layanan 

data dan 

pengaduaan yang 

dimiliki2. Jumlah 

data penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjur 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

untuk masuk 

dalam data 

terpadu FM dan 

OTM3. 

JumlahTimReaksi 

Cepat yang 

dibentuk4. Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

dijangkau5. 

Jumlah kendaraan 

roda empat yang 

akses khusus 

layanan 

kedaruratan yang 

&nbsp;Persentase (%) 

penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar dan 

gelandangan 

pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 

luar panti (Indikator 

SPM) 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gelandangan 

pengemis yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya di luar 

panti = 2032. 

Populasi 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gelandangan 

pengemis = 2381 

85,34

229 

  Ada 2023-

03-03 

10:35:

25 
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dimiliki6. Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

menerima paket 

permakanan 

sesuai standar 

gizi7. 

Jumlahrumah 

singgah/shelter/ 

tempat tinggal 

sementara yang 

dimiliki sesuai 

standar8. Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

menerima paket 

sandang9. Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

memanfaatkan alat 
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bantu10. Jumlah 

alat bantu yang 

tersedia di rumah 

singgah/shelter11. 

Jumlah paket 

perbekalan 

kesehatan yang 

tersedia12. Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

memanfaatkan 

paket perbekalan 

kesehatan13. 

Jumlah tenaga 

kesehatan yang 

disediakan di 

rumah singgah14. 

Jumlah pekerja 

sosial professional 

dan/atau TKS 

dan/atau relawan 

sosial yang 

disediakan15. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 
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usia terlantar dan 

gepeng yang 

mendapatkan 

bimbingan fisik, 

mental dan sosial 

sesuai standar di 

keluarga, 

masyarakat, Dinas 

Sosial, Rumah 

Singgah/ Shelter 

dan/atau pusat 

kesejahteraan 

sosial16. Jumlah 

bimbingan sosial 

yang dilaksanakan 

kepada keluarga 

dan masyarakat17. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

difasilitasi untuk 

mendapatkan 

dokumen 

kependudukan18. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 
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terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

mendapatkan 

akses layanan 

pendidikan dan 

kesehatan dasar19. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

mendapatkan 

layanan 

penelusuran 

keluarga20. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 

terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

direunifikasi 

dengan 

keluarga21. 

Jumlah 

penyandang 

disabilitas 

terlantar, anak 
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terlantar, lanjut 

usia terlantar dan 

gepeng yang 

dirujuk 
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1.f.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Sosial 1. Jumlah korban 

bencana yang 

mendapat 

makanan 

2. Jumlah korban 

bencana yang 

menerima paket 

sandang 

3. Jumlah tempat 

penampungan 

pengungsi yang 

dimiliki 

4. Jumlah paket 

permakanan 

khusus bagi 

kelompok rentan 

5. Jumlah korban 

bencana yang 

meneriman 

pelayanan 

dukungan 

psikososial 

6. Jumlah Pekerja 

Sosial 

Profesional/tenaga 

kesejahteraan 

sosial dan/atau 

relawan sosial 

yang tersedia 

Persentase korban 

bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana 

daerah 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp;&nbsp; 

Jumlah korban 

bencana alam dan 

sosial yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya dalam 

satu tahun 

anggaran = 1094. 

Populasi korban 

bencana alam dan 

sosial di daerah 

kabupaten/kota 

yang 

membutuhkan 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

pada saat dan 

setelah tanggap 

darurat bencana 

daerah 

kabupaten/kota = 

1094 

100   Ada 2023-

03-08 

09:57:

50 

      

 2.a.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tenaga 

Kerja 

1. Dokumen 

perencanaan 

tenaga kerja 

&nbsp;Persentase 

kegiatan yang 

dilaksanakan yang 

Jumlah kegiatan 

keseluruhan yang 

dilaksanakan 

0   Tidak 

Ada 
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Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

kabupaten/kota. 

2. Persentase 

akurasi proyeksi 

indikator dalam 

rencana tenaga 

kerja. 

3. Jumlah 

perusahaan yang 

menyusun rencana 

tenaga kerja di 

kabupaten/kota. 

mengacu ke rencana 

tenaga kerja 

yang mengacu ke 

RTKD. Jumlah 

kegiatan 

keseluruhan yang 

dilaksanakan di 

kabupaten/kota 

2.a.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

1. Persentase 

penerapan 

Program PBK 

dengan kualifikasi 

klaster 

2. Persentase 

instruktur 

bersertifikatkompe

tensi 

3. Rasio jumlah 

instruktur 

terhadap peserta 

pelatihan 

4. Persentase LPK 

yang terakreditasi 

5. Persentase LPK 

yang memiliki 

perizinan 

6. Jumlah 

penganggur yang 

dilatih 

&nbsp;Persentase&nbsp

; Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi 

Jumlah tenaga 

kerja yang 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi. 

Jumlah tenaga 

kerja keseluruhan 

0   Tidak 

Ada 
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7. Persentase 

lulusan 

bersertifikat 

pelatihan 

8. Persentase 

penyerapan 

lulusan 

9. Lulusan 

bersertifikat 

kompetensi 

10. Jumlah Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) 

yang diberikan 

pelatihan 

11. Jumlah 

pelatihan Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) 

2.a.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

1. Persentase 

perusahaan yang 

menerapkan 

program 

peningkatan 

produktivitas 

2. Data tingkat 

Tingkat Produktivitas 

Tenaga Kerja 

PDRB tahun 

berjalan (atas 

dasar harga 

konstan). Jumlah 

tenaga kerja  

0   Tidak 

Ada 
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produktivitas total 

2.a.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

1. Persentase 

perusahaan yang 

telah memiliki 

Peraturan 

Perusahaan (PP)2. 

Persentase 

perusahaan yang 

telah memiliki 

Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB)3. 

Rekapitulasi 

tahunan jumlah 

konfederasi SP/SB 

yang tercatat, 

federasi SP/SB 

yang tercatat, 

SP/SB di 

perusahaan yang 

tercatat, SP/SB di 

luar perusahaan 

yang tercatat dan 

anggota SP/SB di 

perusahaan4. 

Persentase 

perusahaan yang 

sudah menyusun 

struktur skala 

Persentase Perusahaan 

yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta 

BPJS Ketenagakerjaan). 

Jumlah 

Perusahaan yang 

menerapkan tata 

kelola kerja yang 

layak. Jumlah 

Perusahaan 

0   Tidak 

Ada 
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upah.5. Persentase 

perusahaan yang 

telah terdaftar 

sebatai peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan6. 

Persentase jumlah 

perusahaan yang 

berselisih7. 

Jumlah mogok 

kerja8. Jumlah 

penutupan 

perusahaan9. 

Jumlah 

perselisihan 

kepentingan10. 

Jumlah 

perselisihan antar 

Serikat 

Pekerja/Serikat 

Buruh (SP/SB) 

dalam 1 (satu) 

perusahaan11. 

Jumlah 

perselisihan 

PHK12. Jumlah 

pekerja/buruh 

yang ter-PHK13. 

Jumlah 

perselisihan yang 

diselesaikan 

melalui 
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perundingan 

bipartite14. 

Lembaga Kerja 

Sama (LKS) 

Tripartit 

kabupaten/kota 

yang 

diberdayakan15. 

Persentase 

perselisihan 

hubungan 

industrial yang 

diselesaikan 

melalui Perjanjian 

Bersama oleh 

Mediator 

Hubungan 

Industrial 

2.a.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Tenaga 

Kerja 

1. Jumlah 

lowongan kerja 

yang tersedia di 

wilayah 

kabupaten/kota 

2. Jumlah pencari 

kerja yang 

terdaftar di 

kab/kota 

3. Jumlah Bursa 

Kerja Khusus 

(BKK) wilayah 

kab/kota 

4. Jumlah Tenaga 

Persentase Tenaga kerja 

yang ditempatkan 

(dalam dan luar negeri) 

melalui mekanisme 

layanan Antar Kerja 

dalam wilayah 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp; &nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah pencaker 

(pencari kerja) 

yang 

ditempatkan. 

Jumlah pencaker 

yang terdaftar 

0   Tidak 

Ada 
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Kerja Khusus 

terdaftar dalam 

satu 

kabupaten/kota 

5. Jumlah Pejabat 

Fungsional 

Pengantar Kerja 

6. Jumlah 

Lembaga 

Penempatan 

Tenaga Kerja 

Swasta (LPTKS) 

antar kerja lokal 

dalam satu 

wilayah kab/kota 

7. Jumlah 

perjanjian kerja 

yang disahkan 

oleh dinas bidang 

ketenagakerjaan 

Kab/Kota. 

8. Jumlah 

penempatan 

tenaga kerja 

melalui Informasi 

Pasar Kerja (IPK) 

Online 

(SISNAKER) 

9. Jumlah Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 
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Tenaga Kerja 

Indonesia 

(CTKI)yang 

mendapatkan 

sosialisasi 

10. Jumlah Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

(CTKI)yang 

terdata 

11. Jumlah Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan 

fasilitasi 

kepulangan 

12. Jumlah Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(CPMI)/Calon 

Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) 

yang mendapatkan 

pendidikan dan 

pelatihan kerja 

13. Data 
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pemberdayaan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

(PMI)/Tenaga 

Kerja Indonesia 

(TKI) purna dan 

keluarganya 

14. Jumlah 

Layanan Terpadu 

Satu Atap (LTSA) 

yang dibentukan 

2.g.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberda

yaan 

Perempua

n dan 

Perlindun

gan Anak 

1. Jumlah lembaga 

pemerintah tingkat 

daerah 

kabupaten/kota 

yang telah dilatih 

PUG 

2. Jumlah program 

PUG ada 

perangkat daerah 

yang sudah 

dievaluasi melalui 

analisis gender di 

tingkat 

kabupaten/kota 

Persentase ARG pada 

belanja langsung APBD 

Jumlah ARG 

pada belanja 

operasi dan 

modal APBD = 

237810944988. 

Jumlah seluruh 

belanja operasi 

dan modal APBD   

= 

1334454361466 

17,82

084 

  Ada 2023-

03-08 

09:54:

02 

      

 2.g.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Pemberda

yaan 

Perempua

n dan 

Perlindun

gan Anak 

1. Jumlah media 

massa (cetak, 

elektronik) yang 

bekerja sama 

dengan 

pemkab/kota 

Persentase anak korban 

kekerasan yang 

ditangani instansi terkait 

kabupaten 

Jumlah  anak 

(penduduk usia 

kurang dari 18 

tahun) korban 

kekerasan yang 

ditangani instansi 

0,017

278 

  Ada 2023-

03-08 

09:54:

44 
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Dasar (dinas pppa) untuk 

melakukan KIE 

pencegahan 

kekerasan 

terhadap anak 

2. Jumlah lembaga 

layanan anak yang 

telah memiliki 

standar pelayanan 

minimal 

3. Persentase 

korban kekerasan 

anak yang 

terlayani 

4. Jumlah lembaga 

layanan anak yang 

mendapat 

pelatihan 

5. Jumlah lembaga 

layanan anak yang 

mendapatkan 

bantuan 

keuangan/fasilitas 

oleh pemkab/kota 

(APBD kab/kota) 

tingkat 

kabupaten/kota 

yang didampingi 

= 56. Jumlah 

anak korban 

kekerasan yang 

menjadi 

kewenangan 

kabupaten/kota (

Penduduk usia 

Kurang dari 18 

tahun) = 324114 
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2.g.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberda

yaan 

Perempua

n dan 

Perlindun

gan Anak 

1. Jumlah 

organisasi 

kemasyarakatan 

yang bergerak dlm 

bidang perempuan 

tingkat 

kabupaten/kota 

yang mendapatkan 

pelatihan2. Jumlah 

kader perempuan 

tingkat 

kabupaten/kota 

yang sudah 

dilatih3. Jumlah 

lembaga layanan 

pemberdayaan 

perempuan yang 

mendapat 

pelatihan4. Jumlah 

lembaga layanan 

pemberdayaan 

perempuan yang 

mendapatkan 

bantuan keuangan 

oleh pemerintah 

kabupaten/kota5. 

Jumlah 

kebijakan/program 

pencegahan 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

Rasio kekerasan 

terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk 

perempuan) 

Jumlah 

perempuan yang 

mengalami 

kekerasan = 85. 

Jumlah penduduk 

perempuan = 

602342 

14,11

158 

  Ada 2023-

03-08 

09:55:

21 
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termasuk TPPO 

pada perangkat 

daerah yang sudah 

dievaluasi6. 

Jumlah lembaga 

penyediaan 

layanan 

perlindungan hak 

perempuan yg 

telah 

terstandardisasi7. 

Persentase korban 

kekerasan 

perempuan yang 

terlayani 

2.h.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pangan 1. Tersedianya 

infrastruktur 

perudangan dan 

sarana pendukung 

lainnya untuk 

penyimpanan 

cadangan pangan 

2. Tersedianya 

dan 

tersalurkannya 

pangan pokok dan 

pangan lainnya 

3. Tersedianya 

regulasi harga 

minimum daerah 

untuk pangan 

Persentase ketersediaan 

pangan (Tersedianya 

cadangan beras/ jagung 

sesuai 

kebutuhan)&nbsp;&nbs

p;&nbsp; 

Jumlah cadangan 

pangan 

pemerintah 

kabupaten/kota. 

Jumlah target 

cadangan pangan 

pemerintah 

kabupaten/kota 

yang ditetapkan 

0   Tidak 

Ada 
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lokal 

4. Terlaksananya 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

rangka 

pemenuhan 

konumsi pangan 

yang beragam dan 

bergizi seimbang 

5. Tersedianya 

peta ketahanan 

dan kerentanan 

pangan 

6. Tertanganinya 

kerawanan pangan 

7. Tersalurkannya 

cadangan pangan 

pada daerah rentan 

rawan pangan 

8. Terlaksananya 

pengawasan 

keamanan pangan 

segar 
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2.i.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang 

(KKPR)&nbsp;Ya

ng Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota 

2. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan Tanah 

Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Absentee dan 

Daftar Subyek 

3. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee. 

4. Dokumen Izin 

membuka tanah 

5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Persentase pemanfaatan 

tanah yang sesuai 

dengan peruntukkan 

tanahnya diatas izin 

lokasi dibandingkan 

dengan luas izin lokasi 

yang diterbitkan 

Luas tanah sesuai 

peruntukan 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) = 

111611. seluruh 

luas tanah yang 

diberikan 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) = 

111611 

100   Ada 2023-

03-24 

10:58:

24 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 175 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

2.i.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) 

Yang Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota 

2. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan Tanah 

Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Absentee dan 

Persentase penetapan 

tanah untuk 

pembangunan fasilitas 

umum 

Jumlah penetapan 

tanah untuk 

pembangunan 

fasilitas umum. 

Jumlah 

kebutuhan tanah 

untuk 

pembangunan 

fasilitas umum 

0   Tidak 

Ada 
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Daftar Subyek 

3. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee. 

4. Dokumen Izin 

membuka tanah 

5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

2.i.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) 

Yang Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota2. SK 

Bupati/Wali kota 

tentang Penetapan 

Tanah Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Absentee dan 

Tersedianya lokasi 

pembangunan dalam 

rangka penanaman 

modal.&nbsp;&nbsp;&n

bsp; 

Luas tanah yang 

telah 

dimanfaatkan 

sesuai dengan 

peruntukannya di 

atas Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) = 

111611. Luas 

tanah di atas 

Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) 

100   Ada 2023-

03-24 

11:00:

04 
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Daftar Subyek3. 

SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee.4. Dokumen 

Izin membuka 

tanah5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

yang diterbitkan 

= 111611 

2.i.4 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) 

Yang Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota 

2. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan Tanah 

Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Absentee dan 

Tersedianya Tanah 

Obyek Landreform 

(TOL) yang siap 

diredistribusikan yang 

berasal dari Tanah 

Kelebihan Maksimum 

dan Tanah 

Absentee&nbsp;&nbsp;

&nbsp; 

Jumlah penerima 

tanah obyek 

landreform 

dengan luasan 

yang diterima 

lebih besar sama 

dengan 0.5 ha;. 

Jumlah penerima 

tanah obyek 

landreform 

0   Tidak 

Ada 
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Daftar Subyek 

3. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee. 

4. Dokumen Izin 

membuka tanah 

5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

2.i.5 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang (KKPR) 

Yang Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota 

2. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan Tanah 

Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Tersedianya tanah untuk 

masyarakat 

Luas tanah yang 

telah 

dimanfaatkan 

berdasarkan Izin 

Membuka Tanah 

= 0. Luas Izin 

Membuka Tanah 

yang diterbitkan 

= 0 

0   Ada 2023-

03-24 

11:03:

22 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 179 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Absentee dan 

Daftar Subyek 

3. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee. 

4. Dokumen Izin 

membuka tanah 

5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

2.i.6 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pertanaha

n 

1. SK Kesesuaian 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

Ruang 

(KKPR)&nbsp;Ya

ng Diterbitkan 

Oleh Bupati/Wali 

kota 

2. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan Tanah 

Obyek 

Landreform yang 

bersumber dari 

Penangan sengketa tanah 

garapan yang dilakukan 

melalui 

mediasi&nbsp;&nbsp;&

nbsp; 

Jumlah sengketa 

tanah garapan 

yang ditangani. 

Jumlah 

pengaduan 

sengketa tanah 

garapan 

0   Tidak 

Ada 
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Tanah Kelebihan 

Maksimum/ 

Absentee dan 

Daftar Subyek 

3. SK Bupati/Wali 

kota tentang 

Penetapan 

Besarnya Ganti 

Rugi Kepada 

Bekas Pemilik 

Tanah Kelebihan 

Maksimum/Absen

tee. 

4. Dokumen Izin 

membuka tanah 

5. Dokumen 

Perencanaan 

Penggunaan 

Tanah 

Kabupaten/Kota 

2.j.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkung

an Hidup 

1. Hasil 

perhitungan 

kab/kota terhadap: 

a. Indeks kualitas 

air (IKA) 

b. Indeks Kualitas 

Udara (IKU) 

c. Indeks Kualitas 

Lahan&nbsp;(IKL

) 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) Kab/Kota 

  65,53   Ada 2023-

03-08 

09:48:

07 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 181 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

2.j.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkung

an Hidup 

Tersedianya data 

dan informasi 

penanganan 

sampah di wilayah 

kabupaten/kota 

Terlaksananya 

pengelolaan sampah di 

wilayah Kab/Kota 

Jumlah Total Vol 

sampah yang 

dapat ditangani = 

103478.93. 

Jumlah seluruh 

Total vol 

timbunan sampah 

tahun berjalan 

kabupaten/kota = 

184439.37 

56,10

458 

  Ada 2023-

03-08 

09:49:

28 

      

 2.j.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Lingkung

an Hidup 

1. Data izin PPLH 

dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh 

pemerintah daerah 

kabupaten/kota2. 

Rasio pejabat 

pengawas LH di 

daerah (PPLHD) 

di kab/kota 

terhadap usaha 

yang izin 

lingkungan, izin 

PPLH dan 

PUULH yang 

diterbitkan oleh 

pemerintah 

kabupaten/kota3. 

Penetapan hak 

MHA terkait 

dengan PPLH 

yang berada di 

Daerah kabupaten/ 

Ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau 

kegiatan&nbsp; terhadap 

izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

Jumlah 

penanggung 

jawab usaha 

dan/atau kegiatan 

yang melanggar 

terhadap izin 

lingkungan, dan 

izin PPLH yang 

diterbitkan 

Pemerintah 

Kab/Kota = 71. 

usaha dan/atau 

kegiatan 

dilakukan 

pemeriksaan = 90 

78,88

889 

  Ada 2023-

03-08 

09:50:

55 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 182 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

kota4. 

Terfasilitasinya 

kegiatan 

peningkatan 

pengetahuan dan 

ketrampilan 

masyarakat 

hukum adat terkait 

PPLH Jumlah 

lembaga 

kemasyarakatan 

yang diberikan 

diklat5. 

Penanganan 

Pengaduan 

masyarakat terkait 

izin lingkungan, 

izin PPLH dan 

PUU LH yang di 

terbitkan oleh 

Pemerintah daerah 

kabupaten/kota, 

lokasi usaha dan 

dampaknya di 

Daerah 

kabupaten/kota 

yang ditangani. 

2.k.1.

1 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Administr

asi 

Kependu

dukan 

dan 

1. Penerbitan akta 

perkawinan 

2. Penerbitan akta 

perceraian 

3. Penerbitan akta 

Perekaman KTP 

elektronik 

Jumlah Penduduk 

berumur 17 tahun 

ke atas yang 

memiliki KTP = 

921682. Jumlah 

96,41

015 

  Ada 2023-

03-24 

11:05:

29 
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Pelayanan 

Dasar 

Pencatata

n Sipil 

kematian 

4. Penyajian data 

kependudukan 

 

&nbsp; 

penduduk 17 

tahun ke atas = 

956001 

2.k.1.

2 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administr

asi 

Kependu

dukan 

dan 

Pencatata

n Sipil 

1. Penerbitan akta 

perkawinan 

2. Penerbitan akta 

perceraian 

3. Penerbitan akta 

kematian 

4. Penyajian data 

kependudukan 

 

&nbsp; 

Persentase anak usia 01-

7 tahun kurang 1 (satu) 

hari yang memiliki KIA 

Jumlah anak usia 

0-17 tahun 

kurang 1 (satu) 

hari yang sudah 

memiliki KIA = 

108110. Jumlah 

anak usia 0-17 

tahun = 276556 

39,09

154 

  Ada 2023-

03-24 

11:06:

25 

      

 2.k.1.

3 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administr

asi 

Kependu

dukan 

dan 

Pencatata

n Sipil 

1.    Penerbitan 

akta perkawinan 

2.    Penerbitan 

akta perceraian 

3.    Penerbitan 

akta kematian 

4.    Penyajian 

data 

kependudukan 

 

 

Kepemilikan akta 

kelahiran 

Jumlah anak usia 

0-18 tahun yang 

sudah memiliki 

akta lahir = 

273954. Jumlah 

anak usia 0-18 

tahun = 292217 

93,75

019 

  Ada 2023-

03-24 

11:07:

12 
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2.k.1.

4 

Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Administr

asi 

Kependu

dukan 

dan 

Pencatata

n Sipil 

1. Penerbitan akta 

perkawinan 

2. Penerbitan akta 

perceraian 

3. Penerbitan akta 

kematian 

4. Penyajian data 

kependudukan 

 

&nbsp; 

Jumlah PD yang telah 

memanfaatkan data 

kependudukan 

berdasarkan perjanjian 

kerja sama 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah PD yang 

telah 

memanfaatkan 

data 

kependudukan 

berdasarkan 

perjanjian 

kerjasama = 5. 

Jumlah PD = 42 

11,90

476 

  Ada 2023-

03-24 

11:07:

33 

      

 2.l.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberda

yaan 

masyarak

at dan 

desa 

1. Jumlah desa 

yang terfasilitasi 

dalam kerja sama 

antar desa 

2. Jumlah desa 

yang melakukan 

kerja sama antar 

desa tahun 

berjalan dikurangi 

jumlah desa yang 

melakukan kerja 

sama antar desa 

tahun sebelumnya 

3. Jumlah lembaga 

kemasyarakatan 

dan lembaga adat 

di desa yang 

terfasilitasi dalam 

peningkatan 

kapasitas dan 

diberdayakan 

4. Jumlah 

Persentase pengentasan 

desa tertinggal 

Jumlah desa 

tertinggal yang 

memenuhi 

kriteria desa 

berkembang per 

tahun 

berdasarkan 

Indeks Desa 

Membangun per 

tahun = 0. Jumlah 

desa tertinggal 

(per-awal tahun 

n) = 0 

0   Ada 2023-

03-24 

11:09:

07 
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peningkatan desa 

yang lembaga 

kemasyarakatan 

dan lembaga 

adatnya 

melaksanakan 

kegiatan ekonomi 

produktif dan 

pemberdayaan 

 

&nbsp; 
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2.l.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pemberda

yaan 

masyarak

at dan 

desa 

1. Jumlah desa 

yang terfasilitasi 

dalam kerja sama 

antar desa2. 

Jumlah desa yang 

melakukan kerja 

sama antar desa 

tahun berjalan 

dikurangi jumlah 

desa yang 

melakukan kerja 

sama antar desa 

tahun 

sebelumnya3. 

Jumlah lembaga 

kemasyarakatan 

dan lembaga adat 

di desa yang 

terfasilitasi dalam 

peningkatan 

kapasitas dan 

diberdayakan4. 

Jumlah 

peningkatan desa 

yang lembaga 

kemasyarakatan 

dan lembaga 

adatnya 

melaksanakan 

kegiatan ekonomi 

produktif dan 

pemberdayaan&n

Persentase peningkatan 

status desa mandiri 

Jumlah desa 

berkembang yang 

memenuhi 

kriteria desa 

mandiri per tahun 

berdasarkan 

Indeks Desa 

Membangun per 

tahun = 73. 

Jumlah desa 

berkembang (per-

awal tahun n) = 

136 

53,67

647 

  Ada 2023-

03-24 

11:10:

02 
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bsp; 

2.m.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengenda

lian 

penduduk 

dan 

keluarga 

berencana 

1. Tersedianya 

dokumen Grand 

Design 

Pembangunan 

Kependudukan 

(GDPK) yang di-

Perdakan 

2. Median Usia 

Kawin Pertama 

Perempuan 

(MUKP) seluruh 

wanita umur 25-

49 tahun 

3. Angka 

TFR (Angka Kelahiran 

Total) 

  1,93   Ada 2023-

03-24 

11:11:

55 
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Kelahiran Remaja 

umur 15-19 tahun 

(Age Specific 

Fertility 

Rate/ASFR 15-19) 

4. Persentase 

masyarakat yang 

terpapar isi pesan 

Program KKBPK 

(advokasi dan 

KIE) 

5. Jumlah 

stakeholders/pema

ngku kepentingan 

dan mitra kerja 

(termasuk 

organisasi 

kemasyarakatan) 

yang berperan 

serta aktif dalam 

pengelolaan 

program KKBPK 

 

&nbsp; 
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2.m.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengenda

lian 

penduduk 

dan 

keluarga 

berencana 

1. Persentase 

Fasilitasi 

Kesehatan 

(Faskes) yang siap 

melayani KB 

MKJP 

2. Persentase 

Peserta KB Aktif 

(PA) Metode 

Kontrasepsi 

Jangka Panjang 

(MKJP) 

3. Pemerintah 

Daerah kab/kota 

yang memiliki 

Kelompok Kerja 

KKBPK yang 

efektif 

4. Persentase 

pelayanan KB 

Pasca Persalinan 

&nbsp; 

Persentase pemakaian 

kontrasepsi Modern 

(Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

Jumlah peserta 

KB Aktif Modern 

= 152700. Jumlas 

Pasangan Usia 

Subur = 212155 

71,97

568 

  Ada 2023-

03-24 

11:12:

57 

      

 2.m.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Pengenda

lian 

penduduk 

dan 

keluarga 

berencana 

1. Persentase 

kesertaan KB di 

Kabupaten dan 

Kota dengan 

kesertaan rendah 

2. Persentase 

kesertaan KB 

keluarga Penerima 

Bantuan Iuran 

(PBI) 

Persentase kebutuhan 

ber-KB yang tidak 

terpenuhi (unmet need) 

Jumlah PUS yang 

ingin ber-KB 

tetapi tidak 

terlayani = 

18074. Jumlas 

Pasangan Usia 

Subur = 212155 

8,519

243 

  Ada 2023-

03-24 

11:13:

49 
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2.n.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perhubun

gan 

1. Persentase 

tersedianya 

fasilitas 

penyelenggaraan 

terminal 

penumpang 

angkutan jalan 

Tipe C 

2. Terlaksananya 

pelayanan uji 

berkala 

3. Penetapan 

tariffangkutan 

orang antar kota 

dalam kabupaten, 

serta angkutan 

perkotaan dan 

pedesaan kelas 

ekonomi 

4. Persentase 

pelaksanaan 

manajemen dan 

rekayasa lalu 

lintas untuk 

jaringan jalan 

Kabupaten atau 

Kota 

 

&nbsp; 

Rasio konektivitas 

kabupaten/kota 

  68,92   Ada 2023-

03-24 

11:15:

04 
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2.n.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perhubun

gan 

1. Persentase 

tersedianya 

fasilitas 

penyelenggaraan 

terminal 

penumpang 

angkutan jalan 

Tipe C 

2. Terlaksananya 

pelayanan uji 

berkala 

3. Penetapan 

tariffangkutan 

orang antar kota 

dalam kabupaten, 

serta angkutan 

perkotaan dan 

pedesaan kelas 

ekonomi 

4. Persentase 

pelaksanaan 

manajemen dan 

rekayasa lalu 

lintas untuk 

jaringan jalan 

Kabupaten atau 

Kota 

 

&nbsp; 

Kinerja lalu lintas 

kabupaten/kota 

  0,44   Ada 2023-

03-24 

11:16:

00 
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2.o.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunik

asi dan 

Informati

ka 

1. Persentase 

perangkat daerah 

yang terkoneksi di 

Jaringan Intra 

Pemerintah atau 

menggunakan 

akses internet 

yang diamankan 

yang disediakan 

oleh Dinas 

Kominfo2. 

Persentase 

perangkat daerah 

yang 

menggunakan 

akses internet 

yang berkualitas 

yang disediakan 

Dinas Kominfo3. 

Tersedianya 

sistem elektronik 

komunikasi intra 

pemerintah yang 

disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis 

suara, video, teks, 

data dan sinyal 

lainnya) dengan 

memanfaatkan 

jaringan intra 

pemerintah&nbsp; 

Persentase Perangkat 

Daerah (PD) yang 

terhubung dengan akses 

internet yang disediakan 

oleh Dinas 

Kominfo&nbsp;&nbsp;

&nbsp; 

Jumlah PD yang 

terhubung dengan 

akses internet 

yang disediakan 

oleh Dinas 

Kominfo = 42. 

Jumlah PD = 42 

100   Ada 2023-

03-24 

11:18:

46 
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2.o.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunik

asi dan 

Informati

ka 

1. Persentase 

kegiatan (event), 

perangkat daerah 

dan pelayanan 

publik pada 

Pemerintah 

Daerah yang 

dimanfaatkan 

secara daring 

dengan 

memanfaatkan 

domain dan sub 

domain Instansi 

Penyelenggara 

Negara sesuai 

dengan PM 

Kominfo 

No.5/2015 

2. Persentase 

perangkat daerah 

yang memiliki 

portal dan situs 

web yang sesuai 

standar 

3. Persentase 

perangkat daerah 

yang 

mengimplementas

ikan layanan 

aplikasi umum 

dan aplikasi 

khusus yang 

Persentase Layanan 

Publik yang 

diselenggarakan secara 

online dan 

terintegrasi&nbsp;&nbs

p; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah Layanan 

Publik yang 

diselenggarakan 

secara online dan 

terintegrasi. 

Jumlah Layanan 

Publik 

0   Tidak 

Ada 
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ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan 

perundang-

undangan 

4. Persentase 

layanan SPBE 

(layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) 

yang tercantum 

dalam dokumen 

proses bisnis yang 

telah 

diimplementasika

n secara elektronik 

5. Persentase 

layanan SPBE 

(layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) 

yang 

memanfaatkan 

sertifikat 

elektronik 

6. Persentase 

sistem elektronik 

yang terdaftar 

sesuai ketentuan 

peraturan 

perundang-
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undangan 

7. Persentase 

layanan publik 

dan layanan 

administrasi yang 

terintegrasi 

dengan sistem 

penghubung 

layanan 

pemerintah 

8. Persentase 

perangkat daerah 

yang 

menggunakan 

layanan pusat data 

pemerintah 

9. Persentase 

perangkat daerah 

yang menyimpan 

data di pusat data 

pemerintah 

10. Persentase 

perangkat daerah 

yang 

memperbaharui 

datanya sesuai 

siklus jenis data 

(sesuai renstra 

kominfo) 

11. Persentase 

data yang dapat 

berbagi pakai 
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12. Persentase 

perangkat daerah 

yang 

mengimplementas

i inovasi yang 

mendukung smart 

city 

13. Persentase 

ASN pengelola 

TIK yang 

tersertifikasi 

kompetensi di 

bawah 

pengelolaan Dinas 

Kominfo 

14. Tersedianya 

peraturan daerah 

atau peraturan 

kepala daerah 

terkait 

implementasi e-

government 

 

&nbsp; 
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2.o.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Komunik

asi dan 

Informati

ka 

  Persentase masyarakat 

yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah 

kabupaten/kota 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah 

masyarakat yang 

menjadi sasaran 

penyebaran 

informasi publik, 

mengetahui 

kebijakan dan 

program prioritas 

pemerintah dan 

pemerintah 

daerah 

kabupaten/kota = 

1014288. Jumlah 

penduduk = 

1224357 

82,84

25 

  Ada 2023-

03-24 

11:19:

39 

      

 2.p.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha 

kecil dan 

menenga

h 

1. Persentase 

fasilitasi 

penerbitan ijin 

usaha simpan 

pinjam yang 

diterbitkan untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

2. Persentase 

fasilitasi 

penerbitan izin 

pembukaan kantor 

cabang, cabang 

pembantudan 

Meningkatnya Koperasi 

yangberkualitas 

 

&nbsp; 

Jumlah koperasi 

yang meningkat 

kualitasnya 

berdasarkan 

RAT, volume 

usaha dan asset = 

198. Jumlah 

seluruh koperasi 

aktif = 1337 

14,80

927 

  Ada 2023-

03-24 

11:34:

10 
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kantor kasusaha 

simpan pinjam 

untuk koperasi 

dengan wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

3. Persentase 

pemeriksaan dan 

pengawasan yang 

dilakukan untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

4. Persentase 

usaha simpan 

pinjam oleh 

koperasi yang 

dinilai 

kesehatannyauntu

k koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

5. Persentase 

koperasi yang 

mengikuti 

pelatihanuntuk 

koperasi dengan 
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wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

6. Persentase 

jumlah anggota 

operasi yang telah 

mengikuti 

pelatihan 

perkoperasianuntu

k koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

7. Persentase 

koperasi yang 

telah 

menyelenggarakan 

pendidikan dan 

pelatihan 

perkoperasianuntu

k koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

8. Persentase 

koperasi yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 
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pembiayaan 

9. Persentase 

fasilitasi 

penerbitan 

sertifikat Nomor 

Induk Koperasi 

(NIK) untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

10. Persentase 

koperasi yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

pembiayaan untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

11. Persentase 

yang diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

pemasaranuntuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 
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kabupaten/kota 

12. Persentase 

koperasi yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

pendampingan 

kielembagaan dan 

usaha untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

13. Persentase 

koperasi yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

kemitraan untuk 

koperasi dengan 

wilayah 

keanggotaan 

dalam daerah 

kabupaten/kota 

 

&nbsp; 
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2.p.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Koperasi, 

usaha 

kecil dan 

menenga

h 

1. Rasio 

pertumbuhan 

wirausaha baru 

yang berskala 

mikro2. 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diinput ke dalam 

sistem online data 

system (ODS)3. 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

bermitra4. 

Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

standarisasi dan 

sertifikasi produk 

usaha5. Persentase 

jumlah usaha 

mikro yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

pemasaran6. Rasio 

usaha mikro yang 

diberikan 

dukungan 

fasilitasi 

pelatihan7. 

Meningkatnya Usaha 

Mikro yang menjadi 

wirasausaha&nbsp;&nbs

p; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah usaha 

mikro yang 

menjadi 

wirausaha = 

6229. Jumlah 

usaha mikro 

keseluruhan = 

70772 

8,801

503 

  Ada 2023-

03-24 

11:34:

59 
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Persentase jumlah 

usaha mikro yang 

diberikan 

pendampingan 

melalui lembaga 

pendampingan&n

bsp; 
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2.q Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Penanam

an Modal 

1. PERDA 

mengenai 

pemberian 

fasilitas/intensif 

penanaman modal 

yang menjadi 

kewenangan 

daerah 

kabupaten/kota 

2. Standar 

operasional 

prosedur 

pelaksanaan 

pemberian 

fasilitas insentif 

penanaman modal 

3. Laporan 

evaluasi 

pelaksanaan 

pemberian 

fasilitas/insentif 

penanaman modal 

4. Kegiatan 

seminar bisnis, 

forum, one on one 

meeting 

5. Kegiatan 

pameran 

penanaman modal 

6. Kegiatan 

penerimaan misi 

penanaman modal 

Persentase peningkatan 

investasi di 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

(Jumlah investasi 

tahun n- jumlah 

investasi tahun n-

1) di 

kabupaten/kota = 

89075911068551

. Jumlah investasi 

tahun n-1 di 

kabupaten/kota = 

16533157132091 

538,7

713 

  Ada 2023-

03-24 

11:38:

00 
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7. Konsultasi 

perizinan dan non 

perizinan 

penanaman modal 

8. Penerbitan 

perizinan dan non 

perizinan 

penanaman modal 

9. Laporan 

realisasi 

penanaman modal 

10. Pembinaan 

aparatur 

penanaman modal 

tingkat 

kabupaten/kota 

11. Pembinaan 

penanaman modal 

PMA dan PMDN 

12. Tersedianya 

data dan informasi 

perizinan dan non 

peizinan 

kabupaten/kota 

 

&nbsp; 
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2.r.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemud

aan dan 

Olahraga 

1. Jumlah pemuda 

yang mendapat 

pelatihan 

kewirausahaan 

2. Jumlah pemuda 

yang mendapat 

bantuan 

kewirausahaan 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Tingkat partisipasi 

pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri 

&nbsp; 

Jumlah pemuda 

(16-30 tahun) 

yang 

berwirausaha di 

kab/kota = 6617. 

Jumlah pemuda 

(umur 16-30 

tahun) di 

kabupaten/kota = 

26555 

24,91

809 

  Ada 2023-

03-24 

11:42:

30 

      

 2.r.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemud

aan dan 

Olahraga 

1. Jumlah pemuda 

yang medapat 

pelatihan kader 

pengembangan 

kepemimpinan, 

kepedulian, 

kesukaelawanan 

dan kepeloporan 

pemuda 

2. Jumlah 

pengelola 

organisasi 

kepemudaan yang 

mendapat 

pelatihan 

manajemen 

organisasi 

kepemudaan 

 

&nbsp; 

Tingkat partisipasi 

pemuda dalam 

organisasi kepemudaan 

dan organisasi sosial 

kemasyarakatan 

&nbsp;&nbsp; &nbsp; 

&nbsp; 

Jumlah pemuda 

(16-30 tahun) yg 

menjadi anggota 

aktif pada 

organisasi 

kepemudaan dan 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

di kabupaten/kota 

= 197198. jumlah 

pemuda (umur 

16-30 tahun) di 

kabupaten/kota = 

265550 

74,26

021 

  Ada 2023-

03-24 

11:43:

09 
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&nbsp; 

2.r.3 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kepemud

aan dan 

Olahraga 

1. Jumlah pelatih 

olah raga yang 

memiliki 

kompetensi di 

satuan2 

pendidikan 

2. Jumlah 

penyelenggaraan 

event OR prestasi 

tingkat daerah 

Peningkatan prestasi 

olahraga&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

  4   Ada 2023-

03-24 

11:43:

31 
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2.s.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 1. Tersedianya 

buku profil 

daerah2. Jumlah 

survey statistik 

sektoral yang 

dilakukan3. 

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral 

yang dilakukan4. 

Jumlah survey 

statistik sektoral 

yang mendapat 

rekomendasi dari 

BPS5. Jumlah 

kompilasi stastik 

sektoral yang 

mendapat 

rekomendasi dari 

BPS6. Persentase 

kelengkapan 

metadata kegiatan 

statistik7. 

Persentase 

kelengkapan 

metadata variabel 

dari kegiatan 

statistik 

Persentase Perangkat 

Daerah (PD) yang 

menggunakan data 

statistik dalam 

menyusun perencanaan 

pembangunan 

daerah&nbsp;&nbsp; 

Jumlah PD yang 

menggunakan 

data statistik 

dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

daerah = 8. 

jumlah PD = 42 

19,04

762 

  Ada 2023-

03-24 

11:45:

42 
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2.s.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Statistik 1. Tersedianya 

buku profil daerah 

2. Jumlah survey 

statistik sektoral 

yang dilakukan 

3. Jumlah 

kompilasi statistik 

sektoral yang 

dilakukan 

4. Jumlah survey 

statistik sektoral 

yang mendapat 

rekomendasi dari 

BPS 

5. Jumlah 

kompilasi stastik 

sektoral yang 

mendapat 

rekomendasi dari 

BPS 

6. Persentase 

kelengkapan 

metadata kegiatan 

statistik 

7. Persentase 

kelengkapan 

metadata variabel 

dari kegiatan 

statistik 

Persentase PD yang 

menggunakan data 

statistik dalam 

melakukan evaluasi 

pembangunan 

daerah&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah PD yang 

menggunakan 

data statistik 

dalam melakukan 

evaluasi 

pembangunan 

daerah = 3. 

jumlah PD = 42 

7,142

857 

  Ada 2023-

03-28 

11:49:

23 
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2.t Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Persandia

n 

1. Persentase 

kegiatan strategis 

yang telah 

diamankan 

melalui kegiatan 

pengamanan 

sinyal dibanding 

banyaknya jumah 

kegiatan strategis 

yang harus 

diamankan 

2. Persentase 

system elektronik 

yang 

telahmenerapkan 

prinsip sistem 

manajemen yang 

telah menerapkan 

prinsip2 

manajemen 

keamanan 

informasi (SMKI) 

dan atau aplikasi 

persandian 

dibanding jumlah 

sistem elektronik 

yang ada pada 

pemerintah daerah 

3. Persentase 

sistem 

elektronik/asset 

informasi yang 

Tingkat keamanan 

informasi 

pemerintah&nbsp;&nbs

p; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

Jumlah nilai per 

area keamanan 

informasi = 0. 

Jumlah area 

penilaian = 6 

0   Ada 2023-

03-28 

11:59:

27 
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telah diaudit 

dengan resiko 

kategori rendah 

4. Persentase titik 

yang diamankan 

dibanding dengan 

jumlah seluruh 

titik pada 

pemerintah daerah 

berdasarkan Pola 

Hubungan 

Komunikasi Sandi 

(PHKS) yang 

ditetapkan 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

2.u Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kebudaya

an 

1. Jumlah obyek 

pemajuan 

kebudayaan yang 

dilindungi 

(inventarisasi, 

pengamanan 

pemeliharaan, 

penyelamatan dan 

publikasi) 

2. Jumlah obyek 

pemajuan 

kebudayaan yang 

dikembangkan 

(penyebarluasan, 

Terlestarikannya Cagar 

Budaya 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah cagar 

budaya  yang 

dilestarikan. 

Jumlah cagar 

budaya yang 

terdata 

0   Tidak 

Ada 
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pengkajian, 

penayaan 

keberagaman) 

3. Jumlah obyek 

pemajuan 

kebudayaan yang 

dimanfaatkan 

(membangun 

karakter 

bangsa,meningkat

kan ketahanan 

budaya,mdan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat) 

4. Jumlah SDM, 

lembaga dan 

pranata yang 

dibina 

(peningkatan 

kompetensi, 

standarisasi dan 

sertifikasi, serta 

peningkatan 

kapasitas tata 

kelola) 

5. Register cagar 

budaya 

(pendaftaran, 

pengjasian, 

penetapan, 

pencatatan, 
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pemeringkatan, 

penghapusan) 

6. Perlindungan 

cagar budaya 

kab/kota 

(penyelamatan, 

zonasi, 

pemeliharaan dan 

pemugaran 

7. Layanan 

perijzinan 

membawa cagar 

budaya kab/kota 

ke luar kab/kota 

dengan dukungan 

data 

8. Pengembangan 

cagar budaya 

kab/kota 

(penelitian, 

revitalisasi, 

adaptasi) 

9. Pemanfaatan 

cagar budaya 

kab/kota (dalam 

hal agama, sosial, 

pendidikan, ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

kebudayaan, dan 

pariwisata) 

10. Pengelolaan, 
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pengamanan, 

pengembangan 

dan pemanfaatan 

koleksi museum 

11. Peningkatan 

akses masyarakat 

dalam 

penyelenggaraan 

dan pelaksanaan 

kegiatan 

12. Peningkatan 

akses masyarakat 

dalam pengelolaan 

sarana dan 

prasarana museum 

kabupaten/kota 

13. Pembentukan 

tim pendaftaran 

cagar budaya 

14. Pembentukan 

tim ahli cagar 

budata kab/kota 

15. Fasilitas 

sertifikasi tim ahli 

cagar budya 

16. Pemetaan sdm 

cagar budaya dan 

permuseuman 

17. Peningkatan 

kompetensi sdm 

cagar budaya dan 

pemuseuman 
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kabupaten/kota 

18. Penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

pendaftaran cagar 

budaya dan 

permuseuman 

19. 

Penyelenggaraan 

kegiatan museum 

yang melibatkan 

masyarakat 

2.v.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustak

aan 

1. Rasio 

ketercukupan 

koleksi 

perpustakaan 

dengan 

penduduk2. 

Persentase 

ketermanfaatkan 

perpustakaan oleh 

masyarakat3. 

Rasio 

ketercukupan 

tenaga 

perpustakaan 

dengan 

penduduk4. 

Persentase 

perpustakaan 

sesuai standar 

nasional 

Nilai tingkat kegemaran 

membaca masyarakat 

  64   Ada 2023-

03-24 

11:56:

15 
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perpustakaan5. 

Jumlah 

pemasyarakatange

mar membaca di 

masyarakat&nbsp;

&nbsp; 

2.v.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Perpustak

aan 

1. Jumlah naskah 

kuno yang 

diakuisisi/ dialih 

media 

(digitalisasi)/terda

ftar yang ada di 

wilayahnya 

2. Jumlah naskah 

kuno yang dialih 

aksara dan dialih 

bahasa 

3. Jumlah koleksi 

budaya etnis 

nusantara yang 

tersimpan 

Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat 

  11,32   Ada 2023-

03-24 

11:54:

44 
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dan/atau terdaftar 

yang ada di 

wilayahnya (item) 

 

&nbsp; 

2.w.1 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 1. persentase arsip 

aktif yang telah 

dibuatkan daftar 

arsip 

2. persentase arsip 

in-aktif yang telah 

dibuatkan daftar 

arsip 

3. Persentase arsip 

statis yang telah 

dibuatkan sarana 

bantu temu balik 

4. Persentase 

jumlah arsip yang 

dimasukkan dalam 

SIKN melalui 

JIKN 

 

&nbsp; 

Tingkat ketersediaan 

arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat 

bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban 

nasional) Ps40 dan 59 U 

43/2009) 

 

&nbsp; 

  53,82

25 

  Ada 2023-

03-15 

09:47:

59 

      

 2.w.2 Urusan 

Pemerinta

han Wajib 

Tidak 

Berkaitan 

Pelayanan 

Dasar 

Kearsipan 1. Pemusnahan 

arsip yang sesuai 

NSPK 

2. Perlindungan 

dan penyelamatan 

arsip akibat 

bencana yang 

sesuai NSPK 

Tingkat keberadaan dan 

keutuhan arsip sebagai 

bahan 

pertanggungjawaban 

setiap aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

untuk kepentingan 

negara, pemerintahan, 

  46,22   Ada 2023-

03-15 

10:09:

48 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 218 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

3. Penyelamatan 

arsip perangkat 

daerah kab/kota 

yang digabung 

dan atau 

dibubarkan dan 

pemekaran daerah 

kabupaten/kota 

yang sesuai NSPK 

di kab/kota 

4. Autentifikasi 

arsip statis dan 

arsip hasil alih 

media yang 

dikelola oleh 

lembaga kearsipan 

kab/kota yang 

sesuai NSPK 

5. Pencarian arsip 

statis yang 

pengelolaannya 

menjadi 

kewenangan 

daerah kab/kota 

yang dinyatakan 

hilang dalam 

bentuk daftar 

pencarian arsip 

yang sesuai NSPK 

6. Penerbitan izin 

penggunaan arsip 

yang bersifat 

pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat 
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tertutup yang 

disimpan di 

lembaga kearsipan 

daerah kab/kota 

yang sesuai NSPK 

 

&nbsp; 

3.a Urusan 

Pilihan 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

1. Jumlah rumah 

tangga nelayan 

yang melakukan 

diversifikasi usaha 

(RTP) 

2. Persentase 

Tempat 

Pelelangan Ikan 

yang operasional 

3. Jumlah Izin 

Usaha Perikanan 

(IUP) di bidang 

pembudidayaan 

ikan yang 

usahanya dalam1 

(satu) Daerah 

kabupaten/ kota 

yang diterbitkan 

4. Jumlah 

pembudidaya ikan 

yang memperoleh 

kegiatan 

pemberdayaan 

(pendidikan dan 

Jumlah Total Produksi 

Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) 

kabupaten/kota (sumber 

data: one data 

KKP)&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah Total 

Produksi 

Perikanan 

(Tangkap dan 

Budidaya) 

kabupaten/kota. 

Target Produksi 

Perikanan 

(Tangkap dan 

Budidaya) yang 

ditetapkan 

0   Tidak 

Ada 
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pelatihan/penyulu

han dan 

pendampingan/ 

kemitraan usaha/ 

kemudahan akses 

iptek dan 

informasi/dan 

penguatan 

kelembagaan) 

5. Jumlah benih 

budidaya air tawar 

dan air payau 

yang di produksi 

3.b.1 Urusan 

Pilihan 

Pariwisat

a 

1. Jumlah entitas 

pengelolaan 

destinasi2. Jumlah 

kelengkapan 

infrastruktur 

dasar, fasilitas 

umum, dan 

fasilitas 

pariwisata3. 

Jumlah tanda 

daftar usaha 

pariwisata per sub 

jenis usaha di 

Persentase pertumbuhan 

jumlah wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan&nbsp;&nbs

p; 

(Jumlah 

wisatawan tahun 

n – Jumlah 

wisatawan tahun 

n-1) = 2710719. 

Jumlah 

wisatawan tahun 

n-1 = 3413900 

79,40

241 

  Ada 2023-

03-15 

09:10:

28 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 221 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

kabupaten/kota4. 

Jumlah wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan5. 

Jumlah promosi 

event daerah yang 

terlaksana di 

dalam negeri6. 

Jumlah event luar 

negeri yang diikuti 

kab/kota7. Jumlah 

industri pariwisata 

daerah yang 

berpartisipasi pada 

even promosi 

pariwisata di 

dalam negeri8. 

Persentase tenaga 

kerja di sektor 

parwisata yang 

disertifikasi9. 

Persentase SDM 

peserta 

pembekalan sektor 

kepariwisataan10. 

Jumlah lokasi 

yang memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan 

kemitraan usaha 

masyarakat&nbsp; 
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3.b.2 Urusan 

Pilihan 

Pariwisat

a 

1. Jumlah entitas 

pengelolaan 

destinasi 

2. Jumlah 

kelengkapan 

infrastruktur 

dasar, fasilitas 

umum, dan 

fasilitas pariwisata 

3. Jumlah tanda 

daftar usaha 

pariwisata per sub 

jenis usaha di 

kabupaten/kota 

4. Jumlah 

wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan 

5. Jumlah promosi 

event daerah yang 

terlaksana di 

dalam negeri 

6. Jumlah event 

luar negeri yang 

diikuti kab/kota 

7. Jumlah industri 

pariwisata daerah 

yang 

berpartisipasi pada 

even promosi 

pariwisata di 

dalam negeri 

Persentase peningkatan 

perjalanan wisatawan 

nusantara yang datang 

ke Kabupaten/Kota 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

(Jumlah 

wisatawan tahun 

n – Jumlah 

wisatawan tahun 

n-1) = 2710719. 

Jumlah 

wisatawan tahun 

n-1 = 3413900 

79,40

241 

  Ada 2023-

03-15 

09:23:

06 
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8. Persentase 

tenaga kerja di 

sektor parwisata 

yang disertifikasi 

9. Persentase 

SDM peserta 

pembekalan sektor 

kepariwisataan 

10. Jumlah lokasi 

yang memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan 

kemitraan usaha 

masyarakat 

 

&nbsp; 

3.b.3 Urusan 

Pilihan 

Pariwisat

a 

1. Jumlah entitas 

pengelolaan 

destinasi 

2. Jumlah 

kelengkapan 

infrastruktur 

dasar, fasilitas 

umum, dan 

fasilitas pariwisata 

3. Jumlah tanda 

daftar usaha 

pariwisata per sub 

jenis usaha di 

kabupaten/kota 

4. Jumlah 

Tingkat hunian 

akomodasi 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah kamar 

yang terjual. 

Jumlah kamar 

yang tersedia 

0   Tidak 

Ada 
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wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan 

5. Jumlah promosi 

event daerah yang 

terlaksana di 

dalam negeri 

6. Jumlah event 

luar negeri yang 

diikuti kab/kota 

7. Jumlah industri 

pariwisata daerah 

yang 

berpartisipasi pada 

even promosi 

pariwisata di 

dalam negeri 

8. Persentase 

tenaga kerja di 

sektor parwisata 

yang disertifikasi 

9. Persentase 

SDM peserta 

pembekalan sektor 

kepariwisataan 

10. Jumlah lokasi 

yang memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan 

kemitraan usaha 

masyarakat 
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&nbsp; 

3.b.4 Urusan 

Pilihan 

Pariwisat

a 

1. Jumlah entitas 

pengelolaan 

destinasi2. Jumlah 

kelengkapan 

infrastruktur 

dasar, fasilitas 

umum, dan 

fasilitas 

pariwisata3. 

Jumlah tanda 

daftar usaha 

pariwisata per sub 

jenis usaha di 

kabupaten/kota4. 

Jumlah wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan5. 

Jumlah promosi 

event daerah yang 

terlaksana di 

dalam negeri6. 

Kontribusi sektor 

pariwisata terhadap 

PDRB harga 

berlaku&nbsp; 

Total Nilai 

kontribusi sektor 

pariwisata pada 

PDRB = 

5314566. Total 

PDRB Berlaku = 

65901686 

8,064

386 

  Ada 2023-

03-15 

09:25:

32 
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Jumlah event luar 

negeri yang diikuti 

kab/kota7. Jumlah 

industri pariwisata 

daerah yang 

berpartisipasi pada 

even promosi 

pariwisata di 

dalam negeri8. 

Persentase tenaga 

kerja di sektor 

parwisata yang 

disertifikasi9. 

Persentase SDM 

peserta 

pembekalan sektor 

kepariwisataan10. 

Jumlah lokasi 

yang memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan 

kemitraan usaha 

masyarakat&nbsp; 
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3.b.5 Urusan 

Pilihan 

Pariwisat

a 

1. Jumlah entitas 

pengelolaan 

destinasi 

2. Jumlah 

kelengkapan 

infrastruktur 

dasar, fasilitas 

umum, dan 

fasilitas pariwisata 

3. Jumlah tanda 

daftar usaha 

pariwisata per sub 

jenis usaha di 

kabupaten/kota 

4. Jumlah 

wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan 

5. Jumlah promosi 

event daerah yang 

terlaksana di 

dalam negeri 

6. Jumlah event 

luar negeri yang 

diikuti kab/kota 

7. Jumlah industri 

pariwisata daerah 

yang 

berpartisipasi pada 

even promosi 

pariwisata di 

dalam negeri 

Kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PAD 

Total realiasi 

PAD dari sektor 

pariwisata = 

142391000. Total 

realisasi PAD = 

198145275 

71,86

192 

  Ada 2023-

03-29 

12:33:

39 
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8. Persentase 

tenaga kerja di 

sektor parwisata 

yang disertifikasi 

9. Persentase 

SDM peserta 

pembekalan sektor 

kepariwisataan 

10. Jumlah lokasi 

yang memperoleh 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembinaan 

kemitraan usaha 

masyarakat 

 

&nbsp; 

3.c.1 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 1. Sarana 

pertanian yang 

diberikan 

2. Prasarana 

pertanian yang 

digunakan 

3. Penerbitan izin 

usaha pertanian 

4. Persentase 

prasarana yang 

digunakan 

5. Persentase 

jumlah usulan izin 

usaha pertanian di 

kab/kota 

Produktivitas&nbsp; 

pertanian per hektar per 

tahunProduktivitas&nbs

p; pertanian per tahun 

&nbsp; 

Jumlah produksi 

pertanian pangan 

per hektar per 

tahun. luas panen 

0   Tidak 

Ada 
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n 

 

&nbsp; 

3.c.2 Urusan 

Pilihan 

Pertanian 1. Persentase 

fasilitasi 

penanggulangan 

bencana 

 

&nbsp; 

Persentase Penurunan 

kejadian dan jumlah 

kasus penyakit hewan 

menularPersentase kasus 

zoonosis kab/ kota 

 

&nbsp; 

Jumlah kejadian 

penyakit/kasus 

tahun berjalan (t) 

– jumlah 

kejadian/kasus 

penyakit hewan 

menular tahun 

sebelumnya (t-1). 

Jumlah 

kejadian/kasus 

penyakit hewan 

menular tahun 

sebelumnya (t-1) 

0   Tidak 

Ada 
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3.d Urusan 

Pilihan 

Kehutana

n 

1.    Tersedianya 

dokumen rencana 

pengelolaan 

Tahura 

2.    

Pemberdayaan 

masyarakat di 

daerah penyangga 

3.    Pemulihan 

ekosistem pada 

Tahura 

4.    Menurunnya 

gangguan 

kawasan 

TAHURA 

 

 

    0   Tidak 

Ada 

        

 3.e Urusan 

Pilihan 

Energi 

dan 

Sumber 

Daya 

Mineral 

Penerbitan izin 

pemanfaatan 

langsung panas 

bumi dalam 

daerah kab/kota 

 

&nbsp; 

Persentase perusahaan 

pemanfaatan panas bumi 

yang memiliki ijin di 

kab/kota&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah 

perusahaan 

pemanfaatan 

panas bumi yang 

memiliki ijin. 

Jumlah 

perusahaan 

pemanfaatan 

panas bumi 

0   Tidak 

Ada 

        

 3.f.1 Urusan 

Pilihan 

Perdagan

gan 

1. Persentase 

perizinan yang 

diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan 

untuk izin :a. 

Pusat 

Persentase pelaku usaha 

yang memperoleh izin 

sesuai dengan ketentuan 

(IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan 

IUTM/IUTS/SIUP Toko 

Jumlah pelaku 

usaha yang telah 

memiliki izin 

sesuai ketentuan 

= 69. Jumlah 

pelaku usaha di 

76,66

667 

  Ada 2023-

03-15 

08:54:

11 

OK   2023-

03-20 

11:24:

11 
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perbelanjaanb. 

Toko swalayan2. 

Persentase 

penerbitan TDG3. 

Persentase gudang 

yang tidak 

mempunyai 

TDG4. Persentase 

penerbitan STPW 

yang tepat waktu 

untuk :5. 

Persentase 

pemeriksaan 

fasilitas 

penyimpanan 

bahan berbahaya 

dan pengawasan 

distribusi, 

pengemasan dan 

pelabelan bahan 

berbaya di tingkat 

daerah Kab/Kota6. 

Persentase 

penerbitan SPKA 

yang tepat 

waktu7. 

Persentase 

pengembangan 

dan pengelolaan 

sarana distribusi 

perdagangan di 

wilayah 

Swalayan)&nbsp; wilayah 

Kab/Kota = 90 
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kerjanya8. 

Persentase 

koefisien variasi 

harga antar 

waktu&nbsp; 

3.f.2 Urusan 

Pilihan 

Perdagan

gan 

1. Jumlah pupuk 

dan pestisida yang 

tersalurkan 

 

&nbsp; 

Persentase kinerja 

realisasi pupuk 

&nbsp; 

Realisasi. RDKK 0   Tidak 

Ada 

        

 3.f.3 Urusan 

Pilihan 

Perdagan

gan 

1. Persentase alat-

alat ukur, takar, 

timbang dan 

perlengkapannya 

(UTTP) yang 

ditera/tera ulang 

dalam tahun 

berjalan 

2. Persentase 

kesesuaian BDKT 

yang diawasi 

terhadap 

ketentuan yang 

berlaku 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Persentase alat &ndash; 

alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkap annya 

(UTTP) bertanda tera 

sah yang berlaku 

&nbsp; 

jumlah UTTP 

Bertanda Tera 

Sah yang berlaku 

pada tahun 

berjalan = 7772. 

jumlah potensi 

UTTP yang wajib 

ditera dan tera 

ulang di wilayah 

kabupaten/kota = 

17690 

43,93

443 

  Ada 2023-

03-29 

08:46:

42 
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3.g.1 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

1. Persentase 

jumlah penetapan 

izin usaha 

kawasan industri 

(IUKI) dan izin 

perluasan kawasan 

industri (IPKI) 

yang lokasinya di 

daerah 

kabupaten/kota 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Pertambahan jumlah 

industri kecil dan 

menengah di kab/kota 

&nbsp; 

(Jumlah Industri 

kecil dan 

menengah tahun 

n– Jumlah 

industri kecil dan 

menengah tahun 

n-1). Jumlah 

industri kecil dan 

menengah tahun 

n-1 

0   Tidak 

Ada 

        

 3.g.2 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

1. Persentase 

terselesaikannya 

dokumen RIPIK 

sampai dengan 

ditetapkannya 

menjadi PERDA 

 

&nbsp; 

Persentase pencapaian 

sasaran pembangunan 

industri termasuk 

turunan indikator 

pembangunan industri 

dalam RIPIN yang 

ditetapkan dalam RPIP 

  0   Tidak 

Ada 

        

 3.g.3 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

1. Persentase 

Jumlah izin yang 

diterbitkan usaha 

industri (IUI) kecil 

dan IUI menengah 

yang diterbitkan 

2. Persentase 

jumlah izin 

perluasan industri 

(IPUI) bagi 

Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Usaha 

Industri (IUI) Kecil dan 

Industri Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait 

Jumlah izin yang 

dipantau dan 

dianalisis dalam 

laporan hasil 

pemantauan. 

Jumlah izin yang 

dikeluarkan 

0   Tidak 

Ada 
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industri Kecil dan 

menengah yang 

diterbitkan 

3.g.4 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

  Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Perluasan 

Industri (IPUI) Kecil dan 

Industri Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah izin yang 

dipantau dan 

dianalisis dalam 

laporan hasil 

pemantauan. 

Jumlah izin yang 

dikeluarkan 

0   Tidak 

Ada 

        

 3.g.5 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

  Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

yang lokasinya di 

Daerah 

kabupaten/kota&nbsp;&

nbsp; 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

Jumlah izin yang 

dipantau dan 

dianalisis dalam 

laporan hasil 

pemantauan. 

Jumlah izin yang 

dikeluarkan 

0   Tidak 

Ada 
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3.g.6 Urusan 

Pilihan 

Perindust

rian 

1. Persentase data 

perusahaan 

industri kecil, 

menengah dan 

perusahaan 

kawasan indusri di 

kab/kota yg masuk 

dalam SII Nas 

terhadap total 

populasi 

perusahaan 

industri kecil, 

menengah dan 

perusahaan 

Kawasanindustri 

di kab/kota 

 

&nbsp; 

Tersedianya informasi 

industri secara lengkap 

dan terkini 

 

&nbsp; 

  0   Tidak 

Ada 

        

 3.h Urusan 

Pilihan 

Transmig

rasi 

1.    Jumlah 

kawasan 

transmigrasi yang 

difasilitasi 

penetapannya 

2.    Jumlah satuan 

pemukiman 

transmigrasi yang 

difasilitasi 

pembangunannya 

3.    Jumlah satuan 

pemukiman yang 

dibina 

 

    0   Tidak 

Ada 
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4.a.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Rasio Belanja Pegawai 

di luar guru dan tenaga 

kesehatan&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah belanja 

pegawai diluar 

guru dan tenaga 

kesehatan = 

464177345048. 

Jumlah APBD = 

2721369210057.

9 

17,05

676 

  Ada 2023-

03-27 

09:03:

46 

      

 4.a.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Rasio 

PAD&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah PAD = 

587641750165. 

Jumlah 

Pendapatan pada 

APBD = 

2656535811637.

2 

22,12

06 

  Ada 2023-

03-27 

09:01:

54 

      

 4.a.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Maturitas Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah 

(SPIP)&nbsp;&nbsp; 

  1   Ada 2023-

03-27 

09:05:

55 
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han &nbsp; 

&nbsp; 

4.a.4 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Peningkatan Kapabilitas 

Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah 

(APIP)&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

  1   Ada 2023-

03-27 

09:07:

40 

      

 4.a.5 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Rasio Belanja Urusan 

Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer 

expenditures 

)&nbsp;&nbsp; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah belanja 

urusan 

pemerintahan – 

transfer 

expenditures = 

1638460409761.

1. jumlah belanja 

APBD = 

2721369210057.

9 

60,20

721 

  Ada 2023-

03-27 

09:21:

15 

      

 4.a.6 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Perencan

aan dan 

Keuangan 

  Opini Laporan 

Keuangan&nbsp;&nbsp; 

  1   Ada 2023-

03-27 

09:24:

47 

      

 4.b.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Pengadaa

n 

  Persentase jumlah total 

proyek konstruksi yang 

dibawa ke tahun 

berikutnya.&nbsp; yang 

ditandatangani pada 

kuartal 

pertama&nbsp;&nbsp; 

jumlah kontrak 

infrastruktur 

dengan nilai 

besar yang perlu 

pembangunan 

dalam 3 kuartal 

yang 

0   Ada 2023-

03-27 

09:41:

03 
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&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

ditandatangani 

pada kuartal 

pertama tahun n 

= 0. jumlah 

kontrak 

keseluruhan 

tahun n = 0 

4.b.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Pengadaa

n 

  Persentase jumlah 

pengadaan yang 

dilakukan dengan 

metode kompetitif 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

jumlah 

pengadaan yang 

dilakukan dengan 

metode 

kompetitif = 

3732. Jumlah 

seluruh 

pengadaan = 

5098 

73,20

518 

  Ada 2023-

03-27 

09:42:

08 

      

 4.b.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Pengadaa

n 

  Rasio nilai belanja yang 

dilakukan melalui 

pengadaan 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah nilai 

belanja operasi 

dan modal yang 

melalui 

pengadaan = 

1158766639292. 

total belanja 

operasi dan 

modal = 

1416327121986 

81,81

49 

  Ada 2023-

03-27 

09:43:

00 
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4.b.4 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Pengadaa

n 

  Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri 

Dan Produk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, Dan 

Koperasi Pada 

Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Nilai PBJ 

yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil dan 

Koperasi Tahun 

(n) - Jumlah Nilai 

PBJ yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil dan 

Koperasi Tahun 

(n-1) = 

1583891850446. 

Jumlah Nilai PBJ 

yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil dan 

Koperasi Tahun 

(n-1) = 

674595377727 

234,7

914 

  Ada 2023-

03-27 

09:44:

04 
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4.c.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Kepegaw

aian 

  Rasio Pegawai 

Pendidikan Tinggi dan 

Menegah/Dasar (%) 

(PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan)&nbsp;&nbsp

; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah Pegawai 

menurut 

Pendidikan PT ke 

atas = 804. 

Jumlah seluruh 

pegawai  = 1807 

44,49

364 

  Ada 2023-

03-28 

08:36:

26 

      

 4.c.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Kepegaw

aian 

  Rasio pegawai 

Fungsional (%) (PNS 

tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan) 

&nbsp;&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah pegawai 

PNS fungsional 

(diluar guru dan 

tenaga kesehatan) 

= 277. seluruh 

jumlah pegawai 

pemerintah (PNS 

tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan) = 

1807 

15,32

928 

  Ada 2023-

03-28 

08:37:

32 

      

 4.c.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

han 

Kepegaw

aian 

  Rasio Jabatan 

Fungsional bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS 

tidak termasuk guru dan 

tenaga 

kesehatan)&nbsp;&nbsp

; &nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah pegawai 

Fungsional yang 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi = 

106. seluruh 

jumlah pegawai 

Fungsional (PNS 

tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan) = 277 

38,26

715 

  Ada 2023-

03-28 

08:38:

07 
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2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjan Urusan Pemerintahan 

No. 

IKK 

Kategori 

Urusan 
Urusan 

IKK 

Output 
IKK Outcome Rumus 

PEMDA APIP 
 Capaia

n 

Keterang

an 

File 

Bukti 

Diperbar

ui  

Statu

s 

Keterang

an 

Diperbar

ui 
 4.a.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Rasio Belanja Pegawai 

di luar guru dan tenaga 

kesehatan&nbsp;&nbs

p; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah belanja 

pegawai diluar 

guru dan 

tenaga 

kesehatan = 

464177345048. 

Jumlah APBD 

= 

272136921005

7.9 

17,056

76 

  Ada 2023-03-

27 

09:03:46 

      

 4.a.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Rasio 

PAD&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah PAD = 

587641750165. 

Jumlah 

Pendapatan 

pada APBD = 

265653581163

7.2 

22,120

6 

  Ada 2023-03-

27 

09:01:54 

      

 4.a.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Maturitas Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah 

(SPIP)&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

  1   Ada 2023-03-

27 

09:05:55 
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4.a.4 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Peningkatan 

Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern 

Pemerintah 

(APIP)&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

  1   Ada 2023-03-

27 

09:07:40 

      

 4.a.5 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Rasio Belanja Urusan 

Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer 

expenditures 

)&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah belanja 

urusan 

pemerintahan – 

transfer 

expenditures = 

163846040976

1.1. jumlah 

belanja APBD 

= 

272136921005

7.9 

60,207

21 

  Ada 2023-03-

27 

09:21:15 

      

 4.a.6 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Perencanaa

n dan 

Keuangan 

  Opini Laporan 

Keuangan&nbsp;&nbs

p; 

  1   Ada 2023-03-

27 

09:24:47 

      

 4.b.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Pengadaan   Persentase jumlah 

total proyek konstruksi 

yang dibawa ke tahun 

berikutnya.&nbsp; 

yang ditandatangani 

pada kuartal 

pertama&nbsp;&nbsp; 

&nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

jumlah kontrak 

infrastruktur 

dengan nilai 

besar yang 

perlu 

pembangunan 

dalam 3 kuartal 

yang 

ditandatangani 

pada kuartal 

pertama tahun 

0   Ada 2023-03-

27 

09:41:03 
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n = 0. jumlah 

kontrak 

keseluruhan 

tahun n = 0 

4.b.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Pengadaan   Persentase jumlah 

pengadaan yang 

dilakukan dengan 

metode kompetitif 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

jumlah 

pengadaan 

yang dilakukan 

dengan metode 

kompetitif = 

3732. Jumlah 

seluruh 

pengadaan = 

5098 

73,205

18 

  Ada 2023-03-

27 

09:42:08 

      

 4.b.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Pengadaan   Rasio nilai belanja 

yang dilakukan 

melalui pengadaan 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah nilai 

belanja operasi 

dan modal 

yang melalui 

pengadaan = 

115876663929

2. total belanja 

operasi dan 

modal = 

141632712198

6 

81,814

9 

  Ada 2023-03-

27 

09:43:00 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 245 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

4.b.4 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Pengadaan   Peningkatan 

Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Dan 

Produk Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, Dan 

Koperasi Pada 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Nilai 

PBJ yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil 

dan Koperasi 

Tahun (n) - 

Jumlah Nilai 

PBJ yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil 

dan Koperasi 

Tahun (n-1) = 

158389185044

6. Jumlah Nilai 

PBJ yang 

Menggunakan 

Produk Dlm 

Negeri, Produk 

Usaha Mikro, 

Usaha Kecil 

dan Koperasi 

Tahun (n-1) = 

674595377727 

234,79

14 

  Ada 2023-03-

27 

09:44:04 
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4.c.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kepegawai

an 

  Rasio Pegawai 

Pendidikan Tinggi dan 

Menegah/Dasar (%) 

(PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan)&nbsp;&nb

sp; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah 

Pegawai 

menurut 

Pendidikan PT 

ke atas = 804. 

Jumlah seluruh 

pegawai  = 

1807 

44,493

64 

  Ada 2023-03-

28 

08:36:26 

      

 4.c.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kepegawai

an 

  Rasio pegawai 

Fungsional (%) (PNS 

tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

&nbsp;&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah 

pegawai PNS 

fungsional 

(diluar guru 

dan tenaga 

kesehatan) = 

277. seluruh 

jumlah 

pegawai 

pemerintah 

(PNS tidak 

termasuk guru 

dan tenaga 

kesehatan) = 

1807 

15,329

28 

  Ada 2023-03-

28 

08:37:32 

      

 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 247 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

4.c.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kepegawai

an 

  Rasio Jabatan 

Fungsional 

bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS 

tidak termasuk guru 

dan tenaga 

kesehatan)&nbsp;&nb

sp; &nbsp;&nbsp; 

Jumlah 

pegawai 

Fungsional 

yang memiliki 

sertifikat 

kompetensi = 

106. seluruh 

jumlah 

pegawai 

Fungsional 

(PNS tidak 

termasuk guru 

dan tenaga 

kesehatan) = 

277 

38,267

15 

  Ada 2023-03-

28 

08:38:07 

      

 4.d.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Manajeme

n 

Keuangan 

  Budget execution: 

Deviasi realisasi 

belanja terhadap 

belanja total dalam 

APBD 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Realisasi 

Belanja  = 

272136921005

7.9. Total 

Belanja APBD 

= 

263404584572

7 

3,3151

8 

  Ada 2023-03-

28 

08:50:17 

      

 4.d.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Manajeme

n 

Keuangan 

  Revenue mobilization: 

Deviasi realisasi PAD 

terhadap anggaran 

PAD dalam APBD 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Total PAD 

dalam realisasi 

= 

587641750164.

81. Total PAD 

dalam APBD = 

556364111487 

5,6217

93 

  Ada 2023-03-

28 

08:51:36 
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4.d.3 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Manajeme

n 

Keuangan 

  Manajemen Aset 

&nbsp;&nbsp; &nbsp; 

 

&nbsp; 

  4   Ada 2023-03-

28 

08:53:10 

      

 4.d.4 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Manajeme

n 

Keuangan 

  Rasio anggaran sisa 

terhadap total belanja 

dalam APBD tahun 

sebelumnya 

 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Nilai realisasi 

SiLPA = 

751373840576.

64. total 

belanja 

anggaran tahun 

sebelumnya = 

246498032485

6.1 

30,481

94 

  Ada 2023-03-

28 

08:55:17 

      

 4.e.1 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Transparan

si dan 

Partisipasi 

Publik  

  Informasi tentang 

sumber daya yang 

tersedia untuk 

pelayanan 

(Information on 

resources available to 

frontline service 

delivery units) 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Realisasi 

Belanja  untuk 

unit pelayanan 

dapat diakses 

di website 

Pemda. 

Anggaran 

belanja untuk 

unit pelayanan 

dapat diakses 

di website 

Pemda 

0   Tidak 

Ada 
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4.e.2 Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Transparan

si dan 

Partisipasi 

Publik  

  Akses publik terhadap 

informasi keuangan 

daerah (Public access 

to fiscal 

information)&nbsp;&

nbsp; &nbsp; 

&nbsp; 

 

&nbsp; 

Jumlah 

dokumen yang 

dipublikasikan 

di website 

Pemda. total 

jumlah 

dokumen yang 

telah dirinci 

0   Tidak 

Ada 
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2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah 

Kabupaten Tuban berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan 

berprinsip pada pemerintahan yang baik good governance dan berorientasi 

kepada hasil result oriented government sesuai dengan kewenangannya. Oleh 

karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah 

akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas 

rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang 

ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan 

diandalkan.  

Tahun 2022 merupakan tahun pertama masa jabatan Bupati dan 

Wakil Bupati Tuban Masa Jabatan 2021-2026. Dengan demikian tahun ini 

mulai menggunakan RPJMD baru yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021tentangRencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Tuban Tahun 

2021-2026, sebagaimana juga telah ditetapkan 

dalamPeraturanBupatiTubanNomor16Tahun2022TentangPenetapanIndikato

rKinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021-

2026. 

a. Target kinerjadalamperjanjiankinerja 

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 

untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya 

alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuandan sasaranyangtelah 

ditetapkan dalam rencana strategis. 

Tujuan penyusunanPerjanjian Kinerjaadalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberiamanah 

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2.Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaiantujuandansasaranorganisasidansebagaidasarpemberian 

penghargaan dan sanksi; 

3.Sebagaidasarbagipemberiamanah untukmelakukan monitoring,  evaluasi  

dan  supervisi  atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima 

amanah; 

4.Menciptakan tolok ukur kinerja  sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 
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Penetapankinerjayangingindicapai  PemerintahKabupaten 

Tubantahun 2022ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang 

efektif, akuntabel adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3.1. Penetapan Kinerja  Tahun 2022 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya kualitas Layanan 

infrastruktur 

1. Indek Kualitas Layanan 
Infrastruktur 

76,00 

2 Meningkatnya kualitas lingkungan 

hidup 

2. Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

63,23 

3 Berkurangnya resiko bencana 3. Indeks Resiko Bencana 139 

4 Terwujudnya Utilitas ruang untuk 

kehidupan yang harmonis 

4. Indeks Toleransi / Kerukunan 
Hidup 

89,5 

5 Meningkatnya produktivitas dan 

nilai tambah ekonomi sektor 

pertanian, perikanan, peternakan, 

perkebunan, pariwisata, 

perindustrian, perdagangan 

5. PDRB sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan 

1,25 

6. PDRB Sektor Industri 

Pengolahan 

3,51 

7. PDRB Sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum 

5,92 

6 Meningkatnya Ketahanan dan 

keberdayaan ekonomi masyarakat 

dan daerah berbasis kemitraan 

dunia usaha, koperasi, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 

dan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

8. Tingkat Inflasi Daerah 1-2 

9. Indeks Desa Membangun (IDM) 0,7445 

10. PDRB Per kapita 55.000 

.000 

7 Meningkatnya nilai investasi daerah 11. Persentase peningkatan nilai 

investasi 

3,5 

8 Meningkatnya kualitas pendidikan 

dan minat baca masyarakat 

12. Indeks Pendidikan 0,59 

13. Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

10,1 

9 Meningkatnya derajat kualitas 

kesehatan masyarakat 

14. Indeks Kesehatan 0,80 

10 Terjaminnya ketersediaan pangan 

sebagai kebutuhan dasar 

15. Indeks Ketahanan Pangan 85,5 

11 Meningkatnya Kesetaraan Gender, 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

16. Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) 

66,02 

12 Birokrasi yang bersih dan 

akuntabel 

17. Indeks Kemandirian Fiskal 

Pemerintah Daerah 

0,2349 

18. Indeks Pengelolaan Keuangan 
Daerah (IPKD) 

75 

19. Indeks Kapasitas Fiskal 1,5 

20. Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Daerah 

72,29 

13 Birokrasi yang kapabel 21. Indeks Kearsipan Daerah 77,63 

22. Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Eelektronik (SPBE) 

2,5 

23. Indeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) 

60 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

24. Indeks Inovasi 61 

14 Terwujudnya kualitas Pelayanan 

Publik yang Prima 

25. Indeks Pelayanan Publik 

(Kebijakan pelayanan, 

profesional Aparatur Sipil Negara 

(ASN), Sarana prasarana, Sistem 
Informasi, Konsultasi dan 

pengaduan, inovasi) 

3,7 

 

 

 

NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

1 Program PenunjangUrusanPemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

1,469,228,925,14

0 

 

 
 

PAPBD/DAK/BLUD 

2 Program Pengelolaan Pendidikan 224,469,916,396 

 

 

PAPBD/DAK/BKK 

PROV 

3 Program PengembanganKurikulum 251,978,850 PAPBD 

4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 354,088,500 

 

PAPBD 

5 Program PengendalianPerizinan Pendidikan 22,705,000 

 

PAPBD 

6 Program PemenuhanUpaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

150,760,800,629 

 
 

 

PAPBD/DAK/DBHC

HT 

7 Program PeningkatanKapasitasSumber Daya 

Manusia Kesehatan 

3,134,871,000 

 

 

PAPBD/DAK 

8 Program SediaanFarmasi, Alat Kesehatan Dan 

MakananMinuman 

409,368,082 

 
 

PAPBD/DAK 

9 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

6,997,187,250 

 

 

PAPBD/DAK 

10 Program PengelolaanSumber Daya Air (SDA) 58,329,613,936 

 

 

PAPBD/DAK 

11 Program Pengelolaan Dan 
PengembanganSistemPenyediaan Air Minum 

10,946,376,265 
 

 

 

PAPBD/DAK 

12 Program PengembanganSistem Dan 

PengelolaanPersampahan Regional 

1,905,805,000 

 

 

PAPBD/DAK 

13 Program Pengelolaan Dan PengembanganSistem 

Air Limbah 

7,524,450,400 

 
 

PAPBD/DAK 

14 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

18,743,098,191 

 

 

PAPBD 

15 Program PenataanBangunan Gedung 5,565,687,200 

 

 

PAPBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

16 Program PenataanBangunan Dan 

Lingkungannya 

45,411,659,989 

 
 

PAPBD 

17 Program Penyelenggaraan Jalan 179,520,998,067 PAPBD 

18 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 7,150,000 

 

 

PAPBD 

19 Program PenyelenggaraanPenataan Ruang 1,839,619,500 

 

 

PAPBD 

20 Program Kawasan Permukiman 13,591,452,000 PAPBD 

21 Program Perumahan Dan Kawasan 
PermukimanKumuh 

1,289,313,000 
 

 

PAPBD 

22 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) 

130,137,473,898 

 

 

PAPBD 

23 Program PeningkatanKetenteraman Dan 

KetertibanUmum 

8,844,683,560 

 

 

PAPBD/DBHCHT 

24 Program Pencegahan, Penanggulangan, 
PenyelamatanKebakaran Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

406,218,028 
 

 

 

 

PAPBD 

25 Program PenanggulanganBencana 4,423,190,950 PAPBD 

26 Program PemberdayaanSosial 1,339,579,050 PAPBD 

27 Program RehabilitasiSosial 8,900,941,400 PAPBD 

28 Program Perlindungan Dan JaminanSosial 21,613,870,681 

 
 

PAPBD/DBHCHT 

29 Program PenangananBencana 170,839,250 PAPBD 

30 Program Pengelolaan Taman MakamPahlawan 179,931,475 

 

 

PAPBD 

31 Program Perencanaan Tenaga Kerja 88,200,000 PAPBD 

32 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

3,352,772,000 

 

 

PAPBD 

33 Program Penempatan Tenaga Kerja 2,595,840,000 PAPBD 

34 Program Hubungan Industrial 755,138,000 PAPBD 

35 Program Pengarusutamaan Gender Dan 
Pemberdayaan Perempuan 

243,900,400 
 

 

PAPBD 

36 Program Perlindungan Perempuan 231,083,300 PAPBD 

37 Program PeningkatanKualitasKeluarga 51,491,400 

 

 

PAPBD 

38 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan 

Anak 

228,188,500 

 

 

PAPBD 

39 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 191,689,900 
 

 

PAPBD 

40 Program PerlindunganKhusus Anak 158,887,800 PAPBD 

41 Program PengelolaanSumber Daya Ekonomi 

UntukKedaulatan Dan KemandirianPangan 

6,409,584,600 

 

 

 

PAPBD/DAK 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

42 Program PeningkatanDiversifikasi Dan 

KetahananPangan Masyarakat 

557,461,770 

 
 

PAPBD/DAK 

43 Program PenangananKerawananPangan 94,640,000 

 

PAPBD 

44 Program PengawasanKeamananPangan 168,669,650 

 

PAPBD 

45 Program PengendalianPencemaran 

Dan/AtauKerusakanLingkunganHidup 

3,549,960,450 

 

 

 

PAPBD 

46 Program PengelolaanKeanekaragamanHayati 
(Kehati) 

896,817,750 
 

 

PAPBD 

47 Program PengendalianBahanBerbahaya Dan 

Beracun (B3) Dan LimbahBahanBerbahaya Dan 

Beracun (Limbah B3) 

28,693,100 

 

 

 
 

PAPBD 

48 Program Pembinaan Dan 

PengawasanTerhadapIzinLingkungan Dan 

IzinPerlindungan Dan 

PengelolaanLingkunganHidup (PPLH) 

184,256,500 

 

 

 

 
 

PAPBD 

49 Program PenghargaanLingkunganHidupUntuk 

Masyarakat 

597,051,000 

 

 

PAPBD 

50 Program 

PenangananPengaduanLingkunganHidup 

68,183,500 

 

 

PAPBD 

51 Program PengelolaanPersampahan 9,774,807,571 PAPBD 

52 Program PendaftaranPenduduk 2,466,487,850 PAPBD 

53 Program PencatatanSipil 339,999,900 PAPBD 

54 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

614,919,750 

 
 

PAPBD 

55 Program PengelolaanProfilKependudukan 52,000,000 

 

 

PAPBD 

56 Program PenataanDesa 55,963,500 PAPBD 

57 Program Peningkatan Kerjasama Desa 316,500,000 

 

 

PAPBD 

58 Program AdministrasiPemerintahanDesa 6,123,078,200 
 

 

PAPBD 

59 Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat 

1,613,628,700 

 

 

 

PAPBD 

60 Program PengendalianPenduduk 268,769,000 PAPBD/DAK 

61 Program PembinaanKeluargaBerencana (KB) 6,850,667,501 
 

 

PAPBD/DAK 

62 Program Pemberdayaan Dan 

PeningkatanKeluarga Sejahtera (KS) 

5,629,860,000 

 

 

PAPBD/DAK 

63 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan (LLAJ) 

48,406,401,691 

 

 

PAPBD 

64 Program PengelolaanPelayaran 48,455,000 PAPBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

65 Program Informasi Dan Komunikasi Publik 3,578,887,400 

 
 

PAPBD 

66 Program AplikasiInformatika 5,283,297,379 PAPBD 

67 Program Pengawasan Dan PemeriksaanKoperasi 85,855,000 

 

 

PAPBD 

68 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 45,144,900 

 

 

PAPBD 

69 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 666,752,000 
 

 

PAPBD/DAK 

70 Program Pemberdayaan Dan 

PerlindunganKoperasi 

194,840,000 

 

 

PAPBD 

71 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 

Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 

498,566,300 

 

 
 

PAPBD 

72 Program Pengembangan UMKM 2,132,666,209 PAPBD 

73 Program PengembanganIklimPenanaman Modal 215,732,500 

 

 

PAPBD 

74 Program PromosiPenanaman Modal 377,920,000 PAPBD 

75 Program PelayananPenanaman Modal 285,747,000 

 

 

PAPBD 

76 Program PengendalianPelaksanaanPenanaman 
Modal 

507,725,000 
 

 

PAPBD/DAK 

77 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

192,642,500 

 

 

PAPBD 

78 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

912,274,000 

 
 

PAPBD 

79 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan 

10,091,535,300 

 

 

PAPBD 

80 Program PengembanganKapasitasKepramukaan 1,525,000,000 

 

 

PAPBD 

81 Program PenyelenggaraanStatistikSektoral 740,815,550 

 
 

PAPBD 

82 Program 

PenyelenggaraanPersandianUntukPengamananI

nformasi 

123,673,000 

 

 

 

PAPBD 

83 Program PengembanganKebudayaan 1,080,155,000 

 
 

PAPBD 

84 Program PengembanganKesenianTradisional 150,800,000 

 

 

PAPBD 

85 Program Pembinaan Sejarah 100,000,000 PAPBD 

86 Program Pelestarian Dan 

PengelolaanCagarBudaya 

89,450,000 

 

 

PAPBD 

87 Program PengelolaanPermuseuman 983,450,900 DAK 

88 Program PembinaanPerpustakaan 2,382,325,000 PAPBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

89 Program PengelolaanArsip 612,165,100 PAPBD 

90 Program Perlindungan Dan PenyelamatanArsip 124,639,700 

 
 

PAPBD 

91 Program PengelolaanPerikananTangkap 5,907,431,100 

 

 

PAPBD 

92 Program PengelolaanPerikananBudidaya 2,434,603,700 

 

 

PAPBD/DAK 

93 Program PengawasanSumber Daya Kelautan 
Dan Perikanan 

147,185,000 
 

 

PAPBD 

94 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

1,535,877,800 

 

 

PAPBD 

95 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

1,369,568,050 

 

 

PAPBD 

96 Program PemasaranPariwisata 669,000,000 PAPBD 

97 Program Pengembangan Ekonomi 
KreatifMelaluiPemanfaatan Dan Perlindungan 

Hak KekayaanIntelektual 

100,000,000 
 

 

 

 

PAPBD 

98 Program PengembanganSumber Daya Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif 

1,597,290,250 

 
 

PAPBD 

99 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 

Pertanian 

6,560,388,750 

 

 

PAPBD/DAK/DBHC

HT 

100 Program Penyediaan Dan 

PengembanganPrasaranaPertanian 

25,086,249,694 

 

 

PAPBD/DAK/DBHC

HT 

101 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 

2,011,294,782 
 

 

 

PAPBD 

102 Program Pengendalian Dan 

PenanggulanganBencanaPertanian 

864,651,590 

 

 

PAPBD 

103 Program PenyuluhanPertanian 3,368,949,550 PAPBD/DAK 

104 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 12,505,000 

 

PAPBD 

105 Program Peningkatan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

12,248,733,650 
 

 

PAPBD 

106 Program Stabilisasi Harga 

BarangKebutuhanPokok Dan BarangPenting 

908,589,100 

 

 

 

PAPBD 

107 Program PengembanganEkspor 494,760,500 PAPBD 

108 Program Standardisasi Dan 
PerlindunganKonsumen 

389,505,650 
 

 

PAPBD 

109 Program Penggunaan Dan 

PemasaranProdukDalam Negeri 

406,643,265 

 

 

PAPBD 

110 Program Perencanaan Dan Pembangunan 

Industri 

2,577,972,182 

 

 

PAPBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

111 Program PengendalianIzin Usaha 

IndustriKabupaten/Kota 

11,260,000 

 
 

PAPBD 

112 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional 

38,102,100 

 

 

PAPBD 

113 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 315,200,000 

 

 

PAPBD 

114 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 
Rakyat 

37,828,927,750 
 

 

PAPBD 

115 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1,266,564,553 

 

 

PAPBD 

116 Program DukunganPelaksanaanTugas Dan 

Fungsi DPRD 

41,067,582,300 

 

 

PAPBD 

117 Program Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

3,899,598,030 
 

 

PAPBD 

118 Program Koordinasi Dan 

SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah 

3,202,194,950 

 

 

PAPBD 

119 Program PengelolaanKeuangan Daerah 520,921,918,693 

 
 

PAPBD 

120 Program PengelolaanBarang Milik Daerah 6,069,425,500 

 

 

PAPBD 

121 Program PengelolaanPendapatan Daerah 5,604,186,950 

 

 

PAPBD 

122 Program Kepegawaian Daerah 3,691,151,950 PAPBD 

123 Program PengembanganSumber Daya Manusia 1,100,026,000 
 

 

PAPBD 

124 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2,704,067,800 

 

 

PAPBD 

125 Program PenyelenggaraanPengawasan 917,568,000 

 

 

PAPBD 

126 Program PerumusanKebijakan, Pendampingan 
Dan Asistensi 

2,229,726,328 
 

 

PAPBD 

127 Program PenyelenggaraanPemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 

1,515,184,870 

 

 

PAPBD 

128 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

13,530,891,054 

 
 

PAPBD 

129 Program KoordinasiKetentraman Dan 

KetertibanUmum 

1,040,755,600 

 

 

PAPBD 

130 Program Pembinaan Dan 

PengawasanPemerintahanDesa 

2,336,292,700 

 

 

PAPBD 

131 Program 
PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum 

790,513,606 
 

 

PAPBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
KETERANGAN 

 

132 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan 

Karakter Kebangsaan 

745,027,900 

 
 

PAPBD 

133 Program Peningkatan Peran PartaiPolitik Dan 

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan Etika Serta BudayaPolitik 

1,764,466,700 

 

 

 

 

 

PAPBD 

134 Program Pemberdayaan Dan 
PengawasanOrganisasiKemasyarakatan 

319,999,000 
 

 

 

PAPBD 

135 Program Pembinaan Dan 

PengembanganKetahanan Ekonomi, Sosial, Dan 

Budaya 

8,230,000 

 

 
 

PAPBD 

136 Program PeningkatanKewaspadaan Nasional 

Dan PeningkatanKualitas Dan 

FasilitasiPenangananKonflikSosial 

364,777,250 

 

 

 

 

PAPBD 

  J U M L A H 
3,234,292,739,9

05 
  

 

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 

dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban 

Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022. 

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian 
Kinerja 

 
HasilanalisispencapaianPengukuranKinerjaterhadap14(empat 

belas)Sasaran Strategis yang terdiridari 25 (dua puluh lima) Indikator 

SasaranatauIndikatorKinerja UtamaPemerintahKabupatenTuban, diketahui 

bahwa12indikatorsasaran atau 48 % bermakna Sangat Baik Sekali, 

13indikatorsasaranatau52 %bermaknaBaik.Rata-

ratacapaiankinerjapadaTahun2022sebesar738,91%,mengalami 

kenaikanjikadibandingkanrata-ratacapaiankinerjapadaTahun 

2021sebesar2,23%dan dikategorikan Sangat Baik. Jadi capaian kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 bermakna Sangat Baik dan 

mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 

yaitusebesar 91,1%. 

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tuban Tahun 2022 

merupakan periode pertama RPJMD adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian KinerjaTahun2022 

MI
SI 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGE
T 

TAHUN 
2022 

REALIS
ASI 

TAHUN 
2022 

CAPAI
AN 

KINER
JA (%) 

KATEG
ORI 

CAPAIA
N 

I. MewujudkanTuban yang layak dan 
NyamanTinggalBerbasis Ruang Kewilayahan dan 
Infrastrukturterpadu, berwawasanlingkungan, dan 
selarasaktivitassosialekonomi 

  a IndeksLayak/ NyamanTinggal 
(Liveability) 

74,8 75,77 101,30 Sangat 
Baik 

1 MeningkatnyakualitasLayananinfrastruktur 1 IndekKualitasLayananInfrastruktur 76 78,86 103,76 Sangat 
Baik 

2 Meningkatnyakualitaslingkunganhidup 2 IndeksKualitasLingkunganHidup 
(IKLH) 

63,23 65,53 103,64 Sangat 
Baik 

3 Berkurangnyaresikobencana 3 IndeksResikoBencana 139 140,46 98,96 Baik 

4 TerwujudnyaUtilitasruanguntukkehidupan 
yang harmonis 

4 IndeksToleransi / KerukunanHidup 89,5 89,82 100,36 Sangat 
Baik 

II Meningkatkandayasaing dan daya sanding (sinergi-
kolaboratif) ekonomidaerahsektorpertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, 
perindustrian, perdagangan, berbasispemberdayaan 

dan ekonomikerakyatan 

  b LajuPertumbuhan Ekonomi 4,07 - 
4,31 

8,88 196,56 Sangat 
Baik 

c Tingkat Kemiskinan 15 15,02 99,87 Baik 

d Gini Ratio 0,310 - 
0,347 

0,345 111,29 Sangat 
Baik 

e Indeks Williamson 0,951 - 
0,980 

Belum 
rilis 

0,978 
(tahun 
2021) 

102,84 Sangat 
Baik 

f Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 

4 4,54 86,5 Baik 

5 Meningkatnyaproduktivitas dan 
nilaitambahekonomisektorpertanian, 

5 PDRB sektorpertanian, kehutanan, 
dan perikanan 

1,25 1,89 151,2 Sangat 
Baik 
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MI
SI 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGE
T 

TAHUN 
2022 

REALIS
ASI 

TAHUN 
2022 

CAPAI
AN 

KINER
JA (%) 

KATEG
ORI 

CAPAIA
N 

perikanan, peternakan, perkebunan, 
pariwisata, perindustrian, perdagangan 

6 PDRB Sektor IndustriPengolahan 3,51 17,71 504,56 Sangat 
Baik 

7 PDRB Sektor 
PenyediaanAkomodasi dan 
MakanMinum 

5,92 8,58 144,93 Sangat 
Baik 

6 MeningkatnyaKetahanan dan 
keberdayaanekonomimasyarakat dan 
daerahberbasiskemitraan dunia usaha, 
koperasi, Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM), dan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) 

8 Tingkat Inflasi Daerah 1 - 2 5,76 34,72 Kurang 

9 IndeksDesaMembangun (IDM) 0,7445 0,7701 103,44 Sangat 
Baik 

1
0 

PDRB Per kapita 55.000.
000 

Belum 
rilis 

54.775.3
40 

(tahun 
2021) 

99,59 Baik 

7 Meningkatnyanilaiinvestasidaerah 1
1 

Persentasepeningkatannilaiinvesta
si 

3,5 539 15400,
00 

Sangat 
Baik 

III Meningkatkankeunggulan SDM seutuhnya yang 
terdidik,  terlatih, sehat, berdaya, dan setarasecara 

gender 

  g Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 

69 69,67 100,97 Sangat 
Baik 

h Indeks Pembangunan Gender 
(IPG) 

88,1 Belum 
rilis 

88,06 
(tahun 
2021) 

99,95 Baik 

8 Meningkatnyakualitaspendidikan dan 
minatbacamasyarakat 

1
2 

Indeks Pendidikan 0,59 Belum 
rilis 
0,58 

(tahun 
2021) 

98,31 Baik 

1
3 

Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

10,1 11,32 112,08 Sangat 
Baik 
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MI
SI 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGE
T 

TAHUN 
2022 

REALIS
ASI 

TAHUN 
2022 

CAPAI
AN 

KINER
JA (%) 

KATEG
ORI 

CAPAIA
N 

9 Meningkatnyaderajatkualitaskesehatanma
syarakat 

1
4 

Indeks Kesehatan 0,8 0,8 100 Baik 

1
0 

Terjaminnyaketersediaanpangansebagaik
ebutuhandasar 

1
5 

IndeksKetahananPangan 85,5 83,02 97,10 Baik 

1
1 

Meningkatnyakesetaraan Gender, 
pemberdayaanperempuan dan 
perlindungananak 

1
6 

IndeksPemberdayaan Gender 
(IDG) 

66,02 Belum 
rilis 

63,51 
(tahun 
2021) 

96,20 Baik 

IV Mewujudkanpemerintahan yang berdayaguna dan 
berhasilgunamenciptakanperubahanuntukpemenuhan

kepentinganpublik 

  i Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 61,2 70,42 115,07 Sangat 
Baik 

1
2 

Birokrasi yang bersih dan akuntabel 1
7 

IndeksKemandirianFiskalPemerinta
h Daerah 

0,2349 Belum 
rilis 

0,2195 
(tahun 
2020) 

93,44 Baik 

1
8 

IndeksPengelolaanKeuangan 
Daerah (IPKD) 

75 Belum 
rilis 

67,31 
(Tahun 
2020) 

89,75 Baik 

1
9 

IndeksKapasitasFiskal 1,5 1,354 90,27 Baik 

2
0 

Nilai SistemAkuntabilitas Kinerja 
InstansiPemerintah (SAKIP) 
Daerah 

72,29 71,2 98,49 Baik 

1
3 

Birokrasi yang kapabel 2
1 

IndeksKearsipan Daerah 77,63 82,69 106,52 Sangat 
Baik 
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MI
SI 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGE
T 

TAHUN 
2022 

REALIS
ASI 

TAHUN 
2022 

CAPAI
AN 

KINER
JA (%) 

KATEG
ORI 

CAPAIA
N 

2
2 

IndeksSistemPemerintahanBerbasi
sEelektronik (SPBE) 

2,5 2,32 92,80 Baik 

2
3 

Indeks Profesionalitas Aparatur 
Sipil Negara (ASN) 

60 52,65 87,75 Baik 

2
4 

IndeksInovasi 61 56,1 91,97 Baik 

1
4 

Terwujudnyakualitaspelayananpublik yang 
prima 

2
5 

Indeks Pelayanan Publik 
(Kebijakan pelayanan, profesional 
Aparatur Sipil Negara (ASN), 
Sarana prasarana, Sistem 
Informasi, Konsultasi dan 
pengaduan, inovasi) 

3,7 4,42 119,46 Sangat 
Baik 

Rata-Rata Total 738,91 

 

Sangat 
Baik 

Keterangan : ** angka sangat sementarakarenabeberapacapaiankinerjanilainyamasihbelumrilis 

danmasihmenggunakanangkacapaiantahunsebelumnya 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 263 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta 

simpulanrata-ratasesuaidengan“Metoderata-ratadatakelompok”,Rata-

ratacapaiansasaranstrategis Tahun 2022 yang terdiri dari 14 (empat belas) 

sasaran strategis, 25 (dua puluh lima)indikatoryaitusebesar 738,91 

%ataumasukpadakategoriSangat Baik (Nilai masih bersifat sementara 

karena beberapa nilai tahun 2022 masih belum rilis). 

1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian 

Indek Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Tuban sudah tercapai 

target yang diharapkan yakni sebesar 76% dengan realisasi capaian 

sebesar 78,85% atau nilai capaian kinerja 103,76%, menunjukkan kinerja 

yang dilakukan sudah maksimal.  

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala 

merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai 

seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. 

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan 

informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan 

kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. 

Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur (IKLI), yaitu: Ketersediaan Fisik (availability), Kualitas Fisik 

(quality), Kesesuaian (Appropriateness), Efektifitas Pemanfaatan (Utility), 

Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation), Kontribusi pada Perekonomian. 

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 
Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 

capaianIndeksKualitasLingkunganHidupdiKabupatenTubansudahmemenu

hitargetyangdiharapkan yakni sebesar 63,23 dengan memperoleh realisasi 

capaian sebesar 65,53 atau nilai capaian kinerja 103,64% dengan kategori 

sangat baik,menunjukkan capaian kinerja melebihi targetsebesar2,3. 

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup(IKLH)merupakangambaranatauindikasiawaldarisuatukondisilingku

nganpadalingkupdanperiodetertentu.IKLHmencerminkankemampuanmenj

agakualitaslingkunganhidupuntukmeningkatkandayadukunglingkungan,k

etahananair dan kesehatan masyarakat. Analisis utama pembangun dari 

besarnya indeks iniyangakanditangani,yaituair,udaradantutupanhutan. 

UpayaPemerintahKabupaten Tuban dalam melakukan 

pengendalian pencemaran air dan udara,peningkatan nilai indeks kualitas 

air dan indeks kualitas udara, serta 

peningkatanjumlahtutupanlahan/hutan(ITL)mendorongadanyapeningkata
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nkualitaslingkungan hidup di Kabupaten Tuban. Selain itu adanya 

peningkatan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan terhadap aktivitas perusahaanyang berpotensi penghasil polusi 

udara, serta meningkatnya ketaatan perusahaanyang berpotensi 

penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi. 

PemerintahKabupatenTubanjugamenggalakankegiatanGowessebagaibagia

ndaripenguranganpenggunaankendaraan bermotordalamaktivitassehari-

hari. 

3. Indeks Resiko Bencana 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 

capaianIndeksResiko 

BencanadiKabupatenTubansudahmemenuhitargetyangdiharapkan yakni 

sebesar 139 dengan memperoleh realisasi capaian sebesar 140,46 atau 

nilai capaian kinerja 101,05% dengan kategori sangat baik,menunjukkan 

capaian kinerja melebihi targetsebesar1,46.  

Nilai Indeks Resiko Bencana dijadikan sebagai indikator kinerja 

utama oleh beberapa pemerinah daerah, yang mana berimplikasi pada 

indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sehingga 

perlu disinergikan dengan pogram dan kegiatan di daerah.Dari IKD, maka 

setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah 

dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk 

menurunkan risiko. 

Semakin tinggi ancaman bahaya maka semakin tinggi resiko yang 

akan diterima, demikian pula semakin tinggi kerentanan masyarakat 

maka semakin tinggi pula resiko yang akan ditanggung, sebaliknya 

semakin tinggi kapasitas masyarakat maka semakin rendah resiko yang 

akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk menyusun 

kebijakan lebih lanjut, terutama dalam rangka mengambil tindakan untuk 

mengurangi resiko bencana yang lebih besar maka diperlukan pemetaan 

kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. 

4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian 

Indek Toleransi/ Kerukunan Hidup di Kabupaten Tuban sudah tercapai 

target yangdiharapkan yakni sebesar 89,5% dengan realisasi capaian 

sebesar 89,82% atau nilaicapaiankinerja100,36%. Pelaksanaan penelitian 

Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban pada tahun 

2022 berbeda dengan pelaksanaan penelitian Indeks Toleransi pada tahun 
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sebelumnya (2020) yang hanya menghitung Toleransi Agama. Pada tahun 

2022 ini, penilaian Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten 

Tuban memperhatikan 4 indikator toleransi yaitu Toleransi Sosial, 

Toleransi Politik, Toleransi Budaya/Etnis, dan Toleransi Agama. Masing-

masing nilai indeks toleransi tersebut adalah Toleransi Sosial sebesar 

85,83%; Toleransi Politik sebesar 83,34%; Toleransi Budaya/Etnis sebesar 

90,52%; serta Toleransi Agama sebesar 91,90%. Keempat nilai indeks 

toleransi tersebut termasuk kedalam kategori “Toleransi Sangat Tinggi”. 

 

5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

Perhitungan untuk Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 

mencapai 1,89%, dengan target tahun 2022 sebesar 1,25% sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 151,20%. 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban mulai membaik tahun 

2021 setelah tahun sebelumnya (2020) terkontraksi sebesar -1,39%. Hal 

ini dikarenakan dampak adanya pandemic Covid-19. Lapangan usaha 

pertanian, kehutanan 

danperikananmendominasiperekonomiandiKabupatenTuban.Halinidikare

nakanmayoritas penduduk di Kabupaten Tuban bekerja pada lapangan 

usaha pertanian,kehutanandanperikanan. 

6. PDRB Sektor Industri Pengolahan 

Perhitungan untuk Pertumbuhan PDRB sektor pengolahan di 

Kabupaten Tuban pada tahun 2022 yaitu sebesar 17,71%, dengan target 

sebesar 3,51% sehingga capaian kinerjanya sebesar 504,56%. 

Salah 

satufaktoryangmempengaruhipertumbuhanPDRBsektorindustripengolaha

ndiKabupaten Tuban adalah struktur ekonomi Kabupaten Tuban pada 

kurun waktu 5(lima) tahun terakhir masih di dominasi oleh lapangan 

usaha industri pengolahan(adanya industri Semen Indonesia), hal ini 

dikarenakan Tuban yang dua pertiga dariluas wilayahnya merupakan 

pegunungan dan perbukitan kapur sangatmendukung 

kegiatanindustri.CapainPDRB sektorindustri pengolahan dari 

Tahun2021mulai mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020. 

Perekonomian perlahan mulai bangkit Kembali setelah terpuruk akibat 

terjadinya pandemiCOVID-19. 

7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 
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Perhitungan untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 

yaitu sebesar 8,58%, dengan target tahun 2022 sebesar 5,92% sehingga 

capaian kinerjanya sebesar 144,93%. 

Faktor yang mempengaruhi penyediaan makan dan minum adalah 

sektor pariwisata, semakin ramai dan banyak pariwisata makan akan 

semakin tinggi pula tingkat penyediaan makan dan minumnya. 

8. Tingkat Inflasi Daerah 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian 

Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban sudah tercapai dari target 

yangdiharapkan yakni sebesar 1-2 dengan realisasi capaian sebesar 5,76 

atau nilaicapaiankinerja34,72% dengan predikat kurang. 

Semakin tingginya inflasi menunjukkansemakin banyaknya 

permintaan akan barang dan jasa, banyaknya uang yang beredar, adanya 

kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang dalam negeri, 

terhambatnya produksi dan distribusi barang dan jasa serta adanya 

kenaikan tarif dasar listrik dan BBM. Pada tahun 2022 kecenderungan 

ekonomi global sedang tidak baik, hal tersebut menyebabkan inflasi 

tingkat Nasional, Provinsi/Jawa Timur, dan Kabupaten cenderung tinggi. 

9. Indeks Desa Membangun (IDM) 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian 

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban sudah tercapai target 

yangdiharapkan yakni sebesar 0,7445 dengan realisasi capaian sebesar 

0,7701 atau nilaicapaiankinerja103,44%. 

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian 

Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan 

Dana Desa serta Pendamping Desa. 

10. PDRB Per kapita 

 Target PDRB Per Kapita Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

55.000.000,- dengan realisasi  capaian sebesar Rp. 54.775.340,- atau 

sebesar 99,59% (masih menggunakan nilai capaian tahun 2021 karena 

untuk nilai capaian tahun 2022 belum keluar (belum rilis).  

Salah Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk secara 

makro di suatudaerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, 

yang merupakan hasil bagiantara nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh kegiatan ekonomi dengan 

jumlahpenduduk.Olehkarenaitu,besarkecilnyajumlahpendudukakanmemp
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engaruhinilaiPDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per 

kapita sangat tergantungpada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor 

produksi yang terdapat di 

daerahtersebut.PDRBperkapitaatasdasarhargaberlakumenunjukkannilaiP

DRBper kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2021 PDRB 

perKapita KabupatenTuban kembali mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini 

salahsatunyadipengaruhiinflasi,meskipunhasilnyabelummaksimalkarenab

elummemenuhitargetyangditetapkan. 

11. Persentase peningkatan nilai investasi 

Capaian indikator Persentase peningkatan nilai investasi di 

Kabupaten Tuban pada tahun 2022 adalah sebesar 539%, dengan target 

tahun 2022 sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan iklim investasi di tuban 

berarti sangat kondusif. Keberhasilan dalam peningkatan nilai investasi di 

Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh adanya peningkatan daya saing 

investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tuban, salah satunya melalui Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait kebijakan, pelayanan, pembinaan 

dan perlindungan kepada investor sehingga menjamin kenyamanan bagi 

investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Tuban. 

Sangat tingginya capain indikator tersebut juga dipengaruhi oleh 

terlalu rendahnya penetapan target pada RPJMD. Pemasangan target yang 

kecil tersebut dikarenakan adanya efek pandemi covid-19, 

sehinggapenetapan target awal lebih berhati-hati, karena bencana tidak 

bisa ditebak kapan berakhirnya. 

12. Indeks Pendidikan 

Perhitungan untuk Indeks Pendidikan di Kabupaten Tuban pada 

Tahun 2022 masih belum rilis. Sehingga masih menggunakan nilai Tahun 

2021 yaitu sebesar 0,58%, dengan target tahun 2022 sebesar 0,59%. 

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang 

menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain dua faktor lainnya 

yaitu indeks kesehatan dan pengeluaran. Tinggi rendahnya IPM suatu 

daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya 

maka akan semaikin tinggi pula indeks IPM. Dimensi pengetahuan pada 

IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) 

penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 
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25 tahun ke atas. Kedua indikator ini konsisten terus meningkat dari 

tahun ke tahun, meskipun kenaikan yang dicapai relatif kecil. 

13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 

capaianIndeksPembangunan Literasi 

MasyarakatdiKabupatenTubansudahmemenuhitargetyangdiharapkan 

yakni sebesar 10,1 dengan memperoleh realisasi capaian sebesar 

11,32atau nilai capaian kinerja 112,07% dengan kategori sangat 

baik,menunjukkan capaian kinerja melebihi target. Pengukuran indeks 

pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Tuban merupakan upaya 

untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan baik dari aspek 

sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka 

yang ada di Kabupaten Tuban. Tingkat literasi dan kegemaran membaca 

masyarakat mempengaruhi kemampuan dalam mengelola kehidupan 

sehari-hari, yang bisa berdampak pada kesejahteraan, karena adanya 

korelasi antara pendidikan, literasi dan tingkat kemiskinan.  

14. Indeks Kesehatan 

 Perhitungan untuk Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban 

pada tahun 2022 mencapai 0,8 dengan target tahun 2022 sebesar 0,8, 

sehingga capaian kinerja pasa tahun 2022 adalah sebesar 100%. 

Indeks Kesehatan adalah besarnya (persen) pencapaian kondisi 

kesehatan dengan kondisi yang ideal diharapkan dicapai oleh masyarakat 

Indonesia. Idealnya 100%. 

Formulasi Indeks Kesehatan =
          

        –       
 

e0 atau Life Expectancy = AHH (Angka Harapan Hidup Saat Lahir), 

didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan 

suatu masyrakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei 

kependudukan. Adapun nilai E0min = 20 dan E0maks = 85. Nilai 

minimum dan maksimum ini menggunakan standar internasional (UNDP) 

dan BPS, Dimana 20 tahun adalah justifikasi bahwa usia awal manusia 

saat ada dan saat ini tidak ada yg punya usia harapan hidup kurang dari 

20 tahun. Sedangkan maks usia 85 tahun adalah target realistis negara2 

di dunia 30 tahun mendatang.  

Capaian target Indek Kesehatan tahun 2022 adalah 0,8 realisasi 

0,8 capaian 100%. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan dalam 

meningkatkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2022 yang 
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dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Fasilitas 

Kesehatan lainnya, Tokoh masyarakat, kader dan Pemerintah daerah 

Kabupaten Tuban secara kolaboratif dan terintegrasi. 

15. Indeks Ketahanan Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 

adalah sebesar 83,02 dengan target tahun 2022 sebesar 85,5% dengan 

persentase capaian sebesar 97,10%. 

Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, 

keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.Dimensi 

keterjangkauan/akses pangan diwakili aspek keterjangkauan fisik, 

ekonomi, dan sosial. Sementara untuk dimensi pemanfaatan pangan 

diwakili oleh dua aspek, yaitu aspek kecukupan asupan serta aspek 

kualitas air. Aspek kecukupan pangan dilihat dari tiga indikator yaitu 

kecukupan persediaan pangan, tidak kekurangan pangandan ketakutan 

kekurangan pangan. Aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial 

diperoleh dari tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di 

kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian 

serta indikator harga pembelian tidak tinggi. Aspek kecukupan asupan 

dideteksi dari indikator tidak ada balita yang kurang gizi atau berat badan 

yang rendah serta indikator tidak adanya balita yang meninggal karena 

sakit. Aspekkualitas air diwakili oleh indikatorsumber air minumutama 

dan indikatorsumber air untukmemasak. Semakinbaikkualitas air yang 

dimanfaatkanrumahtanggaakanmenghindarkananggotarumahtanggameng

alamikesehatan yang buruk.  

16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

PerhitunganuntukIndeksPemberdayaan Gender di 

KabupatenTuban pada tahun 2022 masihbelumrilis. 

Sehinggamasihmenggunakannilaitahun 2021 yaitusebesar 63,51% dengan 

target tahun 2022 sebesar 66,02%. 

IndeksPemberdayaanGender(IDG)merupakanindikatorkompositunt

ukmelihatperanaktifperempuandalamkehidupanekonomidanpolitik. IDG 

difokuskan pada partisipasiuntukmengukurketimpangan gender 

padabidang-bidangkuncidalampartisipasiekonomi danpolitik. 

MasihbelumoptimalnyacapaianIndeksPemberdayaanGender(IDG)m

enunjukkanbelummaksimalnyaperanaktifperempuan, sehingga pada 

urusanpemberdayaanperempuanmasihmemerlukanberbagaiupayadaninov

asiyangsifatnyatidaksektoralnamunmutlakdilakukandengankolaborasilint
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assektor yangsinergis, mengingatisukesetaraanperempuan yang 

bersifatmenyeluruh dan adapadatiapsektorpembangunan. 

17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 

PerhitunganuntukIndeksKemandirianFiskalPemerintah Daerah di 

KabupatenTuban pada tahun 2022 masihbelumrilis. 

Sehinggamasihmenggunakannilaitahun 2020 yaitusebesar 0,2195% 

dengan target tahun 2022 sebesar 0,2349%. 

18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2022 

masih belum rilis nilainya sehingga masih menggunakan nilai terakhir 

yaitu 67,31 (nilai tahun 2020), dengan target tahun 2022 sebesar 75, 

sehingga rata-rata capaiannya adalah sebesar 89,75% termasuk dlam 

kategori capaian Baik. 

19. Indeks Kapasitas Fiskal 

Indeks Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 

adalah sebesar 1,354% dengan target tahun 2022 sebesar 1,5%, capaian 

kinerja sebesar 90,27% dengan kategori Baik. 

Kapasitas Fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan 

masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan Angaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, 

dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang 

penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk 

membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan 

dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. 

Faktor yang paling mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) 

bagi provinsi adalah PAD dan DBH sedangkan bagi kabupaten/kota 

adalah PAD, DAU, dan DBH. Pada umumnya daerah yang memiliki 

proporsi PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi memiliki Indeks KFD yang 

tinggi pula, sedangkan daerah dengan Indeks KFD rendah pada umumnya 

memiliki PAD yang rendah. 

20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Daerah untuk tahun 2022 adalah sebesar 71,2 (BB), dengan target kinerja 

72,29 (BB) atau sebesar 98,49% termasuk dalam kategori Baik. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk 

mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui 

pertanggungjawaban kinerja yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 271 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja instansi pemerintah. 

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sesuai dengan PermenPan-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  terbagi dalam 4 aspek 

penilaian, yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja 

(bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal (bobot 25%). 

21. Indeks Kearsipan Daerah 

Dari Tabel diatas data dilihat bahwa pada tahun 2022 

capaianIndeksKearsipan 

DaerahdiKabupatenTubansudahmemenuhitargetyangdiharapkan yakni 

sebesar 77,63 dengan memperoleh realisasi capaian sebesar 82,69 atau 

nilai capaian kinerja 106,52% dengan kategori sangat baik,menunjukkan 

capaian kinerja melebihi targetsebesar 5,06. 

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. 

Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang 

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas 

penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. 

Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang 

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan 

arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. 

22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Perhitungan untuk IndeksSistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 masih belum 

rilis. Sehingga masih menggunakan nilai tahun 2021 yaitu sebesar 2,35% 

dengan target tahun 2022 sebesar 2,5%. 

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan 

pemerintahan yangtransparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang 

semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten 

Tuban pada tahun 2022 mencapai 52,65, dengan target sebesar 60, 

sehingga capaian kinerja sebesar 87,75% termasuk dalam kategori Baik. 

  Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan 

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN 

yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi 

dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria pengukuran 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi Dimensi 

Kualifikasi (tingkat pendidikan), Dimensi Kompetensi (Diklat 

Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, Seminar/Workshop 

/Magang/Kursus/Sejenisnya), Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin. 

24. Indeks Inovasi 

Indeks Inovasi di Kabupaten Tuban pada tahun 2022 adalah 

sebesar 56,1 dengan target tahun 2022 sebesar 61, persentase capaian 

kinerja adalah sebesar 91,97% termasuk dalam kategori Baik. 

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing 

daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada 

dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi 

birokrasi. 

25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur 

Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan 

pengaduan, inovasi) 

Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional 

Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, 

Konsultasi dan pengaduan, inovasi) di Kabupaten Tuban pada tahun 

adalah sebesar 4,42 dengan target tahun 2022 sebesar 3,7, persentase 

capaian kinerja adalah sebesar 119,46% termasuk dalam kategori Sangat 

Baik. Aktivitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu 

dan kelancaran kegiatan dalam bermasyarakat. Pelayanan yang diberikan 

tidak sekedar memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, tetapi 

juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Menerima 

pelayanan yang memuaskan dari aparatur pemerintah merupakan hak 

yang dimiliki setiap masyarakat. Dengan pelayanan yang baik diharapkan 

masyarakat akan berpartisipasi aktif mendukung tugas-tugas aparatur 
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pemerintah, sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban 

sebagai warga negara.  

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 

dan beberapatahunterakhir 

CapaiankinerjaTahun2022dibandingkandenganbeberapatahunterakhi

rdapatdilihatpadatabeldibawah: 
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Tabel 2.3.3. Tabel Capaian Kinerja tahun 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir 

No Nama Tujuan/Sasaran Indikator 
Realisasi Keterangan 

 
2019 2020 2021 2022 

  
1 Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman 

Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan 
Infrastruktur terpadu, berwawasan 
lingkungan, dan selaras aktivitas sosial 
ekonomi 

Indeks Layak/ Nyaman 
Tinggal (Liveability) 

  74,14 74,73 75,77   

 

1.1 Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur Indek Kualitas Layanan 
Infrastruktur 

- - - 77,86 Merupakan 
indikator baru 

 

1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

67,54 68,76 68,31 65,53    

1.3 Berkurangnya resiko bencana Indeks Resiko Bencana 175,2 162,69 150,74 140,46    

1.4 Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan 
yang harmonis 

Indeks Toleransi / 
Kerukunan Hidup 

84,2 88,00 88,8 89,82    

2 Meningkatkan daya saing dan daya sanding 
(sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor 
pertanian, perikanan, peternakan, 
perkebunan, pariwisata, perindustrian, 
perdagangan, berbasis pemberdayaan dan 
ekonomi kerakyatan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,14 -5,58 3 8,88    

Tingkat Kemiskinan 14,58 15,91 16,31 15,02    

Gini Ratio 0,332 0,337 0,345 0,345    

Indeks Williamson 0,921 0,968 0,978 Belum rilis 
0,978 (tahun 

2021) 

   

  
  

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

2,76 4,81 4,68 4,54    

2.1 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah 
ekonomi sektor pertanian, perikanan, 
peternakan, perkebunan, pariwisata, 
perindustrian, perdagangan 

PDRB sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan 

1,29 -1,39 1,37 1,89    

PDRB Sektor Industri 
Pengolahan 

7,16 -11,44 2,97 17,71    

PDRB Sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan 
Minum 

8,71 -9,34 2,43 8,58    
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2.2 Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan 
ekonomi masyarakat dan daerah berbasis 
kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tingkat Inflasi Daerah 1,83 1,93 1,64 5,76    

Indeks Desa Membangun 
(IDM) 

0,684 0,6999 0,7254 0,7701    

PDRB Per kapita 55.400.000 52.080.000 54.775.340 Belum rilis 
54.775.340 

(tahun 2021) 

   

2,3 Meningkatnya nilai investasi 
daerah 

Persentase peningkatan 
nilai investasi 

-93,21 -48,39 15,66 539    

3 Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya 
yang terdidik,  terlatih, sehat, berdaya, dan 
setara secara gender 

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

68,37 68,40 68,1 69,67    

Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

87,63 87,88 88,06 Belum rilis 
88,06 (tahun 

2021) 

   

3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat 
baca masyarakat 

Indeks Pendidikan 0,57 0,57 0,58 Belum rilis 
0,58 (tahun 2021) 

   

Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

      11.319,00    

3.2 Meningkatnya derajat kualitas kesehatan 
masyarakat 

Indeks Kesehatan 0,79 0,791 0,793 0,8    

3.3 Terjaminnya ketersediaan pangan  sebagai 
kebutuhan dasar 

Indeks Ketahanan 
Pangan 

81,45 83,57 83,0 83,02    

3.4 Meningkatnya kesetaraan Gender, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak 

Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

64,32 64,00 63,51 Belum rilis 63,51 
(tahun 2021) 

   

4 Mewujudkan pemerintahan yang berdaya 
guna dan berhasil guna menciptakan 
perubahan untuk pemenuhan kepentingan 
public 

Indeks Reformasi 
Birokrasi (IRB) 

60,02 60,40 60,89 70,42 

   

4.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Indeks Kemandirian Fiskal 
Pemerintah Daerah 

0,1955 0,2195 0,2195 Belum rilis 
0,2195 (tahun 

2020) 
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Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah (IPKD) 

52,48 67,31 Belum rilis 
67,31 (th 2020) 

Belum rilis 
67,31 (th 2020) 

  
 

Indeks Kapasitas Fiskal 1.568 1.431 1.431 1.354    

    

Nilai Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 
Daerah 

69,00 69,67 69,40 71,20 

  

 

4.2 Birokrasi yang kapabel Indeks Kearsipan Daerah 73,54 77,63 43,31 82,69    

Indeks Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Eelektronik (SPBE) 

2,17 - 2,35 2,32    

Indeks Profesionalitas 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) 

- 46,42 51,44 52,65    

Indeks Inovasi 3807 3807 56,73 56,10    

4.3 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang 
prima 

Indeks Pelayanan Publik 
(Kebijakan pelayanan, 
profesional Aparatur Sipil 
Negara (ASN), Sarana 
prasarana, Sistem 
Informasi, Konsultasi dan 
pengaduan, inovasi) 

- - 3,58 4,42 
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1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur 
 

Grafik2.3.1. Indek Kualitas Layanan Infrastruktur 
 

 

 

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru 

yang ada pada RPJMD 2021-2026, sehingga untuk nilainya masih belum 

bisa dibandingkan untuk tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 

sebelumnya menggunakan indikator yang berbeda yaitu 

CakupanLayananPrasarana,Sarana,Utilitas(PSU)permukiman,fasilitaskes

ehatan,fasilitaspendidikan,perpustakaan,sistemlalulintasdanmitigasi 

bencana. 

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Grafik2.3.2.IKLHKabupatenTuban Tahun 2017-2022 

 

Dari Grafik diatas dapat dilihat indeks kualitas lingkungan hidup 

dariTahun2018mengalamipeningkatansampaidenganTahun2020.Sedangk

anpadaTahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,45 poin dan tahun 
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2022 mengalami penurunan sebesar 2,78. Dibandingkan penurunan 

tahun 2021, tahun 2022 mengalami penurunan yang lebih tajam. 

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup(IKLH)merupakangambaranatauindikasiawaldarisuatukondisilingku

nganpadalingkupdanperiodetertentu.IKLHmencerminkankemampuanmenj

agakualitaslingkunganhidupuntukmeningkatkandayadukunglingkungan,k

etahananair dan kesehatan masyarakat. Analisis utama pembangun dari 

besarnya indeks iniyangakanditangani,yaituair,udaradantutupanhutan. 

UpayaPemerintahKabupaten Tuban dalam melakukan 

pengendalian pencemaran air dan udara,peningkatan nilai indeks kualitas 

air dan indeks kualitas udara, serta 

peningkatanjumlahtutupanlahan/hutan(ITL)mendorongadanyapeningkata

nkualitaslingkungan hidup di Kabupaten Tuban. Selain itu adanya 

peningkatan pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan terhadap aktivitas perusahaanyang berpotensi penghasil polusi 

udara, serta meningkatnya ketaatan perusahaanyang berpotensi 

penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi. 

PemerintahKabupatenTubanjugamenggalakankegiatanGowessebagaibagia

ndaripenguranganpenggunaankendaraan bermotordalamaktivitassehari-

hari. 

3. Indeks Resiko Bencana 

Grafik2.3.3.Indeks ResikoKabupatenTuban Tahun 2019-2022 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks resiko bencana di 

Kabupaten Tuban selalu mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2022. 

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban menjadi kabupaten atau 

kota yang tangguh dalam menghadapi bencana. 

  



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 266 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup 
Grafik2.3.4 

Indeks Toleransi/Kerukunan HidupKabupatenTuban Tahun 2018 – 2022 

 
 

Dari grafik diatas dapat terlihat adanya kenaikan capaian Indeks 

Toleransi/Kerukunan Hidup Umat Beragama dari tahun 2018 – 2022. Hal 

ini menunjukkan bahwa Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup 

Kabupaten Tuban Tahun 2022 adalah 89,82% dengan kategori Toleransi 

Sangat Tinggi. Dengan kata lain, Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan 

Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2022 telah mencapai target RPJMD 

Tahun 2021-2026. 

  Pelaksanaan penelitian Indeks Toleransi/Kerukunan 

Masyarakat Kabupaten Tuban pada tahun 2022 berbeda dengan 

pelaksanaan penelitian Indeks Toleransi pada tahun sebelumnya (2020) 

yang hanya menghitung Toleransi Agama. Pada Tahun 2022 ini, penilaian 

Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban 

memperhatikan 4 indikator toleransi yaitu Toleransi Sosial, Toleransi 

Politik, Toleransi Budaya/Etnis, dan Toleransi Agama. 

  Besaran Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup 

Kabupaten Tuban Tahun 2022 dihitung dengan memperhatikan 4 

indikator diantaranya Toleransi Sosial, Toleransi Politik, Toleransi 

Budaya/Etnis, dan Toleransi Agama. Masing-masing nilai indeks toleransi 

tersebut adalah Toleransi Sosial sebesar 85,83%; Toleransi Politik sebesar 

83,34%; Toleransi Budaya/Etnis sebesar 90,52%; serta Toleransi Agama 

sebesar 91,90%. Keempat nilai indeks toleransi tersebut termasuk 

kedalam kategori “Toleransi Sangat Tinggi”. 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 267 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

5. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

Kabupaten Tuban Tahun 2018-2022dapatdilihat pada tabeldibawah ini: 

Grafik 2.3.5.PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikananKabupatenTuban Tahun 2018-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Grafik diatas dapat dilihat PDRB sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari Tahun 2019 ke 

Tahun 2020, dan mulai mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 

Tahun 2022. Tahun 2019PDRB sektor tersebut sebesar 1,29%, 

sedangkan di Tahun 2020 mengalami penurunan yang 

cukupsignifikanyaitusebesar-1,39%.UntukTahun2021- 2022 

hasilpertumbuhanPDRBsektorpertanian,kehutanandanperikanansebesar

1,37% dan 

1,89%,meningkatapabiladibandingkandenganTahun2019danTahun2020.

Peningkatantersebutdisebabkan oleh beberapa lapangan usaha yang 

aktivitasnya tumbuh cukup baiksetelah jatuh terkena dampak dari 

pandemi COVID-19, terutama pada sektorlapanganusaha 

pertanian,kehutanandanperikanan. 

Besarnyaperananberbagailapanganusahaekonomidalammemprodu

ksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu 

daerah.Strukturekonomiyangterbentukdarinilaitambahyangdiciptakanole

hsetiaplapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan 

suatu daerahterhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan 

usaha. Selama beberapa tahun 

terakhirstrukturperekonomianTubandidominasioleh5(lima)kategorilapang

anusaha,diantaranya: 

IndustriPengolahan;Pertanian,Kehutanan,danPerikanan; Perdagangan 
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Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;Konstruksi; serta 

Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari perananmasing-

masinglapanganusahaterhadappembentukanPDRBTuban. 

Gambar 2.3.1 
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam Menunjang 

PertumbuhanEkonomiKabupaten Tuban2021 

 
Sumber:BPSKabupatenTuban,2021 

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tuban pada tahun 

2021dihasilkanolehlapanganusahaIndustriPengolahansebesar30,55persen;

lapanganusahaPertanian,Kehutanan,danPerikananperanannyamencapai18

,97persen; disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil,dan Sepeda Motor sebesar 13,84  persen. Berikutnya 

lapangan usaha 

Konstruksisebesar11,63persendanlapanganusahaPertambangandanPengg

aliansebesar9,15persen.Sementaraitu,perananlapanganusahalainnya,masi

ng-masingkurangdari6persen. 

PerekonomianKabupatenTubanpadatahun2022mengalamipertumb

uhansebesar8,88persensetelahsempatterkontraksisebesar5,85persenditah

un2020,Meningkat8,85poindibandingkantahunsebelumnya.Lajupertumbu

han ekonomi selama tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa 

lapanganusaha yang aktivitasnya tumbuh cukup baik setelah jatuh 

terkena dampak daripandemiCovid-

19,terlebihlagilapanganusahayangmendominasistrukturperekonomianTub

an.Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam memulihkan ekonomi 

pascapandemi Covid-19 tidak lepas dari optimalisasi pengendalian inflasi, 

menciptakan sentra ekonomi baru dan kolaborasi antar Perangkat Daerah 

di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban.  
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Grafik 2.3.6. 
PerkembanganPertumbuhanEkonomidiKabupaten 

TubanTahun2018-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS,StatistikIndonesia,BPSJawaTimur,BPSTuban,2023 

    

Berdasarkan Grafik diatasperekonomian Kabupaten Tuban 

sempattumbuh dari Tahun 2017 – Tahun 2018 kemudian mengalami 

kontraksi penurunan (5,85)persen dari Tahun 2019 ke Tahun 2020, dan 

di Tahun 2021mulai mengalami 

peningkatankembalimenjadi3,00persendan di Tahun 2022 semakin 

meningkat menjadi 8,88%. 

6. PDRB Sektor Industri Pengolahan 

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban 

padaTahun2018-2022 dapatdilihatpada grafikdibawah ini : 

Grafik 2.3.7. 

PDRB sector Industri Pengolahan Tahun 2018–2022 di Kabupaten Tuban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dari Grafik 2.3.6 diatas dapat dilihat pertumbuhan PDRB 

sektor industriPangolahanTahun2018-

2021diKabupatenTuban.PadaTahun2018indikatortersebuttidakada,sed

angkanpadaTahun2019sebesar7,16%dandiTahun2020mengalamipenur

unanmenjadiminus11,44%.CapaianindikatorkinerjapadaTahun2021 

dan 2022sebesar2,97% dan 
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17,71%,mengalamipeningkatandibandingkancapaianTahun 2020. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang 

aktivitasnyatumbuhcukupbaiksetelahjatuhterkenadampakdaripandemi

cCOVID-

19,terutamapadasektorindustripengolahan.StrukturekonomiKabupaten

Tubanpadakurunwaktu5(lima)tahunterakhirmasihdidominasiolehLapa

ngan usahaIndustri Pengolahan (adanya industri Semen Indonesia) hal 

ini dikarenakan 

KabupatenTubanyangduapertigadariluaswilayahnyamerupakanpegunu

ngandanperbukitankapur sangatmendukungkegiatanindustri. 

Tabel 2.3.4. 
Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 

LapanganUsaha/Indus
try 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Pertanian,KehutanandanPerikanan/ 
Agriculture,ForestryandFishing 

1,29 -1,39 1,37 1,89 

Pertambangan&Penggalian/Min
ning&Quarrying 

0,89 -4,84 0,18 4,41 

IndustriPengolahan/Manufacturin
gIndustry 

7,16 -1,44 2,97 17,71 

PengadaanListrikdanGas/Ele
ctricandGas 

3,09 -0,93 1,13 2,55 

Peng.Air, Peng.Sampah, 

LimbahdanDaur Ulang / Water 

Suply,Sewerage,Waste 
Manag.AndRemd. 

4,68 3,69 6,29 3,30 

Konstruksi/Construction 5,71 -3,39 -1,31 5,44 
PerdaganganBesardanEceran:R
ep.MobildanSpdMtr /Wholesale 
andRetailTradeRepairofMt.Ve
hicle; 

5,85 -9,69 8,38 7,40 

TransportasidanPergudangan/ 
Transportation&Storage 

9,42 -5,07 7,77 15,53 

PenyediaanAkomodasidanMakan 
Minum/AccommodationandFoo

sServiceActivities 

8,71 -9,34 2,43 8,58 

InformasidanKomunikasiInform
ationandCommunication 

7,39 8,88 8,16 8,37 

Jasa KeuangandanAsuransi/ 
FinancialandInsurance 

4,71 0,03 0,79 0,71 

RealEstat/RealEstate 5,71 1,86 3,23 4,01 

JasaPerusahaan/BusinessActivities 6,76 -6,48 2,18 2,23 

Admin.Pemerintahan,Pertahan
andanJam.Sosial/ Public 
Admin. 
AndDefanceComp.SocialSecty 

3,62 -1,72 0,43 1,13 

JasaPendidikan/Education 7,27 1,96 0,41 1,30 
JasakesehatandanKegiatanSosial 
/HumanHealthansocialworkactivit
ies 

7,57 8,70 5,62 3,32 

JasaLainnya/OtherServicesActivities 6,38 -13,99 5,76 10,24 
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LapanganUsaha/Indus
try 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 
ProdukDomestikRegional  Bruto 
GrossRegionalDomesticBruto 

5,14 -5,85 3,00 8,88 

Sumber:BPS,StatistikIndonesia,BPSJawaTimur,BPSTuban,2023 

Denganmelihattabel2.3.4Pertumbuhanekonomitertinggiterjadipa

daindustri pengolahandari semula 2,97 persen menjadi 

sebesar17,71persen,diikutiTransportasi dan Pergudangantumbuh 

meningkat dari 7,77 persen menjadi 15,53 persen, Jasa lainnya dari 

semula 5,76 meningkat menjadi 10,24. Dalam pemulihan ekonomi 

pasca pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Tuban gencar 

melakukan optimalisasi pengendalian inflasi dengan cara menjamin 

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), 

serta menjalin kolaborasi dan sinergi lintas organisasi perangkat darah 

(OPD) dalam menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, menciptakan 

episentrum dan memberikan atensi terhadap pasar tradisional, karena 

pasar tradisional merupakan pengungkit ekonomi di tingkat akar 

rumput. 

7. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban 

padaTahun2018 -2022 dapatdilihatpada grafikdibawah ini : 

Grafik 2.3.8.PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum Tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Tuban 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Penyediaan 

Makan dan Minum tahun 2022 mulai mengalami kenaikan seiring dengan 

peningkatan perekonomian (pemulihan ekonomi) setelah adanya 

keterpurukan akibat dari dampak pandemic covid-19. Peningkatan sector 

pariwisata juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan Sektor Penyediaan 

Makan dan Minum. 
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Dengan mulai dibukanya kembali tempat-tempat umum dan 

tempat wisata setelah hampir dua tahun terpuruk akibat adanya pandemi 

covid-19 perekonomian kembali mulai menggeliat. Adanya tempat sentra-

sentra perekonomian baru di Kabupaten Tuban membuat semakin 

meningkatnya perkonomian masyarakat, dimana berimbas juga pada 

naiknya PDRB Sektor Penyediaan Makan dan Minum. 

8. Tingkat Inflasi Daerah 

Tingkat Inflasi di Kabupaten Tuban pada Tahun2016 - 2022 

dapatdilihatpada grafikdibawah ini : 

Grafik2.3.9.Tingkat InflasiTahun2016 – 2022 di Kabupaten Tuban 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di 

Kabupaten Tuban mengalami kenaikan pada tahun 2022. Pada tahun 

2022 memang kecenderungan ekonomi global juga sedang tidak baik, hal 

tersebut menyebabkan inflasi tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, dan 

Kabupaten cenderung tinggi. 

9. Indeks Desa Membangun (IDM) 
Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tuban pada 

Tahun2016 - 2022 dapatdilihatpada grafikdibawah ini : 

Grafik2.3.10. 
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun2016 – 2022 di Kabupaten Tuban 
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Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa capaian Indeks Desa 

Membangun (IDM) di Kabupeten Tuban dari tahun ke tahun selalu 

mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Hal ini menunjukkan adanya 

ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi 

pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi 

masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu 

tipologi dan modal social.  

10. PDRB Per kapita 

Angka PDRB PerKapita Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 

sampai denganTahun 2021 dapatdilihatpadagrafikdibawah (untuk tahun 

2022 masih belum rilis) : 

Grafik 2.3.11. Angka PDRB PerKapita Kabupaten Tuban Tahun 2018-2021 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

**Capaian Tahun 2022 belum rilis, sehingga menggunakan capaian Tahun 2021 

 

Dari Grafik 2.3.10 diatas terlihat angka PDRB Perkapita 

Kabupaten TubanTahun 2018-2021. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 

2019 angka PDRB KabupatenTuban mengalami peningkatan. Tahun 

2018 sebesar Rp. 48.557,00 meningkatmenjadi Rp. 60.844,00, 

sedangkan di Tahun 2020 menurun menjadi 

Rp.52.900,00.PadaTahun2021angkaPDRBPerKapitaKabupatenTubansebe

sarRp54.780,00yangmengalamipeningkatandibandingkan Tahun2020. 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk secara 

makro 

disuatudaerah/wilayahdapatdilihatdarinilaiPDRBperkapita,yangmerupak

anhasilbagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi 

denganjumlahpenduduk.Olehkarenaitu,besarkecilnyajumlahpendudukak

anmempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai 

PDRB perkapitasangattergantungpadapotensisumberdayaalamdanfaktor-

faktorproduksiyangterdapat di daerahtersebut. PDRB per kapitaatasdasar 
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hargaberlakumenunjukkannilaiPDRBperkepalaataupersatu 

orangpenduduk. 

PDRB per kapita menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh 

setiappenduduk.PDRBperkapitadiperolehdengancaramembaginilaiPDRBa

tasdasarharga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

PDRB per kapita atasdasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per 

kepala atau per satu orangpenduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten 

Tuban atas dasar harga berlaku sejaktahun 2017 hingga 2019 selalu 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB 

perkapitatercatatsebesar48,47jutarupiah.Secaranominalterusmengalamik

enaikanhingga tahun 2019 mencapai 55,40 juta rupiah. Kenaikan angka 

PDRB per kapitayang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh 

faktor inflasi. Sedangkanpada tahun 2020 PDRB perkapita Tuban turun 

menjadi sebesar 52,08 juta rupiahhal ini dipengaruhi oleh adanya 

pandemi Covid-19, dan diberlakukannya 

PSBBmenyebabkanaktifitasdanruanggerakmasyarakatterbatassehingga 

mengakibatkan berkurangnya aktifitas ekonomi. Di tahun 2021 ini PDRB 

perkapitaKabupatenTuban Kembalinaikmenjadi54,78jutarupiah. 

Meskipun secara perbandingan antar tahun dan antar wilayah 

angkaPDRB Per Kapita Kabupaten Tuban tercatat positif, akan tetapi 

indikator ini masihbelum dapat dijadikan sebagai gambaran kualitas 

pertumbuhan ekonomi 

secaramakro,karenamasihharusdilihattingkatpemerataanperanandarimas

ing-masingsektordansubsektornya. 

 

11. Persentase peningkatan nilai investasi 

Persentase peningkatan nilai investasi Kabupaten Tuban pada 

Tahun 2018 sampai denganTahun 2021 dapatdilihatpadagrafikdibawah 

(untuk tahun 2022 masih belum rilis) : 

Grafik 2.3.12.Persentase peningkatan nilai investasi Kabupaten   Tuban  Tahun 
2018-2022 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi di Kabupaten 

Tuban mulai mengalami kenaikan setelah terjadi penurunan drastis pada 

tahun 2019 akibat adanya pandemi Covid-19. Hal-hal yang mendorong 

kenaikan investasi adalah kemudahan perizinan usaha dan investasi. 

Selain itu meningkatnya investasi tersebut karena adanya peningkatan 

daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kab.Tuban terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan 

dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan 

bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Tuban.   

Ada dua jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) dan asing (PMA). PMDN berasal dari investor nasional 

sedangkan PMA berasal dari investor luar negeri. Investasi dapat 

mendukung peningkatan kesejahteraan, akan tetapi perlu dioptimalkan 

potensi sumber daya alam (SDA) dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM). Potensi alam di Kabupaten Tuban sangat melimpah, 

namun kurang dapat dioptimalkan karena SDM belum siap. 

Pembangunan yang imbang akan mewujudkan kesejahteraan yang 

dimaksud. 

12. Indeks Pendidikan 
Persentase peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Tuban 

pada Tahun 2018 sampai denganTahun 2021 

dapatdilihatpadagrafikdibawah (untuk tahun 2022 masih belum rilis): 

Grafik2.3.13 
Persentase peningkatan Indeks PendidikanKabupatenTuban 

Tahun2017 - 2021 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan di 

Kabupaten Tuban meningkat sedikit demi sedikit. 

Pengetahuan/pendidikan merupakan salah satu penyokong nilai IPM 

selain dua factor lainnya yaitu indeks kesehatan dan pengeluaran. 

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu 

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama 

sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini 

konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun kenaikan yang 

dicapai relatif kecil. 

13. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indicator 

baru pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, sehingga tidak 

bisa dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Capaian 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tuban pada tahun 

2022 mencapai 11,32, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10,1. 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mulai digunakan oleh 

Perpustakaan Nasional pada tahun 2020. Tujuan dari kajian tersebut 

adalah 

untuk mengetahui kondisi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. 

Adapun aspek-aspek yang diukur dalam kajian ini meliputi sebaran 

perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota 

perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil kajian 

tahun 2020, terlihat adanya peningkatan nilai indeks pembangunan 

literasi masyarakat sebesar 2,73 poin dari tahun sebelumnya, dimana 

2020 didapatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 

12,93 poin dan pada tahun 2018 sebesar 10,2 poin. 

14. Indeks Kesehatan 
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Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

Grafik 2.3.14. 
Indeks Kesehatan KabupatenTubanTahun2020-2022 

 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks kesehatan Kabupaten 

Tuban mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa kondisi Kesehatan di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun 

semakin mengalami perbaikan sehingga indeks kesehatannya bisa 

meningkat. Peningkatan Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban 

mencerminkan keberhasilan kebijkan Pemerintah Kabupaten Tuban dan 

kesadaran masyarakat Tuban akan pentingnya kesehatan, selain itu juga 

di dukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan serta 

kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan.  

15. Indeks Ketahanan Pangan 

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 

sampai denganTahun 2022 dapatdilihatpadagrafik dibawah ini : 

Grafik 2.3.15.Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban  

Tahun 2018-2022 
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 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan 

Pangan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan pada tahun 

2021 mengalami sedikit penurunan, dan 0,2% kenaikan di tahun 2022. 

Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar yaitu ketersediaan 

pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Jika melihat pada 

aspek ketersediaan pangan dan akses pangan di Kabupaten Tuban dapat 

dikatakan sudah cukup membaik walaupun masih ada beberapa 

kekurangan, seperti sarana dan prasarana penyedia pangan pada 

beberapa desa yang masih kurang, tetapi dengan terpenuhinya akses fisik 

kebutuhan pangan masih bisa dijangkau. Sedangkan akses pangan 

secara ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan seperti presentase 

adanya rumah yang masih terbuat dari bambu yang masih sering ditemui 

dan aspek pemanfaatan pangan yaitu akses air bersih, tenaga kesehatan, 

bencana banjir, dan hama penyakit yang menyerang tanaman di beberapa 

desa yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten 

Tuban, mengingat hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kerentanan 

pangan.  

16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 
 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tuban pada 

Tahun 2019 sampai denganTahun 2021 dapatdilihatpadagrafikdibawah 

(untuk tahun 2022 masih belum rilis) : 

 
 

Grafik 2.3.16 

 Indeks PemberdayaanGenderTahun2019-2021diKabupatenTuban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DarigrafikdiatasdapatdilihatIndeksPemberdayaanGenderdiKabu

paten Tuban pada Tahun 2019 sebesar 67,74 mengalami penurunan 

menjadi 

IndeksPemberdayaanGender 
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64,32diTahun2020dan63,51diTahun2021.Kesetaraandankeadilangend

er seringdimaknaisebagaisuatukondisidimanaposisilaki-

lakidanperempuansetaradan seimbang. Makna dari kesetaraan gender 

bukan hanya persoalan 

pencapaianpersamaanstatusdankedudukanantaraperempuandanlaki-

laki,tetapijugadapatbermaknasebagaipersoalanpencapaianpersamaanp

eranan.Perempuandiharapkanmemilikiperanyangproposionaldalamhalp

rosespengambilankeputusanbaikdibidangpolitik,penyelenggaraanpemer

intahanmaupunkehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan 

dalam pendapatan rumahtangga. Unsur-unsur persamaan peranan 

tersebut merupakan komponen/indikatoryangtercakupdalam 

pengukuranIndeksPemberdayaan Gender(IDG). 

17. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 
Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban 

pada Tahun 2016 sampai denganTahun 2020 

dapatdilihatpadagrafikdibawah (untuk tahun 2021 dan 2022 masih belum 

rilis) : 

 

 
 

 
Grafik 2.3.17. 

Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah DaerahTahun 2016-2020 di 

KabupatenTuban 

 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Fiskal 

Pemerintah Kabupaten Tuban selalu menunjukkan tren yang 
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positif.Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam 

mengukurkemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahdaerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, 

termasuk dari pemerintah pusat.Kemandirian fiskal daerah dapat 

diketahui dengan menghitung rasio antarapendapatan asli daerah 

terhadap total pendapatan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan 

desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan 

pajakdaerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan 

diperluas. 

18. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator 

baru dalam RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 – 2026, dan untuk nilai 

capaian tahun 2022 masih belum keluar, sehingga masih menggunakan 

data tahun sebelumnya, yaitu 52,48 (nilai tahun 2019) dan 67,31 (nilai 

tahun 2021). 

19. Indeks Kapasitas Fiskal 
Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Tuban pada Tahun 2017 

sampai denganTahun 2022 dapatdilihatpadagrafikdibawah ini : 

 

 

Grafik 2.3.18. 

Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2017-2022 diKabupaten Tuban 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks 

Kapasitas Fiskal Kabupaten Tuban sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. 

Tingkat kemampuan dan kebutuhan fiscal suatu daerah dapat 

dipengaruhi berbagai factor diantaranya tingkat belanja daerah, jumlah 

penduduk, luas wilayah, Produk Domestic Regional Bruto Daerah (PDRD 

dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. sehingga untuk meningkatkan 

kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya secara terus-

menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk 

mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran atau 

penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara 

kesenambungan sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan 

pelayanan kepada rakyatnya. Jika potensi PAD sangat baik dan mingkat 

maka suatu daerah bisa dikatakan mandiri. 

20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2017 sampai denganTahun 2022 

dapatdilihatpadagrafikdibawah ini : 

 
 

 
 

 
 
 

 
Grafik 2.3.19.Nilai AKIP Kabupaten Tuban Tahun 2017– 2022 

 

 
 

Dari grafik diatas dapat telihat nilai AKIP Kabupaten Tuban dari 

Tahun2017sampaidenganTahun2022mengalamipeningkatan.Tahun 2021 

mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 yaitu sebesar 0,27 poin. 
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Nilai AKIP Kabupaten Tuban tahun 2022 mengalami peningkatan 1,80 

sehingga nilainya menjadi 71,2 dan Kabupaten Tuban naik predikat BB 

(Sangat Baik).  

Peningkatan nilai AKIP dari Tahun ketahun dipengaruhi oleh 

komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya perbaikan 

penerapan dan penguatan SAKIP, baik pada level Pemerintah Daerah 

maupun Level Perangkat Daerah, upaya dalam menyempurnakan aplikasi 

SAKIP berbasis teknologi informasi(TI), serta upaya dalam penguatan 

akuntabilitas yang lebih menyeluruh pada semua Perangkat Daerah. 

21. Indeks Kearsipan Daerah 
 Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2017 

sampai denganTahun 2022 dapatdilihatpadagrafikdibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.3.20. 

Indeks kearsipan Daerah Tahun 2017 -2022 di Kabupaten Tuban 
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 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kearsipan 

Daerah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan pada tahun 2022. Dalam 

rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan negara, 

khususnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus 

dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang 

komprehensif dan terpadu, serta mampu menjamin terwujudnya arsip 

yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.  

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. 

Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang 

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas 

penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. 

Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang 

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan 

arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. 

22. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten 

Tuban pada Tahun 2018 sampai denganTahun 2022 

dapatdilihatpadagrafikdibawah ini: 

 

Grafik 2.3.21. 
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Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 – 2022 di 
Kabupaten Tuban 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 capaian 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami 

sedikit penurunan.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan 

kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE 

dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan 

layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan 

penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan 

Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan 

Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur 

dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan 

dan Evaluasi SPBE. 

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE 

yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan 

penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas 

fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, 

dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan 

tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. 

23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 
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Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten 

Tuban pada Tahun 2019 sampai denganTahun 2022 

dapatdilihatpadagrafikdibawah ini: 

Grafik 2.3.22. 
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun2020 – 2022 di 

Kabupaten Tuban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tuban mengalami kenaikan mulai tahun 

2019 sampai dengan 2022.Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu 

instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat 

profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar 

penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

Kriteria pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

meliputi Dimensi Kualifikasi (tingkat pendidikan), Dimensi Kompetensi 

(Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, 

Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya), Dimensi Kinerja dan 

Dimensi Disiplin. 

24. Indeks Inovasi 

Grafik Indeks Inovasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 

2022dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Grafik2.3.23. 
IndeksInovasiTahun2018 -2022diKabupatenTuban 

 
 

Indeks Inovasi di Kabupaten Tuban mulai tahun 2021 terdapat 

perubahan metode pengukuran indeks inovasi berdasarkan SE 

Kemendagri Nomor 002.6/3363/SJ Tahun 2021. Jadi tidak bisa 

dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Inovasi 

menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena 

menjadi motivasi bagi daerah untuk semakin berinovasi. Dengan 

berinovasi akan mendorong peningkatan daya saing daerah dan kinerja 

pemerintah daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, dan meningkatnya pelayanan publik. 

25. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil 

Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan 

pengaduan, inovasi) 

Berikut adalah Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban 

Tahun 2021-2022 : 

Grafik 2.3.24. 

Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban Tahun 2021-2022 
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Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban Tahun 2022 

mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2021, Tahun 2022 nilai 

capaiannya sebesar 4,42 meningkat 0,84 poin jika dibandingkan dengan 

capaian tahun 2021 yaitu sebesar 3,58. 

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam 

Pembangunan Jangka Menengah 

Realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 

dibandingkandengantargetjangkamenengahdapatdilihatpadatabeldibawah: 

Tabel 2.3.5 

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka 

Menengah 

No 
Nama 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Realisasi 
Tahun 2022 

Target RPJMD 
Tingkat 

Kemajuan 

(%)  

1 

Mewujudkan Tuban 

yang layak dan 

Nyaman Tinggal 

Berbasis Ruang 

Kewilayahan dan 
Infrastruktur 

terpadu, 

berwawasan 

lingkungan, dan 

selaras aktivitas 
sosial ekonomi 

Indeks Layak/ 
Nyaman Tinggal 

(Liveability) 

75,77 76,14 99,51 
 

1.1 

Meningkatnya 

kualitas Layanan 

infrastruktur 

Indek Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur 

78,86 84,00 93,88 
 

1.2 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

65,53 64,07 102,28 
 

1.3 
Berkurangnya resiko 

bencana 

Indeks Resiko 

Bencana 
140,46 115 81,87 

 

1.4 

Terwujudnya Utilitas 
ruang untuk 

kehidupan yang 

harmonis 

Indeks Toleransi / 

Kerukunan Hidup 
89,82 92,59 97 

 

2 

Meningkatkan daya 

saing dan daya 

sanding (sinergi-
kolaboratif) 

ekonomi daerah 

sektor pertanian, 

perikanan, 

peternakan, 

perkebunan, 
pariwisata, 

perindustrian, 

perdagangan, 

berbasis 

pemberdayaan dan 
ekonomi kerakyatan 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 
8,88 5,02 – 5,39 176,89 

 

Tingkat 

Kemiskinan 
15,02 13,00 86,55 

 

Gini Ratio 0,345 0,310 – 0,340 89,85 
 

Indeks Williamson 

Belum rilis 

0,978 (tahun 

2021) 

0,912 – 0,947 93,25 
 

Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

4,54 3,0 66,08 
 

2.1 

Meningkatnya 
produktivitas dan 

nilai tambah ekonomi 

sektor pertanian, 

perikanan, 

peternakan, 
perkebunan, 

PDRB sektor 

pertanian, 

kehutanan, dan 

perikanan 

1,89 2,05 92,19 
 

PDRB Sektor 

Industri 

Pengolahan 

17,71 5,03 352,09 
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No 
Nama 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Realisasi 

Tahun 2022 
Target RPJMD 

Tingkat 

Kemajuan 

(%) pariwisata, 

perindustrian, 

perdagangan 

PDRB Sektor 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

8,58 7,53 113,94 
 

2.2 

Meningkatnya 

Ketahanan dan 

keberdayaan ekonomi 
masyarakat dan 

daerah berbasis 

kemitraan dunia 

usaha, koperasi, 

Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah 

(UMKM), dan Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

Tingkat Inflasi 

Daerah 
5,76 1 - 2 34,72 

 

Indeks Desa 

Membangun (IDM) 
0,7701 0,8273 93,08 

 

PDRB Per kapita 

Belum rilis 

54.775.340 

(tahun 2021) 

59.450.000 92,14 
 

2.3 
Meningkatnya nilai 

investasi daerah 

Persentase 

peningkatan nilai 

investasi 

539 3,5 15.400 
 

3 

Meningkatkan 
keunggulan SDM 

seutuhnya yang 

terdidik,  terlatih, 

sehat, berdaya, dan 

setara secara gender 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia (IPM) 

69.67 71,80 97,33 
 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

Belum rilis 

88,06 (tahun 

2021) 

88.77 99,20 
 

3.1 

Meningkatnya 
kualitas pendidikan 

dan minat baca 

masyarakat 

Indeks Pendidikan 

Belum rilis 

0,58 (tahun 
2021) 

0,63 92,06 
 

Indeks 

Pembangunan 

Literasi 

Masyarakat 

11,32 10,90 103,85 
 

3.2 

Meningkatnya derajat 

kualitas kesehatan 

masyarakat 

Indeks Kesehatan 0,8 0,81 98,76 
 

3.3 

Terjaminnya 
ketersediaan pangan  

sebagai kebutuhan 

dasar 

Indeks Ketahanan 

Pangan 
83,02 91 91,23 

 

3.4 

Meningkatnya 

kesetaraan Gender, 

pemberdayaan 
perempuan dan 

perlindungan anak 

Indeks 

Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

Belum rilis 

63,51 (tahun 
2021) 

67,95 93,46 
 

4 

Mewujudkan 

pemerintahan yang 

berdaya guna dan 

berhasil guna 

menciptakan 
perubahan untuk 

pemenuhan 

kepentingan publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi (IRB) 
70,42 62,84 112,06 

 

4.1 
Birokrasi yang bersih 
dan akuntabel 

Indeks 

Kemandirian Fiskal 

Pemerintah Daerah 

Belum rilis 

0,2195 

(tahun 2020) 

0,2657 82,61 
 

Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

(IPKD) 

Belum rilis 
67,31 (Tahun 

2020) 

80 84,18 
 

Indeks Kapasitas 

Fiskal 
1,354 1,9 71,26 

 

Nilai Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

71,20 80,15 88,83 
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No 
Nama 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Realisasi 

Tahun 2022 
Target RPJMD 

Tingkat 

Kemajuan 

(%) Pemerintah (SAKIP) 

Daerah 

4.2 
Birokrasi yang 

kapabel 

Indeks Kearsipan 
Daerah 

82,69 79 104,67 
 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Eelektronik (SPBE) 

2,32 3,3 70,30 
 

Indeks 

Profesionalitas 

Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 

52,65 69,04 72,26 
 

Indeks Inovasi 56,1 70 80,14 
 

4.3 

Terwujudnya kualitas 

pelayanan publik 

yang prima 

Indeks Pelayanan 

Publik (Kebijakan 
pelayanan, 

profesional 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN), 

Sarana prasarana, 

Sistem Informasi, 
Konsultasi dan 

pengaduan, 

inovasi) 

4,42 4,07 108,6 
 

 
Padatabel2.3.4diatasdapatdilihatcapaiankinerjaPemerintahKabupa

tenTuban Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah 

RPJMD Tahun 2021-2026. Tahun2022merupakan tahunpertama dari 

periodeRPJMD Tahun2016-2021,targetJangkaMenengahmerupakan target 

ditahunterakhirRPJMD, sehingga banyak indikator yang belum bisa 

tercapai karena mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam 

periode RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026. Adapun uraiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Misi 1 (Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis 

Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan 

lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi). 

1) PadaindikatorIndeks Kualitas Layanan 

Infrastrukturtargetjangkamenengahyangditetapkansebesar84%,seda

ngkanrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 78,86% sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 93,88%.  

2) PadaindikatorIndeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar64,07%,sedangk

anrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 65,538% sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 1,02%. Hal ini 

menunjukkan bahwatarget RPJMD indikatorIndeks Kualitas 
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Lingkungan Hidup (IKLH) sudah terpenuhi pada tahun 2022. 

Sehingga diperlukan evaluasi target kembali. 

3) PadaindikatorIndeks Resiko 

Bencanatargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

115%,sedangkanrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 140,46% 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 81,87%. 

Diperlukan usaha keras bersama untuk dapat meningkatkan 

capaian indeks bencana agar dapat tercapai target akhir RPJMD. 

4) PadaindikatorIndeks Toleransi/Kerukunan 

Hiduptargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

92,59%,sedangkanrealisasinyadiTahun2022menunjukkan 89,82% 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 97%. 

Diperlukan banyak upaya di tahun-tahun mendatang untuk 

meningkatkan kualitas layanan infrastruktur agar target akhir 

RPJMD dapat tercapaiatautingkatkemajuansebesar100%. 

2. Misi 2 (Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-

kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, 

berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan). 

1) PadaindikatorPDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanantargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

2,05%,sedangkanrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 1,89% 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 92,20%. 

2) PadaindikatorPDRB sektor industry 

pengolahantargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

5,03%,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 17,71% 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 

352,09%,target akhir RPJMD sudah terlampaui pada tahun 

pertama RPJMD sehingga diperlukan evaluasi atas penetapan 

target tahun berikutnya. 

3) PadaindikatorPDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minumtargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

7,53%,sedangkanrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 8,58% 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 113,94%, 

target akhir RPJMD sudah terlampaui pada tahun pertama RPJMD 

sehingga diperlukan evaluasi atas penetapan target tahun 

berikutnya. 
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4) PadaindikatorTingkat Inflasi 

Daerahtargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 1 - 

2,sedangkanrealisasinyadiTahun2022 masih 5,76% sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 34,72%. 

Diperlukan upaya dan kerja keras lagi untuk bisa menekan tingkat 

inflasi daerah agar target RPJMD dapat tercapai. 

5) PadaindikatorIndeks Desa Membangun 

(IDM)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

0.8273,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 0.7701 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 93,08%. 

6) PadaindikatorPDRB Per 

kapitatargetjangkamenengahyangditetapkansebesar Rp. 

59.450.000,sedangkanrealisasinyadiTahun 2021 menunjukkan Rp. 

54.775.340 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah 

sebesar 92,14% (masih menggunakan capaian tahun 2021 

dikarenakan capaian tahun 2022 masih belum rilis) 

7) PadaindikatorPersentase peningkatan nilai 

investasitargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

3,5%,sedangkanrealisasinyadiTahun2022sebesar 539% sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 15.400%.Target 

RPJMD sudah terpenuhi pada tahun pertama RPJMD (tahun 

2022), sehingga diperlukan pengkajian ulang untuk target 

berikutnya. 

3. Misi 3 (Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang 

terdidik,terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender) 

1) PadaindikatorIndeks 

Pendidikantargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

0,63,sedangkanrealisasinyadiTahun 2021 menunjukkan 0,58 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 92,06% (masih 

menggunakan capaian tahun 2021 dikarenakan capaian tahun 2022 

masih belum rilis) 

2) PadaindikatorIndeks Pembangunan Literasi 

Masyarakattargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

10,90,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 11.32 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 103.85%. 

Target RPJMD sudah terpenuhi di tahun pertama RPJMD (tahun 

2022), sehingga diperlukan evaluasi Kembali untuk target pada tahun 
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berikutnya. 

3) PadaindikatorIndeks 

Kesehatantargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

0,81,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 0,80 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 98,77%. 

4) PadaindikatorIndeks Ketahanan 

Pangantargetjangkamenengahyangditetapkansebesar81,sedangkanreali

sasinyadiTahun 2022 menunjukkan 83 sehingga persentase tingkat 

kemajuannya adalah sebesar 83,02% tingkat kemajuan adalah sebesar 

91,23. 

5) PadaindikatorIndeks Pemberdayaan Gender 

(IDG)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

67,95,sedangkanrealisasinyadiTahun 2021 menunjukkan 63,51 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 93,46 % 

(masih menggunakan capaian tahun 2021 dikarenakan capaian tahun 

2022 masih belum rilis). 

4. Misi 4 (Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil 

guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik) 

1) PadaindikatorIndeks Kemandirian Fiskal Pemerintah 

Daerahtargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

0,2657,sedangkanrealisasinyadiTahun 2020 menunjukkan 0,2195 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 82,61% 

(masih menggunakan capaian tahun 2020 dikarenakan capaian tahun 

2021 dan 2022 masih belum rilis). 

2) PadaindikatorIndeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

(IPKD)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

80,sedangkanrealisasinyadiTahun 2020 menunjukkan 67,31 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 84,18% (masih 

menggunakan capaian tahun 2020 dikarenakan capaian tahun 2021 

dan 2022 masih belum rilis). 

3) PadaindikatorIndeks Kapasitas 

Fiskaltargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

1,9,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 1,354 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 71,26%. 

4) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Daerah memiliki target jangka menengahdengan nilai 80,15, 

sedangkan Pemerintah Kabupaten Tuban di Tahun 
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2022mendapatkanpredikat BB dan nilai 

71,2,sehinggatingkatkemajuanindikatortersebutsebesar 88,83%. 

5) PadaindikatorIndeks Kearsipan 

Daerahtargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

79,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 82,69 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 104,67%. Target 

untuk akhir RPJMD sudah terlampaui pada tahun 2022, sehingga 

diperlukan evaluasi untuk target selanjutnya. 

6) PadaindikatorIndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

3,3,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 2,32 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 70,3%. 

7) PadaindikatorIndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

(ASN)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

69,04,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 menunjukkan 52,65 

sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar76,26%. 

8) PadaindikatorIndeks 

Inovasitargetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

70,sedangkanrealisasinyadiTahun2022 menunjukkan 56,1 sehingga 

persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 80,14%. 

9) Pada indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, 

profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem 

Informasi, Konsultasi dan pengaduan, 

inovasi)targetjangkamenengahyangditetapkansebesar 

4,07,sedangkanrealisasinyadiTahun 2022 adalah sebesar 4,42 sehingga 

tingkat kemajuannya adalah sebesar 108,6. Target RPJMD sudah 

terlampaui untuk tahun 2022, sehingga diperlukan evaluasi target 

untuk tahun berikutnya. 

e. Pengukuran CapaianKinerjaDibandingkandenganKabupaten Sekitar / 

Provinsi / Nasional 

1. Indeks Resiko Bencana 
 Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tuban jika 

dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada 

table berikut : 

 
 
 

Tabel 2.3.6. 
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Perbandingan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tuban dengan Kabupaten 
sekitar dan Provinsi 

(Capaian Tahun 2021, untuk tahun 2022 masih belum rilis) 
 Kab.Tub

an 
Kab. 

Lamongan 
Kab. 

Bojonegoro 
Pemprov

Jatim 

Nasional 

Indeks 

Resiko 

Bencana  

150,74 
(Tinggi) 

113,9 
(Sedang) 

94,19 
(Sedang) 

125,86 
(Tinggi) 

138,81 
(Sedang) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks resiko 

bencana di Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Indeks Risiko Bencana ini 

bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap 

kabupaten/kota di Indonesia. Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi 

oleh komponen penyusunannya yaitu komponen bahaya, komponen 

kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun 

indeks risiko,komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil 

kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana 

dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan 

(komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen 

kapasitas). 

2. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup 

Nilai Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban jika 

dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 2.3.7. 
Perbandingan Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban 

dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi (Capaian Tahun 2021, 
untuk tahun 2022 masih belum rilis) 

 Kab.Tuban Kab. 
Bojonegoro 

Pemprov

Jatim 

Nasional 

Indeks Toleransi 

/ Kerukunan 

Hidup 

89,82 76,69 77,8 72,39 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks 

Toleransi/Kerukunan Hidup di Kabupaten Tuban tergolong tinggi jika 

dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, provinsi maupun nasional. Hal 

ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kabupaten 

Tuban sangatlah tinggi. 

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah cara untuk 

menunjukkan wajah toleransi melalui potret kerukunan di  suatu daerah. 

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini menjadi 
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salah satu potensi besar dalam keberagaman. Maka perlu upaya untuk 

meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan. 

3. PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 
PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.3.25. 

Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban 

dan Jawa Timur 

 
Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa 

Tahun2021hasilpertumbuhanPDRBsektor 

pertanian,kehutanandanperikanansebesar1,37% sedangkan Jawa Timur 

sebesar 1,75%. PDRBsektor pertanian,kehutanandanperikanan 

Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dibandingkan tahun 2020.Peningkatantersebutdisebabkan oleh beberapa 

lapangan usaha yang aktivitasnya tumbuh cukup baiksetelah jatuh 

terkena dampak dari pandemi COVID-19, terutama pada 

sektorlapanganusaha pertanian,kehutanandanperikanan. 

StrukturperekonomianTubandidominasioleh5(lima)kategori 

lapanganusaha,diantaranya:IndustriPengolahan;Pertanian,Kehutanan,dan

Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor;Konstruksi; serta Pertambangan dan Penggalian.  
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4. PDRB Sektor Industri Pengolahan 

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban dibandingkan 

Jawa Timur Tahun2018 -2021 (untuk tahun 2022 masih belum 

rilis)dapatdilihatpada grafikdibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.3.26. 
Grafik perbandingan PDRB Sektor Industri PengolahanKabupaten Tuban 

dibandingkan Jawa Timur 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Industri 

Pengolahan Kabupaten TubanpadaTahun2021sebesar2,97% sedangkan 

Provinsi Jawa Timur sebesar 

3,36%,mengalamipeningkatandibandingkancapaiandiTahun 2020. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang 

aktivitasnyatumbuhcukupbaiksetelahjatuhterkenadampakdaripandemicC

OVID-

19,terutamapadasektorindustripengolahan.StrukturekonomiKabupatenTub

anpadakurunwaktu5(lima)tahunterakhirmasihdidominasiolehLapangan 

usahaIndustriPengolahan (adanya industri Semen Indonesia) hal ini 

dikarenakan 
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KabupatenTubanyangduapertigadariluaswilayahnyamerupakanpegununga

ndanperbukitankapur sangatmendukungkegiatanindustri. 

5. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban dibandingkan 

Jawa Timur Tahun2018 -2021 (untuk tahun 2022 masih belum 

rilis)dapatdilihatpada grafikdibawah ini : 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Grafik 2.3.27. 

Grafik perbandingan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum Kabupaten Tuban dan Jawa Timur 

 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban mengalami kenaikan 

menjadi 2,43%, sedangkan Jawa Timur sebesar 3,06%. Relaksasi 

kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menjadi salah satu 

pendorong pertumbuhan sektor ini. Hal itu pun meningkatkan kunjungan 

wisatawan dan peningkatan tingkat penghunian kamar (TPK) 

hotel.Pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah dapat mendorong 

permintaan akomodasi baik untuk hunian kamar maupun pertemuan. 

Pelonggaran PSBB juga mendorong subsektor penyediaan makan minum 

seiring kembali beroperasinya jasa akomodasi dan restoran. 

6. Tingkat Inflasi Daerah 
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Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan 

Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.3.8.  
Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, 

Provinsi dan Nasional Tahun 2022 
 Kab.Tub

an 
Kab. 

Lamongan 
Kab. 

Bojonegoro 
Pemprov

Jatim 

Nasional 

Tingkat 

Inflasi 

Daerah  

5,76 4,94 1,97 6,52 5,51 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai inflasi daerah di 

Kabupaten Tuban termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kabupaten sekitar dan capaian tingkat nasional, akan tetapi masih lebih 

rendah jika dibandingkan dengan Provinsi. Pada tahun 2022 memang 

kecenderungan ekonomi global juga sedang tidak baik, hal tersebut 

menyebabkan inflasi tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, dan 

Kabupaten cenderung tinggi. 

7. Indeks Desa Membangun (IDM) 

Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban jika 

dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 2.3.9. 
Perbandingan Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban dengan 

Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2022 
 Kab.Tuban Kab. 

Bojonegoro 
Pemprov

Jatim 

Nasional 

Indeks Desa 

Membangun (IDM)  

0.7701 0,7135 0,7517 0,6724 

   Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Desa 

Membangun (IDM) Kabupeten Tuban lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kabupaten sekitar, provinsi maupun nasional. Sejak tahun 2011 

dari 311 desa di Kabupaten Tuban, yang masuk kategori Desa 

Berkembang sebanyak 136 desa, Desa Maju 151 Desa dan Desa Mandiri 

24 desa. Tahun 2022 untuk Desa Berkembang tinggal 44 desa, sisa 194 

desa menjadi Desa Maju. Begitu juga Desa Maju, dari 151 desa sekarang 

menjadi 194 desa, dan Desa Mandiri, tahun ini 73 desa dari sebelumnya 

24 desa. IDM Kabupaten Tuban masuk dalam terbaik Nasional Peringkat 

ke-49. 

Indeks Desa Membangun digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Tujuannya 
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adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil 

dan mandiri. 

8. PDRB Per kapita 
Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan 

Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.3.10. 
Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar 

dan Provinsi (Capaian Tahun 2021, untuk tahun 2022 masih belum rilis) 

 Kab.Tuba
n 

Kab. 
Lamongan 

Kab. 
Bojonegoro 

Ngawi PemprovJati

m 

PDRB Per 

kapita 

54.775 30.267 63.811 23.833 60.040 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tahun 2021 PDRB per Kapita 

atas dasar harga berlaku KabupatenTuban sebesar Rp.54.775,00 lebih 

besar apabila dibandingkan dengan PDRBKabupatenLamongan dan 

Kabupaten Ngawi,namunlebihrendahapabiladibandingkandenganPDRB 

per Kapita Provinsi. 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk secara makro 

di suatudaerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang 

merupakan hasil bagiantara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

kegiatan ekonomi dengan 

jumlahpenduduk.Olehkarenaitu,besarkecilnyajumlahpendudukakanmem

pengaruhinilaiPDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per 

kapita sangat tergantungpada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor 

produksi yang terdapat di 

daerahtersebut.PDRBperkapitaatasdasarhargaberlakumenunjukkannilaiP

DRBper kepala atau per satu orang penduduk.  

9. Indeks Pendidikan 

Nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Tuban jika dibandingkan 

dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.3.11. 
Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten 

sekitar dan Provinsi 

(Capaian Tahun 2021, untuk tahun 2022 masih belum rilis) 
 Kab.Tuba

n 
Kab. 

Lamongan 
Kab. 

Bojonegoro 
Ngawi PemprovJati

m 

Indeks 

Pendidikan 

0,58 0,65 0,60 0,60 0,63 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Pendidikan 

Kabupaten Tuban lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya 

dan juga Provinsi.Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen 

pembentuk IPM. Indeks pendidikan yang merepresentasikan Harapan 

Lama Selokah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator 

ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Kedua 

indikator ini konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun 

kenaikan yang dicapai relatif kecil. 

10. Indeks Kesehatan 

Nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban jika dibandingkan 

dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.3.12. 
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten 

sekitar dan Provinsi (Capaian Tahun 2021, untuk tahun 2022 masih 
belum rilis) 

 Kab.Tuba
n 

Kab. 
Lamongan 

Kab. 
Bojonegoro 

Ngawi PemprovJati

m 

Indeks 

Kesehatan 

0,79 0,81 0,80 0,81 0,79 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kesehatan di Kabupaten 

Tuban lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, 

walaupun capaiannya sama bila dibandingkan dengan nilai Indeks 

Kesehatan di Jawa Timur. 

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan  indeks 

kesehatan Kabupaten Tuban dengan Indeks Kesehatan Jawa Timur adalah 

sebagai berikut :  

Grafik 2.3.28.   
Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban dan Jawa Timur 

Tahun 2020-2022 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bawa nilai indeks kesehatan 

Kabupaten Tuban berada sedikit diatas Jawa Timur. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada perbaikan kenaikan kondisi Kesehatan masyarakat Kabupaten 

Tuban.  

11. Indeks Ketahanan Pangan 

Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban jika 

dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tabel 2.3.13. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 
Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi (Untuk capaian Tahun 

2021) 
 Kab.Tuba

n 
Kab. 

Lamongan 
Kab. 

Bojonegoro 
Ngawi PemprovJ

atim 

Indeks 
Ketahanan 
Pangan 

83 85,80 84,40 83,86 79,70 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan di 

Kabupaten Tuban masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 

Kabupaten sekitar, akan tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 

capaian provinsi. Variabel yang berpengaruh terhadap indeks ketahanan 

pangan, yakni persentase produksi padi, rata-rata pengeluaran perkapita, 

indeks daya beli, persentase luas panen, dan kepadatan penduduk.  

 

 

12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tuban jika 

dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

 
Grafik 2.3.29. 

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tuban 
dengan Provinsi dan Nasional (Tahun 2021, untuk tahun 2022 masih 

belum rilis) 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai IDG daerah di 

Kabupaten Tuban lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IDG di 

tingkat provinsi dan nasional. 

MasihbelumoptimalnyacapaianIndeksPemberdayaanGender(IDG)menunju

kkan belum maksimalnya peran aktif perempuan, sehingga pada 

urusanpemberdayaanperempuanmasihmemerlukanberbagaiupayadanino

vasiyangsifatnya tidak sektoral namun mutlak dilakukan dengan 

kolaborasi lintas sektor yangsinergis, mengingat isu kesetaraan 

perempuan yang bersifat menyeluruh dan adapadatiapsektor 

pembangunan. 

13. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah 
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

DaerahKabupatenTubanTahun2022dapatdibandingkandengan 

wilayahsekitar,meliputiKabupatensekitar 

danPemerintahProvinsiJawaTimur dapatdilihat pada tabeldibawah : 

Tabel 2.3.14.PerbandinganNilaiSAKIPKab.Tuban dengan KabupatenSekitar 

dan Pemerintah ProvinsiJawaTimur Tahun2022 

 Kab.Tu

ban 

Kab. 

Lamong
an 

Kab. 

Bojonego
ro 

Kab.Gresi

k 

Pempr

ovJati
m 

NilaiSA
KIP 

BB 
(71,20) 

A 
(82,64) 

BB 
(70,05) 

A 
(81,59) 

A 
(80,31) 

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 

mampu bersaing dengan capaiannilaiAKIPKabupaten sekitar. Salah 

satu Kabupaten tetangga yang predikat nilainya sama dengan Kab. 

Tuban yaitu Kab. Bojonegoro dengan predikat nilai BB.Sedangkan pada 

Kab. Lamongan, Gresik dan Pemerintah Provinsi JawaTimur nilai 

AKIPnya sudah mencapai kategori A. 

f. Analisis Kualitas Capaian Kinerja Sasaran Strategis, yang meliputi: 
 

1.Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau 
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 

 

I. Misi I (Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis 

Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan 

lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi) 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur 

a. Indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 
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Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut ditunjang oleh 

program-program dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat 

meningkatkan infrastruktur yang ada dan juga meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 

Tahun 2022 berhasil melebihi target yang ditetapkan, salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain : 

- Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evalusai yang 

dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan 

limbah cair;  

- Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;  

- Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok 

masyarakat yang konsen terhadap kualitas air sungai/sampah 

sungai;  

- Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi 

penghasil polusi udara;  

- Meningkatnya ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil  

polusi udara melalui penerapan teknologi; 

- Uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

- Meningkatnya kegiatan gemar bersepeda (gowes) sebagai bagian 

dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam 

aktivitas sehari-hari. 

- Adanya kerjasama yang baik antara dinas-dinas terkait untuk 

penyediaan angkutan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan. 

- Adanya penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

sebagai bentuk peningkatan infrastruktur urusan perhubungan. 

- Tercapainya tingkat pelayanan jalan yang didukung oleh 

penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, 

penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, 

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 

jalan kabupaten/kota, persetujuan hasil analiss dampak lalu lintas 

(Andalin) untuk Kabupaten/Kota. 

- Belum tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan 

lingkungan hidup disebabkan karena perhitungan metode baru 
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dimana kegiatan penanaman tanaman dan penghijauan di Lahan 

Terbuka  di wilayah Kabupaten Tuban belum bisa terbaca oleh 

citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagai tutupan lahan sampai dengan batas ketinggian tertentu. 

c. Indeks Resiko Bencana 

Hal-hal yang telah dilakukan dalam peningkatan nilai indeks resiko 

bencana adalah sebagai berikut: 

- Update dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), update Dokumen 

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan update Dokumen 

Rencana Kontigensi (RenKon) 

- Peningkatan kompetensi dan kapasitasi anggota SRPB dan FPRB 

Kabupaten Tuban, Sosialisasi peran SRPB dan FPRB terhadap 

penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Tuban 

serta sertifikasi dan uji kompetensi anggota PUSDALOPS PB 

- Penambahan peralatan sesuai dengan potensi ancaman bencana, 

menambah peralatan untuk pusat data informasi dan komunikasi 

kebencanaan, penambahan peralatan Early Warning System di 

kawasan rawan bencana. 

- Membuat SOP penyerahan bahan material bangunan dan bahan 

banjiran, merubah pola pelaksanaan di lapangan dengan 

menambah tenaga terampil untuk pembagian bahan bantuan, 

meningkatkan kompetensi SDM di bidang JITUPASNA, 

meningkatkan pengawasan proses pelaksanaan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

- Peningkatan kapasistas TRC dalam bentuk vertical rescue dan 

water rescue, pelatihan rutin dalam bentuk penjelajahan navigasi 

darat, penanganan secara cepat dan tepat sasaran. 

- Pengembangan dan pengoptimalisasian beberapa inovasi terkait 

kebencanaan misalnya Inovasi LIPAT DANA (Lintas Informasi Ceat 

Darurat Bencana), Inovasi DESTANA BERKARYA (Desa Tangguh 

Bencana Berdedikasi Kelola Resikonya Bencana), Inovasi TUBAN 

FOREST ADVENTURE (TFA), Inovasi THE VOLUNTARY FESTIVAL 

(TVF), Inovasi ROTITANPASNA (Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Tanggul Pasca Bencana) dan Inovasi PETIK LANGIT (Penyaluran 

Logistik Langsung dan Terintegrasi). 

d. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup 
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Tingginya capaian indeks toleransi/kerukunan hidup antar umat 

beragama di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh tingginya toleransi 

social, toleransi politik, dan toleransi budaya/etnis, antara lain : 

- Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, 

damai dan saling menghargai perbedaan  

- Pemerintah adil, bijaksana dan serius  

- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terkait toleransi sosial  

- Pemerintah memfasilitasi kegiatan bersosialisasi, pemberdayaan, 

dan pembinaan masyarakat  

- Memperkuat jalinan kerjasama dengan lapisan masyarakat dan 

pihak terkait  

- Pemerintah cepat tanggap dan tegas menyelesaikan 

masalah/konflik sosial  

- Perlindungan dan penyelesaian bagi korban terdampak konflik 

sosial  

- Tersedianya media atau layanan cepat atau hotline untuk 

pelaporan masalah sosial  

- Peningkatan program FKUB dan FKDM  

- Penanganan konflik sosial dengan pembentukan peraturan yang 

tegas  

- Pemerintah memfasilitasi baik secara materiil & non materiil serta 

mempermudah perizinan untuk kelestarian budaya melalui 

program-program rutin (contoh : karnaval budaya, tayub, wayang, 

sedekah bumi) 

II. Misi II (Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-

kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, 

berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan) 

1. Sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor 

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, 

perindustrian, perdagangan 

Indikator sasaran PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 

PDRB Sektor Industri Pengolahan dan PDRB Sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum 

Capaian angka PDRB baik sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan maupun PDRBSektor Industri Pengolahan dan PDRB Sektor 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2021 dan 2022 
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mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya setelah adanya 

dampak pandemi Covid-19. Peningkatantersebutdisebabkan oleh 

beberapa lapangan usaha yang aktivitasnya tumbuh cukup 

baiksetelah jatuh terkena dampak dari pandemi COVID-19. Upaya 

yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka 

pemulihan ekonomi di Kabupaten Tuban antara lain: 

1. Upaya penumbuhan sentra-sentra perekonomian baru seperti Car 

Free Night yang diadakan setiap sabtu malam dan mulai 

digalakkannya event-event yang bisa menumbuhkan aktivitas 

perekonomian seperti pameran-pameran. 

2. Menekan inflasi daerah dengan seringnya menggalakkan operasi 

pasar untuk menjaga antara demand n supply barang-barang 

kebutuhan di pasar terjaga. 

3. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi 

pertanian, peternakan, dan perikanan;  

4. Upaya peningkatan kemandirian Industri Kecil Menengah (IKM) 

yang berdaya saing;  

5. Pembinaan dan pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi 

bantuan peralatan produksi;  

6. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro dan 

produk IKM, dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan dan 

pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dan IKM, melalui 

peran aktif pendamping IKM serta melibatkan berbagai pihak 

terkait diantaranya Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan 

serta Dekranasda dalam pembinaan sehingga produk yang 

dihasilkan dapat bernilai jual lebih tinggi;  

7. Disamping itu dalam upaya meningkatkan daya saing produk 

IKM, peran Rumah Kemasan juga terus diintensifkan dalam 

memberikan pelayanan dan pendampingan teknik pengemasan 

yang lebih baik agar kualitas produk lebih meningkat;  

8. Mengefektifkan IKM Mart yang ada serta membuat aplikasi 

berbasis android sebagai media mempertemukan pelaku UMKM 

dan pedagang Pasar dengan pembeli;  

9. Menciptakan kondisi yang dapat menarik minat investor;  

10. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil produksi 

pengolahan industry;  
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11. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas koperasi dan UMKM, 

BUMDes, industri dan perdagangan;  

12. Meningkatkan kesempatan, kapasitas dan perlindungan tenaga 

kerja; 

13. Memberikan akses kemudahan distribusi hasil produksi. 

2. Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan 

daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

a. Tingkat Inflasi Daerah (kopumdag) 

Semakin tingginya inflasi menunjukkansemakin 

banyaknya permintaan akan barang dan jasa, banyaknya uang 

yang beredar, adanya kenaikan biaya produksi, kenaikan harga 

barang dalam negeri, terhambatnya produksi dan distribusi 

barang dan jasa serta adanya kenaikan tarif dasar listrik dan 

BBM. Pada tahun 2022 kecenderungan ekonomi global sedang 

tidak baik, hal tersebut menyebabkan inflasi tingkat Nasional, 

Provinsi/Jawa Timur, dan Kabupaten cenderung tinggi.  

Dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 

Pemerintah Kabupaten Tuban gencar melakukan optimalisasi 

pengendalian inflasi dengan cara menjamin ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), serta menjalin 

kolaborasi dan sinergi lintas organisasi perangkat darah (OPD) 

dalam menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, menciptakan 

episentrum dan memberikan atensi terhadap pasar tradisional, 

karena pasar tradisional merupakan pengungkit ekonomi di 

tingkat akar rumput.Pemerintah Kabupaten Tuban juga 

berupaya untuk menekan laju inflasi daerah dengan seringnya 

menggalakkan operasi pasar untuk menjaga antara demand and 

supply barang-barang kebutuhan di pasar tetap terjaga. 

b. Indeks Desa Membangun (IDM) 

Meningkatnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) 

disebabkan oleh pesatnya perkembangan desa-desa di Kabupaten 

Tuban, banyak kepala desa (kades) yang terbuka atas kebijakan-

kebijakan pemerintah, terus melakukan peningkatan kapasitas 

desa di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan ekologi serta adanya 

peningkatan kompetensi perangkat/aparatur desa serta 

menigkatnya persentase desa mandiri di Kabupaten Tuban, 
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dimana dari 311 desa di Kabupaten Tuban yang telah mencapai 

status desa mandiri sebanyak 73 desa di tahun 2022. 

c. PDRB Per kapita 

PDRB Per Kapita Kabupaten Tuban Tahun 2021 terlihat 

mulai menuju kearah pemulihan setelah terdampak adanya 

pandemi COVID-19. Sejak awal Tahun 2020 ekonomi di Indonesia 

khususnya di Kabupaten Tuban terdampak pandemi COVID-19 

sehingga mengubah struktur dan pola pertumbuhan ekonomi. 

Dengan mulai dibukanya kembali tempat-tempat umum dan 

tempat wisata setelah hampir dua tahun terpuruk akibat adanya 

pandemi covid-19 perekonomian di Kabupaten Tuban mulai 

kembali menggeliat. 

BesarkecilnyajumlahpendudukakanmempengaruhinilaiPDRB per 

kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat 

tergantungpada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor 

produksi yang terdapat di daerahtersebut. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban 

dalam meningkatkan pendapatan perkapita antara lain adanya 

tempat sentra-sentra perekonomian baru seperti adanya Car Free 

Night, Car Free Day, dan adanya event-event yang melibatkan 

UMKM yang membuat semakin meningkatnya perkonomian 

masyarakat, dimana berimbas juga pada naiknya PDRB. 

3. Sasaran Meningkatnya nilai investasi daerah, dengan indicator 

sasaran Persentase peningkatan nilai investasi 

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di 

Kabupaten Tuban, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah 

adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di 

Kabupaten Tuban, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, 

ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta 

ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya 

tentang peluang investasi di Kabupaten Tuban.  

Kabupaten Tuban selalu berupaya untuk meningkatkan 

investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan 

dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing 

investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, 

pembinaandan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin 

kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di 

Kabupaten Tuban 

III. Misi III (tMeningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, 

terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender) 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca 

masyarakat 

a. Indeks Pendidikan 

Peningkatan indeks Pendidikan di Kabupaten Tuban tidak terlepas 

dari peningkatan kualitas Pendidikan yang digambarkan oleh 

capaian peningkatan angka kelulusan sekolah dan 

penghargaan/prestasi yang diperoleh, baik di tingkat local, 

regional, nasional maupun internasional dan capaian angka 

kelulusan sekolah pada seluruh jenjang sebesar 100%.  

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  

Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan pengukuran 

terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam 

membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana 

belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi 

masyarakat. Tercapainya target indikator indeks pembangunan 

literasi masyarakat di Kabupaten Tuban karena adanya beberapa 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya dengan 

menjadwalkan siswa-siswi sekolah di Kabupaten Tuban untuk 

datang berkunjung ke perpustakaan daerah untuk meningkatkan 

minat baca.  

2. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat, dengan 

indikator Indeks Kesehatan. 

Penyebab keberhasilan kinerja antara lain dikarenakan 

kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH), yang disebabkan oleh 

beberapa factor antara lain : 

- Penurunan kematian ibu, bayi dan balita,dengan kegiatan 

berikut:  

 Pembinaan pelayanan ANTE NATAL CARE (ANC), Persalinan 

Post Natal Care (PNC) dan Bayi di Puskesmas oleh dokter 

Spesialis Obgyn,Sp.A, Sp.A (BOK Kabupaten) 
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 Orientasi Pendampingan Bumil, Bulin, Nifas di Puskesmas 

(BOK Kabupaten)  

 Audit Maternal Perinatal (AMP) Kasus Maternal (APBD )  

 Bleanded Learning (BL) USG  

 Bleanded Learning KIA, kegiatan Pusat yg dilaksanakan di 

Kabupaten  

 Penyediaan USG untuk 33 Puskesmas 

- Penurunan prosentase balita stunting dari 25,1 menjadi 24,9  

dengan pemberian PMT, pengadaan Antropometri, pemberian 

Zink dan aksi bergizi belum memberikan dampak yang signifikan 

pada penurunan Angka stunting dari tahun 2021 dan 2022 

hanya 0,2. Dari capaian 2021 yaitu 25,1 dan 2022 adalah 24,9. 

Dibutuhkan upaya lebih yang bersifat kolaboratif dan lebih 

mengena ke sasaran. 

- Penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak 

menular dengan melaksanakan gebyar Posbindu PT dan TM di 

masyarakat secara berkala. 

Ada beberapa indikator SPM yang belum 100 % yaitu : 

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu 

hamil 

2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan  

3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir  

4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  

5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar  

9. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar 

- Pemberian stimulan jamban mampu meningkatkan jumlah desa 

ODF, dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk percepatan 

pencapaian Desa ODF. Belum semua Desa ODF (Open Defecation 
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Free) Capaian tahun 2021 28,66 yaitu 94 desa dari 328 desa, 

capaian tahun 2022 5,84 yaitu 193 desa dari 328 desa, masih 

ada 135 desa yang bekum ODF. 

3. Sasaran Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar, 

dengan indicator sasaran Indeks Ketahanan Pangan 

4. Sasaran Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, dengan indikator sasaran Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) 

Tahun 2022 Kabupaten Tuban berhasil mempertahankan predikat 

Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori madya, dan Predikat Anugerah 

Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Pelrindungan Anak dengan kategori Madya (Tahun 2021). 

IV. Misi IV (Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil 

guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik) 

1. Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

a. Indikator kinerja sasaran Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah 

Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks 

Kapasitas Fiskal 

Pengukuran indeks kemadirian fiskal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

seluruh kegiatannya, sedangkan Indeks pengelolaan keuangan 

daerah dilakukan untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah 

yang transparan dan akuntabel Kemandirian keuangan daerah 

menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, 

dan indeks kapasitas fiskal sebagai dasar pengelompokan 

kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan peta kapasitas 

fiskal daerah.  

Hambatan yang dihadapi dalam tercapainya indikator-

indikator tersebut antara lain: 

- Terjadinya wabah Covid-19 berakibat pada menurunnya tingkat 

daya beli masyarakat sehingga permintaan semen berkurang 

sehingga produksi industri yang berbahan baku mineral bukan 

logam dan batuan (MBLB) mengalami penurunan; 

- Terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak daerah oleh 

wajib pajak; 

- Keterbatasan OPD dalam pemahaman penyusunan laporan 

keuangan; 
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- Dokumen pendukung bukti kepemilikan tanah atau bukti 

pembelian tanah yang kurang lengkap; 

- Tanah yang berasal dari Pemerintah Provinsi tidak memiliki 

bukti serah terima sehingga menyulitkan proses balik nama 

menjadi milik Pemkab Tuban. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban 

dalam meningkatakan indikator-indikator tersebut antara lain: 

-  Optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang berasal 

dari pendapatan asli daerah (PAD), dan pendapatan 

daerah lainnya, sehingga kemampuan daerah dalam 

membiayai seluruh kegiatannya dapat tercapai. 

Kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan potensi 

PADnya sangatlah penting. Pada Tahun 2022 PAD di 

Kabupaten Tuban meningkat sebesar 6,77%; 

-  Penyesuaian target PAD; 

-  Memberikan penangguhan/keringanan bagi wajib pajak 

yang terlambat membayar; 

-  Pembinaan dan rekonsiliasi kepada OPD terkait laporan 

keuangan; 

-  Melengkapi dokumen kepemilikan tanah/bukti 

pembelian tanah; 

-  Menyelesaikan administrasi pemecahan tanah yang 

berasal bukan dari Pemerintah Daerah. 

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Daerah 

Nilai SAKIP Kabupaten Tuban tahun 2022 mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya, sehingga bisa naik peringkat 

dari B menjadi BB. Langkah strategis yang akan dilaksanakan 

guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja hasil dari 

rekomendasi Kemenpan & RB sebagai berikut:  

- Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menindaklanjuti 

seluruh rekomendasi hasil evaluasi akintabilitas kinerja tahun 

sebelumnya sedemikian rupa sehingga dapat mencapai 

kondisi yang diinginkan; 

- Melakukan review secara berkala atas Renstra PD terkait 

kualitas perumusan tujuan, sasraan stragtegis dan indicator 
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kinerja serta memanfaatkan hasil review untuk perbaikan 

kinerja organisasi;  

- Memanfaatkan cascading-cascading kinerja organisasi setiap 

PD hingga ke level individu pegawai untuk pengukuran kinerja 

individu serta sebagai dasar pemberian reward and 

punishment serta pembayaran tunjangan kinerja daerah 

ataupun TPP;  

- Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD dengan 

menyajikan analisis yang memadai terkait penyebab tidak 

tercapainya suatu target kinerja dan analisis efisiensi 

penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta 

memastikan pimpinan PD menindaklanjuti rekomendasi hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga dapat 

mendorong peningkatan implementasi SAKIP Perangkat 

Daerah; 

- Mereview program, kegiatan dan komponen anggaran pada 

seluruh PD untuk memastikan alokasi anggaran dapat fokus 

pada pencapaian sasaran strategis pembangunan. 

2. Sasaran Birokrasi yang kapabel 

a. Indikator sasaran Indeks Kearsipan Daerah 

Dari semua aset daerah yang ada, arsip adalah salah satu 

aset yang berharga. Arsip merupakan warisan dari generasi ke 

generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat 

keberadaban suatu daerah dapat dilihat dari pemeliharaan dan 

pelestarian terhadap arsipnya. Berkaitan dengan hal tersebut arsip 

perlu dikelola dengan baik dalam sebuah kerangka sistem yang 

benar.Pengelolaan arsip secara baik dapat menunjang kegiatan 

administrasi agar Iebih lancar, namun seringkali diabaikan dengan 

berbagai macam alasan. Beberapa kendala pengelolaan arsip 

daerah antara lain seperti kurangnya tenaga di bidang kearsipan 

maupun terbatasnya sarana dan prasarana.  

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Tahun 2022 Indeks SPBE mengalami penurunan 0,03 poin, hal ini 

dikarenakan : 

- Masih rendahnya Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim 

Koordinasi SPBE Instansi 
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- Masih rendahnya Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

- Masih rendahnya tingkat kematangan Rencana dan Anggaran 

yang mendukung SPBE 

- Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi proses bisnis 

- Masih rendahnya tingkat kematangan pembangunan aplikasi 

SPBE 

- Masih rendahnya tingkat kematangan penggunaan system 

penghubung layanan instansi 

- Masih rendahnya tingkat kematangan layanan pengawasan 

internal pemerintah 

- Masih rendahnya kematangan layanan akuntabilitas kinerja 

organisasi 

c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pada Tahun 2022 indeks profesionalitas Aparatur Sipil 

Neegara (ASN) di Kabupaten Tuban belum mencapai target, dengan 

capaian sebesar 87,75%. Kendala yang dihadapi dalam tercapainya 

indeks profesionalitas ASN antara lain terkendala oleh anggaran, 

sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban 

dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN antara lain 

mengadakan diklat kepemimpinan untuk pejabat tinggi eselon II 

dan III di Kab.Tuban, serta Assesment untuk seluruh ASN di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. 

d. Indeks Inovasi 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban 

dalam tercapainya target indikator indeks inovasi antara lain 

mengadakan lomba inovasi antar perangkat daerah dan 

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya saing antar 

perangkat daerah dan masyarakat untuk terus menciptakan 

inovasi-inovasi baru yang bermanfaat.  

3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, dengan indikator 

sasaran Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional 

Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, 

Konsultasi dan pengaduan, inovasi) 

Nilai IKM Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 mengalami 

peningkatan dibandingkan Tahun 2021, keberhasilan peningkatan 
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nilai IKM tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya komitmen 

mengenai apa yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Good 

Governance, dengan cara memberikan pelayan prima kepada 

masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan, selain itu adanya Mall 

Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibangun di Kabupaten Tuban 

dapat mempermudah dalam koordinasi antar unit pelayanan sehingga 

proses pelayanan menjadi lebih cepat dan terpadu satu pintu.  

Upaya yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tuban dalam peningkatan pelayanan publik antara lain : 

- Menggiatkan informasi kepada masyarakat terkait dengan 

persyaratan prosedur pelayanan dan biaya/ tarif pemanfaatan 

pelayanan publik melalui media on line dengan cara memberikan 

informasi secara detail melalui website atau dengan cara 

membuat banner atau spanduk; 

- Meningkatkan kinerja petugas penanganan pengaduan dengan 

cara lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat;  

- Pelibatan Stakeholders dalam peningkatan proses pelayanan 

public;  

- Pelibatan orang ahli atau pakar yang independen dalam menilai 

dan mendorong perbaikan pelayanan. 

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan 

Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 

Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah ukuran tingkat 

penggunaansumberdaya dalam suatu kegiatan/ proses. Pencapaian 

target indikator kinerjaPemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 

tidak terlepas dari dukungan danperan dari sumberdaya yang ada, 

baik sumberdaya manusia, sumberdaya 

saranadanprasarana,maupunsumberdayaanggaran,walaupunjumlahny

asangatterbatas,namunmasihdapatterlaksanadenganbaik.Adanyakesad

aranmembangun komitmen bersama antar pegawai dan Perangkat 

Daerah, selain 

itujugadenganmelibatkandanmengkolaborasikanberbagaikegiatanyang

dilaksanakan bersama terkait dalam melakukan pembinaan dan 

pendampingan.Terkaitsumberdayaanggaranyangada,walaupunjumlahn

yasangatterbatas,yangtidak sebanding dengan jumlah objek binaan, 

serta adanya pengurangan anggaranakibat Refocusing anggaran, 

namun dapat dioptimalkan penggunaannya, sertapencarian alternative 
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sumber pendanaan yang lain seperti: melalui dana DAK 

NonFisik,penambahandanaDIDsertadanaBTT. 

Dalam rencana kinerja tahunan pagu anggaran untuk 

merealisasikanIndikator Sasaran Kabupaten Tuban sebesar Rp. 

3.238.524.508.061dan 

daripaguanggarantersebutmampudirealisasikansebesarRp.2.721.378.0

85.924,89,dengankatalaintingkatpenyerapannyasebesar84,03%dengan

efisiensianggaran sebesar Rp. 517.146.422.136,11 atau sebesar 

15,97%. Dana silpa tersebut nantinya akan dipergunakan untuk 

melanjutkan pembangunan di tahun berikutnya. Adapun rincian 

penggunaan anggaran berdasarkan 

sasaranstrategisdapatdilihatpadatabeldibawah ini : 
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Tabel2.3.15.Efisiensi AnggaranBerdasarkanSasaranStrategisTahun2022 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target 

Kinerja 
Realisasi Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat Efisiensi 

1 2 3 4  5 6 7 8 

 

I 

Mewujudkan 

Tuban yang 

layak dan 

Nyaman Tinggal 

Berbasis Ruang 
Kewilayahan 

dan 

Infrastruktur 

terpadu, 

berwawasan 
lingkungan, dan 

selaras aktivitas 

sosial ekonomi 

 

a. Indeks Layak/ 

Nyaman Tinggal 

(Liveability) 

74,8 75,77 101,30 80,42 20,87 

Meningkatnya 

kualitas Layanan 

infrastruktur 

1. Indek Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur 

76 78,86 103,76 79,09 23,28 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan hidup 

2. Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

63,23 65,53 103,64 88,26 15,38 

Berkurangnya 

resiko bencana 

3. Indeks Resiko 

Bencana 

139 140,46 101,05 81,46 17,49 

Terwujudnya 

Utilitas ruang 

untuk kehidupan 
yang harmonis 

4. Indeks Toleransi / 

Kerukunan Hidup 

89,5 89,82 100,36 92,01 8,34 

II Meningkatkan 

daya saing dan 

daya sanding 
(sinergi-

kolaboratif) 

ekonomi 

daerah sektor 

pertanian, 

perikanan, 
peternakan, 

perkebunan, 

pariwisata, 

 b. Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,07 - 4,31 8,88  196,56 88,50 108,06 

c. Tingkat 

Kemiskinan 

15 15,02 99,86 88,50 11,63 

d. Gini Ratio 0,310 - 
0,347 

0,345 111,29 88,50 35,37 

e. Indeks Williamson 0,951 - 

0,980 

Belum rilis 

0,978 (tahun 2021) 

102,84 88,50 14,34 

f. Tingkat 
Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

4 4,54 86,5 88,50 25 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target 

Kinerja 
Realisasi Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat Efisiensi 

perindustrian, 

perdagangan, 

berbasis 

pemberdayaan 

dan ekonomi 
kerakyatan 

Meningkatnya 

produktivitas dan 

nilai tambah 

ekonomi sektor 

pertanian, 
perikanan, 

peternakan, 

perkebunan, 

pariwisata, 

perindustrian, 
perdagangan 

5. PDRB sektor 

pertanian, 

kehutanan, dan 

perikanan 

1,25 1,89 151,20 92,94 58,26 

6. PDRB Sektor 

Industri Pengolahan 

3,51 17,71 504,56 87,03 417,53 

7. PDRB Sektor 
Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

5,92 8,58 144,93 82,39 62,54 

Meningkatnya 

Ketahanan dan 

keberdayaan 

ekonomi 
masyarakat dan 

daerah berbasis 

kemitraan dunia 

usaha, koperasi, 

Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 
(UMKM), dan 

Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) 

8. Tingkat Inflasi 

Daerah 

1 - 2 5,76 34,72 90,65 -55,93 

9. Indeks Desa 

Membangun (IDM) 

0.7445 0.7701 103,44 85,10 18,34 

10. PDRB Per kapita 55,000,000 Belum rilis 

54.775.340 (tahun 
2021) 

99,59 85,10 14,49 

 

 

Meningkatnya nilai 
investasi daerah 

11. Persentase 
peningkatan nilai 

investasi 

3,5 539 15.400 84,21 15.315,79 

III Meningkatkan 

keunggulan 

SDM 

seutuhnya 

yang terdidik,  
terlatih, sehat, 

 g. Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

69 69,67 100.97 78,16 22,81 

h. Indeks 

Pembangunan 
Gender (IPG) 

88,1 Belum rilis 

88,06 (tahun 2021) 

 99,95 78,16 21,79 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target 

Kinerja 
Realisasi Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat Efisiensi 

berdaya, dan 

setara secara 

gender 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan dan 
minat baca 

masyarakat 

12. Indeks Pendidikan 0,59 Belum rilis 

0,58 (tahun 2021) 

98,31 93,36 4,95 

13. Indeks 

Pembangunan 

Literasi Masyarakat 

10,1 11,32 11,07 96,87 111,97 

Meningkatnya 

derajat kualitas 

kesehatan 
masyarakat 

14. Indeks Kesehatan 0,8 Belum rilis 

0,79 (tahun 2021) 

98,75 76,45 22,3 

Terjaminnya 

ketersediaan 

pangan  sebagai 

kebutuhan dasar 

15. Indeks Ketahanan 

Pangan 

85,5 83,02 97,10 93,70 3,4 

Meningkatnya 

kesetaraan 

Gender, 

pemberdayaan 

perempuan dan 
perlindungan anak 

16. Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

66,02 Belum rilis 63,51 

(tahun 2021) 

96,20 76,94 19,26 

IV Mewujudkan 

pemerintahan 

yang berdaya 
guna dan 

berhasil guna 

menciptakan 

perubahan 

untuk 

pemenuhan 
kepentingan 

 i. Indeks Reformasi 

Birokrasi (IRB) 

61,2 70,42 115,06 83,44 31,62 

Birokrasi yang 

bersih dan 
akuntabel 

17. Indeks 

Kemandirian Fiskal 
Pemerintah Daerah 

0,2349 Belum rilis 

0,2195 (tahun 2020) 

93,44 90,57 2,87 

18. Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(IPKD) 

75 Belum rilis 

67,31 (tahun 2020) 

89,75  87,62 2,13 

19. Indeks Kapasitas 

Fiskal 

1,5 1,354 90,27 87,62 7,78 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target 

Kinerja 
Realisasi Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat Efisiensi 

publik 20. Nilai Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

Daerah 

72,29 71,20 

 

98,49 81,69 16,8 

Birokrasi yang 
kapabel 

21. Indeks Kearsipan 
Daerah 

77,63 82,69 106,52 96,35 10,17 

22. Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Eelektronik (SPBE) 

2,5 2,32 92,80 94,13 -1,33 

23. Indeks 

Profesionalitas 
Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

60 51,44 85,73 73,57 12,11 

24. Indeks Inovasi 61 56,1 91,97 89,86 3,14 

Terwujudnya 

kualitas pelayanan 

publik yang prima 

25. Indeks Pelayanan 

Publik (Kebijakan 

pelayanan, 
profesional 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN), 

Sarana prasarana, 

Sistem Informasi, 
Konsultasi dan 

pengaduan, 

inovasi) 

3,7 4,42  119,46 88,97 30,49 
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I. Misi 1 (Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis 

Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan 

lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi paling 

tinggi dari misi I terdapat pada indikator sasaran Indek Kualitas 

Layanan Infrastruktur dengan tingkat efisiensi sebesar 23,28%. 

Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah terdapat pada indikator 

sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 

II. Misi II (Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) 

ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, 

pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan 

ekonomi kerakyatan) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi paling 

tinggi terdapat pada indikator sasaran Persentase peningkatan nilai 

investasi, dimana tingkat efisiensinya mencapai 15.315,79%. 

Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah terdapat pada indicator 

sasaran tingkat inflasi daerah, dimana efisiensinya mencapai -55,93%. 

III. Misi III (Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik,  

terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender) 

Tingkat efisiensi paling tinggi pada misi III terdapat pada 

indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dimana tingkat 

efisiensinya mencapai 111,97%. Sedangkan tingkat efisiensi paling 

rendah terdapat pada indikator Indeks Ketahanan Pangan, dimana 

tingkat efisiensinya mencapai 3,4%. 

IV. Misi IV (Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil 

guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik) 

Tingkat efisiensi paling tinggi pada misi IV terdapat pada 

indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional 

Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, 

Konsultasi dan pengaduan, inovasi), dimana tingkat efisiensinya 

mencapai 30,49%. Sedangkan tingkat efisiensi paling rendah terdapat 

pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik 

(SPBE), dimana tingkat efisiensinya mencapai -1,33%. 

f.  Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target 

Kinerja 

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target visi, misi, 

tujuan dan sasaran daerah antara lain sebagai berikut:  
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I. Misi I (Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis 

Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan 

lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi) 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur 

a. Indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 

Pada indikator ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan, 

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Jasa 

Konstruksi, Program Penataan Bangunan Gedung, Program 

Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program 

Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, 

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Drainase, Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas 

Umum (PSU), Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Kumuh, Program Kawasan Permukiman, Program 

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dimana 

leading sektornya adalah Dinas PUPR-PRKP dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perhubungan. 

b. Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Pada indicator ini didukung oleh Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan, 

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan 

Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

dimana leading sector dari program-program ini adalah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Perhubungan. 

c. Indikator sasaran Indeks resiko Bencana 

Pada indicator ini didukung oleh Program Penanggulangan 

Bencana dan Program Pencegahan. Penanggulangan. 

Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, 

dimana leading sektornya adalah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

d. Indikator Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup 
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Pada indicator ini didukung oleh Program Peningkatan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial, Program Pembinaan Dan 

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, 

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan, Program Penguatan Ideologi Pancasila, Program 

Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta 

Budaya Politik, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan 

Rakyat. Leading sector yang mengampu program-program ini 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Daerah. 

II. Misi II (Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-

kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, 

peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, 

berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan) 

1. Sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor 

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, 

perindustrian, perdagangan 

a. Indikator sasaran PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan 

Pada indicator sasaran PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan didukung oleh program Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program 

Penyuluhan Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, 

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengolahan 

Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program-program pendukung 

indicator sasaran ini diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan. Leading sector yang mengampu program-

program ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan. 

b. Indikator sasaran PDRB Sektor Industri Pengolahan 
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Pada inidkator ini didukung oleh Program Perencanaan Dan 

Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi 

Industri Nasional, Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pelatihan Kerja 

Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, 

Program Penempatan Tenaga Kerja. Inidikator sasaran ini diampu 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 

c. Indikator sasaran PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

Pada Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program 

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Kesenian 

Tradisional, Program Pengembangan Kebudayaan, Program 

Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan 

Permuseuman, Program Pembinaan Sejarah. Program-program 

pada indicator sasaran ini diampu oleh Dinas Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata. 

2. Sasaran Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi 

masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) 

a. Indikator Tingkat Inflasi Daerah 

Indikator ini didukung oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran 

Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting, Program Standardisasi Dan Perlindungan 

Konsumen, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, 

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, 

Program Pengembangan Ekspor, Program Pemberdayaan Dan 

Perlindungan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP 

Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, 

Program Pemberdayaan Usaha MenengahUsaha Kecil Dan Usaha 

Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program 

Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. Program-program pada 
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indikator sasaran ini diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha 

Menengah dan Perdagangan. 

b. Indikator Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) 

Indikator ini didukung oleh Program Penataan Desa, yang diampu 

oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dan Kecamatan. 

c. Indikator PDRB Per kapita 

Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa, 

Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum 

Adat, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, 

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan 

Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. Program-program 

ini diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dan Kecamatan. 

3. Sasaran Meningkatnya nilai investasi daerah 

a. Persentase peningkatan nilai investasi 

Pada indikator ini didukung oleh Program Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, 

Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program-program 

ini diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 

III. Misi III (Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik,  

terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender) 

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca 

masyarakat 

a. Indikator sasaran Indeks Pendidikan 

Indicator ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, 

Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian 

Perizinan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 
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dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. 

Program-program ini diampu oleh Dinas Pendidikan. 

b. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 

Indikator ini didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan 

yang diampu oleh Dinas Perpustakan dan Kearsipan. 

2. Sasaran Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat 

a. Indikator sasaran Indeks Kesehatan 

Indikator ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan 

Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program 

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pembinaan 

Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan 

Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan Program Pengendalian 

Penduduk. Program-program ini diampu oleh Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

3. Terjaminnya ketersediaan pangan  sebagai kebutuhan dasar 

a. Indikator sasaran Indeks Ketahanan Pangan 

Indikator ini didukung olehProgram Pengelolaan Sumber Daya 

Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program 

Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, 

Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program 

Pengawasan Keamanan Pangan. Program-program ini diampu oleh 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. 

4. Sasaran Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

a. Indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indikator ini didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender 

Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data 

Gender Dan Anak, Program Perlindungan Perempuan, Program 

Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak 

(PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Program-program 

ini diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

IV. Misi IV (Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil 

guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan public) 

1. Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel 
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a. Indikator Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 

Indikator sasaran ini didukung oleh Program Perekonomian Dan 

Pembangunan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang 

diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah. 

b. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah. 

c. Indikator Indeks Kapasitas Fiskal 

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah. 

d. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Daerah 

Indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan. 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program 

Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan 

Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi. Program-program ini 

diampu oleh Sekretariat Daerah, Bappeda dan Inspektorat 

2. Sasaran Birokrasi yang kapabel 

a. Indikator Indeks Kearsipan Daerah 

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Arsip dan 

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip yang diampu oleh 

Dinas Perpustaan dan Kearsipan. 

b. Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE) 

Indikator ini didukung oleh Program Aplikasi Informatika, Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diampu oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 

c. Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Indikator ini didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dan 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

d. Indeks Inovasi 
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Indikator ini didukung oleh Program Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 

3. Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima 

a. Indikator Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, 

profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem 

Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi) 

Indikator ini didukung oleh Program Informasi Dan Komunikasi 

Publik, Program Pendaftaran Penduduk,Program Pencatatan Sipil, 

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum. Program-program diatas diampu oleh 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Sekretariat Dewan 

g. Realisasi Anggaran 

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil 

merealisasikan anggaran sebesar 84,03% dari target anggaran yang 

ditetapkan. Target anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan 

Infrastruktur sebesar Rp.523.219.099.137 mampu terealisasikan sebesar 

Rp.413.791.853.540 dengan capaian 79,09%. Anggaran yang ditetapkan 

pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 

Rp.14.915.513.371 mampu direalisasikan sebesar Rp.13.164.608.958 

dengan capaian 88,26%. Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana memiliki 

anggaran sebesar Rp.4.829.408.978 mampu direalisasikan sebesar 

Rp.3.934.178.810 dengan capaian 81,46%. Pada sasaran terwujudnya 

utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis memiliki anggaran sebesar 

Rp.49.876.112.160 mampu direalisasikan sebesar Rp.45.892.376.887, 

dengan capaian 92,01%. Anggaran yang ditetapkan pada sasaran 

Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan 

sebesar Rp.63.790.830.448 mampu direalisasikan sebesar 

Rp.58.064.029.969 atau dengan capaian sebesar 91,02%. Pada sasaran 
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Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat dan 

Daerah Berbasis Kemitraan Dunia Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) anggaran yang 

ditetapkan sebesar Rp.72.982.219.884 mampu diserap sebesar 

Rp.63.112.144.872 dengan capaian 86,47%. Anggaran yang ditetapkan pada 

sasaran Meningkatnya nilai investasi daerah sebesar Rp.1.579.767.000 dan 

direalisasikan sebesar Rp.1.330.383.467 dengan capaian 84,21%. Sasaran 

meningkatnya kualitas Pendidikan dan minat baca masyarakat memiliki 

anggaran sebesar Rp.240.009.823.046 mampu direalisasikan sebesar 

Rp.224.148.587.310 atau dengan capaian 93,39%. Pada sasaran 

Meningkatnya derajat kualitas Kesehatan masyarakat memiliki anggaran 

sebesar Rp.174.051.523.462 direalisasikan sebesar Rp.47.084.239.039 atau 

dengan capaian 27,05%. Anggaran yang ditetapkan pada sasaran 

Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar sebesar 

Rp.7.230.356.020 direalisasikan sebesar Rp.6.774.679.996 atau dengan 

capaian 93,70%. Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki anggaran sebesar 

Rp.1.105.241.300 mampu direalisasikan sebesar Rp.850.388.901 atau 

dengan capaian 76,94%. Anggaran yang ditetapkan untuk sasaran Birokrasi 

yang bersih dan akuntabel sebesar Rp.2.013.340.108.144 dan mampu 

direalisasikan sebesar Rp.1.676.524.496.425 atau dengan capaian 83,27%. 

Pada sasaran Birokrasi yang kapabel anggaran yang ditetapkan sebesar 

Rp.14.379.836.479 mampu direalisasikan sebesar Rp.12.452.024.586 atau 

dengan capaian 86,59%. Pada sasaran terwujudnya kualitas pelayanan 

publik yang prima anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.53.900.123.866 

dan mampu direalisasikan sebesar Rp.47.952.670.275 atau dengan capaian 

88,97%. Secara rinci realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.3.16. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

I. Mewujudkan Tuban 
yang layak dan 
Nyaman Tinggal 
Berbasis Ruang 
Kewilayahan dan 
Infrastruktur 
terpadu, 
berwawasan 
lingkungan, dan 
selaras aktivitas 
sosial ekonomi 

  a Indeks Layak/ 
Nyaman Tinggal 
(Liveability) 

74,8 75,77 101,30   592.840.133.646 476.783.018.195 80,42 

1 Meningkatnya 
kualitas 
Layanan 
infrastruktur 

1 Indek Kualitas 
Layanan 
Infrastruktur 

76 78,86 103,76 Program 
Penyelenggaraan Jalan 

179.520.998.067 145.654.933.816 81,14 

Program Pengelolaan 
Sumber Daya Air (SDA) 

58.329.613.936 52.635.062.659 90,24 

Program 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

1.839.619.500 1.440.931.920 78,33 

Program 
Pengembangan Jasa 
Konstruksi 

7.150.000 2.460.000 34,41 

Program Penataan 
Bangunan Gedung 

5.565.687.200 738.377.125 13,27 

Program Penataan 
Bangunan Dan 
Lingkungannya 

45.411.659.989 19.408.540.702 42,74 

Program 
Pengembangan Sistem 
Dan Pengelolaan 
Persampahan Regional 

1.905.805.000 1.881.454.000 98,72 

Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air 
Minum 

10.946.376.265 10.516.233.308 96,07 

Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

7.524.450.400 7.408.404.987 98,46 

Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 
Sistem Drainase 

18.743.098.191 18.304.646.900 97,66 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Program Peningkatan 
Prasarana. Sarana Dan 
Utilitas Umum (PSU) 

130.137.473.898 100.263.128.798 77,04 

Program Perumahan 
Dan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

1.289.313.000 1.227.610.000 95,21 

Program Kawasan 
Permukiman 

13.591.452.000 11.183.509.000 82,28 

Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas Dan Angkutan 
Jalan (LLAJ) 

48.406.401.691 43.126.560.326 89,09 

TOTAL 523.219.099.137 413.791.853.540 79,09 

2 Meningkatnya 
kualitas 
lingkungan 
hidup 

2 Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

63,23 65,53 103,64 Program Pengendalian 
Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (B3) Dan 
Limbah Bahan 
Berbahaya Dan Beracun 
(Limbah B3) 

28.693.100 24.168.335 84,23 

Program Pengelolaan 
Persampahan 

9.774.807.571 8.441.073.307 86,36 

Program Pengendalian 
Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

3.549.960.450 3.308.778.407 93,21 

Program Penghargaan 
Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

597.051.000 471.040.250 78,89 

Program Penanganan 
Pengaduan Lingkungan 
Hidup 

68.183.500 57.651.300 84,55 

Program Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 
(Kehati) 

896.817.750 861.897.359 96,11 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

TOTAL 14.915.513.371 13.164.608.958 88,26 

3 Berkurangnya 
resiko bencana 

3 Indeks Resiko 
Bencana 

139 140,46 101,05 Program 
Penanggulangan 
Bencana 

4.423.190.950 3.556.420.698 80,40 

Program Pencegahan. 
Penanggulangan. 
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran 

406.218.028 377.758.112 92,99 

TOTAL 4.829.408.978 3.934.178.810 81,46 

4 Terwujudnya 
Utilitas ruang 
untuk 
kehidupan yang 
harmonis 

4 Indeks Toleransi / 
Kerukunan Hidup 

89,5 89,82 100,36 Program Peningkatan 
Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

8.844.683.560 6.801.460.065 76,90 

Program Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional 
Dan Peningkatan 
Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik 
Sosial 

364.777.250 301.512.886 82,66 

Program Pembinaan 
Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi. 
Sosial. Dan Budaya 

8.230.000 8.210.000 99,76 

Program Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

319.999.000 121.558.234 37,99 

Program Penguatan 
Ideologi Pancasila  

745.027.900 601.813.377 80,78 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Program Peningkatan 
Peran Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan 
Melalui Pendidikan 
Politik Dan 
Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

1.764.466.700 1.746.322.415 98,97 

Program Pemerintahan 
Dan Kesejahteraan 
Rakyat 

37.828.927.750 36.311.499.910 95,99 

TOTAL 49.876.112.160 45.892.376.887 92,01 

II Meningkatkan daya 
saing dan daya 
sanding (sinergi-
kolaboratif) 
ekonomi daerah 
sektor pertanian, 
perikanan, 
peternakan, 
perkebunan, 
pariwisata, 
perindustrian, 
perdagangan, 
berbasis 
pemberdayaan dan 
ekonomi kerakyatan 

  b Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

4,07 - 4,31 Belum rilis 
3 (tahun 

2021) 

73,71   138.352.817.332 122.506.558.308   

c Tingkat 
Kemiskinan 

15 15,02 100,13 

d Gini Ratio 0,310 - 
0,347 

0,345 111,29 

e Indeks Williamson 0,951 - 
0,980 

Belum rilis 
0,978 (tahun 

2021) 

102,84 

f Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

4 4,54 113,50 

5 Meningkatnya 
produktivitas 
dan nilai 
tambah 
ekonomi sektor 
pertanian, 
perikanan, 
peternakan, 
perkebunan, 
pariwisata, 

5 PDRB sektor 
pertanian, 
kehutanan, dan 
perikanan 

1,25 Belum rilis 
1,37 (tahun 

2021) 

109,6 Program Penyediaan 
Dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

6.560.388.750 6.131.752.815 93,47 

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

2.011.294.782 1.615.674.331 80,33 

Program Penyuluhan 
Pertanian 

3.368.949.550 3.106.509.010 92,21 

Program Penyediaan 25.086.249.694 23.450.878.451 93,48 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

perindustrian, 
perdagangan 

Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Program Pengendalian 
Dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

864.651.590 702.194.929 81,21 

Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

2.434.603.700 2.375.508.000 97,57 

Program Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan 
Dan Perikanan 

147.185.000 139.363.900 94,69 

Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

5.907.431.100 5.618.458.270 95,11 

Program Pengolahan 
Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

1.535.877.800 1.393.346.048 90,72 

TOTAL 47.916.631.966 44.533.685.754 92,94 

6 PDRB Sektor 
Industri 
Pengolahan 

3,51 Belum rilis 
2,97 (tahun 

2021) 

84,05 Program Perencanaan 
Dan Pembangunan 
Industri 

2.577.972.182 2.134.711.373 82,81 

Program Pengelolaan 
Sistem Informasi Industri 
Nasional 

38.102.100 23.327.000 61,22 

Program Pengendalian 
Izin Usaha Industri 
Kabupaten/Kota 

11.260.000 7.635.000 67,81 

Program Perencanaan 
Tenaga Kerja 

88.200.000 8.292.000 9,40 

Program Pembangunan 
Kawasan Transmigrasi 

315.200.000 178.441.268 56,61 

Program Pelatihan Kerja 
Dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

3.352.772.000 3.161.794.983 94,30 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Program Hubungan 
Industrial 

755.138.000 606.482.964 80,31 

Program Penempatan 
Tenaga Kerja 

2.595.840.000 2.351.295.131 90,58 

TOTAL 9.734.484.282 8.471.979.719 87,03 

7 PDRB Sektor 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

5,92 Belum rilis 
2,43 (tahun 

2021) 

41,05 Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

1.369.568.050 929.584.273 67,87 

Program Pemasaran 
Pariwisata 

669.000.000 599.186.763 89,56 

Program 
Pengembangan Sumber 
Daya Pariwisata Dan 
Ekonomi Kreatif 
Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual 

1.597.290.250 1.483.253.680 92,86 

Program 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif Melalui 
Pemanfaatan Dan 
Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual 

100.000.000 75.593.500 75,59 

Program 
Pengembangan 
Kesenian Tradisional 

150.800.000 145.596.630 96,55 

Program 
Pengembangan 
Kebudayaan 

1.080.155.000 951.900.210 88,13 

Program Pelestarian 
Dan Pengelolaan Cagar 
Budaya 

89.450.000 75.054.400 83,91 

Program Pengelolaan 
Permuseuman 

983.450.900 710.588.040 72,25 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Program Pembinaan 
Sejarah 

100.000.000 87.607.000 87,61 

TOTAL 6.139.714.200 5.058.364.496 82,39 

6 Meningkatnya 
Ketahanan dan 
keberdayaan 
ekonomi 
masyarakat dan 
daerah berbasis 
kemitraan dunia 
usaha, 
koperasi, Usaha 
Mikro Kecil dan 
Menengah 
(UMKM), dan 
Badan Usaha 
Milik Desa 
(BUMDes) 

8 Tingkat Inflasi 
Daerah 

1 - 2 5,76 288,00 Program Perizinan Dan 
Pendaftaran 
Perusahaan 

12.505.000 12.454.000 99,59 

Program Stabilisasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok Dan 
Barang Penting 

908.589.100 765.361.166 84,24 

Program Standardisasi 
Dan Perlindungan 
Konsumen 

389.505.650 334.926.270 85,99 

Program Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

12.248.733.650 11.321.456.427 92,43 

Program Penggunaan 
Dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

406.643.265 368.530.780 90,63 

Program 
Pengembangan Ekspor 

494.760.500 408.552.400 82,58 

Program Pemberdayaan 
Dan Perlindungan 
Koperasi 

194.840.000 175.190.000 89,91 

Program Penilaian 
Kesehatan KSP/USP 
Koperasi 

50.904.900 49.985.500 98,19 

Program Pendidikan 
Dan Latihan 
Perkoperasian 

666.752.000 596.100.560 89,40 

Program Pemberdayaan 
Usaha Menengah. 

498.566.300 412.365.840 82,71 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Usaha Kecil. Dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Program 
Pengembangan UMKM 

2.132.666.209 1.876.335.686 87,98 

Program Pengawasan 
Dan Pemeriksaan 
Koperasi 

85.855.000 78.295.000 91,19 

TOTAL 18.090.321.574 16.399.553.629 90,65 

9 Indeks Desa 
Membangun (IDM) 

0,7445 0,7701 103,44 Program Penataan Desa 55.963.500 36.709.670 65,60 

10 PDRB Per kapita 55.000.000 Belum rilis 
54.775.340 

(tahun 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99,59 Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 

316.500.000 259.842.236 82,10 

Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

7.169.753.200 6.726.600.299 93,82 

Program Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan. 
Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum Adat 

1.613.628.700 1.378.765.027 85,44 

Program Pemberdayaan 
Sosial 

1.339.579.050 1.261.994.050 94,21 

Program Rehabilitasi 
Sosial 

8.900.941.400 8.359.494.049 93,92 

Program Perlindungan 
Dan Jaminan Sosial 

21.613.870.681 16.448.424.501 76,10 

Program Penanganan 
Bencana 

170.839.250 136.960.600 80,17 

Program Pengelolaan 
Taman Makam 
Pahlawan 

179.931.475 176.330.049 98,00 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Dan 

13.530.891.054 11.927.470.762 88,15 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Kelurahan 

TOTAL 54.891.898.310 46.712.591.243 85,10 

7 Meningkatnya 
nilai investasi 
daerah 

11 Persentase 
peningkatan nilai 
investasi 

3,5 539 15400,00 Program 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

215.732.500 210.795.948 97,71 

Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

285.747.000 265.088.513 92,77 

Program Promosi 
Penanaman Modal 

377.920.000 198.049.847 52,41 

Program Pengelolaan 
Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman 
Modal 

192.642.500 175.376.853 91,04 

Program Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

507.725.000 481.072.306 94,75 

TOTAL 1.579.767.000 1.330.383.467 84,21 

III Meningkatkan 
keunggulan SDM 
seutuhnya yang 
terdidik,  terlatih, 
sehat, berdaya, dan 
setara secara 
gender 

  g Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 

69 69,67 100,97   422.396.943.828 278.857.895.246   

h Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

88,1 Belum rilis 
88,06 (tahun 

2021) 

99,95 

8 Meningkatnya 
kualitas 
pendidikan dan 
minat baca 
masyarakat 

12 Indeks Pendidikan 0,59 Belum rilis 
0,58 (tahun 

2021) 

98,31 Program Pengelolaan 
Pendidikan 

224.469.916.396 209.634.470.693 93,39 

Program 
Pengembangan 
Kurikulum 

251.978.850 207.582.650 82,38 

Program Pengendalian 
Perizinan Pendidikan 

22.705.000 14.145.500 62,30 

Program Pendidik Dan 
Tenaga Kependidikan 

354.088.500 201.291.060 56,85 

Program 912.274.000 832.522.276 91,26 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Kepemudaan 

Program 
Pengembangan 
Kapasitas Kepramukaan 

1.525.000.000 1.492.354.261 97,86 

Program 
Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

10.091.535.300 9.458.484.485 93,73 

TOTAL 237.627.498.046 221.840.850.925 93,36 

13 Indeks 
Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

10,1 11,32 112,07 Program Pembinaan 
Perpustakaan 

2.382.325.000 2.307.736.385 96,87 

TOTAL 2.382.325.000 2.307.736.385 96,87 

9 Meningkatnya 
derajat kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

14 Indeks Kesehatan 0,8 Belum rilis 
0,79 (tahun 

2021) 

98,75 Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

150.760.800.629 30.354.665.426 20,13 

Program Sediaan 
Farmasi. Alat Kesehatan 
Dan Makanan Minuman 

409.368.082 307.687.160 75,16 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

3.134.871.000 1.673.901.054 53,40 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

6.997.187.250 5.699.403.784 81,45 

Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 
(KB) 

6.850.667.501 6.025.301.525 87,95 

Program Pemberdayaan 
Dan Peningkatan 
Keluarga Sejahtera (KS) 

5.629.860.000 2.808.927.700 49,89 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Program Pengendalian 
Penduduk 

268.769.000 214.352.390 79,75 

TOTAL 174.051.523.462 47.084.239.039 27,05 

10 Terjaminnya 
ketersediaan 
pangan  
sebagai 
kebutuhan 
dasar 

15 Indeks Ketahanan 
Pangan 

85,5 83,02 97,10 Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 
Untuk Kedaulatan Dan 
Kemandirian Pangan 

6.409.584.600 6.001.268.250 93,63 

Program Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

557.461.770 528.017.846 94,72 

Program Penanganan 
Kerawanan Pangan 

94.640.000 90.019.900 95,12 

Program Pengawasan 
Keamanan Pangan 

168.669.650 155.374.000 92,12 

TOTAL 7.230.356.020 6.774.679.996 93,70 

11 Meningkatnya 
kesetaraan 
Gender, 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak 

16 Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 

66,02 Belum rilis 
63,51 (tahun 

2021) 

96,20 Program 
Pengarusutamaan 
Gender Dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

243.900.400 181.557.700 74,44 

Program Pengelolaan 
Sistem Data Gender 
Dan Anak 

228.188.500 212.310.380 93,04 

Program Perlindungan 
Perempuan 

231.083.300 149.527.850 64,71 

Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

51.491.400 44.529.700 86,48 

Program Pemenuhan 
Hak Anak (PHA) 

191.689.900 160.873.880 83,92 

Program Perlindungan 
Khusus Anak 

158.887.800 101.589.391 63,94 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

TOTAL 1.105.241.300 850.388.901 76,94 

IV Mewujudkan 
pemerintahan yang 
berdaya guna dan 
berhasil guna 
menciptakan 
perubahan untuk 
pemenuhan 
kepentingan publik 

  i Indeks Reformasi 
Birokrasi (IRB) 

61,2 70,42 115,07   2.081.620.068.489 1.736.929.191.286   

12 Birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

17 Indeks Kemandirian 
Fiskal Pemerintah 
Daerah 

0,2349 Belum rilis 
0,2195 

(tahun 2020) 

93,44 Program Perekonomian 
Dan Pembangunan 

1.266.564.553 1.228.245.151 96,97 

Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

5.604.186.950 4.994.609.920 89,12 

TOTAL 6.870.751.503 6.222.855.071 90,57 

18 Indeks Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
(IPKD) 

75 Belum rilis 
67,31 

(Tahun 
2020) 

89,75 Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

520.921.918.693 456.178.077.710 87,57 

19 Indeks Kapasitas 
Fiskal 

1,5 1,354 90,27 Program Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

6.069.425.500 5.579.434.710 91,93 

TOTAL 526.991.344.193 461.757.512.420 87,62 

20 Nilai Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(SAKIP) Daerah 

72,29 71,2 98,49 Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

1.469.228.925.140 1.200.112.765.172 81,68 

Program Perencanaan. 
Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

3.899.598.030 3.333.786.006 85,49 

Program Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

3.202.194.950 2.970.603.897 92,77 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

917.568.000 298.861.793 32,57 

Program Perumusan 
Kebijakan. 

2.229.726.328 1.828.112.066 81,99 



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH 
 

 

II - 342 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

Pendampingan Dan 
Asistensi 

TOTAL 1.479.478.012.448 1.208.544.128.934 81,69 

13 Birokrasi yang 
kapabel 

21 Indeks Kearsipan 
Daerah 

77,63 82,69 106,52 Program Pengelolaan 
Arsip 

612.165.100 597.396.800 97,59 

Program Perlindungan 
Dan Penyelamatan Arsip 

124.639.700 112.519.300 90,28 

TOTAL 736.804.800 709.916.100 96,35 

22 Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Eelektronik (SPBE) 

2,5 2,32 92,80 Program Aplikasi 
Informatika 

5.283.297.379 5.059.845.274 95,77 

Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

740.815.550 624.492.338 84,30 

Program 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 

123.673.000 102.705.100 83,05 

TOTAL 6.147.785.929 5.787.042.712 94,13 

23 Indeks 
Profesionalitas 
Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 

60 Belum rilis 
51,41 (tahun 

2021) 

85,68 Program Kepegawaian 
Daerah 

3.691.151.950 2.464.053.095 66,76 

Program 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

1.100.026.000 1.060.975.709 96,45 

TOTAL 4.791.177.950 3.525.028.804 73,57 

24 Indeks Inovasi 61 56,1 91,97 Program Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah 

2.704.067.800 2.430.036.970 89,87 

TOTAL 2.704.067.800 2.430.036.970 89,87 

14 Terwujudnya 25 Indeks Pelayanan 3,7 4,42 119,46 Program Informasi Dan 3.578.887.400 3.512.911.184 98,16 
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MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TARGET 
TAHUN 

2022 

REALISASI 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 

PROGRAM 
PENUNJANG 

PAGU REALISASI 
% SERAPAN 
ANGGARAN 

kualitas 
pelayanan 
publik yang 
prima 

Publik (Kebijakan 
pelayanan, 
profesional 
Aparatur Sipil 
Negara (ASN), 
Sarana prasarana, 
Sistem Informasi, 
Konsultasi dan 
pengaduan, 
inovasi) 

Komunikasi Publik 

Program Pendaftaran 
Penduduk 

2.466.487.850 2.232.980.900 90,53 

Program Pencatatan 
Sipil 

339.999.900 287.997.170 84,71 

Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

614.919.750 466.596.719 75,88 

Program Pengelolaan 
Profil Kependudukan 

52.000.000 49.582.750 95,35 

Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas Dan 
Fungsi DPRD 

41.067.582.300 36.414.447.010 88,67 

Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

1.515.184.870 1.272.300.912 83,97 

Program 
Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

790.513.606 624.840.415 79,04 

Program Pembinaan 
Dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

2.336.292.700 2.104.825.446 90,09 

Program Koordinasi 
Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

1.138.255.490 986.187.769 86,64 

TOTAL 53.900.123.866 47.952.670.275 88,97 

TOTAL SELURUHNYA     3.238.524.508.061 2.721.378.085.925 84,03 
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BAB III  

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN 

PENUGASAN 

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara 

kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan 

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk 

mempercepat proses pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas 

Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa 

dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu 

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 

kepada yang menugaskan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi 

merupakan suatu pelimpahan wewenang tugas-tugas oleh Pemerintahan tingkat 

atas kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada suatu instansi 

vertikal di wilayah tertentu.  

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang 

menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas 

pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui 

Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi Teknis di daerah untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan 

usulan daerah. Hal ini diberikan dengan pertimbangan program dan kegiatan 

tersebut akan lebih efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjadi pendorong 

dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten guna 

mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 
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a. Bidang Kesehatan 

1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 Tahun 

2016 tentang  Penanggulangan Tuberkulosis; 

2) Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Selaku Pimpinan Principal Recipient Hibah The Global 

Fund nomor HK.02.02/I/252/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengelolaan Hibah The Global Fund AIDS, Tuberkulosis, Malaria (GF-

ATM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019-2020. 

b. Bidang Perdagangan 

1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2021 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka 

Pelaksanaan KegiatanPembangunan/RevitalisasiSarana Perdagangan 

berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang 

Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; 

2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP 

DIPA 090.02.4.052852/2022 tanggal 17 November Tahun 2021. 

c. Bidang Pertanian 

1) Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 

 

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 

a. Bidang Kesehatan 

Tatalaksana Tuberkulosis (TB) didukung melalui dana pemerintah 

pusat, pemerintah daerah dan juga dari partner/donor, salah satunya 

adalah bantuan hibah dari The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, 

and Malaria (GF-ATM) komponen TB. Dalam pemberian hibah tersebut 

terdapat Grant Agreement yang ditandatangani oleh pihak Kementerian 

Kesehatan dan pihak The Global Fund dan berisi tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan, besarnya dana yang akan dikelola, tugas dan 

tanggung jawab, tata cara pengelolaan dana, serta indikator yang harus 

dicapai. 

Pelaksanaan pengelolaan hibah The Global Fund, Principial 

Recipient (PR) dalam hal ini yaitu Direktur P2PML melibatkan instansi 

lintas sektor dan lintas program, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab TB di 

wilayahnya, Ditjen PAS Kemenhukham, Balitbangkes dan Laboratorium 
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Rujukan Nasional (LRN) untuk bekerja sama dalam pelaksanaan 

program yang didanai oleh The Global Fund untuk pengendalian 

penyakit TB. 

b. Bidang Perdagangan 

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia, dengan Satuan kerja pelaksana tugas 

pembantuan adalah Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten 

Tuban berdasarkan  Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola 

Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai 

melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2022. 

c. Bidang Pertanian 

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia 

 

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten/Kota  

3.1.1 Target Kinerja 

a. Bidang Kesehatan 

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Bidang 

Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban 

adalah : 

1. Program TB  

NO BL (BUDGET LINE) KEGIATAN 

1. 1 Regular intersectoral coordination meetings for 

development of action plans (estimated 2 

meetings 10 persons per district) 

2. 18 Regular supervision and monitoring for TB 

case notification at all health service providers 

by District TB Team. 

3. 21 Monitoring and evaluation of 

activities (Intensify Household Contact 

Investigation) 

4. 62 Technical support and mentoring on TB-HIV 

management 
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NO BL (BUDGET LINE) KEGIATAN 

5. 64 Improve coordination with HIV program and 

intensified data validation at  district levels. 

6. 68 Districts TB-HIV coordination meeting for 

community cadres with health facility staffs 

7. 74 Decentralize treatment continuation in 

Puskesmas 

8. 89 Coordination with professional organization 

and providers in district level 

9. 140 Office Support for SSR (province) 

10. 170 Offline Training of human resource at facility 

to use SITB 

11. 175 Annual district level monitoring and 

evaluation  

12. 194 1b.  Train 2 health workers in primary health 

centers (Puskesmas) in 514 districts  to 

conduct integrated TB, HIV, and DM screening 

in PLHIV, DM patients, pregnant women, 

people with mental health, and smokers 

13. 195 Train 5 health workers in 1 hospital in 334 

districts for comprehensive TB screening at 

non TB clinics. 

14. 196 Cross program coordination meetings at 

district level 

15. 206 Coordination meeting in 190 districts (Wasor, 

Technical Officer, Hospital, and CSO) 

16. 209 Investment on device or program to improve 

quality of routine surveillance - 

PENGEMBANGAN MOBILE APPS SITB 

17. 231 PPM Supervision at District Level - Field visits 

to private providers  

(To District Not Priority PPM) 

18. 288a Validasi Data 

 

2. Program HIV 

NO BL (BUDGET LINE) KEGIATAN 

1. 7 Office Running Cost (ATK) 

2. 10 Mobile Clinic HIV 

3. 19 Pertemuan SUFA 

4. 20 Pertemuan Pelatihan Kader 
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NO BL (BUDGET LINE) KEGIATAN 

5. 21 Tracing LFU 

6. 29 Validasi Data HIV Tingkat Layanan PDP 

7. 31 Validasi Data HIV tingkat Kabupaten 

8. 33 Kick Off Meeting 

9. 37 Supervisi Porgram HIV 

10. 42 OJT PDP 

11. 43 Monitoring Lanjutan OJT 

 

b. Bidang Perdagangan 

 Program  :Perdagangan Dalam Negeri 

 Kegiatan :Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan 

Kapasitas Logistik Perdagangan. 

Pelaksana pekerjaan fisik konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat 

Penambangan adalah CV. SRIKANDI yang beralamat Perum Karang 

Indah BH 31 RT.005 RW.005 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, 

Kabupaten Tuban.  

Adapun nilai kontrak dalam pembangunan Pasar Rakyat 

Penambangan sebesar Rp.2.735.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga 

puluh lima juta rupiah) berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Nomor : 

602.1/03.11027415/PPK-DAG/414.110.4/2022 tanggal 20 Juni Tahun 

2022. 

Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat 

Bulu adalah CV. CONTOH KARYA MANDIRI yang beralamat di Mutiara 

Citra Asri Blok Q2/36 Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten 

Sidoarjo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.290.800,00 (seratus tiga 

puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) 

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602.3/03.11216415/PPK-

DAG/414.110.4/2022 tanggal 23 Juni 2022. 

c. Bidang Pertanian 

Program   : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

Kegiatan  : Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian 

3.1.2  Realisasi 
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a. Bidang Kesehatan 

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan 

Pengenalian Penduduk dan KB untuk Global Fund  TBC  pada tahun 

2022 yang bersumber dari Global Fund dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp170.022.000,00 terealisasi sebesar Rp. 110.373.500,00 atau sebesar 

64,91%. Sedangkan untuk  Global Fund  HIV  pada Tahun 2022 yang 

juga bersumber dari Global Fund dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

167.139.408,00 terealisasi sebesar Rp. 67.090.000,00  atau sebesar 

40,14% 

b. Bidang Perdagangan 

Pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Bidang 

Pengelolaan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: 

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan tersebut digunakan untuk 

Pembangunan Pasar Rakyat Penambangan, yang terletak di Desa 

Penambangan Kecamatan Semanding, terdiri dari: 

1. Los meja ukuran 1,5m x 2m x 0,85 m sejumlah 50 (lima puluh) unit; 

2. Hamparan ukuran 2m x 2m x 0,3 m sejumlah 10 (sepuluh) unit; 

3. Kios ukuran 3m x 2m x 3 m sejumlah 10 (sepuluh) unit; 

4. Kios ukuran 3x3 m sejumlah 9 (sembilan) unit; 

5. Kantor pengelola ukuran 4m x 3m x 3m sejumlah 1 (satu) unit; 

6. Los meja ukuran 1,5 x 2 m, sejumlah 61 (enam puluh satu) unit; 

7. Hamparan ukuran 1,75 x 2 m sejumlah 29 (dua puluh sembilan) 

unit; dan 

8. Bangunan penunjang berupa 1) Tempat pembuangan sampah 

ukuran 5m x 4m x 1m, sejumlah 1 (satu) unit; 2) Mushola ukuran 

3m x 3m x 3m sejumlah 1 (satu) unit; 3) Toilet pria ukuran 2m x 3m 

x 3m sejumlah 1 (satu) unit; dan 4) toilet wanita ukuran 1,75m x 3m 

x 3m sejumlah 2 (dua) unit. 

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 yang bersumber dari 

Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.959.693.328,00 atau 

sebesar 98,66%. Adapun uraian secara rinci penggunaan Dana Tugas 
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Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

c. Bidang Pertanian 

Sumber Dan Jumlah Anggaran bersumber dari APBN dengan total 

anggaran sebesar Rp. 2.199.000.000,00 

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi  yang Dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten/Kota  

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas 

Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban dan Dinas Ketahnan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 tidak melaksanakan tugas 

pembantuan kepada tingkatan pemerintahan yang ada di bawah. 

3.3 Permasalahan dan Kendala  

a. Bidang Kesehatan 

1) Ada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit  yang belum di supervisi 

terkendala waktu; 

2) Belum bisa melaksanakan kegiatan karena juknis belum jelas; 

3) Belum diperlukan sosialisasi SITB mobile; 

4) Belum bisa mengunjungi klinik / DPM dengan maksimal; 

Uraian Pagu Realisasi Sisa 

Program Perdagangan 

Dalam Negeri 

3.000.000.000 2.959.693.328 40.306.672 

Kegiatan Pengembangan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan dan Kapasitas 

Logistik Perdagangan 

3.000.000.000 2.959.693.328 40.306.672 

Uraian Pagu Realisasi Sisa 

Pembangunan/Revitalisasi 

Pasar Rakyat 

3.000.000.000 2.959.693.328 40.306.672 

Pembangunan Pasar 

Rakyat Penambangan 

2.895.830.000 2.866.290.800 29.539.200 

Biaya Konstruksi Fisik 

Pembangunan Pasar Rakyat 

Bulu 

2.760.262.000 2.735.000.000 25.262.000 

Biaya Konsultan Pengawas 135.568.000 131.290.800 4.277.200 

Administrasi Penunjang 

Kegiatan 

104.170.000 93.402.528 10.767.472 
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5) Sisa paket meeting yg tdk bisa terserap krn kegiatan tdk 

dilaksanakan di hotel; 

6) Kuantitas yang sangat banyak, sementara tidak semua puskesmas 

mempunyai Populasi Kunci untuk dilakukan Mobile VCT; 

7) Tidak menyerap Honor dan Uang Transport narsum dikarenakan 

narsum tidak boleh turunan dari kemenkes, sehingga tidak terserap 

100%; 

8) Kader HIV sudah melakukan Tracing LFU dengan baik, tetapi tugas 

mereka juga harus pendampingan terhadap pasien Baru HIV, 

sehingga harus membagi waktu antara Tracing LFU dan 

Pendampingan; 

9) Masih ada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit  yang belum di 

supervisi terkendala jarak dan Waktu (Sudah Melakukan Supervisi 

sebanyak 27 Layanan); 

10) Calon PDP Baru sudah mengikuti Pelatihan di Murnajati 

b. Bidang Perdagangan 

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar 

Rakyat Penambangan yang dilaksanakanoleh Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan selama Tahun 2022 berjalan dengan lancer sesuai dengan 

waktu yang ditargetkan yaitu dari hari pertama pelaksanaan pekerjaan 

pada tanggal 23 Juni 2022 selesai pada 30 September 2022 dengan 100 

Hari Kerja, kondisi tersebut selaras dengan diterimanya penghargaan 

sebagai Satuan Kerja Terbaik 3, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) 2022 kategori Pengelolaan Anggaran Pembantu Tingkat 

Kabupaten/Kota oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten 

Tuban dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Provinsi Jawa Timur. 

 

c. Bidang Pertanian 

Tidak ada hambatan/permasalahan yang signifikan adalam pelaksanaan 

tugas pembantuan di tahun 2022. 

 

3.4 Saran dan Tindaklanjut 

a.  Bidang Kesehatan 

1) Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam penanggulangan 

penyakit TB dan HIV 
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2) Meningkatkan pemantauan dan penentuan  Wilayah yang beresiko 

terhadap penulatan penyakit  

3) Meningkatkan kuantitas kunjungan kelapangan untuk pencarian kasus 

baru 

4) Penggunaan anggaran sesuai juknis yang ada dan mengembalikan 

anggaran yang tidak terserap karena penghematan 
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BAB IV 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 

4.1 URUSAN PENDIDIKAN 

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 

Jenis Pelayanan Dasar  pada SPM  Pendidikan daerah kabupaten/kota 

terdiri atas:  

a. Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Pendidikan Dasar   

c. Pendidikan Kesetaraan 

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan 

sebagai berikut : 

Jenis 

Layanan 

Penerima 

Layanan 
Indikator 

Pendidikan 

Anak Usia Dini 

Warga Negara usia 

5 tahun s/d 6 

tahun 

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan usia dini 

Pendidikan 

Dasar 

Warga negara usia 7 

tahun s/d 15 tahun  

Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan dasar 

Pendidikan 

Kesetaraan 

Warga negara usia 7 

tahun s/d 18 tahun  

Jumlah  Warga Negara  Usia 7–18 Tahun yang 

belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan 

atau menengah yang perpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

 

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tuban masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan. 

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan 

pemerintah daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut : 
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NO Jenis Pelayanan Dasar 
Indikator Pencapaian  

  

Target 

2022 

1 Pendidikan Anak  Usia Dini Jumlah  Warga Negara  Usia 5 - 6 

Tahun yang berpartisipasi dalam 
pendidikan PAUD 

100% 

2 Pendidikan Dasar Jumlah    Warga  Negara    Usia  7  - 

15  Tahun    yang    berpartisipasi 

dalam pendidikan dasar  (SD/Mi, 

SMP/MTs) 

100% 

3 Pendidikan  Kesetaraan Jumlah  Warga Negara  Usia 7 - 18 

Tahun yang belum menyelesaiakan 
pendidikan dasar dan atau enengah 

yangperpartisipasi dalam pendidikan 

kesataraan 

100% 

 

4.1.3 ALOKASI ANGGARAN  

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang 

pendidikan tahun 2022 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan 

baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan 

pendidikan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan 

anggaran dana sebagai berikut : 

NO PENDANAAN PAGU 

Alokasi 
Anggaran 

Satker 
Perangka
t Daerah 
Dengan 

APBD 

Alokasi Anggaran 
Penerapan SPM 
Dengan APBD 

Alokasi 
Anggaran 
Penerapan 

SPM 
Dengan 

Anggaran 
Satker 

Perangkat 
Daerah 

1 Alokasi Anggaran 

Pendapatan 

Belanja Daerah 

Kabupaten Tuban 

2.676.073.432.751      

2 Alokasi Anggaran 

Satker Perangkat 
Daerah 

867.768.793.202 32,43 %   

3 Alokasi Anggaran 

Penerapan SPM 

Pada Satker PD 

90.023.307.525  3,36 % 10,37 % 

4 Alokasi Anggaran 

Penerapan Spm 

Sumber Lainnya 

Yang Sah Dan 
Tidak Mengikat 

(Contoh : Dana 

Desa, Kerjasama, 

Dana Bagi Hasil 

Dan Lain-Lain) 

142.343.865.000    

  A. APBN 0    

  B. APBD 0    

  B. DAK 142.343.865.000    

  C. LAINYA 0    

 

4.1.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai 

berikut : 
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No Uraian 
Pegawai Dinas 

Pendidikan 

Pegawai pada Satuan 

Pendidikan PAUD, Dasar 

dan Kesetaraan 

 Pegawai   

1. Jenis kelamin:   

 Laki – Laki 56 SD = 1809 

SMP = 789 

PAUD = 10 

Kesetaraan = 63 

 Perempuan 22 SD = 3351 

SMP = 1049 

PAUD = 3736 

Kesetaraan = 50 

2. Status kepegawaian:   

 PNS 22 SD = 2264 

SMP = 968 

PAUD = 245 

 CPNS  

 

 

 Tenaga Lainnya (GTT, GTY, 

PTT,GTY,PTY dan Honorer) 

15 SD = 978 

SMP = 583 

PAUD = 3500 

GYT (Kesetaraan) = 103 

 PPPK   

3. Pendidikan   

 SD/sederajat   

 SMP/sederajat   

 SMA/SMK/ sederajat 27 SD = 99 

SMP = 54 

PAUD = 702 

 D1  SD = 1 

SMP = 3 

PAUD = 15 

Kesetaraan = 21 

 D2  SD = 41 

SMP = 3 

PAUD : 39 

 D3 2 SD = 3 

SMP = 9 

PAUD = 12 

Kesetaraan = 21 

 S1/D-IV 19 SD = 4903 

SMP = 1642 

PAUD = 2965 

Kesetaraan = 71 

 S2 6 SD = 113 

SMP = 125 

PAUD = 7 

 S3  SD : 0 

SMP : 2 

PAUD :0 

4 Pangkat / Gol. Ruang   

 Tidak ada   

 I/a   

 I/b   

 I/c   

 I/ d   

 II/a  SD = 1 

 II/b 3 SD = 9 

 II/c 3 SD = 9 
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No Uraian 
Pegawai Dinas 

Pendidikan 

Pegawai pada Satuan 

Pendidikan PAUD, Dasar 

dan Kesetaraan 

 II/d 22 SD = 37 

PAUD = 6 

 III/a 5 SD = 442 

SMP = 18 

PAUD = 53 

 III/b 3 SD = 346 

SMP = 53 

PAUD = 178 

 III/c 7 SD = 266 

SMP = 78 

 III/d 7 SD = 187 

SMP = 234 

 IV/a 2 SD = 137 

SMP = 151 

 IV/b 2 SD = 774 

SMP = 427 

PAUD = 8 

 IV/c  SD = 55  

SMP = 7 

 IV/d  SD = 1 

5. Jenis PTK   

 Pendidik - PAUD = 3746 

SD = 5160 

SMP = 1838 

 Tenaga Kependidikan - SD = 763 

SMP = 615 

6. Jenis Kepegawaian   

 Struktural 11  

 Fungsional Khusus 2  

 Fungsional Umum 37  

 

4.1.5 HASIL CAPAIAN SPM 

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan 

yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut : 

a) Pendidikan Anak Usia Dini 

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2022, maka Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk 

mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi : 

 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya 

tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 

(enam) tahun. 

 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini 

kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun. 

  Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari 

keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 6 (enam) bulan. 
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 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) 

satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan. 

 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia 

dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 

  Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan 

pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun ajaran. 

 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan 

pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun. 

 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana 

satuan pendidikan yang rusak. 

Hasil capaian SPM sebagai berikt : 

No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
1. Pendidikan Dasar 

Usia Dini  
98,71% 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%) 

Jumlah 

Total Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 
80% 

   40.429 40.429 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%) 
18.71% 

    Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 
Dibutuhkan 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 
Tersedia 

Jumlah 

Mutu Barang 

/ Jasa Yang 

Belum 
Tersedia 

Capaian 

Mutu 100% 

  1 . Buku gambar 24.62 24.62 0 100 % 

  2 . Alat mewarnai 4.93 4.93 0 100 % 

  3 . Penyediaan biaya 
personil Peserta 

Didik 

24.62 24.62 0 100 % 

  4 . Kualitas tenaga 

kependidikan 

(Kepala Sekolah) 

yang berkualifikasi 

S1/D-IV 

1.187 1.045 142 88,04 % 

  5 . Kualitas pendidik 
yang berkualifikasi 

S1/D-IV 

3.787 3.015 772 79,61 % 

  JUMLAH 59.144 58.23 914 467,65 % 

 

b) Pendidikan Dasar 

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2022 terkait, maka Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung 

pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan 

meliputi : 
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 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun yang tidak bersekolah. 

 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak 

mampu sampai lulus. 

 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja/ 

Jenis Layanan 
SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 

2. Pendidikan Dasar   99,30 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80.00 % 

   67.478 67.478 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

19,30 % 

    Jumlah 
Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Dibutuhkan 

Jumlah 
Mutu Barang 

/ Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 
Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Belum 

Tersedia 

96,49 % 

  1 . Buku teks 
pelajaran 

8.115 8.115 0 100 % 

  2 . Perlengkapan 

belajar 

2.862 2.862 0 100 % 

  3 . Kualitas tenaga 

kependidikan 

(Kepala Sekolah) 

yang berkualifikasi 

S1/D-IV 

661 555 106 83,96 % 

  4 . Kualitas tenaga 
kependidikan 

(Tenaga 

Admin/Tenaga 

Lab/Admin) yang 

berkualifikasi 
SMA/sederajat 

1.384 1.299 85 93,86 % 

  5 .Jumlah rombongan 

belajar di satuan 

pendidikan 

4.751 4.751 0 100 % 

  6 . Penyediaan biaya 

personil peserta 

didik 

8.115 8.115 0 100 % 

  7 . Kualitas pendidik 

yang berkualifikasi 
S1/D-IV 

7.404 7.204 200 97,30 % 

  8 . Satuan pendidikan 

yang berakreditasi 

minimal C 

661 640 21 96,82 % 

  JUMLAH 33.953 33.541 412 771,94 % 

 

c) Pendidikan Kesetaraan 

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 terkait, maka Dinas 

Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk 
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mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi:  

 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun yang tidak bersekolah  

 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak 

mampu sampai lulus 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / 

Jenis Layanan 
SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 

3. Pendidikan 
Kesetaraan 

  96,14 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah Total 

Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80.00 % 

   4.489 4.489 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

16,14 % 

    Jumlah 

Mutu Barang 
/ Jasa Yang 

Dibutuhkan 

Jumlah 

Mutu 
Barang / 

Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 

Mutu 
Barang / 

Jasa Yang 

Belum 

Tersedia 

80,72 % 

  1 . Modul belajar 2.058 2.058 0 100 % 

  2 . Jumlah 
rombongan belajar 

di Pusat Kegiatan 

Belajar 

Masyarakat 

(PKBM) 

240 240 0 100% 

  3 . Penyediaan biaya 
personil peserta 

didik 

2.058 2.058 0 100% 

  4 . Kualitas pendidik 

yang berkualifikasi 

S1/D-IV 

117 70 47 59,83 % 

  5 . Kualitas tenaga 

kependidikan 

(Kepala Sekolah) 
yang berkualifikasi 

S1/D-IV 

35 15 20 42,86 % 

 6 . Kualitas tenaga 

kependidikan 

(Tenaga 

Admin/Tenaga 

12 11 1 91,67% 

 7 . Perlengkapan 
belajar 

700 700 0 100% 

 8 . PKBM 

Terakreditasi 
minimal C 

35 18 17 51,43% 

 JUMLAH 5.255 5.17 85 645,79% 

 

INDEKS PENCAPAIAN SPM 

No 

JENIS 

PELAYANAN 

DASAR 

PENCAPAIAN 

PENERIMA 

LAYANAN 

DASAR (A) 

PENCAPAIAN 

MUTU 

LAYANAN 

DASAR (B) 

PENCAPAI

AN SPM 

(80xA) + 

(20xB) 

INDEKS 

PENCAPAIAN 

SPM 

KATEGORI 

IP SPM 



 

Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

 

 

   IV - 8 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

 

1. Pendidikan 

Anak  Usia 

Dini 

100% 100% 98,71% 

98,05 % 
TUNTAS 

UTAMA 
2. Pendidikan 

Dasar 100% 98.57 % 99,30 % 

3. Pendidikan  

Kesetaraan 100% 94.00 % 96,14 % 

 

4.1.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan 

antara lain : 

NO INDIKATOR RINCIAN PERMASALAHAN SOLUSI 
1. Pengumpulan 

data 

Data akan mengalami perubahan di TB 

II dan IV menyesuaikan dengan data 
terbaru dari Dispendukcapil dan siswa 

baru masuk di Tahun ajaran baru baik 

data dari dapodik dan data dari emis 

(kemenag) serta data siswa SLB dari 

Propinsi Cabang Dinas Setempat 

Dilakukan koordinasi 

data dengan instansi 
terkait 

2. 
 

 

 

 

 

Perhitungan 
Kebutuhan 

 

 

 

 

Perhitungan kebutuhan berdasarkan 
data pada aplikasi dapodik  dan 

Kebutuhan hanya dihitung untuk siswa 

Kabupaten Tuban 

Melaksanakan koordinasi 
secara intensif dengan 

bidang terkait penyediaan 

data kebutuhan 

3. Perencanaan 

dan 
Penganggaran 

Penambahan jumlah siswa di Juni 

2022 untuk anggaran di masukkan 
dalam PAPBD tahun 2022 di bulan 

agustus 

Anggaran yang diinputkan 

masih anggaran hasil 
penetapan APBD di bulan 

januari dan perubahan 

Perbup sebelum adanya 

PAPBD 

4. 
 

Pelaksanaan Pemberian bantuan perlengkapan 
siswa dan study set siswa diberikan di 

TB III Anggaran yang diinputkan 

merupakan anggaran sebelum 

mengalami perubahan di PAPBD dan 

perubahan Perbup 

Melakukan koordinasi 
dengan bidang dan OPD 

terkait untuk percepatan 

program kegiatan 

5. Pelaporan -  

 

 

4.2 URUSAN KESEHATAN 

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota 

terdiri atas : 

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil  

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin  

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir  

d. Pelayanan kesehatan Balita  

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif  

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut  
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h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat  

k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis  

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang 

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga 

memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian 

SPM secara nasional sebagai berikut : 

NO. 
JENIS LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN   

PENERIMA LAYANAN 
DASAR 

1. Pelayanan kesehatan 

ibu hamil 

Persentase ibu hamil 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 

Ibu hamil 

2. Pelayanan kesehatan 

ibu bersalin 

Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan 
persalinan 

Ibu bersalin 

3. Pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

Bayi baru lahir 

4. Pelayanan kesehatan 

balita 

Persentase Pelayanan Kesehatan 

Balita sesuai Standar 

Balita 

5. Pelayanan kesehatan 

pada usia pendidikan 

dasar 

Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

Anak pada usia pendidikan 

dasar 

6. Pelayanan kesehatan 
pada usia produktif 

Persentase orang usia 15–59 
tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

Warga Negara Indonesia 
usia 15 s.d. 59 tahun 

7. Pelayanan kesehatan 

pada usia lanjut 

Persentase warga negara usia 60 

tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standard 

Warga Negara Indonesia 

usia 60 tahun keatas 

8. Pelayanan kesehatan 

penderita hipertensi 

Persentase penderita Hipertensi  

yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Penderita hipertensi 

9. Pelayanan kesehatan 

penderita Diabetes 

Melitus 

Persentase penderita DM  yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Penderita Diabetes Melitus 

10. Pelayanan Kesehatan 

orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) 

berat 

Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan jiwa sesuai standar 

Orang dengan gangguan 

jiwa (ODGJ) berat 

11. Pelayanan kesehatan 

dengan orang terduga 
TBC 

Persentase Orang  terduga TBC  

mendapatkan pelayanan TBC 
sesuai standar 

Orang terduga TBC 

12. Pelayanan kesehatan 

orang dengan risiko 

terinfeksi virus yang 

melemahkan daya 

tahan tubuh manusia 

(Human 
Immunodeficiency 

Virus) 

Persentase orang dengan risiko 

terinfeksi HIV mendapatkan  

pelayanan deteksi dini HIV 

sesuai standar 

Orang berisiko terinfeksi 

HIV (ibu hamil, pasien TB, 

pasien IMS, 

waria/transgender,   

pengguna napza, dan 

warga binaan lembaga 
pemasyarakatan) 

 

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 
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warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya 

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan 

memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap 

warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM 

merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk 

rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam 

penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non 

Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu 

pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu. 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Pencapaian 

Target 
2022 

1.  Pelayanan kesehatan ibu 

hamil 

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil 
100% 

2.  Pelayanan kesehatan ibu 

bersalin 

Persentase ibu bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan 
100% 

3.  Pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

Persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir 
100% 

4.  Pelayanan kesehatan 

balita 

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 

sesuai Standar 
100% 

5.  Pelayanan kesehatan 
pada usia pendidikan 

dasar 

Persentase anak usia pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

100% 

6.  Pelayanan kesehatan 

pada usia produktif 

Persentase orang usia 15–59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar 

100% 

7.  Pelayanan kesehatan 

pada usia lanjut 

Persentase warga negara usia 60 tahun ke 

atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standard 

100% 

8.  Pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi 

Persentase penderita Hipertensi  yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar 
100% 

9.  Pelayanan kesehatan 

penderita Diabetes 
Melitus 

Persentase penderita DM  yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

100% 

10.  Pelayanan Kesehatan 

orang dengan gangguan 

jiwa berat 

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 

11.  Pelayanan kesehatan 

dengan orang terduga 

TBC 

Persentase Orang  terduga TBC  

mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100% 

12.  Pelayanan kesehatan 
orang dengan risiko 

terinfeksi virus yang 

melemahkan daya tahan 

tubuh manusia (Human 

Immunodeficiency Virus) 

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV 
mendapatkan  pelayanan deteksi dini HIV 

sesuai standar 
100% 

 

4.2.3 ALOKASI ANGGARAN  

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung 

yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka 

penerapan dan pencapaian SPM. 

NO PENDANAAN PAGU 

Alokasi 

Anggaran 

Satker 

Perangkat 

Alokasi 

Anggaran 

Penerapan 

SPM Dengan 

Alokasi 

Anggaran 

Penerapan SPM 

Dengan 
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Daerah 

Dengan 

APBD 

APBD Anggaran Satker 

Perangkat 

Daerah 

1 Alokasi Anggaran 

Pendapatan 

Belanja Daerah 

Kabupaten Tuban 

7.735.576.370       

2 Alokasi Anggaran 
Satker Perangkat 

Daerah 

7.735.576.370 100 %   

3 Alokasi Anggaran 

Penerapan Spm 

Pada Satker PD 

7.735.576.370  100 % 100 % 

4 Alokasi Anggaran 

Penerapan SPM 

Sumber Lainnya 
Yang Sah Dan 

Tidak Mengikat 

(Contoh : Dana 

Desa, Kerjasama, 

Dana Bagi Hasil 
Dan Lain-Lain) 

0       

  A. APBN 0       

  B. APBD 0       

  B. DAK 0       

  C. LAINYA 0       

 

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

NO 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN 
SATUAN 

PERANCANAAN DAN 

PELAKSANAAN 
SERAPAN 

   KABUPATEN TUBAN    68,52% 

1 PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  7.735.576.370 7.735.576.370 68,52%  

  1 Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

7.735.576.370 7.735.576.370 68,52% 

    1 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan Ibu 

Hamil  

Orang 2.767.633.975 2.072.686.800 74,89% 

    2 Pengelolaan 
pelayanan 

kesehatan Ibu 

Bersalin  

Orang 501.397.450 47.762.500 9,53% 

    3 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 
Bayi Baru 

Lahir  

Orang 271.275.900 122.014.500 44,98 % 

    4 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

Balita  

Orang 1.335.970.850 1.004.270.650 75,17% 

    5 Pengelolaan 
pelayanan 

kesehatan 

pada Usia 

Pendidikan 

Dasar  

Orang 950.783.500 553.059.850 58,175 
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NO 
PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN 
SATUAN 

PERANCANAAN DAN 

PELAKSANAAN 
SERAPAN 

    6 Pengelolaan 

pelayanan 
kesehatan 

pada Usia 

Produktif  

Orang 283.861.550 216.681.400 76,33% 

    7 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

pada Usia 
Lanjut  

Orang 306.220.350 198.134.500 64,70% 

    8 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

penderita 

Hipertensi  

Orang 237.839.850 208.526.300 87.68% 

    9 Pengelolaan 
pelayanan 

kesehatan 

penderita 

Diabetes 

Melitus  

Orang 278.656.385 268.930.950 96,51% 

    10 Pengelolaan 

pelayanan 
kesehatan 

Orang Dengan 

Gangguan 

Jiwa Berat  

Orang 135.309.800 98.108.298 72,51% 

    11 Pengelolaan 

pelayanan 
kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis  

Orang 369.588.260 290.652.600 78,64% 

    12 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan 

Orang dengan 
Risiko 

Terinfeksi HIV  

Orang 297.038.500 219.805.700 74,00% 

    13 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan bagi 

penduduk 
pada kondisi 

Kejadian Luar 

Biasa (KLB)  

Dokume

n 

0 0 0% 

    14 Pengelolaan 

pelayanan 

kesehatan bagi 
penduduk 

terdampak 

krisis 

kesehatan 

akibat 

bencana 
dan/atau 

berpotensi 

bencana  

Dokume

n 

0 0 0% 

  
JUMLAH INDIKATOR 7.735.576.370 5.300.634.048 68,52% 

  
JUMLAH PROGRAM 7.735.576.370 5.300.634.048 68,52% 
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4.2.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tuban didukung 

oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban  yang terdiri dari : 

No Pejabat Struktural/ Fungsional Jumlah Ket 

1. Kepala Dinas 1 PNS 

2. Sekretariat  22 PNS 

3. Bidang Kesfarnakes 15 PNS 

4. Bidang Yankes 8 PNS 

5. Bidang P2P 11 PNS 

6. Bidang P2KB 7 PNS 

7. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 3 PNS 

 UPT Puskesmas 854 PNS 

 Jumlah 921 PNS 

 

 

4.2.5 HASIL CAPAIAN SPM 

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi 

program kegiatan sebagai berikut : 

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan 

kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali 

pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada 

trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau 

Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan 

kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register 

(STR). 

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada 

ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : 

 Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; 

 Ukur tekanan darah; 

 Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) 

 Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); 

 Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); 

 Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus 

Toksoid (TT) bila diperlukan; 

 Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; 

 Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), 

pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), 

pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian 

pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. 

 Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; 

 Temu wicara (konseling) 
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Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:  

 

 

 

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase 

ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil antenatal care (ANC) 

minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada 

trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di 

fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan 

estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama. 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu 

hamil : 

a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan 

b. Kelas ibu hamil 

c. PMT pemulihan ibu KEK 

d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil 

e. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

1. Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%)  

Jumlah 

Total Yang 

Harus 
Dilayani 

Jumlah Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   16.382 14.963 1.419 91,34% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 
harus 

dilayani 

Jumlah yang 

terlayani 

Jumlah 

yang belum 
terlayani 

100% 

  1 . Vaksin Tetanus 

Difteri (Td) 

14.963 14.963 0 100% 

  2 . Tablet tambah 

darah 

14.963 14.963 0 100 % 

  3 . Alat deteksi resiko 

Ibu Hamil, Test 
Kehamilan, 

Pemeriksaan HB, 

Pemeriksaan Golongan 

Darah, Pemeriksaan 

Glukoprotein Urin 

14.963 14.963 0 100 % 

  4 . Kartu ibu/rekam 

medis ibu 

14.963 14.963 0 100 % 

  5 . Buku Kesehatan 

Ibu dan Anak (KIA) 

14.963 14.963 0 100 % 

  6 . Dokter/dokter 

spesialis kebidanan 

339 339 0 100 % 

  7 . Bidan 573 573 0 100 % 

  8 . Perawat 389 389 0 100 % 

  JUMLAH 76.116 76.116 0 800 % 

 

1,10 x Crude Bird Rate x Jumlah penduduk 

(pada tahun yang sama) 
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b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang 

dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis 

Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah 

maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan 

normal dan atau persalinan dengan komplikasi. 

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek 

swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu 

dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan 

persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Kesehatan. 

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah 

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan 

Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi 

mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas 

Kesehatan Rujukan. 

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai 

pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki 

kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari 

persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas 

kesehatan  dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah 

pada kurun waktu tertentu.  

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan 

pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah 

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) 

sesuai standar, yaitu dengan: 

a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

b.Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: 

 Dokter dan bidan, atau  

 2 orang bidan, atau 

 Bidan dan perawat. 

Dan kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu 

bersalin: 

a.Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan 

b.Peningkatan kualitas tenaga kesehatan  
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c.Penyuluhan KB pasca salin 

d. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

2. Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah 

Total Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   15.638 14.815 823 94,74% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Formulir Partograf 15.638 15.638 0 100% 

  2 . Kartu ibu (rekam 
medis) 

15.638 15.638 0 100 % 

  3 . Buku Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA) 

15.638 15.638 0 100 % 

  4 . Dokter/dokter 
spesialis Kebidanan 

dan Kandungan 

32 32 0 100 % 

  5 . Bidan 538 538 0 100 % 

  6 . Perawat 205 205 0 100 % 

  JUMLAH 47.689 47.689 0 600 % 

 

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 

pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada 

Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, 

dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter 

Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). 

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai 

dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh 

delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

sesuai standar di wilayah kerjanya  dalam kurun waktu satu tahun. 

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, 

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama 

dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah. 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari 

persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah 

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 
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Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir: 

a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal 

esensial saat lahir meliputi:  

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.  

2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 

3. Injeksi vitamin K1. 

4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic. 

5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). 

b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan 

neonatal esensial setelah lahir meliputi: 

1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 

2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.   

3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan 

kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.  

4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia< 24 jam yang lahir tidak 

ditolong tenaga kesehatan.  

5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir: 

a. Monitoring dan evaluasi 

b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No. Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

3. Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 
LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total Yang 
Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 
Terlayani 

Yang 

Belum 
Terlayani 

80 % 

   14.893 14.671 222 98,51% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang harus 
dilayani 

Jumlah 

yang 
terlayani 

Jumlah 

yang 
belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Vaksin Hepatitis B0 14.793 14.793 0 100 % 

  2 . Vitamin K1 injeksi 14.793 14.793 0 100 % 

  3 . Salep/tetes mata 
antibiotik 

14.793 14.793 0 100 % 

  4 . Formulir bayi baru 

lahir 

14.793 14.793 0 100 % 

  5 . Formulir Manajemen 

Terpadu Bayi Muda 

(MTBM) 

14.793 14.793 0 100 % 

  6 . Buku Kesehatan Ibu 

dan Anak (KIA) 

14.793 14.793 0 100 % 

  7 . Dokter/dokter 
spesialis Anak 

795 795 0 100 % 

  8 . Bidan 795 795 0 100 % 
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No. Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  9 . Perawat 795 795 0 100 % 

  JUMLAH 91.143 91.143 0 900 % 

 

d) Pelayanan Kesehatan Balita 

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan 

oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter 

Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di 

fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya 

kesehatan bersumber daya manusia (posyandu). 

Pelayanan kesehatan, meliputi : 

a. Penimbangan, minimal 8  (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun; 

b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

tahun; 

c. Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 

(enam) sampai 11 (sebelas)  bulan; 

d. Pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun; 

e. Pemberian imunisasi dasar lengkap; dan  

f. Pemberian imunisasi booster. 

Balita adalah anak berumur  0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 

bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, 

minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra 

sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. 

Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan 

pertinggi/panjang badan (BB/TB).  

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak 

kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, 

pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan 

terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental 

emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas.  

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan 

menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :  

a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: 

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun.  

2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 

3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.  

4. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. 
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5. Pemberian imunisasi dasar lengkap. 

b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan : 

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 

waktu 6 bulan). 

2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 

3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 

4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 

5. Pemberian Imunisasi Lanjutan.    

c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan : 

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun 

waktu 6 bulan). 

2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2kali/tahun. 

3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 

4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kalisetahun.  

d. Pemantauan perkembangan balita.  

e. Pemberian kapsul vitamin A. 

f. Pemberian imunisasi dasar lengkap. 

g. Pemberian imunisasi lanjutan.  

h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. 

i. Edukasi dan informasi 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita: 

a. Monitoring dan evaluasi 

b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No. Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

4. Pelayanan Kesehatan 

Balita 

  100% 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang 
Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 
Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

        61.343 58.611 2.732 95,55% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 
harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 
terlayani 

Jumlah 

yang 
belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Kuisioner Pra 

Skrining 

Perkembangan 

(KPSP) atau 
instrumen standar 

lain yang berlaku 

61.343 61.343 0 100 % 

  2 . Formulir Deteksi 

Dini Tumbuh 

Kembang Anak 

(DDTK) 

61.343 61.343 0 100 % 
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No. Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  3 . Buku Kartu Ibu dan 

Anak (KIA) 

61.343 61.343 0 100 % 

  4 . Vitamin A Biru 61.343 61.343 0 100% 

  5 . Vitamin A Merah 61.343 61.343 0 100% 

  6 . Vaksin imunisasi 

lanjutan : DPT -HB 

-Hib, Campak, 

Rubella 

61.343 61.343 0 100 % 

  7 . Vaksin imunisasi 

dasar: HBO, BCG, 
Polio, IPV, DPT -HB 

-Hib, Campak, 

Rubella 

61.343 61.343 0 100 % 

  8 . Jarum suntik dan 

Bahan Habis Pakai 

(BHP) 

61.343 61.343 0 100% 

  9 . Peralatan 

Anafilaktik 

61.343 61.343 0 0% 

  10 . Bidan 534 534 0 100 % 

  11 . Dokter 239 239 0 100 % 

  12 . Perawat 393 393 0 100 % 

  13 . Ahli Gizi 221 221 0 100 % 

  14 . Guru PAUD 879 879 0 100 % 

  15 . Kader Kesehatan 4.09 4.09 0 100 % 

  JUMLAH 558.443 558.443 0 1,400 % 

 

e) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan 

kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal 

satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas. 

Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi: 

1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); 

2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); 

3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; 

4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; 

5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;dan 

6. pemberian imunisasi anak sekolah. 

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kabupaten adalah 

semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang 

berada di wilayah kota. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 

adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD 

dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD 

dan dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan 

dokter kecil. 

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah 

cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga 
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kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan 

kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.  

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan 

skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan 

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah 

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran. 

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar 

dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di 

luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, 

lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: 

a. Penilaian status gizi.  

b. Penilaian tanda vital. 

c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut. 

d. Penilaian ketajaman indera. 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia 

pendidikan dasar : 

a. Monitoring dan evaluasi UKS 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

5. Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Pendidikan 

Dasar 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang 

Harus 
Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   146.768 144.209 2.559 98,26% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 

harus 
dilayani 

Jumlah 

yang 

Terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 
terlayani 

100 % 

  1 . Buku raport 

kesehatanku 

145.911 145.911 0 100 % 

  2 . Buku pemantauan 

Kesehatan 

145.911 145.911 0 100 % 

  3 . Kuesioner skrining 

Kesehatan 

145.911 145.911 0 100 % 

  4 . Formulir rekapitulasi 

hasil pelayanan 

kesehatan usia 
sekolah dan remaja 

di dalam sekolah 

145.911 145.911 0 100 % 

  5 . Formulir rekapitulasi 

hasil pelayanan 

kesehatan usia 

sekolah dan remaja 

di luar sekolah 

145.911 145.911 0 100 % 

  6 . Dokter/Dokter gigi 53 53 0 100 % 

  7 . Bidan 334 334 0 100% 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  8 . Perawat 224 224 0 100 % 

  9 . Ahli Gizi 51 51 0 100 % 

  10 . Tenaga Kesehatan 
Masyarakat 

17 17 0 100% 

  11 . Guru 1.544 1.544 0 100 % 

  12 . Kader Kesehatan 8.033 8.033 0 100 % 

  JUMLAH 739.811 739.811 0 1,200 % 

 

f) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara 

usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar 

adalah : 

a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh 

sembilan)  tahun diberikan sesuai kewenangan oleh : 

1. Dokter; 

2. Bidan; 

3. Perawat; 

4. Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan 

5. petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular 

(Posbindu PTM) terlatih. 

b. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas 

dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

c. Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu 

tahun sekali. 

d. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi: 

1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi 

badan, berat badan, lingkar perut); 

2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai 

pencegahan primer; 

3. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula 

darah; 

4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku; 

5. Pemeriksan ketajaman penglihatan; 

6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran; 

7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui: 

 Pemeriksaan payudara klinis dan 



 

Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

 

 

   IV - 23 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

 

 Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus 

untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) 

tahun. 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–

59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang 

mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 

Kegiatan yang dilaksanakan: 

a. Penetapan sasaran 

b. Pelayanan edukatif 

c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif: 

1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut. 

2. Pengukuran tekanan darah. 

3. Pemeriksaan gula darah. 

4. Anamnesa perilaku berisiko 

5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan. 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan 

SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

6. Pelayanan 

Kesehatan Pada Usia 

Produktif 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%)  

Jumlah Total 

Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 
Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   775.626 723.517 52.109 93,28% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

20 % 

    Jumlah yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah yang 

belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Pedoman dan 
media Komunikasi, 

Informasi, Edukasi 

(KIE) 

775.626 775.626 0 100 % 

  2 . Alat ukur berat 

badan, Alat ukur 

tinggi badan, Alat 

ukur lingkar 
perut, Tensimeter, 

Glukometer, Tes 

Strip Gula Darah, 

Lancet, Kapas 

Alkohol, KIT IVA 
Tes 

775.626 775.626 0 100 % 

  3 . Formulir 

pencatatan dan 

pelaporan aplikasi 

Sistem Informasi 

Penyakit Tidak 

Menular (SIPTM) 

775.626 775.626 0 100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan 

SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  4 . Dokter 154 154 0 100 % 

  5 . Bidan 58 58 0 100 % 

  6 . Perawat 294 294 0 100 % 

  7 . Ahli Gizi 13 13 0 100 % 

  8 . Tenaga Kesehatan 
Masyarakat 

22 22 0 100 % 

  9 . Tenaga Non 

Kesehatan Terlatih 

106 106 0 100 % 

  JUMLAH 2.327.525 2.327.525 0 900 % 

 

g) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara 

usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas 

sesuai standar adalah: 

a. Pelayanan skrining kesehatan  diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, 

perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu 

Lansia/Posbindu. 

b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, 

bekerja sama dengan pemerintah daerah 

c. Minimal dilakukan satu tahun sekali 

d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut : 

 Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. 

 Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. 

 Deteksi kadar kolesterol dalam darah 

 Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk 

kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status 

Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test 

(AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS) 

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan 

intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit 

wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas 

dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang 
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mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit 

menular dan penyakit tidak menular meliputi: 

a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 

b. Pengukuran tekanan darah 

c. Pemeriksaan gula darah 

d. Pemeriksaan gangguan mental  

e. Pemeriksaan gangguan kognitif 

f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 

g. Anamnesa perilaku berisiko 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia 

lanjut: 

a. Posyandu Lansia 

b. PMT penyuluhan 

c. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

7. Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Lanjut 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 
PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 
Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   177.512 174.455 3057 98,28% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Strip uji 

pemeriksaan gula 
darah, kolesterol 

177.512 177.512 0 100 % 

  2 . Instrumen Geriatric 

Depression Scale 

(GDS), Intrumen 

Abbreviated Mental 

Test (AMT) dan 
Instrumen Activity 

Daily Living (ADL) 

dalam Paket 

Pengkajian 

Paripurna Pasien 

Geriatri (P3G) 

177.512 177.512 0 100 % 

  3 . Buku kesehatan 
lansia 

177.512 177.512 0 100% 

  4 . Dokter 117 117 0 100 % 

  5 . Bidan 324 324 0 100 % 

  6 . Perawat 142 142 0 100 % 

  7 . Ahli Gizi 14 14 0 100 % 

  8 . Tenaga Kesehatan 

Masyarakat 

20 20 0 100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  9 . Tenaga Non 

Kesehatan Terlatih 

88.917 88.917 0 100 % 

  JUMLAH 622.07 622.07 0 900 % 

 

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita 

hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. 

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : 

a. Sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas 

b. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi: 

 memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; 

 upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup; 

 di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). 

c. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal 

kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut 

(FKTL) yang mempunyai kompetensi  penanganan komplikasi. 

d. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah: 

 Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP. 

 Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita 

Hipertensi di FKTP. 

 Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan 

dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, 

aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. 

 Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk 

mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di 

bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas 

dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes 

melitus dan penyakit ginjal kronis. 

 Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami 

komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut 

(FKTL). 

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai 

standar yang meliputi:  

a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kalisebulan di 

fasilitas pelayanan Kesehatan 

b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhanminum obat 

c. Melakukan rujukan jika diperlukan 
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Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi: 

a. Posbindu PTM 

b. Peningkatan kualitas kader kesehatan 

c. Monitoring dan evaluasi. 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

8. Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

  100% 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 
LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 
Yang 

Terlayani 

Yang 

Belum 
Terlayani 

80 % 

   305.004 224.208 80.796 

 

73,51% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Pedoman 

pengendalian 
Hipertensi dan media 

Komunikasi, 

Informasi, Edukasi 

(KIE) 

224.208 224.208 0 100 % 

  2 . Tensimeter 224.208 224.208 0 100 % 

  3 . Formulir pencatatan 
dan pelaporan 

aplikasi Sistem 

Informasi Penyakit 

Tidak Menular 

(SIPTM) 

224.208 224.208 0 100 % 

  4 . Dokter 50 50 0 100% 

  5 . Bidan 310 310 0 100% 

  6 . Perawat 128 128 0 100% 

  7 . Tenaga Kesehatan 

Masyarakat 

50.274 50.274 0 100% 

  JUMLAH 723.386 723.386 0 700% 

 

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes 

melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. 

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi : 

a. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota. 

b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM 

memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif 

dan preventif di FKTP. 
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c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan 

komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk 

penanganan selanjutnya. 

d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya 

oleh : 

1. Dokter/DLP 

2. Perawat 

3. Nutrisionis/Tenaga Gizi 

e. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai 

standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut: 

 Edukasi 

 Aktifitas fisik 

 Terapi nutrisi medis 

 Intervensi farmakologis 

f. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 

termasuk pemeriksaan HbA1C. 

g. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan 

menjadi peserta JKN. 

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase 

penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang 

diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional 

dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan 

sesuai standar yang meliputi :  

a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kalisebulan di fasilitas 

pelayanan Kesehatan 

b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi 

c. Melakukan rujukan jika diperlukan 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan 

penderita diabetes melitus : 

a. Posbindu PTM 

b. Peningkatan kualitas kader kesehatan 

c. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

9. Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes 

Melitus 

  100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   16.203 18.115 0 111,80% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20% 

    Jumlah 
yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 
yang 

terlayani 

Jumlah 
yang 

belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Glukometer, Strip Tes 

Gula Darah, Kapas 

Alkohol, Lancet 

18.115 18.115 0 100 % 

  2 . Formulir pencatatan 

dan pelaporan 
aplikasi Sistem 

Informasi Penyakit 

Tidak Menular 

(SIPTM) 

18.115 18.115 0 100 % 

  3 . Pedoman dan media 

Komunikasi, 
Informasi, Edukasi 

(KIE) 

18.115 18.115 0 100 % 

  4 . Dokter 53 53 0 100% 

  5 . Bidan 322 322 0 100% 

  6 . Perawat 162 162 0 100 % 

  7 . Ahli Gizi 62 62 0 100 % 

  8 . Tenaga Kesehatan 

Masyarakat 

5.214 5.214 0 100 % 

  JUMLAH 60.158 60.158 0 800 % 

 

j) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah: 

a. Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi 

dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan 

meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah 

terjadinya kekambuhan dan pemasungan. 

b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan 

dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. 

c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi: 

 Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, 

kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah 

tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah 

tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau 

 Tindakan kebersihan diri ODGJ berat 

d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan 

materi KIE dan Buku Kerja sederhana. 
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Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan 

ODGJ berat meliputi: 

a. Penetapan sasaran 

b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: 

1. Pemeriksaan status mental 

2. Wawancara  

c. Edukasi kepatuhan minum obat. 

d. Melakukan rujukan jika diperlukan 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ 

berat : 

a. Layanan psikiater 

b. Pos Kesehatan Jiwa 

c. Peningkatan kualitas kader jiwa 

d. Kunjungan rumah ODGJ 

e. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

10 Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Berat 

 100 % 

 PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%) 

Jumlah 

Total 

Yang Harus 
Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 
Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

  1.879 1.879 19 99% 

 PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%) 

20% 

  Jumlah 
yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 
yang 

terlayani 

Jumlah 
yang 

belum 

terlayani 

100 % 

 1 . Buku Pedoman 

Diagnosis 

Penggolongan 
Gangguan Jiwa 

(PPDGJ III) atau 

Buku Pedoman 

Diagnosis 

Penggolongan 
Gangguan Jiwa 

terbaru (bila sudah 

tersedia) 

1.879 1.879 0 100% 

 2 . Kit berisi 2 Alat 

Fiksasi 

1.879 1.879 0 100% 

 3 . Penyediaan formulir 

pencatatan dan 

pelaporan 

1.879 1.879 0 100% 

 4 . Media Komunikasi, 

Informasi, Edukasi 
(KIE) 

1.879 1.879 0 100 % 

 5 . Dokter dan/atau 

perawat terlatih jiwa 

dan/atau tenaga 

kesehatan lainnya 

70 70 0 100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

 JUMLAH 7.586 7.586 0 500 % 

 

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis 

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang 

dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya 

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan 

diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) 

dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta 

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang 

berlaku antara lain : 

 Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta 

dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. 

 Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir 

pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. 

 Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan 

panduan OAT standar. 

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk 

dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, 

badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat 

malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. 

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara 

dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan 

penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan 

pemberian obat pencegahan. 

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini 

mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga 

sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh). 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah 

orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan 

orang terduga TBC meliputi: 

a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan dataorang yang 

kontak erat 
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b. Pemeriksaan klinis  

c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahakdan/atau 

bakteriologis dan/atau radiologis 

d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 

e. Melakukan rujukan jika diperlukan. 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang 

terduga TBC: 

a. Paguyuban MANTAB TOSS TB 

b. Penguatan jejaring PPM Penanggulanagn TBC 

c. Kelompok masyarakat peduli TBC 

d. Peningkatan kualitas kader TBC 

e. PMT pasien TBC 

f. Skrining ketuk pintu TBC 

g. Pendampingan pasien TBC 

h. Monitoring dan evaluasi. 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

11 Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang Harus 
Dilayani 

Jumlah 

Total 

Yang 
Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

   13.268 16.987 0 125% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

16,92 % 

    Jumlah 

yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 

terlayani 

84,62 % 

  1 . Media KIE (Leaflet, 

Lembar Balik, Poster, 

Banner) 

16.987 16.987 0 100 % 

  2 . Reagen Zn TB 16.987 16.987 0 100 % 

  3 . Masker jenis rumah 

tangga dan Masker 

N95 

16.987 16.987 0 100 % 

  4 . Pot dahak, Kaca 

slide, Bahan Habis 
Pakai (Oil Emersi, 

Ether Alkohol Lampu 

Spirtus/Bunsen, 

Ose/Lidi), Rak 

pengering 

16.987 16.987 0 100 % 

  5 . Catridge tes cepat 

molekuler 

16.987 16.987 0 100 % 

  6 . Formulir pencatatan 
dan pelaporan 

16.987 16.987 0 100 % 

  7 . Pedoman/Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) 

16.987 16.987 0 100% 

  8 . Dokter/ dokter 

spesialis penyakit 

dalam/ dokter 

10 10 0 100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

spesialis paru 

  9 . Perawat 38 38 0 100 % 

  10 . Analis Teknik 

Laboratorium Medik 

(ATLM) 

10 10 0 100.00 % 

  11 . Penata Rontgen 1 1 0 100 % 

  12 . Tenaga kesehatan 

masyarakat 

41 41 0 100 % 

  13 . Tenaga non 

kesehatan terlatih 

atau mempunyai 

115 115 0 100 % 

  JUMLAH 119.124 119.124 0 1,300 % 

 

l) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang 

Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency 

Virus = HIV) 

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien 

IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga 

pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai 

standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, 

pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, 

pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan 

oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP 

(Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta 

serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi: 

a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksiHIV 

b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi 

orang yang berisiko dimulai dengan: 

 Pemberian informasi terkait HIV-AIDS 

 Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan 

alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan 

 Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas 

yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan 

konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan 

pasangannya 

 Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, 

pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan 

hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang 

minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari 

pemeriksaan yang pertama. 
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Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai 

dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam 

kurun waktu satu tahun. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan 

orang dengan risiko HIV meliputi: 

a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV 

(penderitaTBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibuhamil). 

b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan  

c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali 

dalam setahun. 

d. Melakukan rujukan jika diperlukan. 

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan 

risiko HIV: 

a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS 

b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS 

c. Penguatan jejaring populasi kunci 

d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas 

f. Monitoring dan evaluasi 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

12. Pelayanan Kesehatan 

Orang Dengan Risiko 

Terinfeksi Virus Yang 
Melemahkan Daya 

Tahan Tubuh Manusia 

(Human 

Immunodeficiency 

Virus) 

  100 % 

   PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 
LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total 
Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80% 

        18.839 23.548 0 125% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

20 % 

    Jumlah 

yang 

harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 

terlayani 

100 % 

  1 . Media KIE (Lembar 
Balik, Leaflet, Poster, 

Banner) 

24.729 24.729 0 100 % 

  2 . Tes cepat HIV (RDT) 

pertama 

24.729 24.729 0 100 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  3 . Bahan Medis Habis 

Pakai, Handschoen, 

Alkohol Swab, 

Plester, 

Lancet/Jarum Steril, 
Jarum Spuit yang 

sesuai/Vacutainer 

dan Jarum Sesuai 

24.729 24.729 0 100 % 

  4 . Alat tulis, Rekam 

medis yang berisi 

nomor rekam medis, 

Nomor fasilitas 
pelayanan kesehatan 

pelaksana, Nomor 

KTP/NIK 

24.729 24.729 0 100 % 

  5 . Dokter/dokter 

spesialis penyakit 

dalam/dokter 
spesialis kulit dan 

kelamin 

121 121 0 100. % 

  6 . Perawat 475 475 0 100 % 

  7 . Bidan 855 855 0 100% 

  8 . Ahli Teknologi 
Laboratorium Medis 

(ATLM) 

80 80 0 100 % 

  9 . Tenaga kesehatan 

masyarakat 

113 113 0 100% 

  10 . Tenaga non 

kesehatan terlatih 

atau mempunyai 
kualifikasi tertentu 

39 39 0 0% 

  JUMLAH 100.599 100.599 0 900 % 

 

INDEKS PENCAPAIAN SPM 

NO 

Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Pencapaian 

Penerima 
Layanan 

Dasar (A) 

Pencapaian 

Mutu 
Layanan 

Dasar (B) 

Pencapaian 

SPM 
(80xa) + 

(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 
SPM 

Kategori 
IP SPM 

1. Pelayanan 

kesehatan 

ibu hamil 

100% 100.00 % 100.00% 

100.00 % 

TUNTAS 

PARIPU

RNA 

2. Pelayanan 

kesehatan 
ibu bersalin 

100% 100.00 % 100.00% 

3. Pelayanan 

kesehatan 

bayi baru 

lahir 

100% 100.00 % 100.00% 

4. Pelayanan 

kesehatan 

balita 

100% 100.00 % 100.00% 

5. Pelayanan 
kesehatan 

pada usia 

pendidikan 

dasar 

100% 100.00 % 100.00% 

6. Pelayanan 

kesehatan 
pada usia 

produktif 

100% 100.00 % 100.00% 

7. Pelayanan 

kesehatan 

pada usia 

lanjut 

100% 100.00 % 100.00% 

8. Pelayanan 100% 100.00 % 100.00% 
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NO 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Pencapaian 

Penerima 

Layanan 
Dasar (A) 

Pencapaian 

Mutu 

Layanan 
Dasar (B) 

Pencapaian 

SPM 

(80xa) + 
(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 

SPM 

Kategori 

IP SPM 

kesehatan 

penderita 

hipertensi 

9. Pelayanan 

kesehatan 

penderita 

Diabetes 
Melitus 

100% 100.00 % 100.00% 

10. Pelayanan 

Kesehatan 

orang 

dengan 

gangguan 
jiwa berat 

100% 100.00 % 100.00% 

11. Pelayanan 

kesehatan 

dengan 

orang 

terduga 

TBC 

100% 100% 100% 

12. Pelayanan 
kesehatan 

orang 

dengan 

risiko 

terinfeksi 
virus yang 

melemahka

n daya 

tahan 

tubuh 

manusia 
(Human 

Immunodefi

ciency 

Virus) 

100% 100 % 100% 

 

4.2.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

NO INDIKATOR RINCIAN PERMASALAHAN SOLUSI 

1. 
Pengumpulan 

Data 

Pengumpulan data untuk 

mengevaluasi kegiatan masih 

belum optimal terutama 

sumber data yang berasal dari 

pelayanan kesehatan swasta 

maupun pelayanan kesehatan 
lain yang berada di Kabupaten 

Tuban dalam ketepatan waktu 

laporan 

Untuk mengoptimalkan 

pengumpulan data perlu adanya 

peningkatan koordinasi antar 
sarana pelayanan kesehatan 

dalam mengumpulkan hasil 

kegiatan pelayanannya melalui 

laporan tepat waktu serta 

meningkatkan pemahaman 

indikator SPM bidang kesehatan 
di semua sarana kesehatan yang 

ada di Kabupaten Tuban. 

Membangun Sistem Informasi 

Kesehatan dengan pendekatan 

teknologi (bukan manusia) agar 
data diperoleh secara “Real Time” 

2. 
Perhitungan 

Kebutuhan 

Data sasaran menggunakan 

data proyeksi berdasarkan 

perhitungan jumlah penduduk 

oleh BPS sehingga tidak 

mendapatkan jumlah sasaran 

yang tepat 

Perhitungan kebutuhan 

berdasarkan data sasaran 

proyeksi yang ada dan data 

capaian tahun sebelumnya 
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3. 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran 

Refocusing anggaran guna 
percepatan penanggulangan 

covid-19 berdampak pada 

penganggaran SPM 

Mengoptimalkan perencanaan 

kegiatan yang disesuaikan 

dengan perkembangan pandemi 
covid-19 

 

 

 

 

 

4. Pelaksanaan 
  

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Hamil 

Bumil yang belum mendapat 

pelayanan kesehatan karena 

masih tingginya kasus Abortus, 

melahirkan bumil cukup bulan 

dan Proyeksi lebih tinggi dari 
riil 

pelayanan kesehatan ibu hamil, 

ANC terpadu sesuai standar, 

Orientasi pendampingan Bumil, 

Bulin, Bufas dan Bayi (PONED 

  

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Ibu 

Bersalin 

tidak tercapainya pelayanan 

ibu hamil mengakibatkan 

pelayanan ibu bersalin tidak 

bisa 100% . 

pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin, AMP kasus Maternal, 

Penyediaan Rumah Tunggu 

Kelahiran (RTK) 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 
Kesehatan Bayi 

Baru Lahir 

masih ada kasus kematian 
Bayi yang disebabkan karena 

Asfiksia dan BBLR. 

pelayanan kesehatan Bayi Baru 
Lahir Orientasi e Kohort dan 

MPDN, AMP kasus Neonatal 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Balita 

masih ada kematian Balita 

karena Pnemonia dan Diare 

pelayanan Kesehatan Balita 

Pemantauan Balita dengan 

SDIDTK, Orientasi Pelaksanaan 

Kalakarya MTBS bagi fasilitator 
Puskesmas 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Pada Usia 

Pendidikan 
Dasar 

masih ada usia pendidikan 

dasar yang blm mndapatkan 

skrening. 

pelayanan kesehatan Anak Usia 

Pendidikan Dasar, Orientasi 

Kesehatan Anak Sekolah, 

Evaluasi dan pemantapan anak 

usia sekolah dan remaja, 

Pembinaan program remaja, 
Pembinaan sekolah sehat, 

Orientasi PKPR 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Pada Usia 
Produktif 

Belum semua warga Negara 

usia 15 -59 tahun yang 

menjadi sasaran mau 

melakukan screening. 

Pemeriksaan Papsmear 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Pada Usia 

Lanjut 

Kesadaran masyarakat untuk 

pemeriksaan kesehatan ptm 

masih kurang 

Pemeriksaan Posbindu di 

tingkatkan.d sekolah..di intansi 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 
Kesehatan 

Penderita 

Hipertensi 

Kesadaran masyarakat untuk 
pengobatan Hipertensi masih 

kurang 

Meningkatkan kegiatan  
Posbindu PTM 

Konsultasi Program PTM 

  

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 
Penderita 

Diabetes 

Melitus 

koordinasi dengan lintas sektor 
di tingkatkan 

Bimtek PTM Keswa ke 
Puskesmas 

 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang Dengan 
Gangguan Jiwa 

(ODGJ)Berat 

Dukungan keluarga masih 

kurang untuk  pengobatan 
masih kurang 

Kunjungan Pasien ODGJ Berat 

Konsultasi Program Keswa 
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Pengelolaan 
Pelayanan 

Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis 

koordinasi internal eksternal 

(lintas program dan lintas 

sektor), feedback capaian 
secara rutin serta mendorong 

dan mengingatkan resiko bila 

target program tidak tercapai  

anggaran BOK Puskesmas 

tidak terealisasi sesuai 

perencanaan 

menyesuaikan anggaran dari 
hasil evaluasi tahun sebelumnya 

dan mendorong agar anggaran 

BOK SPJ kembali ke Puskesmas 

 

Pengelolaan 
Pelayanan 

Kesehatan 

Orang Dengan 

Risiko 

Terinfeksi 
Virus yang 

Melemahkan 

Daya Tahan 

Tubuh 

Manusia 

(Human 
Immunodefic 

iency Virus = 

HIV) 

koordinasi internal eksternal 

(lintas program dan lintas 

sektor), feedback capaian 
secara rutin serta mendorong 

dan mengingatkan resiko bila 

target program tidak tercapai  

anggaran BOK Puskesmas 

tidak terealisasi sesuai 

perencanaan 

menyesuaikan anggaran dari 
hasil evaluasi tahun sebelumnya 

dan mendorong agar anggaran 

BOK SPJ kembali ke Puskesmas 

 

 

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah 

kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 

b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik 

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan 

terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional 

sebagai berikut : 

NO 
JENIS LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR PENERIMA LAYANAN DASAR 

1. Pemenuhan 
kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 

 

Pemenuhan kebutuhan 
pokok air minum sehari-

hari berupa ukuran 

kuantitas dan kualitas 

air minum sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-
undangan 

Rumah Tangga, terutama 
diprioritaskan pada masyarakat 

miskin atau tidak mampu dan 

berdomisili pada daerah rawan 

air dan akan dilayani melalui 

sistem penyediaan air minum 

2. Penyediaan 

Pelayanan 

Pengolahan Air 

Limbah Domestik 

Pengolahan Air Limbah 

Domestik meliputi 

kuantitas dan kualitas 

pelayanan sesuai 

dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 

Rumah Tangga yang termasuk 

dalam wilayah pelayanan 

pengolahan Air Limbah Domestik 

kabupaten/kota, terutama 

diprioritaskan pada masyarakat 
miskin atau tidak mampu dan 

berdomisili pada Area Berisiko 

Pencemaran Air Limbah 

Domestik dan dekat badan air 
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4.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya 

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan 

memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap 

warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. 

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. 

Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis 

pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu. 

NO. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian   
Target 
2022 

1. Penyediaan Kebutuhan 

pokok air minum sehari-

hari 

Jumlah Warga Negara  yang 

memperoleh kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 

100% 

2. Penyediaan Pelayanan 
Pengolahan air limbah 

Domestik 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 
layanan pengolahan air limbah domestic 

100% 

 

4.3.3 ALOKASI ANGGARAN  

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung 

yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka 

penerapan dan pencapaian SPM. 

 

NO PENDANAAN PAGU 

Alokasi 

Anggaran 
Satker 

Perangkat 

Daerah 

Dengan 

APBD 

Alokasi 
Anggaran 

Penerapa

n SPM 

Dengan 

APBD 

Alokasi 

Anggaran 
Penerapan 

SPM Dengan 

Anggaran 

Satker 

Perangkat 

Daerah 

1 Alokasi Anggaran 
Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten 

Tuban 

2.634.045.845.727      

2 Alokasi Anggaran 

Satker Perangkat 

Daerah 

353.652.497.865 13,42%   

3 Alokasi Anggaran 
Penerapan SPM Pada 

Satker PD 

18.470.826.665  0,70% 5,2% 
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4 Alokasi Anggaran 

Penerapan Spm 

Sumber Lainnya Yang 
Sah Dan Tidak 

Mengikat (Contoh : 

Dana Desa, 

Kerjasama, Dana Bagi 

Hasil Dan Lain-Lain) 

    

  A. APBN 0    

  B. APBD 0    

  B. DAK     

  C. LAINYA 0    

 

 

 

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

No 
PROGRAM 

/KEGIATAN /SUB 
KEGIATAN 

SATUAN PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN SERAPAN 

  KABUPATEN TUBAN  11.162.116.065 10.717.879.645 96,02% 

1 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGA

N SISTEM 
PENYEDIAAN 

AIR MINUM  

  10.946.376.265 10.516.233.308 96,07% 

  1 Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

10.946.376.265 10.516.233.308 96,07% 

    1 Penyusun

an 

rencana, 

kebijakan, 

strategi 

dan teknis 
SPAM  

Dokumen 666.044.800 632.992.258 95,04% 

  2 Perluasan 

SPAM 

jaringan 

perpipaan 

di 
kawasan 

Perkotaan 

SR 4.962.692.000 4.878.572.650 98,30% 

  3 Perluasan 

SPAM 

jaringan 

perpipaan 

di 
kawasan 

Perdesaan 

Unit 5.317.639.465 5.004.668.400 94,11 % 

  JUMLAH INDIKATOR 10.946.376.265 10.516.233.308 96,07% 

  JUMLAH PROGRAM 10.946.376.265 10.516,.33.308 96,07% 

2 PROGRAM 

PENGELOLAAN 
DAN 

PENGEMBANGA

N SISTEM AIR 

LIMBAH  

  7.524.450.00 7.408.724.987 98,46% 
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No 
PROGRAM 

/KEGIATAN /SUB 

KEGIATAN 

SATUAN PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN SERAPAN 

  2 Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

7.524.450.400 7.408.724.987 98,46% 

    1 Penyusun
an 

rencana, 

kebijakan, 

strategi 

dan teknis 
Sistem 

Pengelolaa

n Air 

Limbah 

Domestik 

dalam 
daerah 

Kabupate

n/Kota  

Dokumen  215.739.800 201.646.37 94,47% 

  2 Pembangu

nan/peny

ediaan 
sub 

sistem 

pengolaha

n 

setempat  

Unit 4.815.439.750 4.757.620.750 98,90% 

  3 Pembangu

nan/peny
ediaan 

sub 

sistem 

pengelolaa

n air 
limbah 

terpusat 

skala 

permukim

an 

Unit 2.493.270.850 2.449.457.900 98,94% 

  JUMLAH INDIKATOR 7.524.450.400 7.408.724.987 98.46% 

  JUMLAH PROGRAM 7.524.450.400 7.408.724.987 98,46% 

 

4.3.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan 

dukungan personil Dinas PUPR dan PRKP sebagai berikut: 

No. Golongan Jumlah Ket 

1 Pembina Tingkat I ( IV/b ) 2 orang  

 Pembina( IV/a ) 6 orang  

Jumlah Golongan IV 8 orang  

2 
 

Penata Tk. I ( III/d ) 
Penata  ( III/c ) 

Penata Muda Tk. I ( III/b ) 

Penata Muda ( III/a  ) 

11 orang 
5 orang 

12 orang 

31 orang 

 
 

 

 

Jumlah Golongan III 59 orang  

 

3 

 
Pengatur Tk. I ( II/d ) 

Pengatur ( II/c ) 
Pengatur Muda Tk. I ( II/b ) 

Pengatur Muda ( II/a ) 

72 orang 

12 orang 
14 orang 

5 orang 
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No. Golongan Jumlah Ket 
 Jumlah Golongan II 103 orang  

4 Juru Tingkat I (I/d) 13 Orang  

Jumlah Golongan I 13 orang  

Jumlah Keseluruhan 170 orang  

 

4.3.5 HASIL CAPAIAN SPM 

 

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis 

layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 

penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan 

kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  

 

 

a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari 

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Air Minum Bidang Pekerjaan Umum terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban 

melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM 

tersebut. 

Akses Terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting 

bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah 

yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan 

tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan 

pemerintah.  

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
1. Penyediaan 

Kebutuhan Pokok Air 

Minum Sehari-hari 

  85,32 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah Total 

Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

72,68 % 

   1.262.176 1.146.751 115.425 91% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  12,63% 

  Jumlah yang 

harus 

dilayani 

Jumlah yang 

terlayani 

Jumlah 

yang belum 

terlayani 

63,17% % 

  1 . Kuantitas 
(kebutuhan pokok 

minimal 60 

liter/orang/hari) 

1.262.176 1.146.751 115.4225 90,86% 

  2 . Kualitas air (keruh, 

berwarna, berasa, 

berbusa, berbau) 

1.732 636 1.096 36,72% 

  3 . Jaringan perpipaan 1.262.176 442.339 819.837 35,05% 

  4 . Jaringan bukan 782.018 704.412 77.606 90,08% 
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No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
perpipaan 

 JUMLAH 3.308.102 2.294.138 1.013.964 252,71% 

 

b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik 

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan 

Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban 

melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM 

tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
2 Penyediaan Pelayanan 

Pengolahan Air limbah 
Domestik 

  75,85 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 

Terlayani 

Yang 

Belum 

Terlayani 

57,71 % 

   420.725 303.509 117.216  

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

% 

    Jumlah 

yang harus 

dilayani 

Jumlah 

yang 

terlayani 

Jumlah 

yang 

belum 

terlayani 

% 

  1 . Kuantitas akses 

pengolahan air limbah 
domestic 

420.725 303.509 117.216 % 

  2 . Kualitas pelayanan air 

limbah domestic 

420.725 303.509 117.216 100% 

  3 . Sub-Sistem 
pengolahan setempat 

203 203 0 100% 

  4 . Sub-sistem 

pengangkutan 

2 2 0 100% 

  5 . Sub-sistem 

pengolahan lumpur 

tinja (IPLT) 

1 1 0 100% 

  6 . Pengolahan lumpur 

tinja (IPAL) 

1 1 0 100% 

 JUMLAH 841.567 607.225 234.432 544,28% 

 

INDEKS PENCAPAIAN SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Pencapaian 

Penerima 

Layanan Dasar 
(A) 

Pencapaian 

Mutu 

Layanan 
Dasar (B) 

Pencapaian 

SPM 

(80xa) + 
(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 
SPM 

Kategori 

IP SPM 

1. Penyediaan 

Kebutuhan pokok 

air minum 

sehari-hari 

72,68% 12,63 % 85,32% 

80,59 % 
TUNTAS 

MADYA 2. Penyediaan 

Pelayanan 
Pengolahan air 

limbah Domestik 

57,71% 18,14 % 75,85 % 
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4.3.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

NO INDIKATOR 
RINCIAN 

PERMASALAHAN 
SOLUSI 

1. Pengumpulan 

Data 

Kurangnya data base 

sehingga menghambat dalam 

perhitungan SPM 

Melakukan pendataan terkait 

capaian pelayanan air bersih di 

kabupaten Tuban 

2. Perhitungan 

Kebutuhan 

Masih kurangnya sumber air 

baku di daerah rawan 

kekeringan  

Memperbanyak geolistrik di 

kawasan-kawasan rawan air 

bersih melalui dana APBD, 

mendorong pemerintah desa 
agar melakukan geolistrik 

dengan anggaran APBDes dan 

mengsinergikan goelistrik 

produk desa dengan produk 

dinas. 

3. Perencanaan dan 
Penganggaran 

Keterbatasan anggaran dan 
belum menjadi prioritas 

utama 

Menjadikan prioritas dalam 
penganggaran di setiap 

tahunnya karena merupakan 

kegiatan pokok pelayanan 

kepada masyarakat  

4. Pelaksanaan minimnya waktu untuk 

pelaksanaan kegiatan 

sehingga pelaksanaan 
kegiatan tidak bisa maksimal 

Melaksnakan perencanaan 

kegiatan pada awal tahun dan 

adanya inovasi pro amanah 
guna mempercepat pelayanan 

air bersih pada masyarakat 

  terbatasnya jumlah SDM 

yang berkompeten 

dibidangnya 

Mengajukan penambahan 

personal sesuai dengan 

kebutuhan SDM 

 

 

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang 

Standar Teknis  Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat. 

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat 

kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota; dan  

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang 

Perumahan  Rakyat sebagai berikut : 

NO 
JENIS LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR 

1 Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah yang 

Layak Huni bagi Korban 

Bencana 

Jumlah Warga Negara 

korban bencana yang 

memperoleh rumah layak 

huni 

Rumah tangga korban 

bencana yang memenuhi 

kriteria 

2 Fasilitasi Penyediaan 

Rumah Layak Huni bagi 

Masyarakat yang terkena 
relokasi akibat Program 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Warga Negara  yang 

terkena relokasi akibat 

program Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi 

Rumah tangga terkena 

relokasi program 

Pemerintah Daerah yang 
memenuhi kriteria 
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penyediaan rumah yang 

layak huni 

 

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan 

pemerintah daerah. 

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian 
Target 
2022 

1 Penyediaan & rehabiitasi 
rumah yg layak huni bagi 

korban bencana Kab/kota 

Jumlah Warga Negara korban bencana 
yang memperoleh rumah layak huni 

100% 

2 Fasilitasi penyediaan rumah 

yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena 

relokasi program Pemerintah 

Daerah kabupaten / kota 

Jumlah Warga Negara  yang terkena 

relokasi akibat program Pemerintah 

Daerah kabupaten / kota yang 

memperoleh fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni 

100% 

 

4.4.3 ALOKASI ANGGARAN  

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang 

ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka 

penerapan dan pencapaian SPM. 

NO PENDANAAN PAGU 

Alokasi 
Anggaran 

Satker 
Perangkat 

Daerah 
Dengan 
APBD 

Alokasi 
Anggaran 
Penerapan 

SPM 
Dengan 
APBD 

Alokasi 

Anggaran 
Penerapan 

SPM Dengan 
Anggaran 

Satker 
Perangkat 

Daerah 

1 Alokasi Anggaran 
Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten 

Tuban 

2.634.045.845.727      

2 Alokasi Anggaran 

Satker Perangkat 

Daerah 

353.652.497.865 13,42%   

3 Alokasi Anggaran 
Penerapan SPM Pada 

Satker PD 

13.591.452.000  0,52% 3,84% 

4 Alokasi Anggaran 

Penerapan Spm 

Sumber Lainnya Yang 

Sah Dan Tidak 
Mengikat (Contoh : 

Dana Desa, 

Kerjasama, Dana Bagi 

Hasil Dan Lain-Lain) 

    

  A. APBN 0    

  B. APBD 0    

  B. DAK 0    

  C. LAINYA 0    
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RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

No 
PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

SATUAN 
PERANCANAAN DAN 

PELAKSANAAN 
SERAPAN 

  KABUPATEN TUBAN    0% 

1 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

  0 0 0%  

  1 Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

0 0 0% 

    1 Identifikasi 

perumahan di 

lokasi rawan 

bencana atau 
terkena relokasi 

program 

Kabupaten/Kota  

Dokumen  0 0 0% 

    2 Pengumpulan data 

rumah korban 

bencana kejadian 
sebelumnya yang 

belum tertangani  

Dokumen  0 0 0% 

    3 Pendataan dan 

verifikasi penerima 

rumah bagi korban 

bencana alam atau 

terkena relokasi 
program 

Kabupaten/Kota  

Dokumen  0 0 0% 

    4 Pendataan rumah 

sewa milik 

masyarakat, 

rumah susun dan 
rumah khusus  

Dokumen  0 0 0% 

  JUMLAH INDIKATOR 0 0 0% 

  2 Pembangunan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota  

0 0% % 

    1 Rehabilitasi rumah 

bagi korban 

bencana  

0% 0 0 %  

  JUMLAH INDIKATOR 0 0 0% 

 JUMLAH INDIKATOR 0 0 0% 

KEGIATAN LAINNYA 

2 PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 13.591.452.

000 

11.183.509.00

0 

82,28% 

 1 Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas 

dibawah 10 (sepuluh)Ha 

13.591.452.
000 

11.183.509.00
0 

82,28% 

  Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

Unit 4.450.000.0
00 

3.735.790.500 83,95% 

  Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengendalian 

Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaa

n Permukiman Kumuh 

dokumen 500.000.00

0 

481.780.000 96.36% 

  Pembangunan Rumah 

Baru Layak Huni 

unit 8.641.452.0

00 

6.965.938.500 80,61% 

  JUMLAH INDIKATOR 13.591.452. 11.183.509.00 82,28% 
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No 
PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

SATUAN 
PERANCANAAN DAN 

PELAKSANAAN 
SERAPAN 

000 0 

  JUMLAH PROGRAM 13.591.452.

000 

11.183.509.00

0 

82,28% 

 

4.4.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik 

langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut : 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah  
1. S2 7 

2. S1 44 

3. D3 13 

4. SLTA 91 

5. SLTP 14 

6. SD 14 

 Jumlah  183 

No Pangkat / Golongan   Jumlah  
1.  Pembina Utama Muda ( IV c ) 0 

2.  Pembina Tk. I ( IV b ) 2 

3.  Pembina ( IV a ) 6 

4.  Penata Tk. I ( III d ) 11 

5.  Penata ( III c ) 5 

6.  Penata Muda Tk. I ( III b ) 12 

7.  Penata Muda ( III a ) 31 

8.  Pengatur Tk. I ( II d ) 72 

9.  Pengatur ( II c ) 12 

10.  Pengatur Muda Tk. I ( II b ) 14 

11.  Pengatur Muda ( II a ) 5 

12.  Juru Tk. I ( I d ) 13 

13.  Juru ( I c ) 0 

 Jumlah 183 

 

4.4.5 HASIL CAPAIAN SPM 

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi 

program kegiatan sebagai berikut : 

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban 

Bencana 

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak 

Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan 

dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan 

ketentuan:  

1. Pada saat masa pasca bencana;   

2. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau  

3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. 

Kualitas barang/jasa yang  akan  diberikan kepada  Penerima Pelayanan  

sesuai dengan  kegiatan  yang  memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:  

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana  

 Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi 

kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria 

rumah layak huni.  
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2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana  

 Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi 

kriteria rusak berat, dengan kualitas  sesuai dengan kriteria rumah layak 

huni. 

3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana 

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi 

kriteria rusak ringan, sedang,  berat, yang memiliki Surat Keputusan 

Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. 

Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak  huni dengan spesifikasi 

luas lantai  paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.  

4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana  

 Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah 

sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa 

rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan 

setelah masa tanggap darurat.   

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur 

bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;  

2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;  

3.  Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m2/orang. 

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam upaya 

mendukung pencapaian SPM meliputi : 

 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi 

program Kabupaten/Kota 

 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang 

belum tertangani 

 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam 

atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota 

 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah 

khusus 

 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
1. Penyediaan & 

Rehabiitasi Rumah 

yang Layak Huni Bagi 
Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

 

20% 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

Jumlah 

Total Yang 

Jumlah 

Total Yang 

Yang Belum 

Terlayani 
0 % 
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LAYANAN DASAR (80%)  Harus 

Dilayani 

Terlayani 

   46 0 46 0% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 
(20%)  

100% 

    Jumlah 

Total Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 

Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 
100% 

  1 . Bantuan akses 

rumah sewa layak 
huni bagi korban 

bencana 

0 0 0 0 % 

  2 . Rehabilitasi rumah 

bagi korban bencana 

46 46 46 0 % 

  3 . Pembangunan 

kembali rumah bagi 

korban bencana 

46 46 46 0 % 

  4 . Pembangunan baru 

di lokasi 

baru/relokasi bagi 
korban bencana. 

0 0 0 0 % 

  JUMLAH 92 0 92 0 % 

 

b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena 

Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis 

pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung : 

a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau  

b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan 

bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat 

menimbulkan bahaya”. 

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan 

sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar 

pelayanan dasar, yaitu:  

a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau 

Bangunan  

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas 

penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai 

penilaian  appraisal  berdasarkan NSPK yang berlaku;  

b. Subsidi Uang Sewa  

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti 

hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak 

memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi 

sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) 
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dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah 

layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;  

c. Penyediaan Rumah Layak Huni  

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang 

berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah 

sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk 

Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.  

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa 

sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur 

bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;  

2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;   

3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m2/orang. 

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam upaya 

mendukung pencapaian SPM meliputi : 

 Identifikasi perumahan di lokasi terkena relokasi program 

Kabupaten/Kota 

 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi terkena relokasi program 

Kabupaten/Kota 

 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah 

khusus 

 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Relokasi 

Program Kabupaten/Kota 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / Jenis 

Layanan SPM 
Indikator Pencapaian / Output 

Total 
Pencapaian 

2. Fasilitasi Penyediaan 

Rumah Yang Layak Huni 
Bagi Masyarakat Yang 

Terkena Relokasi Program 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  

 

96,95% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN DASAR 

(80%)  

Jumlah 

Total Yang 

Harus 
Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 

Terlayani 

Yang 

Belum 

Terlayani 
 77,56% 

   335.538 325.297 10.241 97% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)   20% 

    Jumlah 

Total Yang 
Harus 

Dilayani 

Jumlah 

Total Yang 
Terlayani 

Yang 

Belum 
Terlayani 

 100% 

  1 . Fasilitasi penggantian 
Hak Atas Penguasaan 
Tanah dan/atau 
Bangunan 

0 0 0 0% 

  2 . Subsidi uang sewa 0 0 0 0% 
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  3 . Penyediaan rumah 
layak huni 

335.538 325.297 10.241 96,95% 

  JUMLAH 335.538 325.297 10.241 96,95% 

 

INDEKS PENCAPAIAN SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Pencapaian 

Penerima 

Layanan 
Dasar (A) 

Pencapaian 

Mutu 

Layanan 
Dasar (B) 

Pencapaian 

SPM 

(80xa) + 
(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 
SPM 

Kategori 

IP SPM 

1. Penyediaan & 

rehabiitasi rumah yg 

layak huni bagi 

korban bencana 

Kab/kota 

0% 100% 100% 

98,47% 
TUNTAS 
UTAMA 

 

2. Fasilitasi penyediaan 
rumah yang layak 

huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi 

program Pemerintah 

Daerah kabupaten/ 
kota 

77,56% 19,39% 96,95% 

 

4.4.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

NO INDIKATOR RINCIAN PERMASALAHAN SOLUSI 

1. Pengumpulan 

Data 

Kegiatan penyediaan rumah 

bagi korban bencana baru 

tahap pendataan rumah yang 

berada dikawasan rawan 

bencana yaitu sebanyak 46 

rumah 

Melakukan update data 

terkait rumah yang berada 

dikawasan rawan bencana 

2. Perhitungan 
Kebutuhan 

Masih baru tahap pendataan 
dibeberapa kecamatan  

Melakukan pendataan 
kebutuhan rill penyediaan  

rumah bagi korban bencana 

diKabupaten Tuban 

3. Perencanaan dan 

Penganggaran 

Perencanaan untuk penyediaan 

rumah bagi korban bencana 

pada tahun 2022 tidak 

dianggarkan pengangaran dana 
dilakukan untuk penyediaan 

rumah layak huni bagi 

masyarakat miskin dan bukan 

yang terdampak bencana 

Pada tahun berikutnya akan 

dianggarkan rehabilitasi atau 

pembangunan rumah yang 

berada pada kawasan rawan 
bencana 

4. Pelaksanaan pelaksanaan pendataan rumah 

yang berada dikawasan rawan 

bencana dilakukan pada tahun 
2021 

melakukan pelaksanaan 

pembangunan atau 

rehabilitasi rumah bagi 
rumah yang berada pada 

Kawasan rawan bencana  

 

 

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.  
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar 

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban 

Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota   

Jenis Pelayanan Dasar  pada SPM  Bidang Tramtibumlinmas daerah 

kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 

b. Pelayanan informasi rawan bencana 

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut : 

NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR 

1.  Pelayanan ketenteraman dan 

ketertiban umum 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan akibat dari penegakan hukum Perda 

dan perkada 

2.  Pelayanan Informasi Rawan Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh 
layanan informasi rawan bencana 

3.  Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

4.  Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana 

5.  Pelayanan ketenteraman dan 
ketertiban umum 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 
layanan penyelamatan dan Evaluasi Korban 

Kebakaran 

 

 

 

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub 

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota   

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target 

yang telah ditetapkan pemerintah daerah 
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NO Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian  
Target 
2022 

1.  Pelayanan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan akibat dari penegakan hukum 

Perda dan Perkada 

100% 

2.  Pelayanan informasi 
rawan bencana 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 
layanan informasi rawan bencana 

100% 

3.  Pelayanan pencegahan 

dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

100% 

4.  Pelayanan penyelamatan 

dan evakuasi korban 
bencana 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

100% 

5.  Pelayanan Penyelamatan 
dan evakuasi korban 

kebakaran 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh 
layanan penyelamatan dan Evakuasi 

korban kebakaran 

100% 

 

4.5.3 ALOKASI ANGGARAN  

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung 

yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka 

penerapan dan pencapaian SPM. 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Anggaran 

APBN APBD Sumber Lain 
yang Sah 

1. Pelayanan 

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

3.652.301.760 

(DBHCHT) 

5.598.599.828  

2. Layanan Penyelamatan 

dan Evakuasi korban 

kebakaran 

 406.218.028  

 
 
 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

No Jenis Pelayanan Dasar 

Anggaran 

APBN APBD Sumber Lain 
yang Sah 

1. Pelayanan informasi 

Rawan Bencana 

 -  

2 Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

 2.527.126.700  

3 Pelayanan Penyelamatan 

dan Evaluasi Korban 

Bencana 

 1.718.087.750  
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RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 

No Program Kegiatan 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi Serapan 

1
. 

Peningkatan 
Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

(Trantibum) 

Pencegahan 
gangguan 

ketenteraman 

dan ketertiban 

umum melalui 

deteksi dini dan 
cegah dini, 

pembinaan dan 

penyuluhan, 

pelaksanaan 

patroli, 

pengamanan, 
dan pengawalan 

3.551.125.900 3.493.050.230 98,36% 

 Penindakan 

atas gangguan 

ketenteraman 

dan ketertiban 

umum 
berdasarkan 

Perda dan 

Perkada melalui 

penertiban dan 

penanganan 

unjuk rasa dan 
kerusuhan 

massa 

557.330.550 421.488.060 75,63% 

  Peningkatan 

kapasitas SDM 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 
dan Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat 

termasuk dalam 

pelaksanaan 

tugas yang 
bernuansa Hak 

Asasi Manusia 

994.138.750 897.712.325 90,30% 

2
. 

Kegiatan 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Sosialiasi 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah dan 
Peraturan 

Bupati/Wali 

Kota 

2.776.004.560 1.416.522.464 51,03% 

  Pengawasan 

atas Kepatuhan 

terhadap 

Pelaksanaan 
Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Bupati/Wali 

Kota 

67.709.950 45.791.500 67,63% 

  Penanganan 
atas 

Pelanggaran 

Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Bupati/Wali 
Kota 

898.373.850 526.895.486 58,65% 

3. Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Pemadaman 

dan 

pengendalian 

220.333.528 218.778.487 99,29% 
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No Program Kegiatan 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi Serapan 

Kebakaran Dan 

Penyelamatan 

Non Kebakaran 

kebakaran 

dalam daerah 

Kabupaten/Kot

a 

Pengadaan 

sarana dan 
prasarana 

pencegahan, 

penanggulangn 

kebakaran dan 

Alat Pelindung 

Diri 

174.080.900 147.591.855 84,78% 

 Inspeksi 
Peralatan 

Proteksi 

Kebakaran 

Pendataan 
sarana 

prasarana 

proteksi 

kebakaran 

11.803.600 11.387.770 96,48% 

  
JUMLAH 

9.250.901.588 7.179.218.177 77,61% 

 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

No Program Kegiatan 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi 

Serapan 

1. 

Program 
Penanggulanga

n Bencana 

Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap 
Bencana 

2.527.126.700 
2.258.920.03

2 

90% 

 

Pelayanan 

Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban 

Bencana 

1.718.087.750 
1.195.541.96

2 

84% 

  JUMLAH 4.245.214.450 
3.454.461.99

4 
81.37% 

 

4.5.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel 

sebagai berikut : 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Personil 

1. S2 7 

2. S1  77 

3. Diploma 6 

4. SLTA 117 

5. SLTP 3 

6. SD 1 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Personil 

1 Unsur ASN 
 

24 

 S2 4 
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 S1 11 

 Diploma 6 

 SMA 2 

 SMP 1 

2 Unsur URC 33 

 S1 16 

 SMA/SLTA 2 

 SMP/SLTP 14 

 SD 1 

  - 

 

4.5.5 HASIL CAPAIAN SPM 

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi 

program kegiatan sebagai berikut : 

a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat 

penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada  meliputi:  

1. Pelayanan kerugian materil; dan  

2. Pelayanan pengobatan. 

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas : 

1. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 

2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda 

dan Perkada yang sedang dilakukan; dan  

2. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian  yang dialami dan 

ditaksir  sama dan/atau lebih  dari 2,5% (dua koma lima persen) dari 

biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang 

dilakukan.  

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi 

warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan 

Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat 

kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat. 

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan 

pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:  

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;  

2. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau  

3. Saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.  

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketentraman 

dan ketertiban umum serta penengakan Perda dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tuban Antara Lain : 
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1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota. 

Hasil capaian SPM TRANTIBUM sebagai berikut : 

No 
Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output 
Total 

Pencapaian 
KATEGORI INDEKS 

PENCAPAIAN SPM 
KEBENCANAAN  

TUNTAS UTAMA 95,12 % 

1 Pelayanan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

(TRANTIBUM) 

  93,33% 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN 
PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang 
Terlayani 

Yang 

Belum 
Terlayani 

80% 

   190 190 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR 

(20%)  

13,33% 

  B. Jumlah Mutu Barang 

/ Jasa / SDM 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Dibutuhka
n 

Jumlah 

Mutu Barang 

/ 

Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Belum 
Tersedia 

66,67% 

  1 . Warga negara yang 

memperoleh 

pelayanan kerugian 

materil 

0 0 0 0 

  2 . Warga negara yang 

memperoleh 
pelayanan kerugian 

pelayanan pengobatan 

0 0 0 0 

  3 . Standar operasional 

prosedur Satpol PP 

8 8 0 100% 

  4 . Standar sarana 

prasarana Satpol PP 

12 12 0 100% 

  5 . Standar peningkatan 

kapasitas anggota 

Satpol PP dan anggota 

perlindungan 
masyarakat 

3 3 0 100% 

  6 . Standar pelayanan 

yang terkena dampak 

gangguan trantibum 

akibat penegakan 

hukum terhadap 

pelanggaran Perda 
dan Perkada 

4 4 0 100% 

 

b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Pelayanan  informasi  rawan bencana adalah pelayanan informasi 

tentang bagian wilayah kabupaten/kota  rawan bencana, kepada Warga 

Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi 

terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah 

kabupaten/kota.  Pelayanan informasi rawan bencana  dibagi menjadi per 



 

Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

 

 

   IV - 58 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

 

jenis ancaman bencana, yaitu banjir bengawan solo, banjir 

bandang/genangan, tanah longsor/ gerakan tanah/ tanah ambles/ 

likuifaksi, gelombang tinggi/ abrasi/ rob, pohon tumbang, puting beliung/ 

angin kencang, kegagalan teknologi industri, kejadian korban tenggelam, 

kejadian membahayakan nyawa, kejadian gempa, dan epidemi/wabah 

penyakit/zoonosis prioritas. 

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi 

tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga 

negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi 

terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis 

ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam. 

Pada tahun 2022, pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan 

dengan melanjutkan program dan kegiatan pada tahun 2021, yaitu 

kegiatan informasi bencana alam dan penanganan masalah COVID-19. 

Kegiatan dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana 

melalui media sosial, media elektronik.  

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana tahun 2022 adalah Jumlah Penduduk di 

kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai 

jenis ancaman bencana dibanding Jumlah penduduk di kawasan rawan 

bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu banjir bengawan solo, banjir 

bandang/genangan, tanah longsor/ gerakan tanah/ tanah ambles/ 

likuifaksi, gelombang tinggi/ abrasi/ rob, pohon tumbang, puting beliung/ 

angin kencang, kegagalan teknologi industri, kejadian korban tenggelam, 

kejadian membahayakan nyawa, kejadian gempa, dan epidemi/wabah 

penyakit/zoonosis prioritas dengan data sebagai berikut : 

No. Kecamatan 

Jumlah Penduduk Di 
Kawasan Rawan 
Bencana Yang 
Memperoleh 

Informasi Rawan 
Bencana 

Jumlah Warga Daerah 
Rawan Bencana 

1 KENDURUAN       27.463        30.857  

2 JATIROGO       46.875        52.668  

3 BANGILAN       40.726        45.759  

4 BANCAR       40.491        45.496  

5 SENORI       51.225        57.556  

6 TAMBAKBOYO       53.323        59.913  

7 SINGGAHAN       80.695        90.668  

8 KEREK       57.054        64.106  

9 PARENGAN       37.677        42.334  

10 MONTONG       76.372        85.811  

11 SOKO       48.662        54.676  

12 JENU       82.944        93.196  

13 MERAKURAK     107.233      120.486  

14 RENGEL       81.862        91.980  

15 SEMANDING       52.264        58.724  

16 TUBAN       27.463        62.182  

17 PLUMPANG       46.875        75.328  
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18 PALANG       40.726        44.530  

19 WIDANG       40.491        60.140  

20 GRABAGAN       51.225        61.892  

J U M L A H 1.155.498 1.198.012 

PERSENTASE 89% 

 

c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah 

serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi 

bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis 

ancaman bencana yang dirincikan  antara lain: banjir bengawan solo, 

banjir bandang/genangan, tanah longsor/ gerakan tanah/ tanah ambles/ 

likuifaksi, gelombang tinggi/ abrasi/ rob, pohon tumbang, puting beliung/ 

angin kencang, kegagalan teknologi industri, kejadian korban tenggelam, 

kejadian membahayakan nyawa, kejadian gempa, dan epidemi/wabah 

penyakit/zoonosis prioritas. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui 

pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga 

negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi 

atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada. 

Pada tahun 2022, selain tetap melakukan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana alam, juga difokuskan pada kegagalan 

teknologi industri dikarenakan Kabupaten Tuban merupakan daerah 

industri baru yang disiapkan oleh pemerintah. 

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana tahun 2022 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding 

Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu 

1.155.498 jiwa sebesar 89%. 

 

d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terbagi 

menjadi 2 fokus. Fokus yang pertama pada penanganan bencana alam 

berupa Banjir Bengawan Solo dengan jumlah kejadian 0 kejadian, Banjir 

Bandang/Genangan dengan jumlah 250 kejadian, Tanah Longsor dengan 

jumlah 35 kejadian, Pohon Tumbang dengan jumlah 107 kejadian, Angin 

Kencang/Puting Beliung dengan jumlah 66 kejadian, Kegagalan Teknologi 

Industri dengan jumlah 5 kejadian, Korban Tenggelam dengan jumlah 27 

kejadian, Gelombang Tinggi/Abrasi/ROB dengan jumlah 83 kejadian, 

Kejadian membahayakan nyawa dengan jumlah 23 kejadian, Gempa 

dengan jumlah 1 kejadian. Fokus yang kedua yaitu penanganan covid-19 
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dengan jumlah korban meninggal sebanyak 90 orang dan PMK sejumlah 25 

kali.  

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

tahun 2022 adalah 100% yaitu 597/597 yang diperoleh dari jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana dibanding jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 

Data Jumlah Korban Kebencanaan 

NO Unsur 
Jumlah Korban 

(Orang) 

Jumlah Korban Yang 
Berhasil Ditangani 

(Orang) 
1 Banjir Bengawan Solo 0 0 

2 Banjir Bandang 0 250 

3 Tanah Longsor 0 35 

4 Pohon Tumbang 0 107 

5 Angin Kencang/ Puting Beliung 0 66 

6 Kegagalan Teknologi Industri 0 5 

7 Korban Tenggelam 16 27 

8 Gelombang Tinggi/ Abrasi/ ROB 0 83 

9 Kejadian Membahayakan Nyawa 8 23 

10 Gempa 0 1 

 JUMLAH 24 597 

 PERSENTASE  4,02 % 

 

Pada tahun 2022 ini Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana berupa sebagaimana berikut : 

NO LAYANAN KEBENCANAAN JUMLAH KEJADIAN  

1.  Banjir Bengawan Solo 0 

2.  Banjir Bandang 250 

3.  Tanah Longsor 35 

4.  Pohon Tumbang 107 

5.  Angin Kencang/ Puting Beliung 66 

6.  Kegagalan Teknologi Industri 5 

7.  Korban Tenggelam 27 

8.  Gelombang Tinggi/ Abrasi/ ROB 83 

9.  Kejadian Membahayakan Nyawa 23 

10.  Gempa 1 

11.  COVID-19 90 

12.  PMK 25 

 JUMLAH 712 

 

Hasil capaian SPM KEBENCANAAN (3 Indikator) sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

KATEGORI INDEKS 
PENCAPAIAN SPM 

KEBENCANAAN  

TUNTAS UTAMA 95,12 % 

1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

(KEBENCANAAN) 

  92,72 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 
LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80% 



 

Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

 

 

   IV - 61 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Tuban Tahun 2022 

 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  A. JUMLAH YANG HARUS 

DILAYANI :  712 712 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  12,72 % 

  B. Jumlah Mutu Barang / 

Jasa / SDM 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa 

Yang 
Dibutuh

kan 

Jumlah Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Belum 
Tersedia 

100% 

  1 . Pemetaan terhadap 

lokasi/daerah rawan 

bencana melalui 

penyusunan dokumen 
Kajian Risiko Bencana 

3 3 0 100%  

  2 . Identifikasi dan 

pemetaan terhadap 

warga negara di 

kawasan rawan 

bencana 

328 328 0 100 %  

  3 . Melakukan sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) 

rawan bencana 

100 0 100 0 

  4 . Pengadaan dan 

pemasangan rambu 

evakuasi dan papan 

informasi publik per 
jenis bencana 

100 18 82 18,00 %  

  5 . Identifikasi warga yang 

berpotensi menjadi 

korban bencana 

138 138 0 100 %  

2 Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 
(KEBENCANAAN) 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 

  A. JUMLAH YANG HARUS 

DILAYANI :  

712 712 0 100 % 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  12,63 % 

  B. Jumlah Mutu Barang / 
Jasa / SDM 

Jumlah 
Mutu 

Barang / 

Jasa 

Yang 

Dibutuh
kan 

Jumlah Mutu 
Barang / 

Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 
Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Belum 

Tersedia 

100% 

  1 . Sarana prasarana 

penanggulangan 

bencana 

104 104 0 100%  

  2 . Peningkatan kapasitas 

personil/Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

57 15 42 26,32 %  

3 Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 

Bencana 

(KEBENCANAAN) 

  100 % 

  PERSENTASE 

PENCAPAIAN PENERIMA 

LAYANAN DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 

Yang 

Harus 
Dilayani 

Jumlah Total 

Yang Terlayani 

Yang Belum 

Terlayani 

80 % 
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No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

  A. JUMLAH YANG HARUS 

DILAYANI :  

712 712 0 100% 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  20% 

  B. Jumlah Mutu Barang / 

Jasa / SDM 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa 

Yang 
Dibutuh

kan 

Jumlah Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 

Jasa Yang 

Belum 
Tersedia 

100% 

  1 . Aktivasi sistem 

komando penanganan 

darurat bencana 

1 1 0 100%  

  2 . Pendataan terhadap 

warga yang 
terkena/menjadi 

korban bencana 

138 138 0 100%  

  3 . Melakukan respon 

cepat KLB dan respon 

cepat darurat bencana 

712 712 0 100%  

  4 . Respon Cepat kejadian 

luar biasa (KLB) 
penyakit KLB/wabah 

zoonosis prioritas 

8.564 8.564 0 100%  

  5 . Pelaksanaan 

pencarian, pertolongan 

evakuasi korban 

bencana 

597 597 0 100 %  

 

e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas / Perangkat 

Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir 

memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga 

negara.  

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman 

serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-

rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan 

sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang 

dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh 

relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk 

dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.  

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan 

bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.  

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis 

dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di 

Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber 
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daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub 

urusan kebakaran. 

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar 

penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub 

Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah 

daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran 

pemerintah daerah setiap tahunnya.  

Pada tahun ini Kabupaten Tuban yang telah mencapai target dan 

wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu 

kualitas dari tahun ke tahun. 

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut : 

No Indikator Kinerja / 
Jenis Layanan SPM 

Indikator Pencapaian / Output Total 
Pencapaian 

KATEGORI INDEKS 

PENCAPAIAN SPM DAMKAR  

TUNTAS PARIPURNA 100 % 

 Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 

Kebakaran (DAMKAR) 

  100 % 

  PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 
DASAR (80%)  

Jumlah 

Total 
Yang 

Harus 

Dilayani 

Jumlah Total 

Yang 
Terlayani 

Yang 

Belum 
Terlayani 

80 % 

  A. JUMLAH YANG HARUS 

DILAYANI :  

149 149 0 100 % 

  PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  20 % 

  B. Jumlah Mutu Barang / 

Jasa / SDM 

Jumlah 

Mutu 

Barang 
/ 

Jasa 

Yang 

Dibutuh

kan 

Jumlah 

Mutu Barang 

/ 
Jasa Yang 

Tersedia 

Jumlah 

Mutu 

Barang / 
Jasa Yang 

Belum 

Tersedia 

100 % 

  1 . Tingkat waktu tanggap 
(response time) 15 menit 

sejak diterimanya 

informasi/laporan sampai 

tiba di lokasi 

14 14 0 100 %  

  2 . Prosedur operasional 

penanganan kebakaran, 

penyelamatan dan 
evakuasi 

2 2 0 100 %  

  3 . Sarana prasarana 

pemadam kebakaran, 

penyelamatan dan 

evakuasi 

7 7 0 100 %  

  4 . Kapasitas aparatur 

pemadam kebakaran dan 
penyelamatan/Sumber 

Daya Manusia 

39 39 0 100 %  
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INDEKS PENCAPAIAN SPM 

No KATEGORI SPM 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Pencapaian 

Penerima 

Layanan 

Dasar (A) 

Pencapaian 

Mutu 

Layanan 

Dasar (B) 

Pencapaian 

SPM 

(80xa) + 

(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 

SPM 

1.  TRANTIBUM 

Pelayanan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 
Umum 

80% 13,33% 93,33% 
TUNTAS 

UTAMA 

2.  

KEBENCANAAN 

Pelayanan 

informasi rawan 

bencana 

80% 12,72% 92,72% 

TUNTAS 

UTAMA 

3.  

Pelayanan 

pencegahan 

dan 
kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

80% 12,63% 92,63% 

4.  

Pelayanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 
korban bencana 

80% 20% 100% 

5.  DAMKAR 

Pelayanan 

Penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

kebakaran 

80% 20% 100% 

TUNTAS 

PARIPURN

A 

 

4.5.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI  
 

NO INDIKATOR 
RINCIAN 

PERMASALAHAN 
SOLUSI 

1. Pengumpulan Data  
 

 

2. Perhitungan 

Kebutuhan 

  

3. Perencanaan dan 

Penganggaran 

  

4. Pelaksanaan   

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

NO INDIKATOR 
RINCIAN 

PERMASALAHAN 
SOLUSI 

1. Pengumpulan Data  

 

 

2. Perhitungan 

Kebutuhan 

  

3. Perencanaan dan 
Penganggaran 

  

4. Pelaksanaan   

 

 

4.6 URUSAN SOSIAL 

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. 
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Jenis  Pelayanan Dasar  pada SPM  Sosial daerah kabupaten/kota 

terdiri atas:  

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti 

Sosial 

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar  Panti Sosial 

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial 

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan 

Pengemis di luar Panti Sosial 

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat 

Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. 

 

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM 

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 

100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah 

NO Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian  
Target 
2022 

1.  Rehabilitasi sosial dasar 

penyandang disabilitas 

telantar di luar panti 

Jumlah Warga Negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh rehabilitasi 

sosial diluar panti 

100% 

2.  Rehabilitasi sosial dasar 

anak telantar di luar panti 

Jumlah anak telantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

100% 

3.  Rehabilitasi sosial dasar  

lanjut usia terlantar 
diluar panti 

Jumlah Warga Negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh rehabilitasi 
sosial diluar panti 

100% 

4.  Rehabilitasi sosial dasar 

tuna sosial khususnya 

gelandangan dan 

pengemis di luar panti 

Jumlah Warga Negara gelandangan dan 

pengemis  yang memperoleh rehabilitasi 

sosial diluar panti 

100% 

5.  Perlindungan dan 

jaminan sosial pada saat 
tanggap dan setelah 

bencana bagi korban 

bencana kab/kota 

Jumlah Warga Negara korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya pada saat dan 

setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota 

100% 

 

4.6.3 ALOKASI ANGGARAN  

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang 

ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 

No. Jenis Pelayanan Dasar 

Anggaran 

APBN APBD 
Sumber Lain 

yang Sah 

1. Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
di Luar Panti Sosial 

- 8.348.225.600 - 

2. Perlindungan dan 
Jaminan Sosial pada 

- 170.839.250  
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Saat dan Setelah 
Tanggap Darurat 
Bencana bagi Korban 
Bencana Daerah 
Kabupate/Kota 

 

4.6.4 DUKUNGAN PERSONIL 

Dukungan Personil dalam mendukung pencapaian SPM untuk lingkup 

Urusan Sosial berjumlah 75 orang aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa terdiri atas 47 PNS 28 Non PNS. Selain itu terdapat dukungan personal 

dari unsur relawan yaitu 20 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK), 20 orang Pendamping ODGJ dan 68 orang personil Taruna Siaga 

Bencana (TAGANA) 

 

4.6.5 HASIL CAPAIAN SPM 

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi 

program kegiatan sebagai berikut : 

a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti 

Sosial 

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti 

Sosial dengan kriteria:  

a) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, 

dan tidak terurus; dan  

b) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang 

mengurus. 

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk 

mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, 

kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas 

secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis 

layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai 

kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 746 penyandang 

disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya: 

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 1 (satu) orang 

2. Layanan kedaruratan sebanyak 1 (satu) orang 

3. Penyediaan permakanan sebanyak 12 (dua belas) orang 

4. Penyediaan sandang sebanyak 12 (dua belas) orang 

5. Penyediaan alat bantu sebanyak 20 (dua puluh) orang 
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6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) 

orang 

7. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 510 

(lima ratus sepuluh) orang 

8. Fasilitasi Adminduk sebanyak 56 (lima puluh enam) orang 

9. Akses layanan pendidikan sebanyak 10 (sepuluh) orang 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

1. Rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar di luar Panti 

Sosial 

Jumlah Warga Negara Penyandang 

Disabilitas yang Memperoleh 

Rehabilitasi Sosial di luar Panti 

Sosial 

92% 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%) 

jumlah 

total yang 
harus 

dilayani 

jumlah total 
yang 

terlayani 

yang 
belum 

terlayani 

80%  

746 746 0 100% 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 

MUTU LAYANAN DASAR 

(20%) 

   12% 

  

Jumlah 

Total yang 
harus 

Dilayani 

Jumlah 

yang 
Terlayani  

Jumlah 

yang 
Belum 

Terlayani 

100% 

 

1. Layanan Data dan 

Pengaduan 

1 1 0 
100% 

 

2. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang sudah memiliki 

kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

1 1 0 100% 

 

3. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan tidak mampu 

melakukan pengadaan 

kendaraan baru 

0 0 0 100% 

  4. Penyediaan permakanan 12 12 0 100% 

  5. Penyediaan Sandang 
12 12 0 100% 

  6. Penyediaan Alat bantu 
20 20 0 100% 

  
7. Penyediaan Perbekalan 

Kesehatan 

130 130 0 100% 

 
8. Pemberian bimbingan 

fisik, mental, spiritual 

510 510 0 100% 

 

9. Pemberian bimbingan 

sosial kepada keluarga 

Penyandang Disabilitas 

terlantar 

0 0 0 100% 

 

10. Fasilitas pembuatan 
Nomor Induk 

Kependuduk, Kartu 

Tanda Penduduk, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah, 

dan/atau Kartu 
Identitas Anak 

56 56 0 100% 
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NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

 
11. Akses ke layanan 

pendidikan 

10 10 0 100% 

 
12. Pemberian pelayanan 

penelusuran keluarga 

0 0 0 0% 

 
13. Pemberian pelayanan 

reunifikasi keluarga 

0 0 0 0% 

 14. Layanan rujukan 0 0 0 0% 

 

15. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 
yang belum memiliki 

kendaraan khusus 

layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan mampu melakukan 

pengadaan kendaraan 
baru dan pembiayaan 

pemeliharaan 

0 0 0 0% 

 JUMLAH 
752 752 0 

900% 

 

b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar  Panti Sosial 

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:  

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, 

dan tidak terurus; dan  

b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang 

mengurus. 

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan 

bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang 

mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan 

berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian 

Layanan diberikan kepada 14 anak berdasarkan hasil assessment sehingga 

sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain: 

1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan sebanyak 1 (satu) orang 

2. Penyediaan permakanan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang 

3. Fasilitasi adminduk sebanyak 14 (empat belas) orang 

4. Penyediaan layanan kedaruratan sebanyak 1 (satu) orang. 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

2. Rehabilitasi Sosial Dasar 

Anak Terlantar di luar 
Panti Sosial 

Jumlah Anak Terlantar yang 

Memperoleh Rehabilitasi Sosial di 
Luar Panti 

85,33%  

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%) 

jumlah total 
yang harus 

dilayani 

jumlah 
total yang 

terlayani 

yang belum 
terlayani 

80%  

14 14 0 100% 

 
PERSENTASE PENCAPAIAN 

MUTU LAYANAN DASAR 
   5,33% 
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NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

(20%) 

  

Jumlah 

Total yang 
harus 

Dilayani 

Jumlah 

yang 
Terlayani  

Jumlah 

yang Belum 
Terlayani 

100% 

 
1. Layanan Data dan 

Pengaduan 
1 1 0 100% 

 2. Penyediaan permakanan 25 25 0 
100% 

 3. Penyediaan sandang 0 0 0 0% 

  4. Penyediaan alat bantu 0 0 0 0% 

  
5. Penyediaan Perbekalan 

Kesehatan 
0 0 0 

0% 

  
6. Pemberian Bimbingan 

Fisik, mental Spiritual & 
Sosial 

0 0 0 

0% 

  

7.  Pemberian Bimbingan 

Sosial kepada keluarga 
Penyandang Disabilitas 

Terlantar 

0 0 0 0% 

  

8. Fasilitas Pembuatan 

Nomor Induk 

Kependudukan, Kartu 
tanda Penduduk, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah 

dan atau kartu Identitas 

Anak 

14 14 0 100% 

 
9. Akses ke layanan 

Pendidikan & Kesehatan 
Dasar 

0 0 0 0% 

 
10. Pemberian Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 
0 0 0 0% 

 
11.  Pemberian pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 
0 0 0 100% 

 12.  Layanan Rujukan 0 0 0 100% 

 

13. Penyediaan layanan 
kedaruratan bagi daerah 

yang sudah memiliki 

kendaraan khusus 

layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

1 1 0 100% 

 

14.  Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan tidak mampu 

melakukan pengadaan 

kendaraan baru 

0 0 0 100% 

 

15.  Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan mampu melakukan 

pengadaan kendaraan 

baru dan pembiayaan 

pemeliharaan 

0 0 0 

 

 

 

100% 

 

c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial 
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Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan 

kriteria:  

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, 

dan tidak terurus; dan  

b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang 

mengurus. 

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia  terlantar bagi 1.317 orang yang 

dilakukan diantaranya : 

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 1 (satu) orang 

2. Penyediaan permakanan sebanyak 500 (lima ratus) orang 

3. Penyediaan sandang sebanyak 9 (Sembilan) orang 

4. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1.317 (seribu tiga ratus 

tujuh belas) orang 

5. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 409 

(empat ratus sembilan) orang 

6. Layanan reunifikasi keluarga 4 (empat) orang 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

1. Rehabilitasi Sosial Dasar 

Lanjut Usia Terlantar di 

Luar Panti Sosial 

Jumlah Warga Negara Lanjut Usia 

Terlantar yang memperoleh 
rehabilitasi Sosial di Luar Panti 

Sosial 

89,33 % 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 
PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%) 

jumlah total 

yang harus 

dilayani 

jumlah 

total yang 

terlayani 

yang 

belum 

terlayani 

80% 

1,317 1,317 0 100% 

 
PERSENTASE PENCAPAIAN 

MUTU LAYANAN DASAR 

(20%) 

   9,33% 

  

Jumlah 
Total yang 

harus 

Dilayani 

Jumlah 
yang 

Terlayani  

Jumlah 
yang 

Belum 

Terlayani 

100% 

 
1. Layanan Data dan 

Pengaduan 
1 1 0 100 % 

 

2. Penyediaan Layanan 

Kedaruratan Bagi Daerah 

yang Memiliki Kendaraan 

Khusus Layanan 

Rehabilitasi Sosial Dasar 
Diluar Panti 

1 1 0 100 % 

 3. Penyediaan permakanan 500 500 0 100 % 

  4. Penyediaan sandang 9 9 0 0 % 

  5. Penyediaan alat bantu 0 0 0 0 % 

 
6. Penyediaan perbekalan 

Kesehatan 
1.317 1.317 0 100 % 

 

7. Pemberian Bimbingan 

Fisik, mental Spiritual & 

Sosial 

409 409 0 100 % 

 

8. Pemberian Bimbingan 

Sosial kepada keluarga 
Lanjut usia Terlantar 

0 0 0 0 % 
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NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

 

9. Fasilitas Pembuatan 

Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu 

tanda Penduduk, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah 

dan atau kartu Identitas 

Anak 

0 0 0 0 % 

 

10. Akses ke layanan 
Pendidikan & Kesehatan 

Dasar 

0 0 0 0 % 

 
11. Pemberian Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 
  0 100 % 

 
12.  Pemberian pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 
  0 100 % 

 
13.  Layanan Rujukan   0 100 % 

 

14. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 
yang belum memiliki 

kendaraan khusus 

layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan mampu melakukan 

pengadaan kendaraan 
baru dan pembiayaan 

pemeliharaan 

  
0 100 % 

 

15. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 
layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan tidak mampu 

melakukan pengadaan 

kendaraan baru 

  0 100 % 

 JUMLAH 2.241 2.241 0 700% 

 

d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan 

Pengemis di luar Panti Sosial 

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan 

Pengemis di luar  Panti  Sosial dengan kriteria:  

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun 

sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;   

2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, 

dan tidak terurus;   

3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan  

4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli. 

Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis diantaranya agar 

gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan 

yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebanyak 

347 Gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai 

kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan. 

Jenis layanan yang diberikan antara lain : 
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1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang 

2. Layanan kedaruratan sebanyak 1 (satu)  orang 

3. Penyediaan permakanan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) 

orang 

4. Penyediaan sandang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang 

5. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 77 

(tujuh puluh tujuh) orang 

6. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual kepada 

keluarga sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang 

7. Layanan penelusuran keluarga 6 (enam) orang 

8. Layanan reunifikasi keluarga 14 (empat belas) orang 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

4. Rehabilitasi Sosial Dasar 
Tuna Sosial Khususnya 

Gelandangan dan 

Pengemis di luar Panti 

Sosial 

Jumlah Warga Negara Tuna 
Sosial Khususnya Gelandangan 

dan Pengemis di luar Panti 

Sosial 

92 % 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN 

DASAR (80%) 

Jumlah 

total yang 

harus 
dilayani 

Jumlah 

total 

yang 
terlayani 

Yang 

belum 
terlayani 

80%  

347 347 0 100% 

 
PERSENTASE PENCAPAIAN 

MUTU LAYANAN DASAR 

(20%) 

   12.00% 

  

Jumlah 

Total yang 

harus 
Dilayani 

Jumlah 

yang 

Terlayani 

Jumlah 

yang 

Belum 
Terlayani 

100% 

 
1. Layanan Data dan 

Pengaduan 
63  0 100% 

 

2. Penyediaan Layanan 

Kedaruratan Bagi Daerah 

yang Memiliki Kendaraan 

Khusus Layanan 

Rehabilitasi Sosial Dasar 

Diluar Panti 

1 1 0 100% 

  3. Penyediaan Permakanan 156 156 0 100% 

  4. Penyediaan Sandang 156 156 0 100% 

  5. Penyediaan alat bantu 0 0 0 0% 

 
6. Penyediaan perbekalan 

Kesehatan 
0 0 0 0% 

 
7. Pemberian bimbingan 

fisik, mental, spiritual 
77 77 0 100% 

 

8. Pemberian bimbingan 

sosial kepada keluarga 
penyandang disabilitas 

gelandangan dan 

pengemis terlantar 

77 77 0 100% 

 

9. Fasilitas pembuatan 

Nomor Induk 

Kependuduk, Kartu 
Tanda Penduduk, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah, 

Dan/Atau Kartu 

0 0 0 0% 
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NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

Identitas Anak 

 
10. Akses ke layanan 

pendidikan 
0 0 0 0% 

 
11. Pemberian pelayanan 

penelusuran keluarga 
6 6 0 100% 

 
12. Pemberian pelayanan 

reunifikasi keluarga 
14 14 0 100% 

 13.  Layanan rujukan 31 31 0 100% 

 

14. Penyediaan layanan 

kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 

layanan rehabilitasi 
sosial dasar diluar Panti 

dan mampu melakukan 

pengadaan kendaraan 

baru dan pembiayaan 

pemeliharaan 

0 0 0 0% 

 

15. Penyediaan layanan 
kedaruratan bagi daerah 

yang belum memiliki 

kendaraan khusus 

layanan rehabilitasi 

sosial dasar diluar Panti 

dan tidak mampu 
melakukan pengadaan 

kendaraan baru 

0 0 0 0% 

 JUMLAH 
581 581 0 900% 

 

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap 

Darurat Bencana  bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota 

Perlindungan dan  Jaminan Sosial  pada  Saat  dan  Setelah Tanggap 

Darurat  bagi  Korban Bencana  daerah kabupaten/ kota persatu kali 

kejadian bencana dengan kriteria:  

a. jumlah pengungsi/penyintas  sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 

(lima puluh) orang;  

b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; 

dan/atau  

c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial 

pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota 

antara lain penyediaan makanan melalui dapur umum kepada 300 orang, 

beserta penyediaan sandang dan pelayanan dukungan psikososial. 

Hasil capaian SPM sebagai berikut : 

NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 
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NO 
INDIKATOR KINERJA / 
JENIS LAYANAN SPM 

INDIKATOR PENCAPAIAN / 
OUTPUT 

Total 
Pencapaian 

5. Perlindungan dan Jaminan 

Sosial pada Saat dan 
Setelah Tanggap Darurat 

Bencana bagi Korban 

Bencana Daerah 

Kabupate/Kota 

Jumlah Perlindungan dan 
Jaminan Sosial pada Saat dan 

Setelah Tanggap Darurat 

Bencana bagi Korban Bencana 

Daerah Kabupate/Kota 

92% 

 

PERSENTASE PENCAPAIAN 

PENERIMA LAYANAN DASAR 

(80%) 

Jumlah 

total yang 
harus 

dilayani 

Jumlah 

total 
yang 

terlayani 

Yang 

belum 
terlayani 

80%  

300 300 0 100% 

 
PERSENTASE PENCAPAIAN 

MUTU LAYANAN DASAR 
(20%) 

   20% 

  

Jumlah 

Total yang 
harus 

Dilayani 

Jumlah 

yang 
Terlayani  

Jumlah 

yang 
Belum 

Terlayani 

100% 

  1. Penyediaan Permakanan 300 300 0 100% 

  2. Penyediaan Sandang 300 300 
0 100% 

  
3. Penyediaan tempat 

penampungan Pengungsi 
0 0 

0 100% 

  
4. Penanganan Khusus bagi 

kelompok Rentan 
0 0 

0 100% 

 
5. Pelayanan Dukungan 

Psikososial 
300 300 

0 100% 

 JUMLAH 900 900 0 300% 

 
INDEKS PENCAPAIAN SPM 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Pencapaian 
Penerima 

Layanan 

Dasar (A) 

Pencapaian 
Mutu 

Layanan 

Dasar (B) 

Pencapaian 
SPM 

(80xa) + 

(20xb) 

Indeks 

Pencapaian 

SPM 

Kategori 

IP SPM 

1. Rehabilitasi 

sosial dasar 

penyandang 
disabilitas 

telantar di luar 

panti 

80% 12% 92% 

90,13% 
TUNTAS 

UTAMA 

2. Rehabilitasi 

sosial dasar anak 

telantar di luar 
panti 

80% 5,33% 85,33% 

3. Rehabilitasi sosial 

dasar  lanjut usia 

terlantar diluar 

panti 

80% 9,33% 89,33% 

4. Rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial 

khususnya 
gelandangan dan 

pengemis di luar 

panti 

80.00% 12.00% 92.00% 

5. Perlindungan dan 

jaminan sosial 

pada saat 
tanggap dan 

setelah bencana 

bagi korban 

bencana 

kab/kota 

80% 12% 92% 
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4.6.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial antara 

lain : 

NO INDIKATOR RINCIAN 
PERMASALAHAN 

SOLUSI 

1. Pengumpulan data Data pemerlu layanan SPM 
belum seluruhnya 

terintegrasi dengan basis 

data kesejahteraan sosial 

Pemutakhiran data 
kesejahteraan sosial 

secara menyeluruh dan 

berkelanjutan 

2. 

 

 

 
 

 

Perhitungan 

Kebutuhan 

 

 
 

 

Data sasaran pada basis 

belum terintegrasi sehingga 

pemenuhan kebutuhan 

belum dapat diperhitungkan 
secara tepat 

Pemutakhiran data 

kesejahteraan sosial 

secara menyeluruh dan 

berkelanjutan 

3. Perencanaan dan 

Penganggaran 

Data yang diperlukan untuk 

perencanaan sebagai dasar 

penentuan proyeksi 

anggaran masih 
membutuhkan 

pemutakhiran 

Pemutakhiran data 

kesejahteraan sosial 

secara menyeluruh dan 

berkelanjutan 

4. 

 

Pelaksanaan Kabupaten Tuban yang 

terletak di jalur perlintasan 

antar provinsi seringkali 

menjadi lokasi transit PPKS 

sehingga sasaran layanan 
seringkali dari warga luar 

Kabupaten Tuban 

Kerjasama dan kolaborasi 

dengan instansi sosial 

daerah lainnya 

5. Pelaporan - - 

 

4.7  Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan 

Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai 

perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka 

mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah 

Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM).  

Adapun progam kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain : 

1. BIDANG PENDIDIKAN 

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan 

program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang pendidikan terdiri atas: 

A. Program pengelolaan pendidikan, dengan indikator kinerja 

 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan 

dasar  

 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan 

menengah 
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 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan 

B. Program Pengembangan Kurikulum, dengan indikator kinerja 

 Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal  

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator 

kinerja 

 Prosentase pendidik telah  memiliki kualifikasi akademik sesuai 

ketentuan  

D. Program pengendalian dan perizinan pendidikan, dengan indikator 

kinerja 

 Prosentase pelayanan perijinan operasional pendidikan  

 

 

 

 

2. BIDANG KESEHATAN 

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan 

program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) terdiri atas: 

A. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja 

 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 

sesuai standar (SPM) .Pelayanan ibu tercapai 91,34% dari target 

100% tdk tercapai krn masih byk kasus abortus, Persalinan 

prematur, K1 Akses. Keuangan hanya tercapai 74,88% karena 

anggaran Puskesmas hanya dicairkan tdk maksimal. 

 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai 

tandar (SPM). Bulin tercapai 94,69% dari target 100% tdk tercapai 

karena K4 tidak tercapai. Anggaran terserap hanya 9,57% karena 

90% anggaran utk TTK dan rujukan Bumil tidak diambil oleh 

Puskesmas karena akses ke RS mudah dijangkau. 

 Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi 

baru lahir sesuai standar (SPM). BBL tercapai 98,65% masih ada 

kasus kematian dg BBLR, Asfiksia dan kelainan bawaan. Anggaran 

hanya terserap 44,98% krn pagu terbesar ada di Pusk dan hanya 

dicairkan kurang dari 50%. 
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 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar. Balita tercapai 

95,52% masih ada kematian Balita dg Pnemonia dan Diare. Anggaran 

terserap 75,17% anggaran terbanyak di Puskesmas. 

 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar (SPM) .Uspendas tercapai 98,26% seluruh 

siswa kls 7 & 10 sdh discrening. Anggaran hanya terserap 58,17% 

karena anggaran terbesar ada di Puskesmas. 

 Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar (SPM). Pelayanan usia produktif tercapai 93,28% dari 

target 100% dikarenakan belum semua warga Negara usia 15 -59 

tahun yang menjadi sasaran mau melakukan screening. Anggaran 

terserap 76,33%, realisasi  anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan 

(banyaknya sasaran yang dipapsmear) 

 Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar (SPM). Lansia tercapai 98,02% krn 

masih ada Lansia yg msh bekerja shg tdk hadir di Posyandu. 

Anggaran hanya terserap 57,17% karena anggaran Puskesmas hanya 

dicairkan sedikit 

 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar (SPM). Penderita hipertensi mendapat 

pelayanan kesehatan 73,51% Anggaran hanya terserap 87,57%  

karena anggaran Puskesmas  karena anggaran terbesar ada di 

Puskesmas 

 Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar (SPM). Penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sudah melebihi target 

 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. ODGJ berat 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 93,53% Anggaran 

hanya terserap 65,60%  anggaran BOK Puskesmas tidak terealisasi 

sesuai perencanaan 

 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar (SPM) tercapai 125% karena koordinasi internal eksternal 

(lintas program dan lintas sektor), feedback capaian secara rutin 

serta mendorong dan mengingatkan resiko bila target program tidak 

tercapai  anggaran BOK Puskesmas tidak terealisasi sesuai 

perencanaan 

 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan 

pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM). Tercapai 124,99% 

koordinasi internal eksternal (lintas program dan lintas sektor), 
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feedback capaian secara rutin serta mendorong dan mengingatkan 

resiko bila target program tidak tercapai  anggaran 

 

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM  

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk 

melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas : 

A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator 

kinerja 

 Rasio luas derah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh 

jaringan irigasi  

 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian banjir di WS di Wilayah Kabupaten/ Kota 

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum, dengan indikator kinerja 

 Persentase   jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap 

air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh 

kabupaten/kota  

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan 

indikator kinerja 

 Persentase  jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestic  

 Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus 

D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan 

indikator kinerja 

 Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi 

baik  

E. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan indikator 

kinerja 

 Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bnagunan dan 

liangkungan Kabupaten/ Kota 

 Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan 

bangunan 

F. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan indikator kinerja 

 Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota  

G. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan indikator kinerja 

 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota   

H. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan indikator kinerja 
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  Rasio tenaga operator/teknisi/an alisis yang memiliki sertifikat 

kompetensi  

I. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan indikator kinerja 

 Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang  

 

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk 

melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas: 

A. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator kinerja 

 Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi 

korban bencana Kab/Kota  

 Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah 

komersil  

B. Program Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja 

 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 

 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha  

dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya  

C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan 

indikator kinerja 

 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar 

kawasan kumuh 

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU), 

dengan indikator kinerja 

 Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana.sarana dan utilitas) 

 

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum 

Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan 

dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas : 

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan 

indikator kinerja 

 Persentase pelanggaran gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 

 Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan 

B. Program Penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja 

 Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan 

bencana 

 Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih 
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 Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya 

 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status 

darurat bencana 

C. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran 

dan penyelamatan non kebakaran, dengan indikator kinerja 

 Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran (menit) 

 

6. BIDANG SOSIAL 

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan 

program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) terdiri atas: 

A. Program Pemberdayaan sosial, dengan indikator kinerja 

 Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan usaha 

kesejahteraan sosial 

B. Program Rehabilitasi sosial, dengan indikator kinerja 

 Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial 

sesuai standar 

C. Program Perlindungan dan jaminan sosial, dengan indikator kinerja 

 Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 

D. Program Penanganan bencana, dengan indikator kinerja 

 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

Kabupaten/Kota 

E. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP), dengan 

indikator kinerja 

 Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang 

Terpelihara   
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas hasil evaluasi secara 

objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai 

selama Tahun 2022. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih 

difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik 

urusan wajib, urusan pilihan ataupun urusan penunjang. Semua hal yang 

berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan 

implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui 

penyampaian LPPD kepada PemerintahPusat.  

Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman 

untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 

melakukan penyusunan LPPD Tahun 2022 berkaitan dengan sisi sistematika 

pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) di masing- masing urusan. Pedoman Penyusunan LPPD ini disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Akhirnya, Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat 

digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam 

peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah di masa yang 

akan datang.  

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dijabarkan 

dalam LPPD  ini, merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, 

dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi seluruh stakeholder dengan 

fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program 

yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh 

aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran 
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Pemerintah Kabupaten Tuban bersama dengan DPRD berdasarkan dokumen 

perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.  

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 

2022 telah memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban 

Tahun 2022 – 2026, akan tetapi masih ada beberapa indikator program yang 

belum dapat tercapai target kinerjanya, sehingga diperlukan kerja keras semua 

pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga 

pelaksanaan di tahun mendatang menjadi lebih baik, serta dapat direalisasikan 

secara optimal meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai 

hasil yang ditargetkan.  

Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh 

tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk itu patut 

kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang semakin partisipatif dan 

akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Pada Tahun 2022 beberapa keberhasilan yang kita capai dan dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dan 

penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang 

dicapai oleh Kabupaten Tuban. Walaupun harus kita akui juga pada beberapa 

hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Perolehan 

penghargaan/prestasi tersebut , antara lain : 

Penghargaan Tahun 2022 

1. Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 

penghargaan Pembina K3 Terbaik Peringkat Enam se-Jawa 

Timur kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE. Mewakili Bupati 

Tuban Penghargaan ini diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Tuban, Drs. Sugeng Purnomo, Rabu 

(12/01/2022) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Timur. 
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2. Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan penghargaan ‘BeritaJatim 

Media Digital Award’ Tahun 2022 dalam kategori Website Pemerintah 

Daerah Terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima oleh 

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE dalam rangkaian HUT Ke-16 

Beritajatim.com di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Kamis 

(31/3/2022). 

3. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima penghargaan TOP 

Pembina BUMD 2022 dari Majalah TOP Business bekerjasama dengan 

Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan LKN Lembaga Kajian Nawacita, 

Rabu (20/04/2022) di Hotel Raffles Jakarta. 

4. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

tahun anggaran 2021 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) RI Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, Selasa (26/04/2022) di 

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim. LHP yang diterima 

memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

5. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima 

penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021 yang diserahkan Wakil Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Dr. Alue Dohong, PhD., Rabu 

(20/07/2022) di Auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Manggala Wana 

Bakti, Jakarta. Penghargaan yang diterima adalah Penghargaan Terbaik IV 

Kriteria Pemerintah Daerah Kategori Kabupaten Besar.  

6. Inovasi Bara Tuban (Briket Khas Kabupaten Tuban Berbahan Dasar 

Limbah Kulit Siwalan) Meraih Pengharagaan Terinovatif 1 Anugerah 

Inovasi Daerah dan Inovasi Tekhnologi (Inotek Award) Kategori Inovasi 

Teknologi di Bidang Ekonomi. Penghargaan diserahkan Gubernur 

Jatim Khofifah Indar Parawansa Kepada Bupati Tuban Aditya Halindra 

Faridzky pada Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-77 Provinsi Jawa Timur di 

Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (12/10/22). 

7. Kabupaten Tuban telah menerima plakat dan piagam Opini WTP 7 kali 

berturut-turut. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 

Kementerian Keuangan RI, diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah 

Indar Parawansa kepada Bupati Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, 

SE. Penghargaan ini merupakan apresiasi Kemenkeu atas prestasi 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Predikat Opini WTP dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil 
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Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

tahun anggaran 2021. di Hotel Bumi Surabaya Senin (14/11/22). 

8. Pemerintah Kabupaten Tuban raih penghargaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB dan 

penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat 

BB. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, H. Abdul Azwar Anas 

M.Si., kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., pada kegiatan 

Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 

Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (06/12/22). 

Berbagai keberhasilan tersebut patut disyukuri apalagi pada Tahun 2022 

di masa pandemi Covid-19, meskipun keberhasilan yang telah dicapai bukan 

merupakan akhir dari kepuasan kinerja namun diharapkan dapat membuka 

peluang untuk terus berkarya dalam mencapai keberhasilan berikutnya. 

Demikian pula beberapa kekurangan pada periode sebelumnya dapat menjadi 

tantangan dan motivasi ke arah perbaikan dan penyelesaiannya dalam seluruh 

aspek kehidupan. Hal tersebut membutuhan itikad baik, kerja keras, kreatifitas 

dan inovasi seluruh stake holder Daerah Kabupaten Tuban, baik eksekutif, 

legislatif, masyarakat maupun dunia usaha.  

Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan apresiasi dan penghargaan 

serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh stakeholder 

pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten 

Tuban, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, instansi 

vertikal termasuk aparat keamanan, pemerintahan desa, pihak swasta, dan 

seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah memberikan dukungan dan 

bekerja keras dalam sinergi bersama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam 

pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LPPD Tahun 

2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup 

substansi maupun redaksional laporan. Melalui mekanisme penyampaian LPPD 

ini, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan kesempatan kepada publik untuk 

memberikan, masukan, kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan 

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik pada tahun-tahun 

mendatang.  
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